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PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI: STUDI KASUS RESPONS POLITIS PEREMPUAN

LU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partaj Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang
Pemilu memberikan jaminan sckaligus pelsang bagi keterwakilan politik
perempuan. Perempuan yang mepempati setengah dari jumlah penduduk berhak
untuk terlibat dalam proses pemyusunan kebijakan utamanya yang berdampak
langsung bagi kepentingan perempuan, Masuknya perempuan dalam ruang
penyusunan kebljakan membawa harapan bahwa mereka akan mewarnai produk
hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI. Salah satu produk kebijakan
yang dihasilkan oleh DPR, RI perinde 2004-2009 adalah UU No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi. Pembahasan RUU Pornografi ini sejak awal sudah menuai
berbagal polemik dan kontroversi yang membelah masyarakat menjadi kelompok
pendukung dan penclak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
respon politis perempuan dalam proses penyusunan Undang-bndang  yang
berhubungan dengan  kepentingan perempuan. Secbagai studi kasus dalam
penelitian  ini  dilthat proses penyusapan UJU Pornografi. Secara spesifik,
penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap proses penyusupan UU
Pormografi dan dinamika yang terjadi selama proses penyusunan, bagaimana
perempuan menghadapi konflik kepentingan, bagaimana aspek pembentuk respon,
dan faktor apa saja yang memengarabi respon mercka. Sebapal penufup
pembahasan, saya jugs mengungkap bagasimana respon perempuan pada akhir
pembabasan sampai saat peongesahan. Perelitian ini menggunzkan pendekatan
kualitatif berperspektif’ perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adaleh tidak mudah bagi
perempuan untuk merespon pembahasan UU Pormografl yang dapat memuaskan
semua pihak. Pada akhirmya, respon perempuan anggota DPR RI kebanyakan
tidak terbangun dari perspekiif feminis. Respon perempuan tidak akan melampaui
garis kebijakan partal, Perempuan menginternalisasi nilai-—nilai yang dianggap
“feminis’ atau perspektif perempuan dari lingkungannya terutama keluarga dan
pengakaman hidupnya,

Kata kunet: keterwakilas, pofilist perempuan, respon, pornografi
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ABSTRACT
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POLITICAL RESPONSE OF FEMALES TO POLICY MAKING N THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES POLICIES: A CASE STUDY ON THE
WRITING OF PORNOGRAPHY BILL.

Bill No. 2 year 2008 on Paolitical Parties and Bill No. 10 year 2008 on General
Election guarantee as well as provide opportunities for female political voice to be
represented, Half the population, women deserve the rights io be involved in the
composition of major policies which have immediate impact on their inferests.
The inclugion of women in the space of policy making has sparked hopes that they
will enrich the law and policics produced by Indonesian House of Representative,

One of the policies issued by The House in the period of 2004-2009 is the Bill No.
44 year 2008 on Pornography. Discussions on Bill’s Draft bave triggered both
polemics and controversy which divide: the society into those supporting and those
opposing. This paper illustrates the political response of women in the process of
writing  Bills related to the interests of women. The process of writing
Pornography Bill is used as a case study in this research. Specifically, this
rescarch is also aimed to reveal the process and dynamics involved in the making
of Pomography Bills a8 well s how women react to conflicts of inferests, what
aspeots build the response, and what factors affecting their responses.

In the conclusion, the responses during the final stage of the Bill's preparation and
legatization are also presented, This research implements a qualitative approach
from the perspective of fomales using im-depth interviews as data pathering
technique. The result shows that it is not easy for women fo respond fo the
discussion on Porsography Bill which will satisfy everyome. Eventuslly,
responses from female members of The House are generally not based on
feminist’s perspective. Thelr responses however should not exceed their
respeciive party’s guidelines, Women internalize the so-called “feminist® values or
female perspectives from their environment, particularly families and personal
experience,

Keywords: representativeness, women politician, response, pornography
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KATA PENGANTAR

Segala pujl bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah
mencyrahkan kasth sayang dan limpahan karuniaNya. Shalawatl serta salam
semoga tercurah bagi manusia pitthan Rasulullah SAW.
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Perempuan  Anggota  Legislaiif namun  saya mehemui kesulitan  dalam
merumuskan teori yang digunakan untuk melihat sensitivitas, Meski tidak
mungkin meneliti sensitivitas, saya tetap tergelitik uvnfuk melihat bagaimana
petjuangan perempuan setelah masuk ke rusng penyusunan kebljakan Apakah
kehadiran perempuan berkontribusi pada lahimya produk kebijakan yang berpihak
pada perempimn? Hu selalu menjadi perfabyaan saya. Akhimya, pada sast ujian
proposal tahun Jalu sayva berkesempatan antuk mengubah tema penulisan tesis
menjadi Respon Politis Perempuan.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih vang setulus-
tulusnya kepada:

Mbek ‘Kus® Kusyunisti vang felah membimbing denpan penuh
kesungguban, Rasaoya jarang ada dosgg peombimbing seperti mbak RKus yang
sampal mengeiar mahasiswa bimbingannys agar segera merampungkan icsisnya.
Mbak, nanii kita cari restoran vegelarian lagi va...

Mbak Shelly yang telah berbaik hati memberikan masukan yang berharga
bagi kesempurnaan tesis ini. Saya mohon maaf kalau saya terkesan mengejar-
ngejar mbak Shelly dan menagih masukan entuk draft tesis saya. Kopan nih ke
Baridung?

Mbak Kristi vang selaiu ada vatuk mahasiswa. Says sanpat terkesan
dengan mbak Kristl, selain scbagai ketua Program, mbak Kristi juga sangst
memahami mabasiswa, ferutama saya yang didera berbagal kesibukan setelah
masuk ke Jawa Barat. Terima kasih mbak, atas dukungan dan bimbingannya
selama ini, Kita berinteraksi sejak saya duduk di semester 2. Ternyata rumah

mbak Kristi huh deket sama orang tuaku,
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Para dosen yang telah mencerahkan saya meialoi tecri ferninis dan mata
kuligh lain yang saling menunjang satu sama lain. Bu Sap, mbak Widja, mas
Syafik, bu Musdah, bu Anita, pak Gde Natih, mbak Arimbi, mbak Sulis, mbak
Ani, mbak Dani, mbak Atwin, bu Alas, dan semua dosen yang begitu bersemangat
dalam memberikan kuliah,

Para staf akademik, mulal dari mbak Dewi yang rajin menelepon dan
membuatku takut dengan dering telponnya, mbak Yati yang berbaik hati
meminjami buku, mbak Yuni yang suka bawa nasi bakar, mas Hamid dan mas
Syukron yang rela menunggu foto kopi bahan kuliah, yang setia mengutake-atik
LCD vang sering npadat jiks mahasiswa mau presentasi.

Thu dan bapakke yang tanpa lelah seialy memberi dorongan dan doa agar
aku segers lulus, Dalem rentang wakty sciahun melakukan penelitian dan menulis
tesis ini, selalu bolak balik Jalerta-Bandung untuk menyemangati anaknya.
Memang benar, kasth thu sepanjang zaman. jadun terima kasih ya udah doain akn

Suamiku, Ahmad Hervawan, yang selalu penuh pengertian memberikan
dorongan buat istrinya univk majuo.

Anak-anakku, Khobbal:, Salman, Khodilah, Abdul Halim, Shofia, dan
Abdul Hadi, meski tidak membantu ibn mengeiar subick penelitian, mengetik, dan
mencari referensi, namun senyum, canda, laporan guru tentang presiasi kafian
telah memompa semangat ibu untuk segers menyelesaikan tesis inf agar kita dapat
melakukan berbagat kebersainaan vang dalam viga bulan ini Jarang kita lakokan.

Teman-temanku, mbak Sulis, mbak Win, yang selalu saling menyemangati
baik secara langsung melalui telpon ataw lewat ams-sms yang motivatif,. Mbak
Ime, yang meski baru beberapa kali berernu, nzmun rasanya sudah kenal
bertahun-tathiun.

Dan vang selalu ada di hatl, "Yas® Fitrlyasni, pengerjaan tesis ini sampai
memaksa Fitri datang ke Bandung hanya kavena ingin saya juga segera
menyelesaikan tesis schagaimana dirinya. Fitrd juga melibatkan pasukannya unink
membanty penyelesaian tesis ini. Abi dan Ui Hannan, juga Hannan, terima
kasih ya sudah bersusah payah datang ke kota Kembang—yang tidak terkenal lagi
dengan kembangnya——hanya untek mempercepat penyelesaian fesis inl Ini

kenangan yang tak akan pernah kalupakan. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima
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kasih yang setulug-tulusnya untuk Bik Ros dan Mbak Lina atas jasa-jasanya
selama ini.

Meski jauh dari kesempumnaan, sava berharap tesis ini memberikan
sumbangan ilmiah bagl dunia pendidikan, partai politik, perempuan anggota
legislatif, dan fentunya gerakan perempuan. Jalen melakukan perbaikan dan
persbahan masih panjang. Saya memohon masukan dan saran untuk perbaikan
tesis inl.

Akhirnya saya berharap, meski setitik kiranya ada manfaat yang didapat
oleh pembaca dari hasil penelitian yang ditnangkan dalam tesis ini.

Bandung, Desember 2009

Netty Prasetijani
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BAB1
PENDAHULUAN

Ya jelas pevempuan itu, kenapa toh ada perempuan di DPR, saya selalu bilang
geda keterwakilan ekeistensi dan ada keterwakilan ide, secara fisik perempuan
Aarus hadir itu, seperti gombararnya menyusul perempuan itu tidak bisa
digamtikan. Hal-hal yong berkaltan dengarn perempuiam itu memang horis
dipwtuskan oleh perempuan don tidak bisa kita wakilkan. Nggak bisa laki-laki
merasakan diperkosa, merasakan melahivkan misalnyo, padahat korban-korban
perkosaon membutuhkon perfindungan hukum, perlindungan zesial, dan
zebagainya. Don berbeda dengen laki-Jaki, itu betul-betul kenyataan ada
keterwakilan ide yang bisa kita wakiltkan.

(LI, Partai Amanat Nasionad, 2 Septeraber 2009}

Apa yanp disampaikan oleh LI menunjukken bahwa keberadaan
perempuan mewakili masvarakat khususnys kaum perempuan dan anak di ruang
legislatif atau parlemen adalahk penting. Sebagai negara berdaulal negara Kitx
menganat  sistem  demokrasi, vaifu  Sistem  keterwakilan yang  melakukan
musyawarah untuk mufakat ketika mengambil kepotusan atan melskukan
pengambilan suata terbanvak melalui voting. Inilah yang mendasari mengapa
keterwakilan perempuan sccars kuantitas diperluwkan dalam ruang penyusunan
kehijakan. Pada saat kita harus memberikan suara atau pilihan di ruang kebijakan,
maka jumlah atay kuantitas akan sangat menenfukan hasit keputusan, Dapat
dibayangkan jika jumlah perempuan sasgat sedikit di parlemen, maka yang
berhak menyuarakan Kepentingan dan kebutwhan masyarakat vtamanya kaum
perempuan dan _azzaia jupa sangat ferbatas,

Hulah sebabuys beberapa prodok Undang-Undang menyebutkan klausu]
keterwakdlan perempuan dan secara eksplisit menyebutkan angka atau kuota
keterwakilan. Upaya ferssbut dimaksudken agar ruang yang selama ini banysk
didominasi kaum laki-laki, juga menghadirkan proporsionalitas dalam menyusun
kebilakan secars merata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apalagt selama
ini masvarakat terlanjur menyangka babwa legislasi adalah dunia laki-laki,
maskulin, dan keras, Tidak sedikit perempuan yang enggan dengan segala sesuafu

yang bersentehan dengannya. Sebagai contoh, masih banysk perempuan yang
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akhirnya bersikap apatis dalam perhelatan politik baik Pemilu legislatif maupun
pemilthan kepala daerah.

Sebaliknya, kita juga tidak hanya ingin mengatakan bahwa kuantitas atau
jumlah lebih dintamakan dalam konteks keterwakilan. Dalam penyusunan
kebijakan atay keria legislast di ruang parlemen, yang dibutuhkan tidek hanya
jumiah atau kuaatitas, namun juga kemampuan atau kualitas perempuan yang
terpilih sebagal wekil rakyat. Meski secara jumlah atau kuantitas perempuan
menenmpati separvh ruang parlemen, telapi jika tidak ditkuti psmahaman vang
utuh tentang peran, fungsi, pengetahuan, pemehaman terhadap persoalan, dan
kelincahan membangun hubungan atau jejaring, tentu keberadaan perempuan
sama halnya dengan ketidakhadirannya, Sulit rasanya masyarakat berharap kepada
perempuan yang telab menjadi wakilnys di ruang parlemen jika ia tidak memiliki
sejumlah kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan fungsinya
sebagal anggota legislahf, Meskipun yang dituniut untek memenubi kualifikast ini
bukan hanya peremapuan samun seluruh angpota legislatif hendsknya mampu
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai wakil rakyat.

Narmun demikian secara faktual yang menjadi pertanyaan berikuinya anfuk
perempuan yang duduk di DPR salah satunya adalah bagaimana respons politis
perempuan i ruang penyusunan kebijakan karena bukan hanya partisipasi atau
keterwakilan saja yang dibutahkan. Respons anggofa legislatif percmpuan
ternyata sangat memengarchi kebijaken. Respons inilah yang akan mendorong
perempuan  melakukan perjuangan i ruang-vang penyusunan  kehijakan.
Pemabaman perempuan terhadap persoalan bangsa terutama kaumnye sendird,
penghayatannya lerhadap permasalehan akan melahirkan perasaan empati, peduli,
dan keberpihakan, vang skhimys akan mendorongnya melakukan tindakan.

Tesis Ini menganalisis respons perempuan anggota legislatif dalam
penyusunan kebijakan yang dibuat dalam parlemen. Sudah diketahui secara umum
bahwa negara kita melalol UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 1) Tahun
2008 memberikan 30 persen kuota dalam kepengurusan partai politik dan
mengajukan calon legisiatif, Kebijakan ini memberikan kontroversi tidak hanya
kepada laki-laki juga kepada perempuan. Karena kebijakan ini tidak hanya
menimbulkan tabrakan kepentingan terhadap anggota parpo] laki-laki yang sudzh

Universias Indonssia

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



Iama membangunt karir, juga menimbulkan gagap kultural terhadap upays
feminisasi partai politik dan parlemen (Lovenduski 90). Sebenarnys uadang.
undang tersebut menciptakan peluang bagi perempuan untuk memberikan respons
langsung dalam pembuatan  kebijakan, Memang respons  tidak  mudah
dikontribusikan mengingat keterbatasan sumber daya percmpuan anggota
legistati! dalam lingkungan institusi yang serba seksis dan maskulin, sementara
perempuan juga harus memperhatikan mandat partai dan aturan yang ada. Untuk
itn, saya sebagai seorang perempuan merasa tertarik untuk meneliti sejauhmana
respons pelitis perempuan anggota DPR RI dalam penyusenan kebijakan dan
menjadikan UL Pornografi vang secara sebstansi berhubungan langsung dengan
kepentingan perempuan schagal studi kasus dalam meneliti respons perempuan
angpota legisiatif peremipuan di tengah dinamika institusi parfemen dan aturan

partal yang serba sekyis dan maskaiin (Lovenduski 95).

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kuota 30 persen keterwakilan perempuan sudah lama diperjuangkan
karona dari berbagai argumen sudah tidak terbantahkan lagl akan perlunya
keterlibatan perempuan secara langsuag dalam pembuatan kebijakan. Sheila
Rowbotham misalnya, menganggap bentuk praktik politik akan menimbulkan
persoalan jika setiap orang tidak menghormati pesgalaman orang Iain, karena
representasi dapat ferus menerus menciptakan, mendukung, stau meagpanti
gagasan identitas gender {Humm 396). Hal ini dilakekan, salah satunys untuk
menaikkan capaian pembangunan yang berkeadilan gender gima memenuhi targst
MIDGs; dalam perspektif demokrasi yang mensyaratkan keterlibatan keterwakilan
perempuan yang menduduki populast lebih separsh jumlah penduduk; dan
kehadiran perempuan dalam partai dan parlemen memberikan nilal berbeda
terhadap dua institusi politik tersebut yanp secara historis memang maskulin.

Memang tidak mudsh bagi perempuan *pendatang belakangan' atay Jofe-
comers’ untuk masuk dalam dunia politik ini. Nilai yang dipercaya babwa dunia
politik adalah dunia laki-laki bagaimanapun menghadang perempuan watuk
memasuki area maskuiin ini. Selain i, sudah jamak dikelahui bahwa kapasitas

perempuan anggota legislatif inl memang scbagian besar belum memenuhi
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harapan masyarakat karéna perempuan yang mempunyai perspektif feminis dan
keahlian tidak banyak vyang bersedia dicalonkan atau mencalonkan., Hal ini
menimbulkan hambatan ketika perempuan membuat respons, tidak hanya
kurangnya pendalaman maieri teknis, juga hambatan kultural dalam institusi
parlemen dan partai, dan aturan partai yang sering kali sulit diskomodasikan.

Secara khusus tesis inl mengambil contoh kasus proses pembuatan
Undang-undang Pornografi uatuk melihat respons anggota legislatif yang secara
substantif’ berhubungan langsung dengan perempuan secara sosio-kultural dan
sejalan dengan Andrez Dworkin dalam Humm (354) yang memandang pornografi
sebagai model ekspresi da;i keyakinan yang dimiliki cleh laki-laki yang merasa
mempunyai hak kekuasaan seksual atzs perempuan. Kedekatan sosio-kultural ini
paling tidak dikarapkan mendorong mereka untuk memperivangkan pugatan yang
bagi MacKinnon menciptakan hubungan langsung antara sosialitas dan
subjektivitas sehingga mengetahul pelitik situasi perempuan berarti mengetahiui
pribadi politik perempuan, atsy meminjam istilah Humm (338) personal is
pelitical, dan  kemudian mengakomodasikan hambatan psikologis dalam
memperjuangkan proses panjang formulasi ayat-ayat dalam undang-undang,
Memang ada beberapa UU lkain yaag juga berhubungan secara langsung dengan
perempuan, misaipya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangzga, atan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), namun kedua undang-undang terakhir
kuranz menimbulkan kontroversi sebagaimanz UU Pommografi yang penuh
dinamika dan kompleksitas persoalan bagi perempuan dalam memberikan respons
terhadap penyusunannys.

Dalam mengungkap respons perempuan anggota fegislatif akan digunakan
metode yvang mampu menggali data dalam mengongkapkan proses psikologis dan
keterlibatan teknis dalam pengambilan keputusan dengan menggali vist, makna,
keberpihakan, petvusunan  strategl, mengelola konflik  kepentingan, dan
penentuan keputusan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif feminis
Radikal Kultural.

Penelitian ini tidak mudah terutama dilaksanakan pada masa anggota DPR
RI yang terlibat dalam penyusunan UU Pornografi sudah tidak lagi menmjadi
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anggota DPR. Selain itu, proses penyusunan uadang-undang ind dimulal tahun
2005, pada wakty itv percmpuan anggota legislalif belum mengalami
pemberlakuan UU Ne. 2 Tahun 2008 tantang Partai Pelitik dan UU No. 10 Tahun
2008 tentang Pemilu. Qleh karena itu, penelitian ini dalamn beberapa analisis
kadang masih merujuk UU Mo. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

i.L.I  Perfunya Keterwakilan Perempuan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol)
memberikan kuota 30 persen bagi perempuan agar terwakili dalam kepengurusan
parpol secara spesifik tercanturn dalam Pasal 2 ayat 5, dan Pasal 20. Dan dalam
LU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilthan Umum Anpgota [IPR, DPRD dan
DPD, Pasal 33 dan 58 secara tegas menysbutican 30 persen keferwakilan
perempuan. Walaupun kemudian Mahkamal Konstitusi pada 23 Desember 2008
mengeiuarkan keputusan pengabulan Judicial Review UU No. 10 Tahun 2008
terutama Pasal 214 mengenai penerituan caleg berdasarkan nomor urut yang
artinya membatalkan pasal tersebut dengan mengganiikannya berdasarkan
peralehan suars ferbanyak. Keputysan MK ini mengecewakan gerakan perempuan
karena upava menyeimbangkan gender kandas bahkan sebelum Pemilu yang
diharapkan mengimplementasikan kuota tersebut dilaksanakan. Paling fidak ade
dua penyebab vang mengganjal upaya feminisasi parpol ini, perfama, perempuan
tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam perclehan suara karena mereka
adalah peserta baru dalom parpol. Kedua, upaya gerakan perempuan tidak
memperhitungkan strategi yane komprehensif, perjuangan melalui parlemen dan
parpol dengan proses vang menyakitkan kandas oleh Keputusan MK (yang
mempunyai tingkat yuridis Iehih tinggi) tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Perjuangan gerskan perempuan untuk menetapkan kuota keterwakilan
perempuan tidak hanya terjadi di Indonesta, ada sekitar 80 negara di denia ini
vang memberhakukan kuota (Lovenduski 1703 Di Indonesia tuntutan kuota ini
dikemukakan karena bagi Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP)
banyaknya anggota IIPR perempuan akan ikut memperjuangkan produk hukum
yang berpihak kepada perempuan. Bagi perempuan yang banyak mengisi lapisan

hawah masyarakat, seperti kelompok buruh, gury, pemulung, penyandang cacat,
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dan peketja seks komersial, keterwakilan perempuan dibarapkan akan
memperbaiki  nasib mereka dengan memperjuangkan agends percmpuan
{(Rostanty dan Dewi 7). Menurut Wilaksana (83), keterwakilan perempuan
merupakan wujud implementasi demokeas! yang menjamin hak politik setiap
warga negara, termasuk perempuan. Dan bagi Meuthia Hatfa Swasono, mantan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Indonesia Bersatu kesatu
periode 2004-2009, keterwakilan perempuas penting untuk mengimplementasi
pengarusutamaan gesdsr dalam setiap program pembangunan agar capaisn
pembangunan adil bagi setiap warga negara laki-laki dan perempuan. Memang
capaian pembangunan di Indonesia dalam beberapa aspek masih menunjukkan
ketimpangan gender.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik
Perempuan pada masa pemerintahan mantan Presiden Sccharto dan CEDAW
diratifikasi pada tahun 1984. Pemerintah Habibie kemudian merstifikasi Protokol
Opsi yang meropakan bagian dari Konvensi Perempuan, Belakangan ind
pemerintah  Indonesia bmbkan telah mengambil beberapa langksh untuk
melakukan berbagai tindakan yang ditujukan untuk menyvempurmnakan kebiiskan
veng menyangkul gender, tertama masalah gender mainstreaming, yang
merupakan sebuah strategi penting yang fermuat dalam Platform Aksi Beijing
(Bejing Platform for Action). Keppres Nomor 972000 berisi arahan kepada semua
sektor pemerintahan Indonesia untuk menerapkan gender mainstreaming ini.

Walaupun negara sudah meratifikasi  bebetapa  konvensi  untuk
mengupayakan kesetaraan, konstruksi sosial perempuan masih teriadi berurat-
berakar yang menyebabkan capaian pembangunan yang timpang. Tampaknya
gejala ini tidak saja terjadi di Indonesis sehingga pada tabun 2000, sekitar 189
kepala negara menandatangani Deklarasi Millennium Davelopment Goals (MDGs}
di hadapan Sidang Umum PBB di New York untuk melaksanskan delapan
pricritas tujuan pembanpunan yang aken dicapal sampai tahun 2015, Tiap-liap
negara kemudian menetapkan farget. Indonesia misalnya menargetkan semua anak
faki-laki dan perempuan akan menyelesaikan tahapan pendidikan dasar sembilan
{9} tahun, memberdayakan perempuan, mengurangi diskriminasi gender pads
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sernua tingkatan, dan meningkatkan kesehatan ibo dan mengurangi rasio kematian
ibu dalam proses melahirkan hingga 73 persen.

Di Indonesia, berdasarkan Human Development Report (HDR) tahun
2007-2008, angka Gender Developmert Index (GDI} atau Indeks Pembangunan
Gender Indonesia mencapai 0,721 atan menduduki peringkat ke-80 dari 156
negara, ini menunjukkan perbatkan tahun 2006 yang mencapai angka 0,704,
Adapun indikator GDI mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Namun
secara regional ASEAN, GDI Indonesia masih terbilang rendah hanya lebih tinggi
dart Myanmar dan Kamboja. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
2006 menunjukkan angka partisipasi sekolah {APS) penduduk perempuan usia 7-
12 tahun sudah mencapai 97,7 persen. Namun, jumnlah perempuan usia 15 tahun
ke atas yang mengalami buta aksara mencapai 11,61 persen, sementara figur laki-
laki hanya sebesar $,44 persen. (www.bappenas.go.id).

Peninghatan  kualitas Iadup persmpuan  juge dilihat dard  semaskin
meningkatnya angka harapan hidup penduduk perempuan. Berdasarkan data BFS
angka harapan huiup perempuan meningkat dari 70,2 (2005) meniadi 70,8
{2006). Namun, angka kematian ibu {(AK]) vang disebabkan oleh kehamilan dan
persalinan masih sangat tinggi. Menumt Women of Owur World 2005 yang
diterbitkan oleh Population Reference Burean (2005), AKI di Indonesia mencapal
230 kematian per 100.000 kelahiran hidup, bampir dua kali lipat lebih tinggi dari
AKI di Vietnam {130), lima kaii Hpat lebih tinggi dari AKI di Malaysia (41} dan
Thailand (44), bahkan trjuh kali lipat febih tinggi dari AKI di Singapura (30)
(www.bappenas.go.id),

Relain pendidikan dan kesehatan, GDI juga mengukur partisipasi ekonomi
penduduk perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)
mengalami sedikit peningkatan dari 48,06 persen {2006) menjadi 43,5 persen
{20073 dan 51,3 persen {2008) sedangkan laki-laki 84,7 persen {2006), 83,7 persen
(2007} serta 83,6 persen (2008). Menurut data Departemen Tenaga Kerda per
Agustus 2007, jumlah tenaga keria di lwar negeri hampir 79 persen adalah
perempuan (www.bappenas.go.id),

Ukuran lain untuk melihat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

adalah Gender Empowerment Measwrement (GEM) atau vkuran pemberdayaan
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gender. Menurut data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP}
bekeria sama dengan BPS, angks GEM Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan
0,397 meningkat menjadi 0,618 fahun 2006, Figur ini menggunakan indikator
pendidikan, partisipasi politik, jabatan publik, ketenagakerjaan, dan pendapatan
{www.bappenas.go.id). Di bidang politik, hingga pertengahan fahun 2008, telah
ada satu gubernur, satu wakil gubernur, tujuh bupatifwalikota, dan empat wakil
bupati/walikota perempuan menumt data KNPP 2008 (www.bappenas.go.dd).
Namun, persentase pegawai negeri sipil {PNS) perempuan yang menjabat sebagai
esclon -V masih sekitar 20,2 persen {Badan Kepepawalan Negarp, 2007).
Sementara jtu, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada 2007 di
DPR-RI sekitar 11,6 person dan di DPD sekitar 19,8 persen. Peran perempuan
pada lembaga vudikatif juga masih rendah, yakni hanya 20 persen hakim, 18
persen hakim agung, dan 27 persen jaksa yang dijabat oleh perempuan,

1.1.2. Anggota Legiglatif Perempuan dan  Peranannya  dalam
Pengambilan  Keputusan

Sebagai angzota Jegislatif, perempuan memiliki kesempatan wntuk
menjalankan fungsi legisiosi, pongawasan, dam anggaran sertz  sejumish
wewenang vang dilabarkan dari tigs fungsi df atas sebagaimans yang diatur dalam
ULl Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susduk Anggota DPR, DPRD, dan DFD, Ini
tugas vang tidak ringan, terutama bagi anggota legislatif baru. Ketika kampanye,
mereka tidak membayangkan besamya persoalan yang dihadapi, tidak saja
bergulat dengan proses-proses adu argumen yang melelahkan, juga pemenuhan
mandat dari parpol perlu diemban. Schinpga pertanyaannya adalah apaksh
anggots fegislatif perempuan mampu menjalankan fungsi-fungsd tersebut, &
tenpah maskulinitas institusi di DPR dan partai?

Memang sering kali masyarakat berharap ferlalu banyak dari anggota
legislatit untuk merampungkan banyak persoalan, sedangkan dinamika dan
kompleksitas persoalan politik di negara kita menyebabkan yang mempunyai
perspektif feminis justru tidak terpilih atau tidak bersedia mencalonkan dird, atau
yang terpilih menjadi angeota legislatif tidak mempunyal perspektif feminis.
Menjadi pelaku politik tidak mudah bagi perempuan, Menurut Lovenduski (88)

perempuan mempunyal tiga kendala utama, perfome, sumber daya yang lemab,

Universitas Indonesia

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



artinya pendidikan dan latar belakang ekonomi di bawah rata-rata anggota
legislatif laki-laki, Xedua, berbagai macam kekangan gaya hidup patriarkal
menyebabkan perempuan hanya mempunyai sedikit waktu untuk area publik
termasuk berpolitik. Dan ketiga, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-
Jaki. Persoalannya adalah area politik memang area maskulin, tempat laki-laki
mendominasi, memformulasikan atnan permainan  politik  (Shvedova 20).
Selanjutaya kehidupan politik diorganisasi sesuai dengan norma dan nilai laki-
laki, misalnya ‘menang-kalah’, kompetisi, konfrontasi, dibandingkan dengan
menghormati, kokaborasi, konsensus. Di Indonesia persozlan ini ditambah dengan
visi partai yang beragam, kerasgamzn latar belakang dan kualitas anggota
legislatif, serta kurangnye pengalaman dalam bermain politik menyebabkan
sulitnya menialankan fungsi dengan baik,

Keberadaan - perempuan  mewskill masyarakat perempuan di ruang
legisiatif atau parlemen adalah penting, terutama ketika melakukan musyawarsh
untuk mufakat dalam peagambilan keputusan atau melakukan pengambilan suara
terbanyak melalui voting. Pada saat memberikan suara atau pilihan di nuang
kebijakan, jumish atau kuentitas akan sangat menentukan hasil keputusan. Namun
keberadaan yang iebih penting adalah mewamai seeara substantif kesetaraan dan
perspektif feminic dalam pengambilan keputusan. Memang, tidak mudah
mewjudkan keduanya manakala sigtem parlemen masih sangat maskulin.
Lovenduski (3940} membedakan kedua fingsi di atas scbagat keterwakilan
deskriptif dan  substantif Keterwekilan deskriptif adalah  keterwakifan
berdasarkan  proporsi  jumiah  populasi, keterwakilan substantif lebih
mengutamakan keterwakilan kKepentingan sebagal daéar pertimbangan dalam
menentukan kedudukan mereks. Melihat sistem dan mekanisme parlemen di
Indonesta, nampaknya kehadiran anggota DPR masth dalam batas keterwakilan
deskriptif, karena sifatnya masih terfokus pada jumlah. Hal ini pun masih
dipertarrvakan kesungguhannya, terutama ketika MK justru memakzulkan Pasal
214 U Nomor 10 Tahun 2008, Dalam keterwakilan substantif, menuna
Lovenduski lebih lanjut, kepentingan seseorang dianggap lebih penting daripada
kepentingan kelompoknya,
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Di Indonesia terjadi sebaliknya, pemberlakuan sistem pemilihan electoral
threshold menetapkan jumlah pemilih sangat berarti untuk menuju kepada putaran
pemilihan parfiamentary threshold. Sebagaimana diketahui bahwa parliamentary
treshold adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk
bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur
dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah
sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan ketentuan ini,
parpol yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai
perwakilan di DPR sehingga suara yang felah diperoleh oleh parpol tersebut
dianggap hangus. Karena itu, dengan sistem pemilihan ini, maka menarik suara
menjadi lebih penting daripada wawasan kepentingan caleg. Untuk kepentingan
ini, partai politik kemudian lebih memilih artis yang populer sebagai vote getrers
atau pengumpul suara daripada calon legislatif yang mempunyai perspektif (Eep
S. Fattah, 53). Sebagai contoh, hasil Pemilu 2009 menunjukkan bintang film lebih
berhasil menjaring pemilih lebih banyak daripada tokoh LSM yang mempunyai
kesadaran dan perspektif feminis. Fenomena di atas menjadikan parpol yang
memang sudah maskulin lebih pragmatis untuk kepentingan jangka pendek dalam
merekrut anggota, misalnya memberikan jalur khusus bagi calon anggota
perempuan cantik daripada perempuan lain yang lebih mempunyai kepekaan
untuk membela kepentingan perempuan. Fenomena seksis seperti ini oleh
Lovenduski disebut dengan ‘seksisme institusional’ ketika sebuah organisasi
didominasi oleh salah satu seks dalam personel hasil dan praktik-praktiknya
{100). Ditambah lagi, kultur yang dibangun oleh partai politik belum memberikan
ruang yang lebih luas bagi perempuan. Penempatan perempuan di dalam struktur
kepartaian menunjukkan perspektif partai dalam memandang keberadaan
perempuan. Ada yang menempatkan perempuan pada setiap bidang, ada juga yang
menempatkan perempuan pada satu bidang khusus perempuan atau kewanitaan.
Ada pula yang mengapresiasi perempuan sebagai salah satu wakil ketua, tetapi
tidak mempunyai fungsi jelas. Atau bahkan ada pula perempuan yang sudah
menjadi salah satu ketua partai.

Penempatan perempuan di atas dirumuskan dalam platform dan Anggaran

Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Posisi perempuan
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menjadi penting manakala anppota legisiatf menyikapi perscalan dan dinamnika dt
ruang legislasi atau penyusunan kebijakan. Seorang ketua memberikan kontribust
pada pilihan, sikap, dan respons yang diambil dalam mewakili partainya di
parlemen. Ploiform atau landasan parpol yang berbeda menyebabkan terjadinya
tarik menarik argumen dan perdebatan vang panjang, salah satu contohnya adalsh
penvusunan UU Pornografl.

Secara faktual yang menjadi pertanyaen adalah bagaimana respons politis
perempuan di reang penyusunan kebijakan karena bukan hanya partisipasi ataw
keterwakilan saja yang dibutuhkan. Respons ini dipengarchi oleh kedalaman
pemzhaman persoalan, penghayatannya terhadap perscalan yang melahirkan
perasaan empati, peduli, dan keberpihakan, dan skhirnya mendorong perempuan
melakukan tindakan.

Dalam dinamika proses pembuatan keputusan di parlemen, tantangac
perempuan bukan hanya pada penempatan komisi, namun juga pada aktivitas di
luar persidangan. DFR  merupakan institusi seksis yang masih memarjinalkan
anggota legislatif perempuan, dengan menempatkan mereka pada komisi
‘perempuan’ yang lebih banyak membahas kebitakan vang beshubungan denpan
porempuan dan snak, misainya kesehatan, peranan perempuan, sosial, dan
sebagalnya, Sedangkan anggota DPFR  leki-lali banyak menempatl komisi
mainstream yang berhubungan dengan persoaian publik yang stratepis, seperti
Komist 111 yang meliputi hukum, perundlang-undangan, HAM dan keamanan,
Komisi VI meliputi perdagangan, pesindustrian, koperasi UKM, BUMN, dan
standarisasi nasional, atau Komisi XI vang mencakup kevangan, perencanaan
pembangunan, perbankan, dan lembaga bukan perbankan. Jika persoalan tidek
selesal di ruang sidang, maka akan diselesaikan di fempat lain, seperti restoran,
hotel, dan lapangan golf Ini contoh Inin seksisnya instifusi parlemen ini, selain
pilihan tempat vang tidak menguntungkan perempuan, biasanya pilihan wakiu
pertermuan juge menyulitkan perempuan untuk terfibat. Scbagai contoh,
pertemuan dilakukan pada malam hari selepas jam kerja, pada waktu perempuan
dipersepsikan harus melakukan peran domestik.  Selain itu, perempuan jupa
mempunyal kegamangan lain ketika harus melakokan kunjungan kerja ke luar
daerah atay fuar negeri yang harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu
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lama. Konstruksi masyarakat masih belum terbiasa melihat perempuan
meninggalkan keluarga, pekerjaan domestik, atau lebih sibuk dibandingkan
suaminya yang menjadi pencari nafkah utama. Beberapa kenyataan di atas
menunjukkan betapa tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan di ruang

penyusunan kebijakan tidaklah ringan.

1.1.3. Studi Kasus Undang-undang Pornografi

Tesis ini disusun untuk menganalisis respons perempuan terhadap proses
penyusunan kebijakan di parlemen. Secara umum, proses penyusunan kebijakan
sudah membuat pilihan-pilihan yang berbeda apalagi jika ini menyangkut
perempuan yang sudah tentu akan memasuki ruang kultur masyarakat dan
bagaimana mereka memandang perempuan, relasi kuasa laki-laki terhadap
perempuan dan pandangan laki-laki terhadap perempuan yang ada di ruang
penyusunan kebijakan. Dengan alasan-alasan tersebut dalam penelitian ini saya
akan mengkaji respons perempuan anggota DPR RI dalam proses pengambilan
keputusan atas kebijakan di parlemen, dengan mengingat dan memerhatikan
bahwa partisipasi perempuan dalam berpolitik saat ini masih rendah, hanya ada
11,4 persen atau 63 perempuan saja yang menjadi anggota DPR RI periode 2004-
2009 sebagai hasil Pemilu 2004.

Dalam penelitian ini, saya memfokuskan pada proses penyusunan UU
Pornografi sebagai studi kasus. Dengan beberapa alasan, perfama bahwa UU
Pornografi ini sangat dekat dengan kepentingan perempuan sehingga saya dapat
melihat dan menganalisis respons perempuan anggota DPR yang terlibat secara
langsung dalam penyusunan UU tersebut. Kedua, UU Pornografi ini memakan
waktu dan proses yang panjang dalam penyusunan sampai pengesahannya
sehingga saya dapat melihat dinamika yang terjadi di dalamnya.

Perjalanan RUU Pormografi begitu menyita perhatian masyarakat secara
luas. Kontroversi yang terjadi sedemikian tajam sehingga memolarisasi
masyarakat menjadi dua kutub; antara yang menolak dan yang mendukung.
Masing-masing pihak pun menggelar ‘kekuatan’ untuk menunjukkan kalau
mereka merupakan kelompok yang dominan sehingga pendapatnyalah yang harus

dimenangkan. Dari pihak yang menolak, misalnya, pada 15 Maret 2006, ribuan
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seniman di Kota Solo menggelar pentas seni kolosal di pelataran Taman Budaya
Jawa Tengah bertajuk “Gelar 1.000 Tayub Seniman Sols Menolak RUU APP”,
sekaliges mendeklarasikan penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang.
wrefang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Aksi ini melibatkan seniman dari berbagal
disiplin geperti teaterawan, musisi, penari, Koreografer, dalang, pelukis, sastrawan,
teater-teater kampus, dan sanggar-sanggar seria penari-penari tradisional, ARS ind
ditkuti oleh tokoh seni seperti Garin Nugroho, Didik Nini Thowok, dalang
wayang spket Slamet Gundono. Pada 22 April 2006, ribuan masyarakat
bergabung dalam karnaval budaya Bhinneka Tunggal lka unfuk menoclak RUU ini.
Peserta berasal dard berbagai elemen masyarakat, mulal dari aktivis perempuan,
seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasiswa, hingga
komunitas jamu gendong dan komunitas waria. Peserta berkumpul di Monumen
Nasional {(Monas) uptuk kemudian berpawal sepanjang jalan Thamrin hingga
Jalan Sudinman, kemudian berputar menuju Bundaran HI.

Ribuan peserta aksi melakukar pawai iring-iringan yang dimulai oleh
kelompok pengendara sepeda onthel, deiman, dilanjutkan dengan aksi-aksi tarian
dan musik-musik dacrah seperti tagjidor, gamelan, barongsai, tarian Bali, tarian
adat Papua, tayul, reog, dan ondel-ondel. Banyak peserta tampak mengenakan
pakaian tradisi Jawa, Tionghoa, Badui, Papua, Bali, Madura, Aceh, NTT dan Jain»
lain, Mulai dari kebaya hingga koteka dan berbagai baju daerah dari seantero
Indonesia yang banyak mempertunjukkan area-srea terbuka dari tubuh. Banyak
tokoh ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, di antaranva mantan by Negara
Shinta N Wahid, GKE Hemas dart Keraton Yogyakarta, Inul Daratista, Gadis
Arivia, Rima Melati, Ratna Sarompaet, Franky Sahiiatua, Butet Kertaradjasa,
CGarin Nugroho, Gocnawan Moeharunad, Sarwong Kusumasimadia, Dawam
Rahardjo, Ayu Utami, Ricke Diah Pitaloks, Becky Tomewy, Ria Irawan, Jajang C
Noer, Lia Waroka, Olga Lidye, Nia Dinate, Yeni Rosa Damayant], Sukmawati
Soekarnoputri, Putrd Indonesia Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinats, Selain
itu, masth banyak lagi demonstrasi vang dilakukan (http//id wikipedia.org).

Sementara dari pihak yvang mendukung, mereka menggelar unjuk rasa yang
tidak kalah besarnya, bahken mungkin lebib besar. Tercatat pada fanggal tanggal
21 Mel 2006, umat Islam dari berbagai ormas, parfai dan majelis taklim
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berkurapul di bundaran HI untuk mengikuti aksi sejuta umat dalam rangka
mendukung RUU APP, memberantas pornografi-pomoaksi, demi melindungi
akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Aksi dimulai
dengan longmarch dari bundaran HI ke gedung DPR RI. Tampak hadir di tengah-
tengah kerumunan massa sejumlah artis, tokoh dan ulama. Di antaranya adalah
KH Abdurrasyid Abdullah Syafii, Ketua MUI Pusat KH Ma'ruf Amien, Dra Hj.
Tuty Alawiyah AS, Ustadz Hari Moekti, Inneke Koesherawati, Astri Ivo, Henki
Tornade, Prof. Dr. Dien Syamsuddin, KH Husein Umar, Habib Rizieq Shihab
(FPL}, H. Muhammad Ismail Yusanto (HTD, H. Mashadi (FUT), KH Zainuddin
MZ {(PBR), H. Rhoma Irama {(PAMMD), Hi. Nurdiati Akma (Alsyiyah), Habib
Abdutrahman Assegaf, KH Luthfi Bashori (DIN) dan lain-lain. Dari jajaran
pimpinan DPR RI, Agung Laksono {Ketua DPR), Zainal Maarif (Wakil Ketua
DPR} dan Balken Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP), Selain itu, MUI, pada 27
Mei 2006, mesageluarkan beberapa fatwa, di antaranya berisi: fatwa tentang perle
segeranya RUU APP diundangkan dan fatwa yang berisi desakan kepada semua
daerah unfuk ssgera memiliki perda anti maksiat, miras serta pelacuran,

1.2, Pertanyaan Penclitian

Berdasarkan uraian laiar belakang, dapat diromuskan pertanysan vang
akan mentadi fokus penclitian tesis il adalah : Bagaimana respons polifis
perempuan anggota DPR RI dalam proses pemyusunan UU Pormografi?
Untuk dapat menjawab pertanvaan penelitian, penulis mepgajukan beberapa
pertanysan turunan scbagal tahapen atau langkah dzlam menjawzb pertanvaan
penelitian, yaitu:

1. Bugaimana proses pengambilan keputusan Xebijakan di ruang Parlemen?
2. Faktor-faktor apa saja vang memengaruhi respons perempuan dalam

pengambilan keputusan?
L3, Tujuan Penelitian
‘Tujuan penelitian ini adalah:

a. Uniuk mengetahui proses penyusunan kebijakan yang berhubungan

dengan kepentingan perempuan.
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. Untuk mengetahui respons perempuan dalam proses penyusunan UU

Pomografi.

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi respons perempuan

dalam penyusunan UU Pornografi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.5.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

. Meningkatkan respons anggota legislatif perempuan dalam proses

penyusunan kebijakan di Parlemen.

. Memberikan masukan kepada partai politik tentang penfingnya dukungan

dan penguatan partai politik kepada anggota legislatif perempuan dalam

proses penyusunan kebijakan.

. Membangun perspektif anggota legislatif perempuan dalam proses

penyusunan kebijakan.

. Membangun sinergi dan jejaring peran masyarakat dan akademisi dalam

meningkatkan peran dan respons anggota legislatif perempuan di

Parlemen.

. Menjadi pedoman atau acuan bagi penelitian yang akan dilakukan

selanjutnya.

Metodologi Penelitian
1.5.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode

kualitatif beperspektif perempuan yang berbentuk studi kasus. Pendekatan

kualitatif ini saya gunakan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dari

perempuan anggota DPR RI yang terlibat langsung dalam proses penyusunan

kebijakan. Ada dua alasan mengapa saya menggunakan pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini. Pertama, proses penyusunan UU Pornografi memakan waktu

yang cukup panjang dan menarik perhatian berbagai pihak sehingga membeizh

masyarakat ke dalam kelompok pendukung dan penolak. Polemik dan perdebatan

bukan hanya terjadi di dalam ruang persidangan, namun juga menghangat di luar

persidangan termasuk media. Metode kualitatif, menurut Strauss dan Corbin (17),
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dapat dipunakan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi di
belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui, Kedua, secara pribadi, saya
melihat bahwa pengungkapan sebuah peristiwa atau kejadian akan dapat
dilakukan setelah kita mendapatkan datanya secara lengkap dari para pelaku,
aktor, atau orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini banyak mengungkap
suara dan pengalaman perempuan yang saya gali.

Penelitian ini juga mengambil proses penyusunan UU Pornografi sebagai
studi kasus karena berhubungan langsung dengan kepentingan perempuan,
melibatkan perdebatan berbagai kelompok masyarakat terutama perempuan, dan

berdampak pada perempuan.

1.5.2 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan
kualitatif karena diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima (5) orang
perempuan anggota DPR RI periode 1999-2004 dan atau 2004-2009 yang menjadi
anggota Pansus UU Pomografi.

Pertanyaan yang saya ajukan dalam wawancara mendalam terfokus pada
masalah penghayatan perempuan sebagai anggota legislatif, dukungan keluarga
dan orang terdekat, dukungan partai yang menjadi kendaraan politisnya,
pemahaman dan perspektifnya terhadap berbagai isu-isu kebijakan, hambatannya
dalam berperan aktif, dan strategi yang sudah dan akan dilakukan.

Selain wawancara terfokus dan mendalam, saya juga mengumpulkan data
sekunder tentang parpol. Data yang saya maksud adalah data yang terkait
Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), platform dan kebijakan
partai perihal berbagai isu kebijakan. Termasuk dokumen tertulis Risalah
Pembahasan UU Pornograft yang berisi Risalah Rapat Panitia Kerja (Panja),
Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan Pandangan Mini Fraksi
akan menjadi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

Instrumen yang dibutuhkan dalam pengumpulan data adalah pedoman
wawancara, tape recorder, dan buku catatan. Untuk menganalisis data, saya akan

melakukan sejumlah teknik antara lain, analisis induktif, transkrip verbatim,
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coding, kateporisasi, hubungan katepori dan dinamika, analisis data sesuai telaah

konseptual, pemaparan deskriptif disertai analisis berdasarkan telaah konseptual.

Dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, saya

merangkumnya ke dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1.1 Rangkuman Teknik Pengumpulan Data

Teknik

Mo Peng;galsu!an Dala Yang Diperoleh Sumber gf;;iﬂ?kﬁ

1 Wawancara Terfokus pada masaleh | Perempuan Tersedianya
penghayatan, respons | anggota DPR RI | transksip hssit
perempnan  sebagai  angpota | periode  1999- | wawancara  yang
lepisletif, dukungan keluarga | 2004 dan atey | lengkep sesuai
dan orang terdekat, dukungan | 2004-2009 yang | pertanynan  yang
partal vang menjadi kendaraan | menjadi anggota | diajukan  kepada
palifisnya, pemshaman dan | Pansus UL | responden,
perspektifinya terhadap betbagai | Pomografi.
isu-isu kebijakan, hambatannya
daiam  berperan  aktif, dan
terakhir strategi yang sudah dan
fkan dilakukan,

y4 Dokumen Pata yang dimeksud adzlah | Pardsi  Golkar, | Tersedianya  dals
dala  vang terkeit Anggaran | PDIP, PKB, | yang  dibutabkan
Basar (AT}, Anpgaran Rumak | PAN, dan PKS | baik  dard  Partai
Tangga [(ART:, plafform dan Politik Golkar,

kebijakkan pariai serls Risalsh
Pembohassn UU  Pomogmel
yvang memus! Hisaldh Rapat
Pania, Pembshasan DIM, dan
Pardangan Mini Fraksi.

Pemberitasn media tentang UU

PP, PKB, PAN
den PKS, maupun
dari berbagai media
DiRs5A,

sekunder yang telzh

Pornografi

1.53. Analisis Data
Data yang diperoleh, batk itu data primer {wawancara) maupun <ata

terkumpul, kemudian dikslompokkan dalam beberapa

kategori. Dala-data vang sudah dikelompokkan tersebuf, kemudian di analisis
unfuk pembahasan melalul teknik analisis deskripif, yaitu data-data yang akan
dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.
Metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk

menggambarkan seberapa besar respons perempuan. Metode analisis deskriptif

kualitatif juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya respons

berdasarkan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Dengan metode analisis deskeiptif ini, diharapkan akan diketahui dengan
jelas  faktos-faktor vang memengaruhi respons baik  faktor internal maupun
eksternal, Faktor internal meliputi langgapan dan sikap perempuan, pengetahuan
perempuan terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan persmpuan,
dan budays perempusn dan faktor eksternal yang meliputi aturan di DPR R,
fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi, perilaku anggota legislatif
lainnve, situasi vang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta
keberadaan partal politik,

1.54. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian saya adalah perempuan anggota DPR periode 1999-2004
dan atau 20042009 yang menjadi anggota Pansus UU Pornografi. Penelitian ini
saya lakukan sekitar awal September 2009 pada akhir masa keanggotaan DPR RI
periode 2004-2009. Setelah saya mendapatkan daftar nama anggota Panitia
Khusus (Pansus) UU Pornoprafi, saya mencoba wafuk menetapkan subjek
penelitian, Dari 52 orang anggota pansus terdapat 16 orang perempuan dari
berbagai partai. Ada beberapa kesulitan yang saya jumpai, pertama, dari 16 orang
perempuan hanya beberapa yang terpilith kembali menjadi anggota DPR RI
periode 2009-2014, Kedua, sebagian besar yang tidak terpilih kembali berdomisili
di luar DR Jakaria,

Alasan itulah vang mombuat says mempertimbangkan untuk meneiapkan
subjek yang mudah dan dapat ditemui di Jakarta. Darl 16 nama yang tercantum
dalam daflar anggots pansus, saya mendapati lima orang yang memungkinkan
untuk terlibat dalam penclitian saya. Mereka adalzh BF dari Partai Kebangkitan
bangsa (PKB}, CN dari Golkar, ES dari PDIP, LI dari Partai Amanat Nasional
(PAN), dan YY dari Partai Keadilan Sgjahtera (PKS). Tidak ada unsor
kesengajaan menjadikan kelima perempuan ini sebagal subjek penelitian saya.
Says sempat mencatat seorang anggota pansus asal PPP namun ja tidak lagi
tinggal di Jakarta karena sudah kembali ke Surabaya.

Pemilihan perempuan yang menjadi anggota Pansus Pomografi bertitik
tolak dari sebuah realitas, bahwa jika ingin mendapatkan data tentang respons

politik perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan di DPR dengan studi
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kasus penyusunan UU Pomografi, meka data harus dipercleh dari aktor-aktor
yang secara langsung mengalami dinamika pergulatan pemikiran, wacana, dan
kepentingan di parlemen.

Dari lima subjek penslitian saya, tiga di antaranya kembali menjadi
anggota DPR RI periode 2009-2014 schingga saya mendapat kemudahan untuk
membuat peganjian karena mereka masih bardomisili di Jakarta. Dua subjek
latnnya tidak terpilih lagt menjadi anggoia DPR RI periode 2009.2014 schingga
saya harus mendahulukan untuk berfemu mengingat salsh satunya, L1 dari PAN
harus kembali ke DIY, kota asalnya, Sementara BF, PKB, berdomisili di Iakarta
sehingga meskipun tidak terpilih kembali, saya tidak mengalami kesulitan untuk

menemuinya.

1.3.5. Tahap Penelitian

Penelitian ini secara garis besar mempergunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

= Tahap Persiapan

Rangkaian kegiatan yang dilskukan pada tahap ini dimaksudkan untuk
mempersiapkan sepala sesualunya agar pelaksanaan penchitian berjalan
lancar, Persiapan yang dimsksud antara lain menyusun usulan proposal
pensiitian, menyusun pedoman wawancara, fadwal, mempersiapkan tekuis
administrasi, dan melaskukan persiapan teknis fainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

» Tshap Pengumpulan Data

Rangkaian kegiatan dalam tahap ini adalsh mencari dan mengumpuikan
data kualitatif  sesusi dengan fokus penclitian yang berasal dari
wawancara yang sebelumnya telsh dipersiapkan balk o mesyvangkut
subjek maupun pedoman pertanyaannys. Di samping iy, data-data
sekunder dalam bentuk dokumen vang diterbitkan maupun yang fidak
diterbitkan yang dipercleh dari berbagal sumber yang terkait dengan

penelitian ini.
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* Tshap Ansiists

Rangkalan kegiatan analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah
berkaitan dengan tujuan untuk mencapai yang diharapkan dari pelaksanaan
penclitian ini, yaitu dalam bentuk data-data yang sudah terkumpulkan dan
sudah dikategorikan kemudian dilskukan analisis dengan menggunakan
alat analisfs teori respons, teori feminis, feort partisipasi dalem
pengambilan keputusan yang dipadukan dengan hasil-hasil wawancara dan
hasil observasi.

¢ Tahap Kesimpulan dan Rekomendasi

Rangkaian kegistan kesimpulan dan rekomendasi vang dimaksud adalah
merumuskan  kesimpulan  dan  rekomendasi | berdasarkan  uraiag
scbelumnya, yaitu tentang atas apa saja yang diperoleh dan disarankan
untuk dijadikan pertimbangan oleh pibak-pihak tertentu pada masa yang
akan dafang.

1.6, Tsm Etis \

Dalam menyajikan hasil temuan dan analisis, nama subjek tidak akan
ditulis dempan sebemamya namun menggunakan inisial sebagai  beniuk
penghargaan pada privasi subjek. Scdangkan untuk nama panel politik, saya tetap
menyebutkan subjek sesuai dengan asal parpolnya. Mengenai hal ini, Poerwandari
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan isu etis adalah dilema-dilensa dan
konflik-konflik vang muncul, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil
mengenai bapgaimana melakukan penelitian secara baik dan benar (202).

Dalam proses penehitian ini, saya banysk bersinggungan dengan fema-
terna sensitif mengenal nama ketua dan pengurus partal serta subjek penclitian
sebagai kader partai tertentu. Untuk itulah, agar mereka secara leluasa dapat
memaparkan pengalaman danr pendapatnya tentang parpol, DPR, dan hal Iain yang
terkait dengan penelitian, sava sudah membuat kesepakatan dengan subjek untuk
tidok membuka identitas mereka dalam tesis ind.

Saya berharap denpan memerhatikan isu etis, hasil penelitian yang disosun

dalam tesis ini dapat memberikan manfaat secara luas kepada pihak yang terkait
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dengan topik tesis ini baik perempusn yang sudah menjadi anggota legislatif atau

perempuan vang akan memasuki dunia politk.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut:
Bab I: Pendahuluan ; menguraikan latar belakang permasalahan, masalah
penelitian, tujuan dan manfaat penclitian, metodologi, dan sistematika. penelitian.
Bab [I: Tinjauan Pustaka dan Telaah Konseptual; bab int menjelaskan tentang
beberapa penelitian dan tulisan tentang parial politik, partisipasi dan keterwakilan
perempuan, serta kuota 30 persen keterwsakilan politik perempuan yang dilakukan
sebehnnnya dan konfribusi tesis ini dibandingkan peneliti-peneliti tersebut. Pada
bab ini puls, saya memaparkan beberapa konsep yang digunskan dalam
mendukung penulisan ini, antera lsin konsep palitik, parfemen, partai politik,

rekrutmen, partisipasi, keterwakilan, respons, dan pomografi.

Bab T Proses dan Dinamika Penyusunan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi; bab ini menggambarkan proses penyusunan menurdt peraturan
perundang-undangan vang berlaku dan dinamika yang terjadi selama proses

penyusunan termasuk beberapa kontroversi yang muncul.

Bab IV: Profil Subjek dan Pakior-faktor vang Mendorong Untuk Merespons; bab
ini memberikan gambaran tentang profil subjek yang meliputi Jatar belakang
politik keluarga, pengalaman organisasi, pendidikan, motivasi, dukungan
keluarga, dan risiko yang mercka hadapi. Setelah itu, saya lanjutkan dengan

penjelasan beberapa faktor yang memeagaruhi perempuan dalam merespons.

Bab V. Analisis Aspck Pemberduk Respons Perempuan; dalam bab ini saya
mendeskripsikan sub aspek vang membentuk terbentuknyz respons perempuan,
mulai dari aspek kognitif, afekif, dan pstkomotorik. Beberapa sub aspek yang
dibahas dalam bab ini meliputi kesadaran, pengetahuan, refleksi dirl, strategi, dan
konflik kepentingan yang dihadapi.
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Bab ¥VI; Respons Pada Tahap Akhir Panbahasan UU Pornografi; pada bab ini,
saya memaparkan beborapa aspek yang dilakukan perempuan pada tahap akhir
pembahasan RUU sampai proses penpesshannya. Dalam bab ini, saye
mengungkap bagaimana kehadiran yang sempat terekam, keteriibatan, masukan
yang mereka sampaikan selama pembahasar, dan keikutsertaan dalam proses

pengesahan RUU menjadi UU Pornografi.

Bab VH: Simpulan, Diskusi, dan Saran; bab int berisi simpulan yang merangkum
temuan penelitian, diskusi saya scbagai peneliti, dan saran yang dapat
disampaikan.
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BAB2

TINJAUAN PUSTAKA DAN TELAAH KONSEPTUAL

Dalam bab terdahulu fesis ini telah didiskusikan tentang maksud dan
tujuan penulisan fesis ini, dengan mendiskusikan lebih mendalam pgambaran
tentang dinamika dan kompleksitas yang dihadapi oleh perempuan anpgots DPR
RI dalam menentukan respons yang diambil dalam penyusunan kebijakan publik
dengan upaya memfokuskan Undang.-undang Pornografi.

Di dzlam bab 2 ini says menggambarkan tiniauan pusizke vaitu secera
singkat menelaah beberapa penelitian mirip sebelumnya vang pernah dilakukan
berhubungan dengan perempusan, politik, keterwskilan, dan parfisipasi politis.
Tinjavan pustaks ini membedakan penelitian saya deagan penclitian yang lain
serta kontribusi dant penelitian saya.

Selain ity juga dibahas beberapa kajian yang menjadi telaah konseptual
dalam penelitian ini. Selanjutnya, penclitian mi bersifat kualitatif yang akan
banyak menpangkat suara serfa pengalamen perempuan. Telazh konsepiual
menjadi diskusi inti dalam Bab inf yang menjadi acuan saya dalam menganalisis
data, Dalam bab ini, sayz aken membahas beberapa sub fopik antara lain tentang
politik, partisipasi, keterwakilan, kekuasaan, respoms, dan pornografi agar
berhubungan antama kerangka konseptual dengan data lapangan yang diperoleh,

Topik keterwakilan perempuan memang menarik, sehinggs sudah banyak
penelitian senada dilakukan. Hal ini terjadi karena makin banyak perempuan yang
ikut akt¥f dalam partai politik, yang kemudian menuntut keterwakilan mereka
dalam parlemen. Joni Lovenduski meneliti keterwakilan di Inggris pada awal
1500-an. Sementara Lovenduski mencatat penelitian Barbara Nelson dan Najma
Chudowry tentang keterwszkilan di 30 negara menemukan fenomena menarik,
keum perempuan lebih mungkin mempercleh keluasaan ketika partai-partai
politik sedang tidak akfif atau berantakan selama rezim besar tertenfu sedang
bergejolaic (Lovenduski 109). Hal ini paling tidak mempunyai dua arti, pertama
faki-laki tidak akan rela memberikan hak keterwakilan manakala mercka sedang

dalam kondisi damai dan mampu berpikir jernih, kedua, perempuan memang

Vniversitas Indonesia

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010

s



24

mampu  berperan  dalam  kondisi bergolak, schingga mereka diperiukan
keterwakilannya untuk menyelesaikan persoalan penting yang sedang dihadapi.

Sementara itn di Indonesia sendinl isu keterwakilan baru muncul setelsh
Orde Baru berakhir, ketika sistem politik sudaht memungkinkan wntuk terbuka,
Pada mase Orde Bare memang mungkin perampuan anggota legislatif lebih tinggs
persentasenya (gekitar 11%) dibandingkan dengan masa awal Reformasi, yaitu
sekitar 8 persen. Namun keterwakilan 11 persen hanyalah ‘hadiak’ dari Presiden
kepada kerabat pengikut setianys, tanpa melalui proses panjang dari pencalonan,
kampanye sampai pemilihan. Hal ini dapat diartikan bukanfah keterwakilan
politik yang sebenamya.

Dalam kehidupan demokrasi vang sebenarnya, memasuki arena politik
bagi perempuan tidaklah mudah. Banyak di antara mereka yang masuk langsung
dari rumah tangga ke pariemen, artinya langsung berhadapan dari ranah feminin
ke maskalin. Darf dunia yang serba tenteram, kompromi, pengertian, penuh kasit
savang sampai pada proses kampanye yang melelahkan dan penoh persaingan,
tawar-menawar dengan konstituen dan partai, Belum lagi keterkejutan budaya
ketika masuk parlemen den berhadapan langsung demgan proses panjang
pembuatan kebijskan vang dilalui dengan penyusunan strateg! untuk monang,
debat bherkepanjangan, persaingan, mempertabankan pendapal, pengawalan
proses, yang memeriukan  alommudasi  sikap  yang  sudab  adaptif yang
dikontribusikan dalam penyusunan kebijakan dengan sebuah keyakinan akan
manfaat bagi konstifuen perempuan yang diwakilinys,

Dinamika proscs pendewasaan menjadi anggota legisiatif dan kontribusi
mereka dalam penyusenan wndang-undang i dibahas dalam keseluruhan Bab 2
ini, vang akan membahas melalui tinjavan pustaka dan telaah konseptual,

2.1. Tigjasan Pustaka

Dengan berlangsungnya reformasi politik di Indonesia 1998, berlangsung
pula kehidupan demokrasi yang sesungguhnya, Semeénjak itu, kesadaran
masyarakat untek berpolitik menjadi bergairah, pemilu dilaksanakan, aturan-
aturan mulai ditala, hak suara mulai diperhitungkan, pembagian kursi diatur,

semnuanya bermuara pada pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan terbuka.
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Sejalan dengan maraknya gairah demokrasi, seperti juga terjadi pada beberapa
negara lain, perempuan mulai menuntut hak keterwakilan.

Tuntutan keterwakilan merupakan hal yang wajar karena populasi
perempuan di Indonesia lebih separuh dari jumlah penduduk tetapi selama int
persentasenya di parlemen di bawah 15 persen. Situasi dinamis seperti ini
mendorong banyak peneliti untuk membuat studi seputar upaya kepesertaan
perempuan dalam parlemen. Mereka di antaranya adalah Shelly Adelina
mahasiswa Pascasarjana Program Kajian Wanita Universitas Indonesia yang tahun
2006 menulis tesis berjudul “Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Partai
dan Sistem Politik Menuju Lembaga Legislatif Studi Kasus: Kegagalan Caleg
Perempuan dalam Pemilu 2004” Penelitian ini berfujuan untuk mengkaji
perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan
sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif,
Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 Tahun
2002 tentang parpol dan UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu terhadap
perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan
gapgal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi.

Penelitian berikutnya adalah “Pelaksanaan Sistem Kuota 30 persen Untuk
Keterwakilan Perempuan di DPR Pada Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia™ juga
pada tahun 2006, dilaksanakan oleh Evida Kartini mahasiswa Pascasarjana
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik Universitas
Indonesia. Evida berupaya untuk melihat pelaksanaan sistem kuota 30 persen
terhadap perempuan di DPR dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi
pelaksanaan sistem kuota 30 persen tersebut,

Tahun 2002 Wirdanengsih mahasiswa Pascasarjana Program Studi
Antropologi Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia menulis
tesis tentang “Perempuan Parlemen Suatu Kajian Kasus Proses Rekrutmen Politisi
Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Penelitian ini
menjelaskan tentang keberadaan perempuan di bidang politik yang didukung oleh
kemampuan individu mulai dari tingkat pendidikan perempuan yang umumnya

relatif tinggi, pengalaman organisasi yang dimiliki serta latar belakang pekerjaan,
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dan kondisi sosial ekonomi mereka yang memadai menjadikan mereka dapat
bertshan menjadi anggota DPR RL

Selanjutnya “Pehumng Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Lepislatif :
{Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitust No.22-24/PULLVI2008 dalam
Perspektif Hukem Tata Negara Islam)” ditulis oleh Siska Devi Irawati mahasiswa
S1 Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Susan Ampel pada tahun
2009. Penelitian kepustakaan yang dilatarbelakangi oleh adanya putusan
Mahkamah Konstitusi No.22-24 /PUU-VI/2008 tentang pengujian atas UU No.10
Tabum 2008 terhadap UUD 1943 dimaksudkan unbtuk menjawab pertanyaan
bagairnanakah  implikasi putpsan Mabkamah Konstitusi  terhadap  peluang
keterwakilan perempuan di lembags legislatif, dan bagaimena pandangan Hukum
Tata Negara Islam terhadapnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUL-VI/2008 berimplikast terbadap tiga aspek,
yakni aspek yuridis, aspek politis, dan aspek sosio-kuitural. Implikasi yuridis dari
adanya putusan ini adalah terjadinya kemandulan secara substansial pada regulasi
impiementast kebijakan gffirmative action yang terkandung dalam pasal 55 UU
10/2008, walaupun secara hukum pasal tersebut masih tetap berlaku sebelum
dinyatakas inkonstitusional oleh Mabkamah Kenstitusi. Sedangkan imiplikasi
politisnya, hambatan vang harus dihadapi oleh kaum perempuan secara ofomatis
akan semakin besar untuk menuju lembaga legislatif Dan kenyataan i tenlu jugs
berdampak buruk terhadap aspek sosiokuitural atas perjuangan kaum perempuan
untuk meclawan budaya patriarkal yarg telah mengekar pada masyarakat.
Keseluruhan implikasi tersebut tentu menunjukkan bahwa peloang keterwakilan
persmpuan di lembaga legislatif semakin kecil akibat adanya putusan Mahkamah
Konstitusl.

Penclitian yang saya lakukan seialan dengan keempat peneliti pendahulu
yaitu melibatkan perempuan dalam ruang politik, namun penelitian saya lebih
memfokuskan pada cara mereka—perempuan anggota DPR-—merespons sebuah
cdraf RUU vang akan dinndangkan. Perbedaan denpan penslithan scbelnmnya yang
banyak menyoal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terletak dalam
melibat respons yang dibuat di fengah dinamika institusi partai politik dan

parlemen yang serba maskulin, Mulai dari hambatan yang dihadapi seorang
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perempuan untuk menjadi anggota legislatif, proses rekrutmen calon anggota
legislatif, sampat yang terakhir klausul suara terbanyak yzng diputuskas oleh
Mahkamah Xonstitusi. Rata-rata menggambarkan tentang perjuangan perempuen
sampai pada tahap partisipasi dalam konteks deskriptif—meminjam istilah
Lovenduski~~yaitu perempuan mewakili keum perempuan sehanding dengan
Jumiah penduduk mercka.

Penelition-penclitian  schelumnpya  jelas membantuy  saya memahami
perempuan menghadapi tantangan strukivral mavpun kultural ketika memasuki
lembaga legistatif. Setidaknya, hal i menjadi pijakan bagi saya agar lebih tajam
mencermati lantangan vang mereka badapi dalam menjalankan fungsi legislasi
yaitu menyusun kebijakan berupa Undang-undang. Meskipun keterwakilan
perempuan sudah mulai dirssakan di lembaga legislatif, namun lingkungan dan
kultur politik yang ada belum sepenubnya bersahabat kepada perempuan. Setelah
masuk ke parfemen, dalam konteks Indonesia kita menyebutnya DPR, perempuan
mendapati masih banyak kendala untuk berperan secara optimal. Perbedaan
penting lain dalam penelitian saya adalah karena yang saya sodorkan adalah
respons perempuan anggota DPR yang dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif,
dan psikomotorik dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi salah sato
tugas pokok dan fungsi atau tupoksi sebagai anggota DPR. Dalam konteks ini
saya akan melibat faktor-faktor yang memengaruhi respons politis perempuan
mengingat gistem dan kultur di niang parfemen sering kali belum beperspekiif dan
bersahabat kepada perempuan. Dinamika ferjadi manakala nilai-nilai maskulinitas
dalam institusi parlemen dan panai politik ini berhadapan dengan upaya
feminisasi pada dua institust inf, Dinamika ini juga sangat mungkin terjadi pada
diri perempuen ifu sendiri karena melaksanakan fungsi di DPR yang bersifat
maskulin dan beriabrakan dengan surani serta fakfor eksternal yang sangat
beragam dari kultural sampal institusional yang memengaruhi respons politis

perampuan.

2.2, Telaah Kouseptual
Penelitian mengenal respons pada perempuan anggota legislatif tidak

sederhana, karena perempuan itu sendiri harus berhadapan dengan faktor internal
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dan eksternal dalem mengambil sikap. Pada faktor intemmal, perempuan
dihadapkan pada nilai baru yang harus disandangnya, sebelumnya kemungkinan
dia perempuan biasa yang sehari-hari berhubungan dengan nilal femininitas dalam
peran domestik, tiba-tiba harus berperan publik yang serba maskulin: kompetisi
kalah-menang, mengeiola rivalitas, menyusun strategi, dan seterusnya. Ketika
mereka masuk arena politik banyak yang belum menyadari konsekuensi maupun
ruang lingkup pekeriapan yang akan digelutinya. Pada faktor eksternal mereka
juga harys bererusan dengan institusi yang serba maskulin: partai politik dan
patiemen,

Dalam partai politik, diantarai mereka sudah mulai teritbat dalam aktivitas
politik karena banyak di antaranya yang ditempatkan pada divisi atau departemen
pemberdayaan perempuan {lihat Bab | Pendahuluan) dan merasa nyaman dengan
lingkungannya, namun ketika mulai memasuki institusi parlemen, perempuan
bahkan dapat bersikap sanpet maskulin tethadap sesama perempuan. Belum lapi
tuntutan bahwa perempuan harus memenuhi harapan partai dan konstituennya
Ketika sudah menjadi anggota DPR RI. Permintaan konstituen bisa sangat
beragam mulai dari uang, menjadi perantara proyek, sampai titipan keputusan
politik. Belum lagi komitmen dan kebijakan partai yang tentu saja sangat politis
dan perhy diakomodasikan ke dalam semua keputusan yang akan diambil.

Dalam kondisi seperti di atas, perempuan anggota DPR—yang sebenarnya
masuk ke arena politik karena proses feminisasi partai politik dan pariemen
dengan diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun
2008~barangkali tidak menyadari proses perjuangan keterwakilan. Walaupun
keberadaan mereka karena pelwang kuota 30 persen dari kedua undang-undang
tersebut yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, barangkali nilai-nilai
feminis juga tidak diketahuinya, sementara di lain pthak kelompok dan gerakan
perempuan di lnar arenz juga menggantungkan sgjumiah harapan kepada mereka.

Diskusi dalam Bab ini dibagi dalam tujuh sub-topik yaitu politik,
parlemen, partai politik, partisipasi, keterwakilan, respons, dan pornografi yang
mewadahi dengan iebih ringi dinamika persozlan di atas.
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2.2.1. Politik

Situast politik di Indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaan.
Pads masa awal presiden Sukamo, karena masth diwamail dengan eophoria
kemerdekaan, politik dijalankan dengan kekentalan nilai demokrasi. Demokrasi
diteriemahkan dengan dibolehkannya semua perkumpulan orang  untuk
mendirikan partal, Karenanyz, partai politik tumbuh menjamur, bahkan sudak
dengan pembatasan syaraf pemilu pun partai peserta pemilu masih juga banyak.
Hal tersebut mengingatkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia
1933 yang ditkuti oleh 29 partai politik dan individu, Pemilu tahun 1955 adalah
pemilthan umom perfama di Indonesia. Pemilu ini sering dikatakan sebagai
pemiio Indonesia vang paling demokratis.

Sesual tujvannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap
pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan
pacda 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, dan
tahap kedva adalah Pemiln untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini
diselengparakan pada 15 Desember 1955. Pada tahun 1966, rezim pemerintahan
Orde Lama dengan simbolnya Presiden Soekarno turun dari panggung kekuasaan
menyusul pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G-30 S/PKI} yang
digagaikan oleh tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan Mayor Jenderal
Soeharto yang mendapatkan Surat Perintah 11 Maret 19965 dari Presiden
Soekarno,

Dengan bergantinya kepemimpinan presiden Suhartc yang cenderung
memberlaknkan sistem politik massa mengambang, jumlah partai politik hanva
dibatasi figa, yaitu Golkar vang mewadahi massa ‘vmum’ dan pengikut presiden,
PPP uniuk mewadahi kelompok Islam dan PDI vang mewadahi nasi;:}nalis, Kristen
dan Katolik. Massa lain di luar ketiga itz hanya memilih boleh memilih antara
ikut atau kelvar dari arcna politik. Walaupun persentase peserta pemilu cokup
tinggi pada masa itu, bukan karena sctuju dengan pilihan parpol namun lebih
karena takut dipenjarakan karena ‘goiput’ dianggap melawan hukum. Golput
adalah singkatan dari Golongan Putih, yaity kelompok yang tidak tkut dalam salah
saty pariai dan juga tidak ikut memilih dalam Pemilu. Istilah int muncul sekitar
tahun 1980-an ketika masyarakat sudah jenuh dengan situasi politik. Sementara
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ity, ketkutsertaan perempuan oleh pemerintahan Orde Baru dianggap vote gefters
yang sistematis dengan terget mengajak anggota keluarga untuk memilih partai
vang berkuasa pada masa itu, yaitu Golkar.

Dalam masa reformasi, masyarakat menuntut tegaknya demokrasi. Pada
masa awal reformasi masih diwarnai sistem sebelumnya yang menyslenggarakan
pemily satu kall putaran dengan memilih partai, yang artinya kemenangan parfai
akan memperoleh kurst parfemen sekaligus presiden yang dicalonkan dari partai
tersebut, Kemudian berubah menjadi one man ene vote yang selain memilih partai
pada putaran pertama kemuodian memilih presiden lanpsung,

Politik selams il dipandang scbagal sktivitas maskulin yang maknanys
sering dipahami sebatas pada cara~cara merebut kekuasaan dengan kekerasan dan
cara-cara kotor, serta prakiik money politics. Oleh karena itu, politik bakanlsh
arena yang cocok untuk perempuan karena Karakieristik perempuan yang tidak
sesual dengan dunia politik. Selama ini orang memersepsikan bahwa perempuan
harus mengalah, bersikap lembut dan penurut, serta tidak memiliki keinginan atau
ambisi. Sifat-sifat ftu tidak cocok dengan dunia politik yang keras dan maskulin,
Perempuan yang memiliki keberanian, asertif, dan mandiri diangpap scbagal
perempuan vang aneh dan akibatnya tidak diterima oleh masyarakat,

Setiap negara memiliki karakteristik dalam menyelenggarakan sistem
demokrasi dan politiknya, Namun, gambaran umum menunjukkan lingkungan
politik, publik, budaya dan sosfal kurang atau tidak bersahabat dengan perempuan
yang mencoba masuk ke dalamnya. Leo Agustino berusaha menjelaskan bahwa
kaum laki-laki sudah sejsk lamas memasuki dunia politk dan bahkan
mendominasi, Mergka merancang tsia aturan, sistem, mekanisms, dan standar
evaluasi di ruang politik sesuar dengan kemauan mereka, Karena ity perempuan
merasa tidak nyaman dengan budaya politik bergaya maskulin (232).

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menganggap politik adalah
arena laki-laki meskipun jaminan hak demokratis perempuan untuk memilih dan
dipilih dijamin oleh undang-undang. Memang, Lovenduski mengindikasikan
bahwa lembaga-lembaga politk memberikan keistimewaan dengan prioritas,
budaya, dan praktik-praktik pada jenis-jenis maskulinitas tertentu (91). Bahkan
dalam polittk laki-laki, sering kali cara pandang paralogisme, seperti:
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pemenang/pecundang, pemain/penonion, subjek/objek, dan sebagsinys, sebagal
dasar logika berpikir vang digunakan. Kata yang pertama, peménang, sering
digunakan untuk merepresentasikan laki-laki, sementera kata yang kedua,
pecundang, sering kali dilekatkan kepada perempuan, dan begitu pula dengan
kata-kata yang lain.

Aturan main maskulin, budaya atau kultur politik yang dibangun
mengenyampingkan rasa  saling menghomati, kolaborasi, dan  konsensus
(Agustino, 232}, Perbedaan antara laki-laki dan perempuar ini nampak pada
keputusan dan kebijakan yang dibuat. Perbedazn ini terjadi dalam melihat latar
belakang, membuat skalz prioritas, mengelola konflik kepentingan, dan
membangun pola kerja. Perempuan cenderung memberikan perhatian dan prioritas
pada masalah kemasvarakatan, seperti: pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, isu
perempuan, perlindungan angk, dan layanan smum untuk masyarakat. Sedangkan
faki-laki kebanyakan memberikan prioritas pada masalah-masalah yvang bersifat
High-politics (Agustino, 232),

Politik secara konvenstonal sering diartikan sebagai kegiatan untuk merail
kekuasazn sehingga aktivitasnya hanya sebatas kampanye, lobi, dan penggalangan
massa. Seluruh aktivitas tersebut biasanya dilakukan di lear rumah. Adanya
pembatasan makna politik seperti tu meagakibatkan banyak aktivitas perempuan
yang dilakukan di dalam rumah, seperti menjalankan peran sebagai istri stan ibu,
menjalankan fungsi reproduksi, seperth mengandung, melahirkan, dan mengasuh
anak, hingga menemani ansk belajar tidek tormasuk kegiatan politik. Padahal
semua akiivitas fersebut memiliki dimensi politik sebagaimana yang ditegaskan
oleh Ani Soetjipto bahwa setiap kegiatan yang memiliki hubungan kekuasaan dan
ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dimaknai sebagat aktivitas politik
{Jurnal Pemikiran Islam, 45).

Pemikiran bahwa politik yang berorientasi pada kekuvasaan dan membagi
ruang privat dan publik mulai difureskan oleh kalangan feminis agar pembatasan
formal-informal dan privat-publik tkdak lagi menjadi hambatan bagi perempuan
berkiprah dalam bidang politik, Para feminis akademisi menengarat bahwa upaya
pendefinisian politik baik feori maupun praktik merupakan perpanjangan dard

pendefinisian politik sscara konvensional. Oleh karena itu, setiap definisi politik
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bersifat tendensius dan dapat diperdebatkan karena setiap pemisahan vang tegas
antara politik dan nonpolitik sendiri merupakan tindakan politis {G. Parry 82).

Upaya feminisasi politik tidak boleh terhenti schatas menghilangkan
polarisasi formal dan nonformal, privat dan publik, namun ruang politik harus
mulai diinternalisasi dengan pengalaman pribadi perempuan, Hal ini sefalan
dengan pendapat MacKinnon yang menyatakan bahwa the personal is political.
Ungkapan ini mengandung makna bahwa pengalaman pribadi perempuan yang
selama ini disebut sebagai aktivitas privat yang dilakukan di ruang privat adalah
kegiatan yang bardimensi politis (Mackinnon, Towards, 82).

The personal is political menekankan basis psikologis penindasan
patriarki, Frase tersebut menciptakan hubungan langsung antara sosialitas dan
subjektivitas schingga mengetahui situasi politik perempuan berarti mengetahui
kehidupan pribadi peérempuan. Meskipun masih berupa fenomena, konsep the
personal is political merupakan langkah metodologis vang tepat untuk mengkaji
bagaimana perempuan berpolitik dengan camnya sendiri, Cara ini bisa dilihat
scbagal a rew ways of doing politics (Bouvard, 57 ; Taylor, 38). Di dalam
bukunya Sexual Politics, Kate Millet menandaskan bahwa politik dengan
kekuassan  atan  “hubungan-hubungan  kekuasaan  yang  terstruktur®
mengekspresikan konsepsi bary: bahwa wilayah politik tidak harus lagi dibatasi
ke dalam institusi-institusi tetapi meliputi seluruh aspek dalam kehidupan individn
dan sosial {26).

2.2.2. Parlemen

Dalam kulfur politik seperti tersebut di atas kebijakan publik dirancang,
disusun dan diputuskan dalam sebuah institusi yang dischul parlemen. Sejak masa
kemerdekaan, selama 17 periode keberadaan DPR, sampai dengan sskarang
hampir dapat dipastikan yang banyak mengisi kursi di DPR adalah laki-laki.
Wacana pentingnya keterwakilan perempuan baru mengemuka dalam UL No. 23
Tohun 2004 tenfang Pemilu Pasal 65 ayat 1 tentang affirmalive action
menyediakan kuotz 30 persen. HMu pun sudah didahuluif berbagai upaya
pengarosutamaan geader (PUG) setelah negara meratifikasi CEDAW ke dalam
UU No. 7 Tahun 1984. Meskipun perempuan adalah setengah dari penduduk,
pamin yang masuk ke DPR belum representatif,
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Untuk pelsksanaan pemilu 2009 laju, UU No. 2 Tabun 2008 tentang Partal
Palitik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemily mombuka peluang lebih baik
dibandingkan UU No. 23 Tahun 2004 karena mencantumkan kata “harus”
memenvhi kuota 30 persen untuk kepengurusan dan pencalonan anggota legisiatif.
Namun, keputusan MK babwa penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak
berdampak sangat besar terhadap  keterwakilan perempuan.  Perjuangan
perempuan untuk mengejor ketertinggalannya dari laki-laki memang sangat

panjang dan berat.

& Maskulinitas DPR
Hambatan bagi perempuan, unftuk terpilih  sebagai angpota DPR
setidaknya haros melewati tiga hal. Pertama, kaum perempuan barus menyeleksi
dirinya sendirl uniuk pencalonannya sebagai anppoia DPR. Pada tahap ing,
hambatan dapat datang dari dirt sendiri dalam hentuk tidak ada kepercayasn dird
atau rendahnya percaya dirl, maupun ramah tidsknya lingksagan politik yang
gkan mendukung pencalonan, dan perkiraan akan berbagni sumber yang akan
menofongnya dalam kampanye, jika ia memuiuskss untuk mencalonkan dirl.
Sampat saat ini, minat dan tingkat kepercayaan diri perempuan unfuk ferjun di
wilayah politik masili rendah. Hal ini paling tidak berpengarvh terhadap
konsolidasi perempuan sendiri menghadapi tantangan di ruang publik, yang
selamna ini merapakan hal tabu bagi struktur masyaraiat vang patriarkal.
Hambatan kedua, kaum perempuan harus diseleksi sebagai kandidat oleh
partsi, Pimpinan partai politik yang kebanvakan laki-laki tentu akan menetapkan
aturan  seleksi sesual mindset yang mereka miliki. Ukuran prestasi dan
penempatan pada nomor atau vrutan berapa menjadi otoritas pimpinan. Hambatan
ketiga, kaum perempusn perlu discleksi oleh pemmilib. Putusan MK vang
menetapkan calon dengan suara ferbanyak menjadi hambatan tersendiri bhagi
peremptian. Inl artinya bahwa perempuan harus bersaing merchut suara dengan
kandidat sesama partai dan kandidat dari partai lain dalam situasi politik vang
rawan dengan wioney politics.
Pada saat perempuan masuk ke parlemen, perjuangan mereka belum

selesal. Di DPR, perempuan berhadapan dengan sistem yang sudah kokoh
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terbangun berpuluh tshun yang lalu dan bersifat sangat maskulin, Betapa tidak,
muiat dari aturan main, standar, pola, kepemimpinan, dan persekongkolan semua
dibuat oleh laki-laki. Menurut Lovenduski dan Karram, sebagian besar parlemen
yang sudah mapan merupakan produk proses politik yang didominasi laki-laki
atau meluly laki-laki (118). Alat kelengkapan DPR, mulai dari pimpinen DPR,
komisi-komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan
Anggaran, Badan Urusan Rumah Tengga (BURT), Badan Kerjasama Antar
Parlemen (BEKSAP), Badan Kechormatan, Panitia Khusus, sampai Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara), sangat jartng menempatkan perempuan sebagai
pimpinan. Sudah dapat dibayangkan betapa besar dominasi laki-leki di DPR,

Tentu saja ini yang dimaksud oleh Lovenduski sehapai “institusional
maskulinitas’ ketika menggambarkan karakier parlemen di berbagai negara (161).
Laki-laki mendominasi arena politik, laki-laki memformulasi aturan permainan,
dan laki-laki menentukan standar untuk evaluasi. Seperti itulah kehidupan politik
diorganisasi sesuai norma-norma dan nilai-nilai laki-laki. Perbedean-perbedaan
diantarai laki-laki dan perempuan juga muncul berkenaan dengan isi dan prioritas
pembuatan chutusazz, yang ditentukan oleh kepentingan, latar belakang, dan pola
kerja kedua jenis kelamin fersebut (213 Untuk itulah keberadaan perempuan
bukan sekedar jumiah namun difuntut juga secara kualitas dan substansi,

2.2.3. Partai Politik

Dari partai-pariai politik yang pernah mengikuti Pemilu sejak tahun 1955
sampai dengan sekarang sangat sedikit partai politik yang secara jelas dan tegas
menyatakan visi dan misinya yang menyentuh dan memperjuangkan nasib dan
kepentingan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, Kalaupun
ada pariai politik vang mencantumkan visi dan misinya bisa dipastikan bukan
merupakan visi dan misi otamanya, melainkan hanya sksesori dan pencitraan
partai politik saja bahwa partal tersebut memerhatikan kepentingan perempuan.
Fenomena tersebut, secara jelas terlihat ketika peraturan perundang-undangan
menyebut keterwakifan 30 persen untuk perempuan sebagal politik afirmatif
meskipun kemudian dibatalkan oleh keputusan MK.
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Kondisi tersebut, diperparah dengan kebijakan partai politik yang tidak
memihak pada kaum perempuan, meskipun UU Nomor 2 tentang Parpol dan UU
Nomor 10 tentang Pemilu secara eksplisit menyebut tentang kuota, namun vang
mempunyai hak untuk merekrut, menempatkan, dan menecalonkan perempuan
sebagai anggota legislaiif adalah Partai Politik. Proses seleksi dan nominasi dalam
partai-partai politik juga blas terhadap perempuan. Bias ini dapat Kita lihat sebagai
bentuk tekanan terhadap perempuan, Mereka harus bersaing secara tidak fair
dengan laki-laki hanya karena sistem dan mekanisme yang digunakan adalah loki-
laki minded. Akibainys ferjadi penyingkiran secara struktural maupun kultural
terhadap perempuan yang ingin terlibat dan berkontribusi dalam ruzng politik
publik {Agustino 232}, Untuk menyenangian hati perempuan, diletakkanlah
nama-nama mereka di tempat-tempat yang biasa menjadi tempat perempuan.

Lovenduski mengingatkan argumen yang biasa digunakan partai wntuk
menghalangi kiprah perempuan di partai politik dan ruang politik publik dengan
perbedaan peran. Untuk beberapa kalangan, argumen ini sangat mengena apalagi
Jika dikaitkan dengan kewajiban menguros keluarga. Usaha yang dilekuken partai
tidak hanya pada wilayah persopal namun jugs di wilayah struktuesl partal.
Marjinalisasi seksi atau divisi urusan perempuan membuat porenipuan harus
bersaing dan berkompetisi secara ketat jika ingin memperoleh kedudukan atau
posisi yang penting di partai {Lovenduski 790

Sistem demokeasi dan kefatanegaraan Indonesia memberi peluang sebesar-
besarnya bagi partai dalam rekritmen anggota DPR, pejabat pemerintahan, dan
pejabat publik lainnya. Oleh karena ity, jika DPR adalah institusi yang maskulin,
maka partai politik adalah distributor atau suppliernya. Meski negara membuat
mekanisme pemilihan, termasuk kuota 30 persen, namun dalam pelaksanaannya
sangat bergantung pada karakter dan perilaku partai politik. Rakyat memilih calon
yang sebelumnya dipilih dan diseleksi partal menurut aturan internal partsi
masing-masing. Sekali lagi dapat dipastikan mekanisme yang digunakan pariaf
sangat maskulin dan memojokkan perempuan. Apalagi setelah ada putusan MK
tentang penetapan anggota legislatif melalul suara terbanyak. Makin tersingkirlah

perempuan.
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2.2.4, Rekrutmen dan Kaderisasi

Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 pengganti UU No., 12 Tahun 2003
disebutkan bahwa bagi setiap parpol hanya dapat mengikuti atau menjadi peserta
pemily, jika menyeriakan sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh perseratus)
keterwakilan peremposn.

Meskipun klausul ini memaksa partai melakukan proses rekrutmen calon
anggota legislatif perempuan, namuen bukan berarti bahwa partai politik tersebut
mempunyai niat untuk merekrut aktivis perempuan di kalangan perguruan tinggi
atau LSM yang selama ini secara konsisten memperjuangkan hak-hak dan
kepentingan peremipuan baik 81 tingkat nasional maupun internasional.

Partat politik tampaknya lebih tertarik merekrut perempuan vang berasal
dari kalangan artis—meskipun secara kapasitas tidak mempunysi perspekiif
feminis—untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut. Bagi partal politik
menjatuhkan piliken rekrutmen kepade artis dinilal lebih  menguntungkan
dibanding aktivis LSM yang mempunyal perspektif feminis dan sudah teruji dan
terbukti konsisten dalam memperjuangkan kepentingan perempuan,

Ragi partal lama mungkin tidak sesulit pariai baru dalam menjaring dan
merekrut peremptian. Namun, ketika yang menjadi pijakan untuk rekeutmen
adalsh sekedar memenuhi funtutan kuota 30 persen maka hasilnya banyak
perempuan yang tidak memiliki kualifikasi. Dalam proses rekrutmennya bukan
mustahil pariai menggunakan eara-cara maskulin, seperti prakiik monep politics.
Rekruimen model ini selain merugikan kandidat juga merugikan masyarakat.

Apar discbut sebagai partai yang peduli pada perempuan, partai vang
berpihak pada kesetaraan gender, mereka menempatkan perempuan pada nomor-
nomor yang diprediksi tidak akan jadi. Perempuan hanya dijadikan sebagai
pemikat bagi para pemilih. Rekrutmen seperti ini juga menunjukkan bahwa partai
sangat pragmatis dalam menentukan calon anggota legislatif perempuan, Bukan
berdasarkan kemampuan melainkan hanya sekedar memenuhi tuntutan 30 persen.

Upaya parpol menunjukkan komitmennyz untuk memenuhi kuota 30
persen keterwakilan pecempuan patut diapresiasi. Namun, ada hal penting yang
jugs harus dilakukan oleh parpol setelah melakukan rekrutmen, yaitu kaderisasi.
Firmanzah dalam bukunya Mengelola Partai Politik menyebutkan hahwa
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komunikasi ideologl perlu dilskukan ke dalam internal pariai, mengingat
organisagi ini tidak dapat berjalen tanpa dukungan dari setiap manusia dan
kelompok manusia yang ada di dalamnya. Komunikasi ideologi yang disebut
Firmanzah dapat diznalogikan sebagal kaderisasi karena lebih lanjut ia
menjelaskan bahwa organisasi politik bersifat sangat human intensive. Artinys,
sumber days utama parpol adalah manusia schingga tidakiah mengherankan
apabila sukses tidaknya sebuah parpol akan sangat tergantung pada kualitas
manusia yang ada di dalamnya (312). Hal inilah yang sering menjebak parpel
pada perilaku pragmatis, yaitn cenderung menarik dan mercknt orang-orang
populer, seperti artis dan pengtsaha untuk bergabung ke dalamnya sekedar untuk
mendongkrak perolehan suara dan kurst parpol di parlemen, Padahal parpol
berfungsi melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Hal ind tidak dapat
berjalan tanpa adanya proses kaderizasi atau pendidikan untuk kader-kader partai.

Kaderisasi yang disebut oleh Firmanzah sebagai komunikasi internal
memiliki beherapa tujuan, pertama, berkembangnya pemahaman konseptual,
perilaky, dan permyatasn yang dilontarkan oleh para kader parpol. Hal ini akan
terlihat dari cars kader mengaplikesikan dan menawarkan solusi terhadap
persoalan vang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kedwa, kader parpol diharapken
dapat memberikan muliiflier effeet dengan mengomunikasikannya kembali kepada
masyarakat sebagai bentuk sosialisasi ideologi politik. Sulit rasanya melepaskan
atau memisahkan kader dengan kinerja partai politiknya. Apapun vang dilakakan
kader, masyarakat memahaminya scbagei bentuk kebijakan dan implementas)
ideologi parpol {(Firmeanzah 313},

Qleh karens iy, parpol harus merumuskan model kaderisasi vang tepat
dan efektif bagi para kadernya agar mereka dapat merespons persoalan yang
tengah dihadapi oleh masyarakat baik di dalam ataupun di luar parlemen. Yang
berada di ruang parlemen sebagai anggots DPR tentu saja bertugas mengadvakast
melalui kebijakan, sedangkan yang berada di luar parlemen melakokan
penggalangan opini dan pendidikan politik bagl masyarakat agar agenda
kepentingan masyarakat berhasil dipejuangkan.
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2.2.5. Partisipasi

Bicara tentang partisipasi politik, tidak lepas dari perempuan yang
merupakan separuh jumlah penduduk Indonesia. Bahkan, 53 persen pemilih pada
pemilu 2004 adalah mereka. Namun keterwakilan perempuan dalam politik
formal jauh di bawah ambang ideal. Saat ini jumlah perempuan di MPR-RI 13
persen, di DPR-RI 11 persen, di DPD-RI 21 persen, di DPR Provinsi 9 persen
bahkan di Banten hanya 6,7 persen atau lima orang dari 75 anggota, dan di DPR
Kabupaten/Kota sekitar 5 persen. Banyak Kabupaten/Kota beranggotakan 100
persen laki-laki. Tindakan khusus sementara (affirmative action) dalam bentuk
ketentuan anjuran kuota 30 persen bagi caleg perempuan pada periode lalu tidak
efektif. Sejak awal reformasi, pembicaraan tentang keterwakilan politik
perempuan makin bergeser dari isu akademik dan gerakan sosial menjadi agenda
kerja politik. Beberapa jumput berita baik pun kita tuai: adanya ketentuan kuota
perempuan di lembaga legislatif dan menguatnya desakan terhadap partai untuk
memberi peluang khusus bagi politisi perempuan.

Berkenaan dengan partisipasi politik, Miriam DBudiardjo (1981)
mengemukakan: bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau
sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu
dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung
memengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy). Kegiatan ini mencakup
tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat
umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan
hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan
sebagainya.

Masyarakat tradisional melekatkan partisipasi politik pada kaum laki-laki
lebih tinggi daripada kaum perempuan. Tidak jarang kaum perempuan
menempatkan diri sendiri sebagai sekadar penarik atau pelengkap dari kegiatan-
kegiatan politik.

Menurut Center for Asia-Pasific Women in Politics yang disadur oleh Nur Iman
Subono (2003), dua faktor utama yang menjadi hambatan dalam partisipasi politik
perempuan adalah: (1) Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian

gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau
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menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan
kebijakan atau keputusan. (2) Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang
masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang terdapat di berbagai
kelembagaan sosial politik.

Memang banyak kendala yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi
dalam politik. Menurut Budi Shanti (33) kendala yang dihadapi perempuan datang
dari dalam partai maupun darl lvar partai. Dari dalam parfai, kendala yang
dihadapi antara lain; penempatan perempuan dalam posisi yang kurang strategis,
bukan pada posisi pengambilan keputusan yang cukup penting schingga mereka
tidak punya akses untuk memberi pertimbangan-pertimbangan yang memihak
perempuan. Selain itu, kultur partai-partai di Indonesia masih didominasi oleh
laki-laki, baik dari sisi proses, pengambilan keputusan, maupun kepufusan yang
dihasilkan. Kendala lain adalah kultur yang selalu menempatkan perempuan pada
sektor-sektor domestik yang menyebabkan perempuan lebih lamban memasuki
kawasan politik dibandingkan dengan laki-laki.

Perjuangan di parlemen bukan hanya perjuangan bagi para politisi
perempuan untuk berebut kursi parlemen atau berebut posisi politik. Apa yang
dihasilkan oleh kalangan politisi perempuan akan berimbas besar pada masyarakat
uvmum. Jika merecka membuat keputusan yang tidak memihak pada kepentingan
perempuan, maka perempuan akan semakin terpuruk karena mereka akan menjadi
korban dart produk-produk hukum dan pemerintahan yang mungkin akan
mengekang kehidupan mereka

Selain itu, partisipasi perempuan kurang atau belum optimal secara
signifikan akan mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Representasi
perempuan dalam kehidupan politik yang adil merupakan salah satu indikator
demokrasi partisipatoris. Deklarasi Beijing, misalnya, menyatakan partisipasi
seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang
secara akurat merefleksikan komposisi dalam masyarakat diperlukan untuk
memperkuat demokrasi.

Partisipasi politik perempuan dalam proses perumusan kebijakan sangatlah
penting karena semakin banyak perempuan duduk dalam jabatan politik termasuk

di parlemen, semakin besar peluang keikutsertaan perempuan dalam perumusan
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kebijakan, twerutama pada kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan
mereka.

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi dari politik. Pengertian
partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum den ikut menentukan pemimpin
pemerintahan. Kegiatan yang dimsksud antara lain mengaiokan {untutan,
membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan keitik dan koreksi atas
pelaksanaan suaty kebijakan wmum, dan mendukung atan menentang calon
pemimpin tertenty, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat
dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partal politik mempupyai fungsi ontuk
membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggola dan anggota
masyarakat yang lain entuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan
memengaruhi proses politik. Fungsi ini lebih tinggd porsinya datam sistem politik
demokrasi daripada dalam sistem politik fotaliter karena dalam sistem politik yang
terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga negara.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistern demokrasi,
bahkan yang mendasari demokrasi adalah mlai-nilai partisipasi karena partisipast
adalah keikutsertasn warga negars biasa dakar memengaruhi proses pembuatan
dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 141).

2286 Keterwakilan

Paling tidak terdapat empat komponen dalam membicarakan keterwakilan
perempuan di parlemen. Keempat komponen yang dimaksud adalah proses
pemilu, rekeutren partai politik, dan Undang-undang Pemilu serta Undang-
undang Politik. Pembicaraan keterwakilan perempuan juga sejatinya adalah
membicarakan tentang peran dan pogisi perempuan dalam dunia polifik di
Indonesia, yang memuat dua agenda yang sangat sensitif yaitu, 1) konstrakst
tentang peran dan posisi perempuan dalam sgjarah politik dan perlemen di
Indonesia yang selalu ditempatkan di kelas dua; dan 2} konstruks? tentang partai
politik dan institusi parlemen di Indonesia yang sangat maskulin,

Keterwakilan perempuan di wilayah politik, menurut Budi Shanti (2001)
temah. Hal int dapat dilihat meskipun jumish perempuan Indonesia besar ternyata
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tidak mengindikasikan kekustap posisi strategis mereka dalam pengambilan
keputusan-keputusan politik. Hanya ¥ persen hingga 10 persen saja vang terpilih
dalam setiap pemilu dari jumlah perempuan 51 persen dari total pendoduk
Indonesia.

Saat ini jumlah perempuan di MPR-R]1 13 persen , di DPR-RI 11 persen, di
DPD-RI 21 persen , di DPR Provinsi 9 persen (di Banten hanya 6,7% atau lima
orang dari 75 anggota), dan di DPR Kabupaten/Kota sekitar 5 persen  (banyak
Kab./Kots anggotanva 100% laki-laki}. Tindakan khusus sementara {TKS} dalam
bentuk ketentean anjuran kuota 30 porsen bapgi caleg perampuan pada pemilu
periode lale tidak berjalan efekiif

Sebagal perbandingan representasi perempuan dapat dilihat  dalam
perjalanan Pemilu sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana tabel

di bawah ini:

2.1. Keterwakilan Perernpuan dalam Lembaga Legislatif

No | Masa Keria Perempuan Laki-Laki
1| 1950-1933 9 {3,8%) 236 (96,2%:)
2 11935-1960 17 (6,3%) 272 (93,7%)
3 | 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%)
4 11571-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%)
§ 11977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%:)
6 | 1982-1987 30 (8,5%) 460 {91,5%%)
7| 1987-1992 65 (13%) SO0 {87%:

3 | 1992-1997 62 (12,5%} 500 (87,5%)
9 | 1957-1999 34 {10.8%) 500 (89.2%)
10 1 1599-2004 46 (9%} 568 (61%)
11 | 2004-2005 65 (11.81%) | 485 (88.19)
12 1 2009-2014 100 (18%:) 460 (82 %)

Sumbar: Sumber; Anl Soctfisto, “Makns Reprasenstasi dalam Demokrasi Perwakilan
yang Berkeadilan dan Berkesetarean” delem Kerjo wrdwk Rakyar | hal. 24

Penurunan keterwakilan perempuan dalam arena politik formal, di mana
kebijakan nasicnal yang akan memengarchi kehidupan seluruh bangsa ind
ditentukan, terjadi secara bertahap dalam tiga pemilu terakhir. Tabel di atas
memperlihatkan tahapan penorunan tersebut dari 13 persen pada pemilu 1987
menjadi 12,5 persen pada pemilu 1992, turun fagl menjadi 10,8 persen dalam
pemiluy 1997, dan akhirnya hanya mencepal 9 persen  pada pemilu 1959,

Univarsitas Indonasia

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



42

Keterwakilan perempuan juga sangat dipenparvhi oleh sistern Pemilu yang
dipergunskan oleh negara Indonesia. Secara teoritik terdapat sistem Pemilu
distrik, proporsional dan campuran dari distrik dan proporsional.

2.2.7. Respons

Respons perempuan anggota DPR memang amat beragam. Banyak faktor
yang memengarvhinva. Benjamin S, Bloom mengemukakan bahws perubahan
perilzku sangat dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu, kognitif, afekiif dan
psikomotorik. Maskipun teori Bicom ini dikenal sebagai teori belaiar, namun tiga
aspekmyz dapat digunakan wntuk menganalisis respons perempuan di ruang
penyusunan kebijakan,

Di atas sudah dijelaskan bahwa politik, parlemen, dan segala melkanisme
serta aturan main di dalamnya adalah lingkungan yang dibangun oleh dominasi
laki-laki dan sangat maskulin, Ini berarti bahwa ketika harus terlibat dalam
penyusunan kebijakan publik, perempuan harus menguasai persoalan agar dapat
terlibat secara substantif dan bukan hanya sekedar hadir sebagail anggota
kepanitiaan. Perempuan juga dituntui untukk melibatkan perageannya dalam
memperjuangkan pasal demi pasal apakeh ada klaosul yang berpotensi
diskriminatif ferhadap perempuan. Tidak hanya penguasaan perscalan, kesadaran
dan kelerlibatan porassan, tamun perempuan juga dituntut ustuk melakukan
strategi, memborikan reaksi langsung atau spontan dalam rapat pembshasan
termasuk kemampuan menghadapi konflik kepentingan.

Untuk itulah, dalem pengambilan daia, saya mewawancaral subick sccars
mendalam agar dapat menpetahui tiga aspek vang melatarbelakangt respons
mereka terhadap penyusunan UL Pormografi. Dalam menganalisis dafa, saya tidak
mengukur aspek-aspek respons dalam skala tinggi, sedang, atau rendah, namun
saya hanya melihat secara kualitatif deskriptif aspek manakah yang banvak
memengaruhi perempuan dalam penyusunan UU Pornografi. Apakah aspek
kognifif yang memengaruhi atau dua aspek lainnya?
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2.2.8. Pornografi

Pomografi berasal dari istilah Yonani kuno porne, yang berarti budak seks
perempuan, dan graphos vang berarti penulisan atau penggambaran mengenai
tindak tanduk tersebut. Menengok dari asal kata ini sudah menunjukkan bahwa
inti utama pornografi adalah perampasan hak serta penyalahgunaar terhadap
perempuan, (Hatim, 9)

Menurut kamus Webster Pornografi adalah tulisan atau gambar yang
dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat atau
membaca, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1) pornografi adalah
penppambaran tingkah laku secara erotis dengan [uKisan atau fulisan untuk
membangkitikan nafsu berahi. 2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-
mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi. (1094)

Draf ketiga RUU pornografi dalam Bab Ketentvan Umum Pasal |
mendefinisikan pornografi scbagat berikut:

Pornografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
pambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubub, atau bentuk
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/aten
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan, atzu eksploitasi
seksual yang melangpar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada dasarnva semua feminis sepaiat bahwa pomografi adslah puncak
objektivikast dari perempuan, mamun ada dua argumentasi vang berbeda
mengenal pornografl di dalam feminisme moralis dan konservaiif sama-sama
mendefinisikan pornografi sebagal penggambaran material seksual yang
mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan. Dan menurut
feminis radikal kultural, pornografi bukan hanya sekedar masalah moral namun
febib dari itu merupaken fenomena politik. Feminis radikal kultural memandang
bahwa pornografi mempunyai dua karakleristik ulama yaitu penggambaran
pelecehan  perempuan  melalul  kekerasan atau  pemakssan  seksual dan
institusionalisasi seksualitas patriarki. Robin Morgan mengatakan  hahwa
pornografl adalah teori dan perkosaan adalah praktik.

Feminis radikal-kultoral mengklzim  pornografi  membahayakan
perempuan dengan tiga cara (1) dengan mendorong laki-laki untuk berperilaku
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yang secara seksual berbahays bagi perempusn {misalnya pelecehan seksual
perkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan), (2} dengan menistakan
perempuan schagal manusia yang tidak mempunyal penghargaan terhadap dir
sendirt karena mereka baik secara aktif mencari, ataupun secara pasif mencrima
penganiayaan seksual, (3} dengan mengarghkan laki-laki untuk tidak saja berpildr
bahwa perempuan adaiah manusia yang Kkurang, tetapi juga dengan
memperiakukannya schagai wargs negara kelas kedua, yang tidak layak mendapat
proses serta perlakvan vang setara dengan apa yang biasa didapat ofeh laki-laki.
{Tong, 99}

Andrea Dworkin dan Catharine MacKinnon sebagaimana vang dikutip
Tong (99) mendefinisikan pormnografi sebagal:

Subordinast perempuan yang eksplisit secara seksuzl, dan grafis melslui
gambar alau kafe-kata vang jugs melingiupl perempuan, yang
didehumanisast sebagai objek seksual, benda atau komediti yang
mentkmati rasa sakit, rasa saly, atau perkosaan diikat, dipofong,
dimutilasi, dipukeli hingga memar, atau disakiti secara fisik dalam sikap
penyerahan, perbudskan atau pertunjukan seksual direduksi menjadi
bagian tubuh, dipenetrasi oleh objek atan binatang, atau ditampilkan
dalam skemario wang merendahkan, melukai dan  menyiksa
dipertunjukkan scbagai kotor dan inferior , berdarah, memar atau terluka
di daiam Konieks vang membuat itu seksual,
Andrea Dworkinn dan Catharine MacKinnon juga menambahkan bahwa
porografi elah mendorong laki-laki untuk memperfakukan perempuan sebagai
warga negara keltas kedua, bukan saja di dalam dunia pribadi, dalam kamar tidur,
melainkan juga di dalam dunia publik, di tempat kerja. Hal itu terjadi karena
pomnografi menciptakan bingkal acuan yang memandang perempuan sebagai tidak

sepenuhiya manusia,

2.3, Kerangka Pikir

Dalam Diagram tentang Kerangka Pemikiran di bawah ini menjelaskan
dinamika proses dari situasi yang dihadapi oleh Subjek baik aturan UU yang perlu
diikuti, komitmen yang dibuat Parpol, konilik kepeniingan yang dihadapi
perempuan sebagai anggota DPR RI maupun sebagai pemegang peran domestik

sampai kepada momen dalam menentokan respons kefika UL Pomografi disusun.
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Ut No. 2 Tahun 2008 tentang Parfai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008
tentang Pemiilu setidaknya telah wmemberikan peluang terhadap keterwakilan
perempuan sebesar 30 persen balk pada kepengurusan parfal maupun pada saat
pencalonan anggota legislatif. Hal ini sudah lebih baik dibandingkan dengan UU
No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang menginisiasi kuota 30 persen dengan
menyebutkan sedapatnya partal politik memenuhi kuota 30 persen baik di
kepengurusan pariai maupun pada daflar calon anggota legislatif. UU yang terbaru
disabkan oleh anggota DPR terkaif parfai politik dan pemile ini, telah memaksa
parpol untuk menunjukkan komitmennya melaloi pengisian kepengurusan dan
daflar pencalonan anggota legislatif’ dengan mengganti kata sedapatnya dengan
kats harus.

Dari kebijakan inilah lghir partisipasi politik perempuan yang sudah
seharusnya ada mengingat jumiah perempuan menempati setengali dari jumlah
penduduk. Menjadi hal yang wajar jika perempuan memiliki wakil vang
jumlahnya memadai di ruang penyusunan kebiiakan agar kebifakar Ini tidak
merugikan dan mendiskriminasi perempuanr dan bahkan sehaliknya dapat
meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Setelat melalei perjuangan yang berat baik pada tshapan seleksi sampai
pada tahapan pemilihan ofch masyarakat, perempuan mulai masuk ke parlemen
yang Kita kenal scbagal DPR. DPR sebagai ruang vang sudah lama dihuni dap
didomsinast oleh kekuatan scksis tertentu yaitu, laki-laki tidak lantas menjadi
ruang vang ramah bagl perempuan berada 4 dalamnya. Salah satu yang dinann
dari kehadiran persmpuan & ruang parlemen adalah kemampuannya miecespons
pembahasan kebijakan publik melalul fungst legislasinya. Merespons bukanlsh
hal vang mudsh kerena perempuan berada pada posisi vang sulit anfara sistem
yang maskulin, peran tradisional vang harus diemban, persaingan politik, dan
tekanan berbagal kelompok,

MNamun, sckali lagl perempuan berhadspan dengan berbagai faktor yang
memenparuhi responsnya antara lain fsktor nilai yang dianut oleh partai politik,
tekanan dan tuntutan baik konstitben asal daerah pemilihan atau masyarakat
unruim, dan tekanan kelompok perempuan yang selama ini dengan gigih
mempertimbangkan kuota keterwakilan 30 persen. Di sist Jain, perempuan
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anggota DPR harus berhadapan dengan sistem, jedwal kegiatan das agenda, tugas
pokok dan fungsi, mekanisme, serta aturan.

Dalam menganalisis Respons Anggota DPR ini saya menggunakan Bloom
dalam buku Psikologi Pendidikan vang ditulis oleh Iskandar, Bloom sudah sangat
dikenal dalam dunia pendidikan dengan “Taksonomi Bloom’ membagi proses
pemahaman seseorang menjadi kognitif, afektif dan psikomotorik. Teot yang
sama digunakan olch Sarlito Wirawan Sarwono (1999} dalam bukunya “Psikologi
Sosial”, dan dengan sedikit modifikasi digunakan oleh Mar'at (1982 dalam buku
“Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya”. Kefiga penulis ini pada
prinsipnya mencleah proses perkembangan pemtkiran  darl  pengetahuan,
kesadaran dan pengambilan sikap. Dalam tesis ini, ketiga hal tersebut ditanyakan
kepada subjek, dan dalam bab V saya menganalisis temuan ketiga hal ini dalam
menentukan respons,

Semua itu membentuk respons perempuan baik yang terithat pada aspek
kognitif, afekiif, dan psikomotoriknya, Ketiga aspek imiah yang kemudian terlihat
dalam respons yang ditunjukkan dalam pembahasan RUU vang menjadi fungsi
legislasinya. Termasuk ketika mereka harus mengawal pembahasan RUU
Pornografi, Respons ini berbeda-beda sesual dengan faktor yang mendorong
sehiingga pada akhir pembahasan RUU tersebut, terlihat respons yang berbeda dari
tian subjek. Ade vang sejak awal mengawal, memperjuangkan, dan ikut
mengesahkan, ada yang 4di awal pembabasan harus beradaptasi sampai kemudian
melihat celah yang dapat diperjuangkan, dan ada pula vang secara fogas menoiak.

Sub aspek kognitif kesadaran, pengetahuan, perspektif, dan upava
kesungguhan, ditambak keputusan partai, pilihan personal, dam refleksi din
sebagai sub aspek afektif, dan keterlibatan, strategi, reaksi langsong, dan kondlik
kepentingan sebapai sub aspek psikomotorik inilah yang membentuk respons
subjek dalam pembahasan RUU Pomografi. Rapat pembahasan demi rapat
pembahasan, akhirnya sampai pada akhir rangkaian penyusunan RUU Pomografi.
Tentu saja pengesahan RUU menjadi UU Pomografi tidak akan dapat dilakokan
tanpa kehadiran, keterlibatan, masukan, dan keikutsertaan subjek. Inilah alur atau
kerangka pemikiran vang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis Respons
Politik Perempuan Delam Penyusunan UU Yang Berkaitan dengan Kepentingan

Perempuan.
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BAB 3

PROSES DAN DINAMIKA PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFIX

Pornografi ini, persoalan positioning seni budaya, kemudion ya itu menjads isu
krusial ya, terus kenudian mengenai definisi, itu tarik ulur yang sangat luar
biasa, kalau pornografi anak hampir nggak ada masalah, kemudion peran
masyarakat banyak yang apriovs, takut melahivkan polisi-polisi moral, takut FPI
sweeping kemang-mana, kemudian batas mana negara boleh masuk mana yang
tidak boleh masuk, nah korsdor-koridor ftu.

(BE Partai Kebanghitan Bangsa, wawarcara 30 Oktaber 2009}

Bab 3 ini secars spesifik mendiskusikan proses dam dinamika dalam
pembuatan  undang-undang, khususnya UU No. 44 Tahun 2008 testang
Pornografi. Hal ini perlu didiskusikan karena memahami proses dan disamika
penyusunan akan membante memahami bagaimana respon anggote DPR RI
dalam proses penyusunan misalnys alasan dalam membuat inisiatif, alasan
mengajukan usulan, pertimbangan berdebat dengan sesama anggofa untuk
mencart titik temy, argumen dalam menolak hal-hal yang disnggap tidak refevan,
dan schagainya. Memahami perempuan di sato sist dan sebagal anggota DPR RI
di sisi lain yang sedanyg terlibat dalam keselurshan proses pembuatan kebijakan,
bisa sangat menarik terulama karena kadang kala terjadi konflik kepentingan i
antara keduanya dan ditontut untuk membuat kepubusan segera dalam sidang.

Dart pengalamannya dalam meneliti kehidupan ruang legislatif di Inpgris,
Lovendusk {100} sudah menginpatkan bahwa proses pembuatan kebijakan bisa
sangat bias gender karena memang didominasi oleh Jaki-laki yang memengaruhi
keseluruhan praktik-praktik di dalamnya. Walaupun hampir semua subjek
penelitian ini sicdah terbiasa dengan duniz yang masiariin (lihat Bab 4), karena
mercka sudah menjadi akiivis sejak mahasiswa, namun tetap saja menurut
Shvedova {20) proses pembuatan kebijakan itu berhubungan dengan nilai
maskalinitas yang cenderung menang dan kalah.

Dalam institusi yang maskulin dan proses kerja yang bias gender, undang-
undang tentang Pornografl sengaja dijadikan sampel. Karena isu ini melibatkan
kepentingan dasar perempuan untuk mengetahui besarnya dorongan respons

terhadap isu yang akan melibatkan langsung, tidak hanya masyarakat banyak
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tetapi juga dirinys sendiri. Mengingat proses penyusunan undang-undang saty
dengan lainnya sama, make dalam bab ini joga dimaksudkan untuk memberikan
pengetahuan kepada pembaca tentang akidah, prinsip dan dinamika proses
pemibuatan undang-undang secara keseluruhan.

Dan alasan terakhir didiskusikannya proses dan dinamika pembuatan
undang-undang ini adalah untuk memudahkan diskusi selanjutnya dalam

mengungkap temuan dan memproses analisis data.

3.1. Pengertian Prodok Hukam dan Hierarki Kckuatan Hukumnya

¥ Indonesia produk hukum ada bermacam-macam. Mulai dari konstitusi
{di negara kita disebut Undang-Undang Dasar 1945}, Ketetapan MPR (Tap MPR),
Undang-undang, Perafuran Pemerintah Penggaoti Undang-undang {Perpu),
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah
{Perda). Kesemua produk hukum ini mempunyai kekuatan hukum tersendid,
implikasi dan ares implemoentasi yang berbeda.

Undang-Undang Dasar 1943 atay UUD 1945 adalah induk dari segala
produk hukum yang meliputi: hak-hak asasi manusia, halk dan kewajiban warga
negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan
negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan,
serta keuangan negara. Sebagai induk dari segala produk hukum, produk hukum
lain tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita ini. Pectanyaannya adalah: di
manakah posisi produk hukem lain dan hierarki kekuatan hukumnys. Sejak
lahirnya Negara Kesatuan Republik Indopesia masalah hierarki peratoran
perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulal dad
perubahan Tap MPR No XXMMPRS/1966, TAP MPR No.lII/MPR/2000 sampal
dengan yang tferbary, vaitu Undang-undang No.10 Tahun 2004 ientang
Pembentukan Peratwan Perundang-undangan, Scbenamya sudah dikeluatkan
RULI No. 27 Tabun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur
tiga Inistatif Rancangan Undang-undang (RUU) yang berasal dari Presiden, DPR
dan DPD. Tstapl psda masa penelifian Ini diselenggarakan UL inl belum
diundangkan schingpa tidak dijadikan landasan dalam menganalisis.

Kalau dilihat lebib rinci, pada dasarmva antara undang-undang satu dengan
lainnya tidak jauh berbeda, Hanya saja wasing-masing keputusan dibuat
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mengikoti situasi dan komdisi sistem pemerintahan pada masa ketetapan itu
dibuet. Misalnya psda masa pemerintshan presidensial dan  parlementer
mempunyal perbedaan sistem ketatanegaraan dengan masa diberlakukannya
desentralisasi dengan demikian menimbufkan implikasi berbeda terhadap produk
hukumnya. Pada tabel di bawak ini terlihat masa pemerintahan Presiden Suharto
mempunyal  peraturan  pelaksanazn  vang lebih veriatif darl pada mass
pemerintahan sesudahnya. Namun yvang mengherankan Insteuksi Presiden (Inpres)
yang pada masa ity dianggap sakti dan mempunyai kewenangan inter-
departemental tidak dicantumkan dalam Tap MPRS. Prof. DR. Jimly Ashiddigie
dalam “Tata Urut perundang-undangan dan Problema Peraturan Daeral”
raengataken:

Tidak begitu jelas alasan instruksi Presiden tidak dimasulcan dalam Tap
MPRS No. XX71966, padahal pada masa it proyek-proyek pembangunan
Inpres seperti Sekolah Dasar, pembangunan pasar, RSB amat populer. Ada
dua kemungkinan alasan. Pertama, pada masa ity pembangunan SD dan
pasar dianggap darurat yang tidak termasuk dalam tata urutan produk
hukum. Kedua, kelihatannya produk hukum vang cenderung instruleif dan
top-down tidak lagt diberlakukan (www.onissula acid).

3.1. Tata Urutan Kekuatan Hokom Froduk Hukum

Neo TAP MPR NO. TAP MPR NO. U NO, 10 TAHUN
XX/MPRS/1966 HIMPR/2G00 2004
- UUD 1945 - UUD 1943 - VU0 1945
- Tap MPRS - Tap MPR - Updang-~
- Undang- - Undang-Undang Undang/Perpo
Undang/Perpu - Perpy - Peraturan
~ Peraturan Pemerintah | - Peraturan Pemerintan
- Keputusan Presiden Pemerintah - Peraturan Presiden
~ Peraturan pelaksanasn | - Keputusan Presidea | - Peraturan Daerah
lainnya yang meliputi: | - Peraturan Daerah Peraturan Dagrah
s Peraturan Menteri - Provinst
o Instruksi Menteri - Perataran Dactah
+  Dan lain-lain. - Kabupaten/Kota
- Peraturan Desa

Sumber: wiwvw. partemen.org

Tabe] di atas menggambarkan secara hierarkis urutan produk hukum dan
kekuatan hukumnya. Artinya peraturan yang berada dalam hierarki di bawah tidak
boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Di dalam UU No. 10 Tahun 2004
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terlibat bahwa UUD 1943 merupakan hierarki tertinggi, dan UU No. 44 Tahun
2008 merupakan hierarki kedua. Undang-undang merupakan bentuk peraturan-
perundangan yang paling luas jangkavan materi muatannya. Bidang vang tidek
dapat diatur oleh Undang-undang adalah hal yang telah diatur oleh UUD dan TAP
MPR, atau sesuatu yang oleh undang-undang ifu sendiri telah didelegasikan pada
bentuk peraturan lain (Manan dan Magnar 148).

Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar (248) materi muatan UUD
Tahun 1945 melipptl hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara;
pelaksanaan dan penegakan kedaulatan pegara serts pembagian kekuasaan negara;
wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegarazn dan kependudukan; dan
keuangan negara. Sedangkan yang belum diatur oleh Undang-Undang yang sudah
ada, diatur oleh undang-undang yang kewenanpan pembuatannya telah berubah
dari elksekutif ke legisiatif, Perubahan peran fersebut berarti memperkuat peran
DPR dalam pembuatan undang-undang/legislator. Menurut UUD 1945 Pasal 5
ayat {1 Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Berdasarkan ketentuan Amandemen UUD 45 (yang telah
empat kali dilakokan) dalam Pasal 20 Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai  kekuvasaan membentuk Undang-Undang., Pasal 20 Ayat (2}
mengatakan: Setiap rancangan updang-undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden untuk mendapat persetujvan bersama. Hal ini dimaksudkan agar
DPR sebagai perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan dan kewenangah tertinggi
untuk mewujudkan kehendak rakyat dan mengatur kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya proses pembuatan kebijskan adalab denpan alur sebapat
berikut,

3.1, Siklus Legislasi

Penelitian Maskal: gy, RPE
Hukum - — Aliademik > Raparda

% Penpkajian AL PP, Perda /
Hiwom | 7%

Sumber; Shelly Adelina, “Fungsl Legislasi: Prosedur dan Strategt Penvusunan kebiiskan®™ dalam
Keria wetnk Rokyat |, bhal, 60
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3.2. Proses Pembuatan Undang-Undang Inisiatif Presiden

Proses pembuatan undang-undang distur oleh Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diatur
dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 weniang Tate Car
Mempersiapkan Rancanpan Undang-umdang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Penpganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Peraturan Presiden (Perpres No. 68 Tahun 2005). Perpres ini dibentuk untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3} dap Pasal 24 Ul No. 19 Tahup 2004,

Secara umum  proses pembuatan UU dimulal denpan perencanaan,
persiapan, tekaik  penyusunan, peramusan, pembabasan,  pengesahan,
pengundangan dan diakhiri dengan penyebariuasan. Perencansan adalah proses di
mana DPR dan Pemeriniah menyusun rencana dan skala prionitas UU vang akan
dibuat oleh DPR dalam suatu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh svatu
program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yaito bagian dari
Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dituangkan dalam bentuk UUL

3.2. Alur Pembuatan Undang-Undang

Pembohasan dan, R Peagundongon-

- Porsbonink

e

pepsesaban

Penyosmen Persinpan Pembahasan Tanda tangan
Prolegnas Teknik penyusunan tingkat I dan T Presiden
Perumusan Komisi/parsus Penyantuman
pengesahan datam Lembar
Plegare dan
Tambahan
Fembar Megars

Sumber; Shelly Adeling, “Fungst Lepivlest Prosedur dan Strategl Penyusunan Kebijakan™ dalam
Kerje ytrk Rakyat , hal. 61

Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atan pimpinan lembaga
pemerintah non departemen, disebut sebagai inisiator atau pemrakarsa, yang
mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan olel pemrakarsa
berdasarkan Prolegenas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat
menyusun RUU & lvar Prolegnas setelah  terlebth  dahuly mengajukan
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permohonan izin prakarsa kepada presiden. Pengajuan permohonan izin prakarsa
ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi
(i}. urgensi dan tujuan penyusunan, (ii). sasaran yang ingin diwnjudkan, (i),
pokok pikiran, linglcup, atau objek yang akan diatur, dan (iv). jangkavan serta arah
pengaturan,

Sementara jto, Perpres No. 68 Tahun 2005 menetapkan keadaan ferfenty
yang memungkinkan pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas yaitu
{a). menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  menjadi
Undang-Undang; {b). meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (¢).
melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d). mengatasi keadaan lvar biasa,
keedasn konflik atau bencana alam; atau (). keadaan ferfentu lainnya yang
memastikan adanya urgensi pasional atas suatu RUU yang dapat disetujui
bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai fugas dan
tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan,

Dalam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maks
penyusunannys tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dard presiden.
Pemrakarsa dalam menyusen RUU dapat feriebih dahulu menyusun naskah
akademik mengenai materi yang akan diatur Penyusunman naskeh agkademik
dilakukan oleh pemrakarsa bersama —sama dengan departomen yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini departemen
yang mempunvai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan peruadang-
undangar adalah Departernen Hukum dan Hak Aszst Manusia (Deplumbam).
Selanjutnva, pelaksapaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada
perguruan tingpi atau pihak ketiga lainnya yang menipunyvai keahlian,

Dialam keseluruhan proses di atas, memang sangat kaku dan kalaw tidak
hati-hati dapat melupakan pendapat rakyat, apalagi rakyat perempuan yang selama
ini memang menjadi silence majority. Maggie Hunun (440-441) mengpambarkan
pendapat Moi bahwa diamnya perempuan berarti penolakan terhadap sistem
patriarki dan juga penolakan pasif. Humm selanjuinya juga memjuk Tillie Glsen
bahwa diam adalah posisi sentral perempuan karena terbungkus oleh realitas dan

kepentingan Jaki-laki. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan naskah akademis
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sebenarnys tersedia peluang untuk memasukkan perspekiif kewetarsan gender
{Adelina, 54.55).

3.2.1. Penyusunan RUU Berdasarkan Prolegnas

Proses ini diawali dengan pembentukan panitia antar departemen oleh
pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdir] atas unsur departemen dan lembaga
pemerintah non deparfemen yang terkait dengan sebstansi RUUL Dalam setiap
panitia antar departemen diikutseriakan wakil dari I)e?kamham untuk melakukan
pengharmonisasian RUU dan t2knis perancangan perundang-undangan, Hasil
perancangsn selanjuinya disampaikan kepada panitia anter departemen unfuk
diteliti kesesvaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati, Selama
penyusunan, ketua panitia antar departfemen melapockan  perkembangan
penyusupan dan/atay permasalaban kepmda pewrakarsa  untuk  mempercieh
keputusan atan arahan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnasn pemrakarsa
dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat.

Apabila pemrakarsa melihat ada perbedaan dalam pertimbangan yang
telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menkumham menyclesaikan
perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. Apabila upaya
penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menkumbam melapotkan hal tersebut
secara tertulis kepada presiden untuk memperoleh keputusan., Selanjutnya,
perumusan ulang RUU dilakukan olsh pemrakarsa bersama-sama dengan
Menkumham, Dalam hal RUU tidak memiliki permasalahan lagl baik dari segi
substans] moupun segi teknik perancangan perundang-undangan, pemrakarsa
mengajukan RULS tersebut kepada presiden untuk disampaikan kepada DPR.

RUU yang berasal dari presiden disampaikan kepada pimpinan DPR
dengan mengirimkan suraf presiden yang distspkan oleh Menteri Sekretaris
Negara kepads pimpinan DPR disertai dengan keterangan pemerintah mengenai
RUU yang dimaksud, Lihat diagram di bawah ini;
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3.3, Penyusunan Prolegnas & DPR dan Pemerintzh

Penyvusumsis Prodegaas

Di Linpkungan Pemeriniah Di Lingkungasn DPR

= Dikeoondinnsikan cleh Menkumham c.g. «  Difskukan dan dikcordinast oleh
Badun Pembinasn Hukum Nasionn! Baleg

s Dicwlai dengan kvestasi rencana +«  Dimuiat dengen nvesiasirssi reacana
depariemeén / LPND fegistasi.

» Difgimbkan Rapst Pembahssan Tahunan = Baleg dapat memiiia masukan dar;
Predogras yanp menghasitkan kelelapan komisi, fnksi, DFD, dan organisas
{eptang wiuian pemeriadil yang isyak masyorakat sipii,
dinjukan ke DPR. s Baleg menugaskan ties ssitenst uniuk

»  Hasilnya ditaporkan Menkumhan: ke menyusun RUU yang meniadi
Presiden. prigritas DPR.

+ Setelzh Fragides setuly, selanfutnya «  Sefaciuinys Baleg menyampaikan
dibawa ke forum koordinasi dengan kepadas pimpsing DPR untelc
neR ditctapken. Selanjuinya dibava ke

forum kecrdinast dengen pemerinish,

¥

Rapat keordiaast antacs DFR {diwekili Baleg) dan Pamerintah
{diwakili memkumbenm), Rapat koordinasi tordin duari rmpat
parimsrss, rapat panitia kerja, mpat panitia tekwis. Hasil rapst
koordinasi diisgorkan ke masing-masing pipinon (pimpisan DFR
dan Presiden

hd

Prolegnas yang disass! DPR den pemerinteh dan {elah memperoleh
kesepakatan bersama, dilaporkan padn rapat paripams GPR unluk
meadapathan penclapus.

Sumber; Shelly Adelina, “Funpsi Legislasi: Prosedur dan Sirategt Penyusunan Kebijokan” dalam
Kerig untul Rabyat | hal 71

3.2.2. Penyusunan RUU di Luar Prolegnas

Pada dasamyz proses penyusupan RUU di luar Prolegnas samna dengan
penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Hanya saja, dalam menyosun RUU di foar
Prolegras ada tnbapan awal yang wajlb dijalankan sebelum masuk dalam tahapan
penyusunan undang-undang sebagalmana diuraikan sebelumnya,

Selanjutnya, untuk kelancaran peagharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
komsepsi RUU, Menkumbam mengoordinasikan pembiahasan konsepsi tersebut dengan
petabat vang berwenang mengambil keputusan, ahli hukuo dan/ata perancang peraturan
perundang-undangan dari lembaga perrakarsa dan lembaga terkalt lainnya. Proses in
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juga dapat melibatican perguruan tinggi dan/atau organisasi. Namun, apabila koondinasi
yang bertujuan melskukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
RUL tersebut berhasil, maka pemrakarsa menyampaikan konsepsi RUU tersebut kepada
presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, apabila presiden menyetujui maka
pemrakarsa membentuk panitia antar departernen, Tata cara perbentukan panitia antar
departemen dan penyosuran RUL dilakoakan sesual dengan tahapan penyusunan RUU
berdasarkan Prolegnas vang telah diuratkan sebelumnya.

RUU wanp felah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR unfuk
dilakukan pembahasan melalui sorat resmi. Surat presiden tersebut setidakirya memuat
(1) menter yang ditegast untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU & DPR, (2}
sifat penyelesaian RUWY vang dikehendaki dan (3} cara penanganan alau pembahasan,
Sementara ifu, keterangan perneriniah yaug menyertal surat presiden disiapkan oleh
pemiakarsa paling sedikit memuat: (1) uegens! dan tujuan penyusunan, {2) sasaran yang
ingin diwwjodian, (3) pokok pikiran, lingkup ataw obyek yang akan diatu, dan (4)
jangkavan serta arah pengaturan. Keempat unste il mengpambarkan keselaruhan
substansi RUUL

3.3.  RUU Inmisintif dari DPR
3.4 Proses Penyusunan RUU Inisiatif DPR

Esul dralt RTAT bisa Pengujtan usu fatsiatif DPR oleh sepimlak anggota
berosad dart masyarakar P W DPRE melaiud fraksd, hordyl, gobungas komtel dun boleg
sip#

¥

Tisampatkan ke sepaf paripama DER ustk
pepgambibin keputissn ehudup ssel RUE fersebut.

Selujn Sesuiu dengan perchaban Fraoisk

i i
i

Disampeikan ke baleg atao komisi untuk dibaat
penelition dan naskah RUY
¥

Setelah siap RUL diserahkan kepada Presiden, Presiden
lely mesuniuk mentert untuk mewakili datam
nerebshusye hersama-sama DPR.

‘

Prager pombahasen dalam dus tingka

Sumber: Shelly Adeling, “Fungst Legislasi: Prosedar dan Strategi Penyusunan Kebijakan” datam
Kerjor writwk Rakyai , hel, 69
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Pengusnlan gleh DPR dapat dilakukan melaiui beberapa pintu, yaitw:

a. Badan Legislasi (Baleg)

b. Komisi

¢. Gabungan komist

d. Tujuh belas orang anggoka

Usui RUU vang digjukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi ataupun
anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beseria dengan Keterangan pengusul
atau naskah akademis. Dalam rapal paripurna selanjuinys, pimpinan sidang akan
mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian
RUU tersebut dibagikan kepads seluruh angpota. Rapet paripurna  akan
memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU
dari DPR. Sebelum keputusan diterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan
kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat. Keputusan rapat paripurna
terhadap suatu usul RUL dapat berupa:

3. Persetujuan tanpa perabahan

b. Persetujuan dengan perubahan

¢.  Penoclakan

Apabila usul RUU disetujul dongan perubzhan, mska DPR akan
menugaskan kepada Komisi, Baleg ataupun Panitia Khusus (Pansus) uniuk
menyempurnakan RUU tersebut, Namun, apabila RUU disetujul tanpa perubahan
atay RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg ataupun Pansus maka
RULJ tersebut disampaikan kepada presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUU
yang diajukan berhubupgan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk
seorang menteri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paking lambat 64 har
setelah diterimamya surat dari DPR. Sedangkan DPD haros menunjuk alat
kelengkapan yang akan mewakili datam proses pembahasan.

3.4, RUU Imisiatif dari DPD

Sebagai lembaga legislatii bary, DPD sedang dalem masa unfuk
membangun sistem porancangan dan pembahasan RUU yang baik dan efektif. Di
awal masa jabatan ini, DPD banvek mengadopsi sistem yang dipakai oleh DPR.
Untuk merancang sebuah RUU mereka menyerahkan kepada individu atav panitia
yéng akan mengusulkannya. Hanya saja seringnya ada pada Rapat Paripurna DPD
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vang akan mengesahkan apakah sebuah RUU bisa atau tidak diajukan meqjadi
usul DPD kepada DPR.

Usul RUU boleh diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-undang (PPU)
atay Panitia Ad Hoc. Sedangkan Usal Pembentukan RUU dapat digjukan oleh
sekurang-kurangnya seperempat jumiah anggota DPD. Selanjutnya pimpinan PPU
akan menyampaikan Usal RUU atau Usuel Pembentukan RUU kepada pimpinan
DPD. Pada sidang paripurna DPD  berikutnya pimpinan  sidang  harus
memberitahukan kepada anggota tentang masuknya RUU atau Usul Pembentukan
RULL, yang selanjutnya harus dibagikan kepada seluruh anggota. Sidang
Paripurna memutuskan spakah Usul RUU atee Usul Pembentukan RUU tersebut
diterima, ditolek, atau diterima dengan perubahan. Apabila Usul RUU atay Usul
Pembentukan RULT diterima dengan perbaikan maka, DPD menugaskan PPU
untuk membahas dan menyempurnakan Usul RUU atax Usul Pembentukan RUU
tersebut. Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU yang telah disstyjul menjadi
usul DPD sefanjutnya di ajukan kepada pimpinan DPR.

3.5 Pembabasan RUU
Pembahasan BUU terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama
dalam rapat komisi, rapat Baleg afaupun Pansus, Sedangkan pembabasan tingkat

dua adaiah dalam rapat paripurna DPR. Lihat datam Diagram di bawah ini.

4.5, Dua Tingkat Pembahasan RUU

Tingka: Kedun

Tinghmt Pertama

"’\

e - Hapat Paripurns, herish
Penganiar u. Pepvampaian laporan.
1 musyzwaral b, Pernyatesn persetujuan ata
o penclakan fraksd atas RUU
o yang sedang dibahas.
4 ™ <. Pendapat ekhir Presiden van
| Pengantar DIM mgaikﬂn oleh mmwr}i’ yagng
RUAJ \ mewakili /
L A
r .
Pendapat akhir Rapat paripurna mengambil
L fraksi keputusan beraps menyetujui atau
'\ ¥ menolsk RUU

Sumber; Shelly Adefing, “Fungsi Legistasi: Prosedur dan Strategt Penyusunan Kebilakan” dobsm
Keeja nntuk Rakyet , el 63
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Dalam diagram di atas dapat dilihat bahwa dalam pembicaraan tingkat satu
dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
1. Pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan IPD apabila
RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini bils RUU berasal
dari presiden. Sedangkan bila RUU berasal dari DPR, pembicaraan
tingkat satu didahului dengan pandangan dan pendapat presiden, atau
pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU berhubungan dengan
kewenangan DPD,
2. Tanggapan presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan
alat kelengkapan DPR afas pandangan presiden.
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Dafiar
inventarisasi Masalah (DIM),
Dalam pembicaraan tingket satu dapat juga dilakukan:
a.  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU),
b.  mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila
materi RUU bechubungan dengan lembaga negara lain,
¢.  diadakan rapat intern,
Pembicaraan tingkal dua adaleh pengambilan keputusan dalam rapat
paripurna yang didahului oleh:

a. laporan hasil pembicaraan tingkat satu,

b.  pendapatakhir fraksi,

c. pendapat akhir presiden vang disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya. Perpres Ne, 68 Tuhun 2005 mengatur bahwa Pendapat
akhir pemerintah dalam pembahasan RUU di DBR disampaikan oleh
menteri yang mewakili pregiden setelah terlebih dabulu mslaporkannya
kepada presiden.

Menteri yang ditugasi membahas RUU di DPR segera melaporkan bahwa
RUU telah disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, Selanjutya apabila RUU
tersebut tidak mendapat persefujuan bersama presiden dan DPR, maeka RUU
tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
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3.6, Mekanisme Penyusunan Undang-Undang No.44 Tahun 2068 Tentang

Pornografi
DPR pericde 2004-2009 memasukkan RUU i ke dalam Prioritas Prolegnas.
RUL! ini menurit ¥Y dari PKS dan ON dari Golkar sebenamya diajukan oleh
Pemerintah (Kementrian Pemberdayaan Perempuan) pada masa kepemimpinan
Presiden lbu Megawafi, Namun, karena alasan kebhinnekaan dan menjapa
keutuhan NKRI, draf pertama yang berjudul RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
(APP} tidak sempat dibahas oleh anggota DPR RI periode 1999-2004. Xetika
terbentuk DPR hasil pemilu tahun 2004, sebanyak 45 orang anggots Komisi VI
DPR RI melayangkan swrat kepads pimpinan DPR RI das mengaivkan
permobonan usul inisiatit RUU APP. Tiga orang perempuan vang menjadi subjek
penelitian saya termasuk yang ikut menandstangani surat pengajuan usel inisiatif
tersebut. Mereka adalak BF daril PKB, YY dari PKS, dun LI dari PAN. Sementara
duz lainnya, ES§ dari PDIP tidak ket menjadi inisizior karena pada masa
pengajuan permohonan belum masuk ke DPR kurena ia menjadi angpota PR
karena PAW (Perpantian Antsr Waktu} sctelah setengah periode keanggotaan,
yaitu pertengahan 2001 Derikian pula ON dari Golkar tidsk termasuk yang
menandatangani permohanan usu] nisiatif karena seat ttn CN masih menjadi
anggota komisi X, sedanpkan vang mengajukan usul Inisiatif adalah angpota
komist VHL

Selanjutnya menurut YY dan ON, proses pengajuan usul inisiatif ini
didahului dengan rapat di Komisi VI pada awal masa persidangan. Dalam rapat
tersebut diperiksa apakah ada draf RUL periode lalu yang belum sempat dibahas.
Akhirnys muncullah salah satunya, yaitu RU APP. Setelsh anggota Komisi VI
sepakat, barulah mengajukan surat kepada pimpinsa DPR. Proses berikutnya
adafah pengesahan draf RUU APP oleh Baleg untuk dibahas pada masa
persidangan tzhun tersebut. Baleg juga menetapkan bahwa RUU APP ini perlu
melibatkan semua komisi sehingga dibentuklsh pansus besar Setlap komisi
mengirimkan utusannya sehingpa anggota pansus berjumlah 50 orang. Pada
tanpgal 27 September 20035 terbentuk Panitia Khusus RUU Anti Pornografi dan
Pornoaksi.
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Draf RUU APP adalah warisan dari Komist VI DPR Periode 19992004,
Pada periode 2004.2009, RUU APP ini pads mulanya tidak tercantum dalam
Prolegnas, tapt kemudian i masuk lewat Komisi VHI DPR, lalu dibahas di Badan
Musyawarah DPR {Bamus), Selanjutnya, seperti dalam proses pengajuan vndang-
undang yaog didiskesikan pada paragraf sebelumnya, Bamus kemudian
menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke Sidang paripurna DPR. Paripuma
kemudian menerima usulan tersebut dan menogaskan panitia Khusos (Pansus)
untuk membahas. RUU APP ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR periode 1999.
2004 sebagat RUU usul inisiatif DPR fangpal 23 September 2003, Polemik keras
dan aksi-aksi di masyarskat vang menyulut kekerasan antara pihak yang menolak
dan menerima membust DPR memutuskan untuk menarik dan menyusun kembali
draf RUU APP.

Fanitia khusus (Pansus) DPR untuk RUU Antipornografi dan Pormoalsi ini
diketval oleh Balkan Kaplale dari Partal Demokrat dan salah satu subjek saya, YY
dari PKS, menjadi wakil ketua Pansus, dan Ali Mochtar Ngabalin dari Partai
Bulan Bintang sebagai jurubicara Pansus. Pada Maret 2006, 10 anggota Pansus
RUU Antipornografi menandatangani pernyataan penolakan ferhadap Ketua
Pansus RUU, Balkan Kaplale karena telah melakukan kebohongan publlk, atas
pernyataannys di media massa yang membuat masyarakat bingung. Pada § Joni
2006, subjek penelitian saya, L1 dard PAN, termasuk anggota pansus, mengatakan
bahwa DPR saat ini belurn pernal merevist deaf RUU APP vang lama. RUU
tersebut saat ini bary dilangani oleh tim perumus yanmg fupasnya anlara lain
memberi perhatian dan melakukan koreksi atas redaksional RUU ini. Seielah Tim
Perumus selesal mclakukan fugasnys, bars kemudian RUU Hu bisa dibahas
substansinya kembali oleh Pansus. Jadi Pansuslah yang berhak memotong,
menambah, atan mengganti pasal-pasal yang ada dalam RUU itu. Tim Perumus
merampungkan Naskash Akademik dan RUU Pornografi pada 13 Desember 2007,

Panja (Panitia Kena) RUU tentang Pornografi dibentuk pada akhir Masa
Persidangan 1V Tshun Persidangan 2007-2008, tepatnya pada tanggal 29 Mei
2008, demikian menurut CN dan YY yang menjadi anggota Dewan sejak pada
masa periode sebelumnya. Panja RUU tentang Pornografi bersama Pemerintah

secara efektif baru melaksanakan tugasnya pada Awal Masa Persidangan I Tahun
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Persidangan  2008-2009. Panja iclah melaksanakan Rapat pada tanpgal 4
September 2008, 18 September 2008, 23 September 2008, 24 September 2008, 8
Oktober 2008, 16 Oktober 2008, 17 Oktober 2008, 22 Olktober 2008, 23 Oktober
2008, 27 Oktober 2008, dan 28 Oktober 2008.

Ketentuan fentang pornoaks! kemudian dihilangkan dan RUL diganti
menjadi RUU Pomografi. Panitia Khusus mengesahkannya pada taoggal 4 Juli
2007. Masa kerja Panitia Khusus berlaku hingga pertenpahan (15-24) Oktober.
Surat Presiden diajukan ke DPR pada tanggal 20 September 2007 dan rapat
dengar pendapat pertama dengan pemerintah dilakukan pada 8 November 2007,
Tanggal 23 September merupakan I2poran tim teknis DPR dan pemerintah kepada
Panitia Kerja (Panja).

Daftar inventarisasi masalah (DM} sandingan Pemerintah dan DPR mk
dibahas dalam Pansus, terutama umluk pasal- pasal berbeda. Pembabasannya
dilimpahkan ke Panitia Kerja (Pznia) yang sifatmya tertutup dan berlangsung
selama kurang lebih satu bulan {Juni 2008). Banyak rapat tidak memenuhi
kuorum, artinya hanya diikuti kurang dari 50 persen anggota Pansus maupun
Panja. Tanggal 24 September hingga 8 Okiober 2008 adalah masa di mana Panjs
melaparkan hasil kerja kepada Pansus, serfa penandatangsnan draf RUU
Pomografs antara DPR dan Pemerintah,

Kemudian ON dan YY menjelaskan bahwa Laporan Pansus kepada Badan
Musyawarah {Bamuos} DPR Tanggal dijadwalken pada 9 Cltober 2608, Dalam
Bamus ini kemudian akan ditetapkan tanggal Rapat Paripuma untuk mengesahkan
YU Pormograti. Pada 28 Oktober 2008 RUT Pornografi disepakati 8 fraksi di
DPR, Sekitar pukul 23.00 WIB, mercka menandatangani nasksh draf yang
tinggal menunggy pengesahannya di rapat paripurna, Tujuh fralsi tecsebut adalah
FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB. Sedangkan dua fraksi yakni
FPDIP dan FPDS melakukan aksi ;ﬂvaik out. Sebelumnya, masing-masing fraksi
menyampaikan pandangan akhiraya. Hingga kemudian, mayoritas fraksi
mencapal kesepakatan,

Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kalf penundaan,
pada 30 Oktober 2008 siang dalara Rapat Paripurma DPR, RUU Pornografs
akhirnya digahkan. Pengesahan Ul) tersebut disshken minus dua Fraksi yang
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sebelumnya menyatakan walk owf, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri
Agama Mafluh Basyuni mewakili pemeriniab mengatakan setuju atas pengesahan
RUU Pomnografl ini {wwwawikipedia.com), Pengesahan UU Pomografl ini jugs
diwarnat akst wolk ow dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang
menyatakan walgk out secara perscorangan. Keduanya merupakan anggota DPR
dari FPG yang berasal darl Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan (de
Sumanjaya Linggih.

Sementara itu, dengan disabkannya LU Pomografi, ferdapat tanggapan
duri berbagal elemen masyurakat, bahwa pembahasan RUU ini sangat tidak
mengikofi mekanisme yang sudah distur dalam UU No. 10 Tahun 2004 fontang
Tatacara Pembuatan Undang-Undang. Dari beberapa sumber didapatkan adanya
pelanggaran terhadap fata tertib pembuatan Undang-Undang, misalnya banyak
voling yang dipaksakan dalam situasi yang tidak kuorum. Salab satu anggots
Pania dari Frakst PDIP (pernyataan diambil dari hasil audiensi dengan fraksi PDIP
pada tanggal 30 Juni 2008 di Gedung DPR RI Lt. 5 Ruang 525, Pk 10.00 WIB)
menyatakan ada tanda tangan anggota Panja yang dipalsukan unfok mememihi
voting yang setujn pembahasan RULF inf digruskan. Dan anggota Panja vang
ticlal hadir dalam rapat dinyatakan sebagai spara yang seluju.

Dalam UU No, 10 tahun 2004 juga menyatakan bahwa prinsip pembuatan
Undang-undang harus memuat unsur kenusantaraan, di mana ini bisa diarablan
kepada propinsi-propinsi yang langsung menyatakan keberatan akan keberadaan
U ini, misalnya saja Bali, Papua, dan suku-suku di Indonesia timur, Jelas sekali
UL! ini sudah mengabaikan unsur-unsur keberagaman yang secara konten ditolak
dalam beberapa pasal-pasal yang ada di RUU Pornografi.

Proses pembahasan di Panja, menurut ES vang kemudian mulal aktif
dalam penyusupan, dilakukan secara tertutup dan tidak ada informasi
perkembarngan pembahasan tersehut di media internal DPR ataupun media massa.
Tiadanya sosialisasi kepada publik dan pihak-pihak yang fetkait atas RUU
Pornografi {yang notabens RUU yang berbeda dengan RUU APP) serta
pembahasan di DPR yang tertutup, mengabaikan konteks situasi kepentingan
masyarakat terhadap keberadaan RUU tentang Pornografi tersebut, Panja yang
tertutup ini memperlibatkan tidak adanva political will angpota Panja untok
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membuat rapat Panja ini menjadi terbuka bagi publik sebagaimana praktik-praktik
pembahasan yang pernsh ada (seperti RUU Kewarganegaraan, RUU PTPPO dan
RUU Pelayanan Publik), karens hal ini dimuongkinkan dalam Tatib DPR.

3.7. Dinamika Proses Penynsunan Undang-Usndang No.dd Tabun 2008
Tentang Pornografi

Kelahiran setiap undang-undang, secara subsiansial tidak terlepas dari Iatar
belakang kondisi sosic-politik yanp sedang berkembang. Sehenarnya terminologi
pornografi ini sudah mulat muncyl sejak fahun 1997 di DPR. Misalnya dalam UU
Pers No. 40 Tahun 99, UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tetept RUU APP
bare tervwujnd tabun 2001 (Kumpulan surat-surat dan lsporan dalas Rangka
Pembahasan RUU Pornograft).  Scielab teriadi pordebatan yang kontroversial,
maka RUU ini dikentikan. Selanjutnya masa persidangan RULU APP kembali
diselenggarakan maulai 14 Pebruarl 2006 kenka pemerintahan presiden Thu
Megawati berlanpsung.

Konsep awal darl draf RUU yang dikenal desgan RUU Anti Pornografi dan
Pomoaksi banyak menimbulkan konirovesi di tengah masysrakat. Kemudian DPR
membuka Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) sejak Nopember 2005 sampat
akhir 2006 untuk menyempurkannys dengan mendengar berbagai masukan dar
masyarakat hingga akhimyes menjadi draf RUU tentang Pormoprafi. Pembahasan
RUU Pomografi dilakukan DPR bersama perwakilan pemerintah yaitw
Departernen Agama, Departemen Hukum das HAM, Departemen Komunikasi
dan Informatika dan Kementerian Negara Pemberdayaan Percmpusn. Dalam
pembahasan RUU pomnografi banyak terjadi dizlog fank ulur menyangkut
beberaps pasal vang menimbulkan multi fafsir salah satunys adalah pasal 1
tentang definisi pormografl. Definisi pomografi telsh beberapa kali diganti
rumusannya setelah mendapat masukan dari berbagai refensi yang didapat.

Pada penghujung pembahasan partai PDIF mengundurkan diri karena
merasa tidak sepabam lagi dengan Pansug yang membahas RUU Pornografi,
namun demikian pembahasan terus berjalan. Meaielang pengesshen pade media
September ~Okiober 2008, DPR melakukan untuk menguji darf akhir RUU

Pomografl di 7 Provingl untuk dapat mengetahul reaksi masyarakat. Akhimya
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dalam sidang paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2008 mengesabkan Undang-
Undang tentang Pornografi yang terdirt dari 7 bab dan 45 pasal dan penjelasan
vndang-undang pornografi.

Undang-undang featang pornograf? seoara berurutan dapat dijelaskan, bab |
Ketentuan Umum yang terdiri darl 3 pasal, bab H Larang dan Pembatasan yang
terdiri dari 11 pasal, bab Hi Perlindungan Anak terdiri dari 2 pasal, bab 1V
Pencegahan terdiri dari dua bagisn dan 6 pasal, bab V Penyidikan, Penuntutan dan
Pemeriksasn di Sidang Pengadilan dalam bab ini terdiri dari 5 pasal, bab V]
Pemusnahan diatur  dalam satu pasal, bab VI ketentuan pidana yang menpatur
sanksi bagi pelanggar undang-undang ini yang terdirl dari 13 pasal, bab VIII
Ketentuan Penutop terdiri dari empat pasal dan dilampirkan dengan pejelasan atas
undang-undang tenang pornogeafl.

C. Batang Tubuh Undang-Uadang Pornografi
'Undangwifzzéang Tentang Parnografi yang disalikan olek DPR terdiri dari 7
bab dan 43 pasal dengan rincian yaitu:

1. Bab1Ketentuan Uminm yang menjelaskan tentang definisi pornografl, jass
porrografl, sebufan orang atau perseorangan, anak, pemerinfab dan
pemgrintah daerah, dasar pembuatan abrgn dan tujuan dibuetnya undang-
undang, terdiri dari pasal | sampai dengan 3.

2. Bab II Larengan dan Pembatasan, mengalir fentang memprichuksi,
membuat, memperbanyak, menggandakan, menycbarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperiualbelikan, menyewakan
atan menyediakan pornograii dan penyediaan jasa pomografi yang diatur
pasal 4 sampai dengan pasal 14.

3. Bab IH Perlindungan Anak, mengatar perlindungan ansk darl pengaruh
pomografi dan memberikan pombinaan, pendampingan, serta pemullihan
sosial, kesehatan fisik dan mental bagi sctiap ansk yang menjadi korban
vang diatur dafam pasal 15 dan 6.

4. BabIV Pencegahan, dalam bab ini terbagi dalam dua bagian vaito
Bagiarn satus pencegahan dilakukan oleh pemerintah dengati tugas adalah:
a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk

pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran internet.
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b. Melakukan pengawasan terhadap pembuaian, penyebarluasan dan
penggunaan pornografi dan
¢. Melakukan kerjasama dan koordinasi di dalam dan luar negeri dalam
pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pomografi.
Pemerintah daerah mompunyal tugas vang sama dengan pomerintzh pusat
dalam lingkup di wilayahnya dengan dilengkapl pengembangan sistem
komunikasi, informasi dan edukasi.
Bagian dua adalah peran masyarakat dalam pencegaban pembuatan,
penyebarluasan dsn  penggunaan  porpografi  dengan  melakukan
melaporkan, melakukan gugatan Ke pengadilan, melsRukan sosialisasi
peraturan  porundang-undangan  ini, melgkukan  pembinaan  kepada
usyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi, dan masyarakat yang
melapor berhak mendapatkan perlindungan.
. Bab V Penyidikan, Peruntotan, dan Pemetikssan di Sidang Pengadilan,
dulam bab ini terdivi dari 5 pasal mulai darf pasal 23 sampai dengan pasal
27. Bab ini memuat fentang penyidikan, penuntutan dan pemeniksanaan di
sidang pengadilan, barang bukil, kewenangan penyidik untuk membuka
akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan
dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, sertabentuk
penyimpanan data clekiront lainnya, dan untuk kepentingan penyvelidikan
pemilik data, penyimpan data atau penyedia jase layanan elektronik
berkewajiban menyerahkan dan atan membuka data eicktronik yang
diminta dan berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acars
pembukaan data elektronik dari penyidik. Alst bukit vang didapat harus
dilampirkan dalam berkas perkara, date elekironik yang ada hubungan
dengan perkarz yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus
dan merahasiakan baik ist maupun informasi data elektronik yang
dimusnahkan atau dihapus.
. Bab VI Pemusnahan pasal 28, pemusnahan dilakukan terhadap produk
pornografi hasil rampasan dengan membuatkan berita acara pemusnahan

yang dilakukan oleh penuntut umum.
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7. Bab VII tentang kefentuan pidana mulai pasal 29 sampai dengan pasal 41,
dalam bab ini mengatur kefentuan pidana bagi pelaku, penyedia jasa
pornografi, orang yang mengundub  pronografl, omang  yang
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki  atau
meyimpan produk pomografl, orang yang mendanal ataw memfasilitasi,
model pornografi, orang vang menjadikan orang lain sebagai model
pornografi, orang yang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam
pertonjukan atau di muka peum yang bermuatan pronografi, orang yang
melibatkan anak dalem moatan pormografi, orang yang mengaisk,
memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa
anak dalam menggunakan produk atav jasa pomografi dan pidana bagl
korporasi yang melakukan pelanggaran ondang-undang int dengan pidana
3 kali dari pidana maksimum dalam setiap pasal dalam bab ini, selain itu
diiakuakan pembekuan izin usaha, pencabutan jzin ussha, perampasan
kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

§. Bab VIII Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal mulai pasal 42 sampai
dengan pasal 45, mengater harus dibeptuknya gupns tugas antar
departemien, kementerian den lembapa terkait untuk meningkatkan
slektifitas pelaksanaan undang-undang ini, dalam waktu 1 bulan paling
tama setelah undang-undang ini diberlakukan setiap orang vang memiliki
atau menyimpan prdok pormografl hamis memusnahkan atau menyerahkan
kepada pihak yang berwaiih.

Pornograft dalam rancanpan pertama didefinisikan sebagai “substansi
dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-
gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, danfatav erotika®, sementara
pornoaksi adalah “perbuatan mengeksploitast seksual, kecabulan, dan/atay erotika
di muka weum™. Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus
schingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. DM antara pasal yang dihapus pada rancangan
kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasicnal. Selain
itu, rancangan kedua jupa mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena

definisi ini dipermasalahikan, maka dischujui uptuk menggunakan definisi
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pornografi yang berasal dari bahasa Yurani, yaitu porre (pelacur) dan graphos
{gambar atau tulisan) yang secara harflah berarti “tulisan atau gambar tentang
pelacur”. Definisi pornoaksi pada draf ini adalah “upaya mengambil keuntungan,
baik dengan memperdagangkan atan memperiontonkan pornografi™,

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus
2087, RUU mi tinggal terdiri dari 10 bab dan $2 pasal, dan mengubah judul RUU
APP menjadi RUU Pornografi. Definist dalam UU Pomografi Nomor 44 Tahun
2008 disebutkan dalam Pasal 1:

Pornografl adalabh materi seksualitas vang dibuat oleh manusia dalam

beatuk gambar, sketss, ilustrasi, folo, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, karfun, syair, percakspan, gerak tububh, atau bentuk

pesan komuntkast lxin melahii berbagal bentuk media komunikasi dan/atan

pertunjukan di muka smum, yang dapat membanpkitkan hasrat seksual

dan/atau melanggar nilal-nilal kesusilaan dalam masyarakat.

Justery persvalan dikhawatirkan mancul pada kalimat yang digaris bawahi
di atas, karena melanggar nilai-nilel dapat menjadi sangat subjektifl Jika nilai
vang dipercayai dipengaruhi oleh nilal patriarkis, produk porno dapat
diterjiemahkan menjadi bukan pomo. Alau bisa ferjad: sebaliknya, yang bukan
porno bisa menjadi pormno. Pada masyarakat patriarkis yang menganggap laki-faki
mempunyai hak atas kekuasaan seksual perempuan {Andrea Dworkinn dalam
Humm, 355), area abu-abu seperti ini dapat menimbulkan implikasi yang sangat
luas,

Berikut di bawah int adalah perbandingan defindsi pornografi sebeiom UU

Pornoprafi disahkan,

3.2, Perbandingan Definisi Pornografi

menyampaikan

soksual, kecabalan,
grotika

komusikasi yang dibuat ontek

$aRASIA-

gagasan yang mengekspdoitasi

danfaiau

manusta  dalam  bentek
gambar, skewss, ilusicasi,
foto, ulisse, svars, bunyi,
gambar bergerak, animasi,
kawtun, syair, percakapan,
gerak tuhub, atau beniok
pesan komunikssi  fain
melsiui  becbagei  bentuk
meidia komunikasi dan/atau

RIFJAPP RUL Pornografi KBBI
Pomogmfl adalah  substansifPormograli adelnh materijPomegrafi adalsh  penggambaran
dalam  media atew alstlseksuslitas vang dibuat olehitingkah jaku sccora erofis dengan

fukisan  slas  tulisan  untok
membangkitkan nafsu berahi; bahan
berasn yang dengen sengaja dan
semata-mata  dirancang  untuk
membangkitkan nafsu berahi dalam
seks.
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perloniicker o mauka
umum, yang dapat
membangkitkan haseat
seksual den/atan melanggar
nilai-nilsi kesosilagn datam

masyarakat,
Formoskst adalah  perbuatan
mengeksploitasi seksual,} dofinisi pornoaksi fidak ada kota porsagksi dolam
kecabulan, donfslan erotike dildiddanglan KBBY
muke umam

Pengaturan Pasal 2 UU Pornografi berasaskan Ketuhanan vang Maha Esa,
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kebhinnckaan, kepastian
hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga. Tujuan dari UU No44
Tahun 2008 ol terlihat dalam Passl 3, yaitu menghormati, melindungi, dan
melestarikan nilai seni dan budaya, adat istladat, dan ritual keagamaan masyarakat
Indonesia yang majemuk.

Secara  norma, ULl Anti Pomografi  bepar-benar  ind
menumbuhkembangkan jati diri bangsa Indonesia yang religius dan berbudays.
Namun dars segi aturan hukumnya {rechts regef), UU ini justery menimbulkan
persoalan-perscalan yang tidak sederhana, Misalnya adalab Pasal 4 sampai Pasal
10 UU Anti Pornografi yang hampir scluruhnya memuat konsep ‘pornografi’. Dan
pengertian pornografi menurut pembentuk UU Anti Pornografi (sebagaimana
dalam Pasal | angka 1) adalah materi scksuaiitas dalam bentuk gambar dan
seterusnya atgy bentuk lainnya melalui berbagal bentuk medis komunikasi atay
pertunjukan di depap umem yang dapat membangkitkan hasrat seksual atao
melanggar nilai-nilal kesusilaan dalam masyarakat. Intinya, pornografi adalah
materi seksualitas, yang tolok ukumyz adalah dapat membangkitkan hasrat
selsual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Persoalannys,
membangkitkan hasrat seksual bisa subiektif dari oreng per orang Berpakaian
renang tidak menimbuikan hasrat seksual pada orang tertentu totapi menimbulkan
hasrat seksual pada orang lain. Dalam masyarekat patriarkal di mana faki-laki
mengidaim seksualitas perempuan, pakaian yang dianggap membangkitkan
scksualitas pererapuan dapat menimbulkan pelecehan terhadap perempuan. Dan
pada skhimya perempuan vang disalahkan karena berpakaian renang, sebuah
simbol seksualitas perempuan yang dikendalikan oleh laki-laki {Tong 97). Juga,
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pasal ini cenderung mengklaim seksualitas sebagai lokus kekuaszan laki-laki yang
merupakan tempat gender dan hubungan gender dikonstruksikan (Tong 99).
Selanjutniya adalah Pasal 20 tentang peran serta magyarakat, Pasal i
memberi peluang bagi hadimya polisi-polisi swasta yang mengatasnamakan
penegakan moral. Kebudayaan yang fobia terhadap seks membombardic
perempuan dengan citra laki-laki, predator seksua! dan binatang vang tengah
menangsa buruan perempuannya {Tong 97). Karenanya pendekatan security atan
keamanan ditempuh sebagai jalan keluar. Di kabupaten fertentu terjadi
penghakiman massa yang mengatasnamakan penegakan moral bagi kelompok
tertentn. Dan pencgakan moral yang sifataya subjektif dan bechubungan dengan
ailai kepercayagn tidak dapat dilakukan dengan pendekatan kecamanan semacam
polisi, tetapi lebih pada pendekatan psikolopis dan kultural, Pasal ini-—alih-alih
melindungt masyarakat dari pomografi—justeru akan menimbulian pemaksaan
tafsir tunggal oleh kelompok yang anii dengan paham-paham stau aliran agama
vang sesal. Tanpa mau memandang apakah dirinya sudalh benar, mereka yang

sudah merasa menjadi maiaikat penjaga kesucian.

3.8. Kentroversi UU Poraografi
Naskah RUU tentzng Pomografi vasg merpakan usul Inisiatif DPR

selesai dirumuskan Pansus DPR RI pada tanggal 24 Juli 2007, dan diserahkan
oleh Pimpinan Pansus kepada Ketua DPR RI Kemudian ditindaklanjuti oleh
Pimpinan DPR denpsn menyurati Presiden agar pemerintah segera membuat
surpres menunjuk departemen/ kementerian vang akan membuat DIM dari RUU
Pomografi bersama DPR pada 3 Olktober 2007, Presiden mengeluarkan
surpresfampres tentang RUU Pomografi melalul amanat Presiden Nomor B-
552/, Sesneg/D-4/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 telah menunjuk 4 instansi
{Depag, KPP, Depkominfo, dan Dephukham) untuk membahas RUU ini bersarna
DPR RI November 2007 - April 2008. Pemerintah menyikapi draft usulan DPR
Rl dengan memberikan pendapat umumnya terhadap dral RUU tentang
Pomografi sebagai berikut:
1.  Materi RUU ini hares diselaraskan dengan persturan perundang-undangan

vang lain, seperti Undang-undang Hukum Pidana, UU Perfilman, UU Pers

dan UU Penyiaran;
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2. RUU ini harus bersifat aspiratif terhadap keanekaragaman adat istiadet,
budaya dan kepercayaan masyarakat vang telah terpelihara dengan baik
selama im. Norma-norma vang zkan diator dalam RURJ ini harus
disclaraskan dengan nilai-nilal budaya dan agama yang dianut Bangsa
Indonesia;

3.  Pengertian pornografl delam RUU ini hendaknya didefinisikan secara tepat
dan komprehensif sehingga kebadivan RUU ini dapat mencegah berbagai
bentuk perilaku seksualitas dan jangan sampai kehadiran RUU ini justiu
akan berakibat melegalkan meluagnya perilaku seksualifas di masyarakat;

4., RUU ini hendsknya memuat pengaturan tentang pengawasan terhadap
materi seksualitas yang tidak didefinisikan sebagai pomografi seperti untuk
kepentingan penelitian dan pengembangan imu pengetabuan, pengobutan
dan pendidikan.

5.  Materi RUU ini seharusnya juga memuat aturan fentang larangan
kepemilikan dan penyimpanan materi pornografi anak;

6. RUU ini sebaiknys secara jelas menelapkan siapa yang bertanggung jawab
dalam melaksanakan ketentuan yang distur di dalamnya;

Selanjuinya Pemerintah menyusun Daftar Tnventarisasi Masalsh (DIM)
RUU tentang Pornografi. Disusun melalul proses hearing untuk menghimpun
masukan darf berbagai pihak al: tokoh apapa, budayawan, ormas keagamaan,
LSM pemerhati masalah anak dan perempuan, insan media, LSF, pakar hukum,
dan pakar lainnya yang kompeten, Kementerian Pemberdayaan Perempuan antara
lain mengundang PP Algyiyah, Muslimat NU, Perhimpunan MTP, ASA
Indonesia, JBDK, LBH APIK, Ibu Ratna Sarumpact, Bapak Putu Wijaya, dalum
proses hearing tersebut, Hasil dari proses hearing ini kemudian ditindaklaniuti
olch tim panja dan tim teknis pemerintah dalam bentuk DIM. Pada 28 Maret 2008
Draft DIM usulan pemerintah disampaikan secara resmi oleh pemerintah kepada
DPR RI 29 Mei 2008 Pembahasan draft RUU tentang Pomografi antara DPR dan
Pemeriniah dimulal Pembahasan sempat alot, FPDIP walk out dari pembahasan
karena beda persepsi {entang mekanisme 7 prosedur pembahasan RUU Pomografi,
namun pembahasan RUU tetap dilanjutkan untuk mendengar DIM Pemerintah
dan membahasnya / menyandingkannya dengan naskah DPR. 16 Juli 2008 RUU
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Pormografi sudah jadi satu draft; dengan membagi pornografl menjedi terlarang
dan dibatasi, sanksi pada korporasi diperberat, dan ada perlindungan anak .3
September 2008 Pembahasan RUU Pomografi kembali dilakukan antars
pemerintah denpan DPR. Berdasarkan jadwal , pembahasan RUJU Pomografi
dilanjutkan dengan masuknya kembali FPDIP, hingga pada penghujung
pombahasan  FPDIP mengajukan keheratan terhadap beberapa pasal yang
dianggap tidak sesual dengan tujuan disusunnya undang-undang tersebut,

Selama perjalanan pembahasan RUU pornografi timbul pro dan kontra
terthadap RUU ini salsh satunya yang kontra dari LBH Apik yang
mempertanyakan pasal § ayat 1 tentang definisi pornograf, lalu pasel 4 ayat 1 dan
pasal 8§ yaitu Setiap orong dilarang denpan sengoia alay atos perseiyivan divinya
merjadi objek atou model yang mengandung muaian pornagrafi, dalam perjalanan
pembahasan  pasal ini mengalami perkembangan yang positif dengan
dimasukannya usulan dari masyarskat dikaitken dengan  tindak pidana
perdagangan orang, ditambah kalimat balnwa jiko peloku dipaksa dengarn ancamen
atan diancam aiaw dibawah kekuasoan atau tekanan orang lain, dibujuk ciau

ditipu doya, atau dibokongi oleh orang lain, peloku tidak dipidana.

Berbagai perdebatan dan polemik yang panjang, diskusi pakar dan ahli,
kalangan seniman dan budayawan, teleh memengaruhi proses penvusunan dan hal
itu nampak dalam passi-pasal yang menyusun UU Pornografi. Di bawah iai
tabulasi perubahan RUU Pornografi hingge menjadi Undang-undang dan terlihat
perubahannya mulai dari draf pertama sampai dengan deaf RUU vang disahikan
menjadi UU  Pornografi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses
penyusunan  berupava  mengakomodasi dan  mencari jalan  dengsh  dalam

memformulasikan dalam pasal-pasal UU Pornografi.

3.3. Tabulasi Perubahan UU Pernograti

RULI Pornograh |7 RUL Pornografi 24 RU! Pornografi 4 _ ,
Juli 2008 Agustus 2008 Sept 2008 RUY Poraograft Final
Pasell anghel Pasal i angha i Pusall Pasalt sngka 1
Parnografi adalah Pornograf adalah hasit Poraografl adalah Pornoprafi zdaloh
raater] seheualias yang | kerys monysis yaag raster sehgualitas yang | gambas, skeisa, Hustrasi,
dibu oleh manusia memaet mater sekeuites | dibunt ofeh manusia foto, tulisun, suan,
duksen bentuk gambar, dedam benwk gambar, dnjan bentuk gembar, busiyi, gambar bergerak,
sketsa, ilustrasi, folo, skelsa, ihustragi, folo, skelsa, [ustrasi, foto, animusi, kartan,
tulisan, suara, bunyi, lelisan, susen, bunyd, tulisan, suar, bunyi, percnkangn, gergk
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gambar bergemk, gambar bergorsic, aten ganbar bergpealk, tedbnsh, atau bentok

zaimasi, Karlun, syair, henruk-hentuk pesan animasi, kartan, syair, pesan jainnya reslalui

pereakanan, gerak komuridkasi lain denfatas | percakapan, gerek berbagat bentuk medis
tubuh, atae beatek saelalat wadia yang tubuh, atwi bentuk komunthasi dan/zay
pesan komunikass &in dipertuniuikan di depan pesan kemunikasi lgin pertuniukan di muka
danfstan pedujukan & smum danfeiae dangt melalys berbagal benluk ] umum, yang memuag
depan umurn yang depat | seenbangkitkan kaseat medin komanidasi kecabulon aan
mumbangkitkan hosral | sekovel serta melangpar dundatau pertominken di | ekeploitnsi seksoal yang
sehanal danfpan relui-niinl kesusiloan vk umam, yang dopat | melanggar norma
melangear silai-nila dubam masymkat membanglilksy hasrat | kesasHaan dalam
kesusiloan dudum dan/alas merimbulian seksuni danvatnn natyanmkatl,
masyarekal, berkembangnya poresaksi § melanpgar nifal-nilei

dalam masyarakat kesusilunn dalam

masyarakal,

Pasal 4 £13 Bapion pertama Pasal 4 {1} Pazald (1)

Seting orang dituung Jenis2 Pornogratl Seifap crang dilyrang Seitan orang Flarang

meprodukst, membual, | Pasal s memproduksd, mepgroduksi, membuat,

wemperbanysk, {1} Jeais-jenis pornograf ¢ mgbual, memperbamyak,
menggandatan, Ferdie dack mumperbanysk, gnsaggandakan,
menyebariuatkan, 8. Pormoprafiringun; | mesgeesdakan, menyebarlvaskan,
mesyiarkig, b. PomogrmBibers; | mervehatiuaskan, menyiarkan,
mangunduk, dundatig mzayiatkarn, menguik,
meaginpor, ¢. Pomognafi sk, | meagimpor, mengimpor,
mengekspor, {2) Pornagrafi ringun meapekspor, mangekspor,
menmwarkas, sebagaimsna measwaken, mgrsawarkan,
memperjualbelican, dimak=sisd pads syat merperiuaibekian, mempegualbelikan,
menyewikan, {I) buraf o peiputt menyswakan, Gnyesvadas,
maninfamkan atay segnln bentuk mamimjumkus, atsa meminjamian, stag
meniyediskan posngradi pornogrsti yang meayaliskan pormogrss | menyediaken pornegmit
yang meyneat: menggambarkan yang memaal: yang meravak:

#. persengEameas, Sernrs Dmplisiy a. prstnggamsn, 8. porsenggamann,
termasuk kegiatan sehaud termasak lereiagnic
PEISCAZEANAAD iemuasuk buhan baban DEFSENERANEEAR Yang persenggamasg yang
yang menyimpang, ¥g mersmnpiflan MERyimpang; FEnYImpANg,

b kelrerasnn sehoual; ketetaniangan, adepane | b kekerssan seksual; b, kekerasan schsual:

¢. masiurbast otau adepsn yang secam <. msatrbug atan ¢, masturbasl alan
anmm; Swgostil yang bersifut oA, onani;,

d. kewedanjangan st seksual atas mesin 4. kelelwnjangan atow d. kelelaniangen atay
tsmpiian v adegan seks. tampilan yg tampilan ¥E
Taengesankan {¥) Pernografl bort mengesankay mengesankan
ketelanjargen; atau sehapaimung ketelmninnguny ataw, ketelanjangan, atay

g. alal kelumin. dimeksid pada ayut e. alat kelamsin ¢. alaf kefuming atay

1Y horof b meliput { pomografi ansk,

Penjalusan Fasal sugal bentuk Peojetasan Fasal

Ayat{}} pomegrali vang Ayat {1} Penjelagan Pazal

Yang dimaksud dangan menpEEambarkan Yang dimdosud deopun. | Ayst{})

“mengunduk’ adulnd: tindkan seksug! soeprn | “persengzemaan yang Yarg dirmbsud dengan

yang dikennl detipam ghaphisit seperti alat emenyimpang” antars “migwbust™ adafah tidak

istiloh “downlond’, kelamin, penctrasi dan § lsin persenggernsan afsn | fermusuk uotek dirinys

Huruf a hubungan seke yg wkivitas seksunl dengan | sendin aley kepestingan

Yang dimakord dengan menyimpang dengan mayat don Mnstang, orel | seadic.

“OONenggemann yarg pasangRn Seienis, sekretaris, anal seks, Husufa

menyimpuig” antarg snak-anak, orang yg kesbian, homoseksual, Ying dimmksud dengan

lain persenggamaan aloa telnh meninggal Huryl'h “RersengEcInaan yang

akiivitas seksus dengan danfatau Sowan, Yany dimaksud dengar | menyimpang® sl

mayat dan binstang, oral | (4) Formegrafl snek “eekerasen sekaal” s porsoaggamans: aiky
sekretaris, annd seks, sebagaimeana antarn fain akiivitas seksuad dengan
iagblan, bamogeksual. dimaksud pada ayat PRISENGEEMAALGE ¥E mayat dan biostang, oral

Huzraf b {1} huruf ¢ melipati didahutui tindsk sekaetaris, anal seles,

Cukup jelas sepals besfuk kekerusun lechian, homoseksual,

Hurof¢ parnograit yang {pempantayaun} atou Hurdl b

Vang dimaksud dengan melibaikan sngeatin | menwaboii dengm Yang dimskvud dengan

“kekernsan seksual” cilen anak atou e paksoun, atan “kekerasan seksval”

annrs fsin hamil sebogai subyek | pemerkosan. antarm jsim
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DErSeREERITARN Vi siaupun obyek yang Huruf ¢ perSengpatisas vg
didshulsi #indak diproduls secara Culop felay didahului tindak
kekeraaun mekanik atay Horofd fekamaan
{penganizyaany atsy vickironik #iau beaivk | Yong dimaksud dengan | {penganiavaan) alsu
meacibuli dengan sirans faimva. “mengeszksn snencabuit denpan
paksuss, utan ketelasionzss™ pakszas, atau
prmerkosm, Penjelasan pusak menampakikan tubuh pemeriosan,
Huruf dan Tukup jelog dengan menuniukiarn Hurul' ¢
Culoup jelas ketelanjangan yong Cubcup jetas
Hurufe mengaskan prmMEg Heoenf o
Yang dinwmbisnd dengan tubuh yang tewbyg Yaeg dienuksud dengan
“orsangosnnkan pandang “mengesunkan
ketelanjangan® termasuk Hurufc keteloniangan™ suaty
menampaian Cukp jelas kondisi sesearmng yang
payudara, puting, menggunaksn pemsiup
dan/aizs paniat tubuh, totapd fnagil
fhokosg). menampaklan alal
Hurul f Ledneran songr eksplisit
Cukup jelas Huruf ¢
Cukup jolas
Hurof £
Paornoprafl snsd sdnlab
segala bentuk
pornografl yang
mefibatken apak ateu
yang selibatkan erang
devwass yang berperan
alml berstheap soperte
snak.
Pasal8 Pusst3 Pasat§ Pasal§
Sutiap vreng dilarang Setiap arang ditararng Seirap orong dilarang Setiap orang dilanang
dengan sengaio afs dengan sengels she dengan seagsia alu dengan sengaln alu
perssiupoan divinys persetujuan dirinya prrseiuiuns dirngs perseivuan drinya
menisdi obyek atsn meanjadi obyck stou model | menjadi obyek stau menjadi ¢hyck alan
mudet yaag yang meagandung mustzn | model yang moelel yang
mensgandirag muslan pornografl mengandung muataa srengundung musiss
povnoprat poranprnfl. puracgrafl.
Fenjelasan pasal
Penjelasan payst Cukup jelas Ponjeiasan pasal Penjelavan pasal
Cukup jolas {oukap jeles Ketenuan ind
dimakaudicas bahwa
j#&a peloke dipaisa
dengun ancuman stes
Gianonm atau di bawsh
kekuasann atou lekasss
cesng ain, dibujik atau
ditipa daya, atay
dibohongi wlel grang
In3n, polaky tidak
digidana,
Pasal 6 Pasal & Passié Pasal 6
Setiap orang dilersag Setiap orang dilasang Setisg crang dilorang Betiep orang dilarang
memperdengarkan, dengan sengaja dengsn sengnia dengan sengals
mempedoatonkan, eaeiakukan sukah st atey | memperdengarkan, memperdengarkan,
memanfatizen, memiliki, | lebih dart kogiolan yang ewrmperiontenkar, memperionionskan,
alon meayimpan barany | menyssghks jeais-jenis meoeanfatkan, memiliks, | meamanfatican, memiBiki
pornografi seha pormegraft schogaimans slay menyimpon barsng | atan neeyinpas barang
dirnakswd dafam pasal 4 | yang dimaksed dalen pumogradt seba pormograli seba
ayst (1), keoysli yang pasal § dalam benfuk cimaksed dulys posal 4 | dimeksud delam pasal 4
dibeei kewenangan olch  { membuat, menggandakan, | aya{1), kecoat! yang syt £13, keeoali yang
pergndaag-umdangan. menyebar[uaskan, diberi kewgnangan eleh | diberi kewsnaangan olth
mengguaakan, don perundang-undangan. perundang-unidangan.
Penjetasen pasaly reenyedizhan produk
Cukup jelas. media kemunikasi vang Paniclasan pasl Penichisan pagal
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mgngendung mualan Yoang dimakond dengan | Larenpan “memifiki
pornegzalt, “yang diber} ateu maryimpan” tidek
kevanangan olel tesmmansk wlvk dirinye
Penjelasan possl perandangamdangan” seonfirt dan kepentingas
Cukup jetas, misulnys jembaga vang | sendil Yang dimaksud
diberi kewenangan denpan “yung dibari
raznyzasor film, kewenangan olth
fembagn yang perundang-undangan”
TEROEEWAST pERYinRS, misainya lembsga yang
{embaga pelavanan diberf kewenangan
keschatan stou ferap menyansar
kesehatan sedosual, dan iembags vang
lembags pendidikan, mengawast peayiaran,
Lembaps pendidikan lenbage peityanan
tersebut termasuk pada | kesehatan elas terapl
perpusiakaan, kesehalan seksusd, dan
isboratarium, don sarae | lembaga pendidiken.
perdidiken binnya. Lembaga pendidikan
Kzgintan ersebut iermasuk puls
mempondangarkan, pergustakaan,
merapericaioakan, ehratorinm, dan semm
oo fgtdeas, peadidikan lainnyvs,
reraitiki, stau Kegiatan
mnyimpan karasg memperdeagackan,
poreograli dalan memperiontonizn,
Retentuan inl hanya memanfanikan,
dspat diganskan di eaemmitiki, atau
teanpat sy fokasi yang | encayimpan barang
disedizkan sotek tujuan | porsogradt dalam
lembags disaksid, ketentussn int banyi
Japar digunakan &
fempat atnu lokasi vang
disediakan wuk guan
tembaga dimaksnd.
Pasal 13 Pasui 13 Pasal il Dihapus
{1 Ketentuan {1) Larangas sebsguinpana | Pembustas, penyebar
sshapaimiang dimaksid dnfaee Pasal | luasan den peosgunann
dimaksud dalam 6 sompd dengen Pasal | materl sekeusditas dopt
Pasal 12 berlake FE sidok metiputi; dilakukan enlik
Jogs untuk a Pembuptan, kepentingan dea
pembaatan, penyebarluasan, dan ;| meosilikd nilat
peryebar-luasan, DEBRRUNANY 2. zexi dan budays;
dan penggunasn pamograit antuk b, adat istudat; dan
moteri seksuaking o e. ritual wadisional
Sengan e dan 1. Fendidikan
kepentinguy; dun/atan
4. Perdidikan pengembangsn
danfatan i pengetshuat,
pEngembangan dan
ims peagetabuan 2. Peagobatan
dan: peagolutan ganggnian seksual.
gangpuan seksual, b, Pertunjukan zeni
b. Pertunjrdun sen dan bodaya
dun budayy; dan . Adal istisdat den
atay tradisi yang bersifat
. Adat istiadat das silusl; denfatag
trndisi yang 4. Perabuatan,
hersifat Hiunk, pamilziomn dan
{2) Ketentuas péngianan
sebagaimans pomogrefi antuk
dimaksud pada syst kepeatingan vg
{1) berloky jups dilindungd
antuk pembuatan, perndasg-
pemiiikan, dan andangan,
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pengguosan maters 1 {2) Pendidikan dan/nton
seksualitas yang pengembangan tlmu
dilinchengi oleh pengetahuan
peraturan sebapnimana
perandang- dimaksud pads ayst
g, €1} humuf 5 mghs |
ferbatas pada kembags
penelitian dandatan
lerbaga peadidikan
yang memperolch i
sesudi dengan
peraturan parusdnng-
undangss,
Peran Pemerintah Peran Pemeriviah Peren Pemerintzh Peran Pemerinlah
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20 Pasal 19
Untuk melakukan upaya | Untuk melakukan upaya Uniuk melakukan upaya | Untuk melakatean voava
pencegshan pencegahan sebagnimana | pencegahan pencogaban
sebagainara dimaksyd | dimoksed dalam Pagal 18, | sehagpimanca dimaksud | sebagsbnang Simaksud
dalam Pasal 17, Pemerintah Basral; dalam Pasal 18, dilan Pasal 18,
Pemeriniah Daorah berwenzng: Pemwrinigh Deerab Pemerintah Daersh
berwenang: 2.melaimkan pomstssan berwensng: berwenang
amaclekakon porestusan | jaringss pembustan dos | o melskekan pemutesan | g meiskuban pomuintean
Joringan pasbuaian peayebarhuann prshul jaringan pembusian Jaringan pombuatan
dun penyebarhisan pomoiafl, termasuk dun penyebarinasan dan peayehartunsan
barang porsogeafi pemblokinam pornograli produk pomegrsh, produk pornografi,
melahi intemet 8 melalul internet di termasuk pemblokiran §  fersnasuk penslokiran
whayahnys, wilayahnya; porapprafi metahi porsograft melalui
s mednbukan b.mefakuken peagawassn iutornet di wilayahnya: 1 mternet di wilayahinys;
penpawisan ierhadup terkadap pembuaten, Banulakukan b.melafatkin
pembualan, perysbarluasan, pengawasan terhadap penguawasag terhadap
penyebarluagan, dan/atou penggunagsn pembaalan, pembuatan,
dan/alan penggunaan pornoggafi i penayebaritasan, penvebarisasan,
pornograli di wilayahnya. dpafatan penggunane danfsteu penggusaan
witnyahnoya, e.melnkuburs keris sumg pamografi di pomgrali
o Mababoken kerjasomn | das koordinass dengan wilayshnva. wilnyahaya,
dan koondicast dengas | beebugei pihak datam s.neinkukan kerig sama | oomolakukons keria sema
erbagal pihak dalam pencepahan pembunian, dan koordinusidengan | don hoordinadd dengin
e galing penyebarhuasan; dan berbogal phhok dafam berbagai pihak dalam
pombuaian, menpembangkan sigtern pentegahan pencegshan
penyehariussan; dan komunikast, informasl, pusmbaoatan, sersbunian,
msngembangkan dan edukasi dafam peayebarivasan; dan penyeharlasan; dan
sistem kemunikasi, sanpgka pentegohan mcngembsmpkan mengenhangkon
informagt, dan edukast pemografi di sistem komunikasi, sistem komunikasl,
dalaen rangkn wilayahnya. infbrmasi, dan edukasi informast, dan sdukasi
pesicegahan d.mengembangkan sistem dalarn rangka dofan ranghs
pornograli di kemunikasi, infirmasi, pencegahan pornograf | pensegahien pomogrefi
wilayabnya. dan edukasi dalam di wilayzhnya. i wilayabaya.
ranpka pencegaban mengembangkan sisters | mengombangkan sistem
pomograli di kemuonikas], informast, | komusikesi, informes,
wilayalinys. dan edubmst dalam dan edukasi dolus
sunghs poncepehan rangha penccgahan
parnografi di rornegrati &
wilayaheya, wilayshnya,
Poran Masyarskat Peran Masyaraiisd Peraa Masyarakat Peran Masyarakat
Pasal 28 Pasal 21 Pasal 21 Pisal 20
Seilap orang dapst Zetiap grang dapas Setinp orung dapst Seliap grang dopat
berpeenn sers dalum berperan serta dalasn berperan serta dalam berperan serta dalam
meiakukan pencepahan | melakukan pencegahon moeinkukan pencegahan | melakukan pencegehen
terhadap pembualan, tersebul pembuatan, terhndap pembuatan, techadap pembuatan,
penyebar-luasan dan penyebartuasar dan peaychar-leasan dan penychandiasan dan
penpggunaan pomnograti. | peapzunaw porogribi penggunaan poreagrali, | penggunssn pomografi.
vang tidak sesual dandsiny
Pasat 21 Irientangmn denpon Fasal 22 Fasal 2}
{18 Poras sorin undang-undang il Peran serts sebenaimane | Peran stris sehogaimans |
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sehagalmans

dimaksud datarn

Pasal 28 dapnt

dilskukan dengan

Lo

. pslopothen
prlangparan
Undsnp-andang
ind;

b melakokan
gugatan
perwakilan ke
pengadilan;

o.melakalon
sostdisast
Pershuno
Porandang.
Undanpen toatang
porsograti; dan

Gomehrkuben
pembitemn kepada
e yaraiat
terbadnp hahaya
dan dampak
pornografi,

(2} Kelgntuan
sebagaitnana,
dimaksid pada ayat
{1} bwrufadan
bunt'h
dilksankon seeara
bertanzmmgiawael
dan seppnl dengan
parabicnn
Ferundang-
vedangan,

Passl 22

Setiap orang vaog
melaporkan pelangaaran
schagaimana dimaksud
dalom Pasul 21 ayat {1}
huraf 2 berhak
mendnpat perlindungan
berdasarkan portaon
perundung-undasgan,

Fenjelusan pasal
Passl 20

Colap jelas
Pasal 31

Cuksp jolag
Pagal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Peran seris schagakoonng

dimaksud dola Pagni 22

dapat dilakukan desgen

cum:

2. melzporkan
pelzngparan Undasg-
undang inj;

b. melakukan gugalan
perwakilan ke
pengadilan;

c. metakukan sosinlisns
Persturan Perundang.
Undengas tentang
pommografy; den

d. melskukan pembinnun
kepada masyarakat
terhadap bohays dan
dampak segatil
pocnograft,

Pasal 24

Setiap urang yang
melaporkan pelanggaran
undang-undang ini
sehagimena cirmakyud
datm Pasal X3 harofn
berka mendapatkan
perlindungan hukum
berdasarkas pertusin
perundang-undanpan,

Penjelnsan Fasah

Pasal 12
Peran serta masyarakat
dapal diledukan ojeh
masyarakat sehagsi
individu st srang
DErSEoFRNgan atay
lembaga swadaya
mwasyarskat yang pedul
upays
pencegohan tergebut
pembusian, peaggandasn,
dan penyedien dasa,
[EaSaana 425 sarang
pomograll yaoy ik
sesuai darfating
bertentangan dengasn
Undang-Undang ind.

Paxal23
Cukup jetas
Pasgi24
Culeup jelias

dinaksod dofarm Pasat

22 dupat dileludkan

dengan cars:

x. melaporken
peiungparan
Undang-uadang ini;

T melsfukan pupstan
perwakilan ke
pengadiian;

¢ melakukan
sosialisasi Peraturan
Perundang-
ndangan lepians
pornogralt; dan

¢ melakukan
pembinaan kepada
magyaraket ievhadap
bahaye dan dampak
mweaiif pornografl,

Pazal 23

Setiap orang yang
melaporkan pelangparan
undang-undang ini
sebagimana dimaksud
dakm Pasal 22 heruf a
herka mendepatkan
serlindungan hulem
iardasarken peraturar
perundens-undangan,

Fenirlasan Pasal:

Pazalf 3}
Cekup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

dimakand dalam Pasel

22 deput dilakukan

dengan carme

5. melaporkan
pelanggaran Undang-
vadung mi;

b, nelakukan gugatan
perwakilan ke
pengodilan,

. melakikan
sosiatisasi Peraturan
Ferundang-
Undangan terdang
pormopralh dan

4. melakukan
pembinsan kepada

hahays dan dampsk
negaiil purnografi,

Pasel 22

Hetinp orang yang
melaporkan pelanggaran
undang-undang ink
sebugimsans dimeksed
daim Pagal 22 hurafn
barka meadenstkan
perhndungan hjum
berdasarkan peraturas
perundangamdanpan.

Peaielasan Pasel

Passl 21
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan
“prran sers masysmket
dilaksannkan sesuai
dengan peraturan
perandang-undaszan”
sdaltsh agar masyarakst
tidak melakaion
tidnkon main hakim
kekerason, razia
{sweeping), stou
tindekan nasizwan
hukuwem dainnye,

Ayat (2)
Cukup jelag

Fasal 22
Cuboup jeins
Pasalld
Cubcup folus

UU Nomor 44 Tahun 2008 sudah banyak diketahui menimbulkan
kontroversi dalam masyarakat. Salah satu pasal kontroversial ini adalah Pasal 21
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mengatakan, “Masyarakat dapat berperan serfa dalam  melakukan

pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografl.”

Argumentasi vang diuraikan di atas ditentang oleh yang pro Undang-undang

Pornografi, dengan vraian sebagai berikut:

RUU Poracgrafi bertentangan dengan bak asasi manusia karena
masek ke ranab moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi
oieh negara,

Memang, scbagian masyarakat menganggap pornografi adalah persoalan
yang tidak perlu diatur oleh negara. Namun perscalannya pornografi tidak
sekedar isu moral. Implikasinya sudah menyangket perscalan sosial
masyarskat seperfi kekerasan sckspal vang tidek hamya menimpa
perernpuan dewasa juga anak-znak. Pendapat ini sejalan dengan pendapat
kelompok Feminis radikal ksitural yang menganpgap produk-produk
pomografl sebagai agen diskrimioasi seksual dan merppakan penisiaan
terhadap hak sipil perempuan (Tong 99).

Sampai sekarang industri pornografi tumbuh pesat dan  dipercaya
mendorong perilaku seks yang tidak terkontrol. Menurut World Population
Foundarion (WPF), lebih 80 persen anak didik di lembags pemusyarakatan
di Indonesia terkena hukuman berhubungan dengan kekerasan seksuval:
perkosaan, pelecahan, bahkan pembunuhan Karena kefakutan setelah
memerkosa, Implikasi sosial yang lain dari pornografi adalah; kehamilan
yang tidak diinginkan, penyebaran penyakit menular seksusl, dan lain-lain
sehingga masalah-masalsh tersebut jelas memerlukan negara untuk
mengaturnya. Sebagian feminis bahkan menyebut pomoprafl schagai
“kejahatan terhadap perempuan” (Tong 99,

RUU ini memiliki agenda penegakan syarish.

Ada sebagian kelompok magyarakat yang melihat pasal-pasal dalam RUU
mengandung Ist penataan moral, dan mengira memiliki agenda penegakan
syarizh. Kelompok inil tidak melthat isi pasal-pasel RUU secara
terintegrasi, karena jelas terdapat pasal-pasal lain yang justera memberi
pengakuan hukum ferhadap bentuk-bentuk pornografi yang cenderung
melecehkan. RULJ ini menysiaken bahwa yang dilarang sama sekafi,
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hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi, alat vital dan
kekerasan scksual, dan ini mewadahi pendapat umum fentang jaminan area
privat seseorang, Memang area pornopraft yang tidak termasuk dalam
lima kategori itu akan diatur oleh peraturan, kalau tidak dikawal dengan
hati-hati aturan operasional bisa saja memberikan implikasi penepakan
syariah,

Mungkin syariah dihubungkan dengan Islam, tetapi arti syardah di sini
lebih berhubungan dengan batusan hukum yang bagi sebagian feminis
berarti penegakan moral yang dipengaruhi oleh perspektif patriarki. Ini
adalah bentuk iain dari pengekangan terhadap nafse seksual perempuan
yang selama ini digambarkan sebagal scsuatu yang “buruk, abnormal,
haram dan tidak sehat™ {Tong 93). Karena itu, nafsu seksual perempuan itu
haras dikendalikan. Kalau tidak, maka ia akan mengancam struktur
peradaban manusia (Tong 95), Namun para feminis menolak nafsn seksual
itu dijinakkan oleh laki-laki (Tong 92). Karena ity, sekelompok
masyarakat yang sejalan dengan pendapat Rubin dan Daly Khawatir
pensgakan moral memberikan implikasi nepatif kepada perempuan.
Menurut Mary dan Daly, peremipuan scharusnya menolak pemaharnan ing
karena nilai patriarki cenderung meredefinisi atau menafsirkan ulang.
Karenanya perempuan periu merebut kembali makna sesungguhnya (Tong
§2). Karena ity, ada sekelompok masvarakat veng khawatir penesskan
Syariah sejalan denpan kekhawatiran ini,

Sejalan dengan penclaksy pemahaman dalam RUU ini, majalah pria
dewnsa yang cenderung renganggap perempuan sebagai alat pemuss laki-
laki seperti Popular, FHM, ME, Playboy (lndonesia) memperoleh
kepastian hekum, diizinkan tapi dibatasi pendistribusianmya melalui
peraturan lebih lanjut,

RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan,

Dengan asumsi babwa produk-produk pornografi memberikan pengarch
buruk terhadap perempuan misainya pelecehan dan perkosaan, maka RUU
secara tidak langsung merupakan bentuk  kriminalisasi fterhadap

perempuan. Pendapat ini sejafan dengan Tong {334} yang mengatakan
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penggambaran materi seksual mendorong pelecehan seksual dengan
kekerasan dan pemaksaan. Tetap!i schenarnya RUU ini justeru membatasi
atau memberikan kekuatan hokum bagi bentuk-bentuk dan upaya-upaya
.yang mengarah kepads kriminalisasi perempuan. Misalnya RUU ini
mengancam dengan keras mereka yang mendanai, membuat, menawarkan,
metjusl, menyebarkan dan memiliki pornografi. Mengingat industri
pomografl adalah industri yang dibuat dun ditajukan kepada {tertama)
Taki-laki, yang paling terancam dalam RUU ini tentu saja adalah laki-iaki.
Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas,

Sementara ity ada kelompok lain yanp menganggap definisi RUU
mamberikan arti abu-abu atau membuka penafsiran lain, Secara ringkas,
definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: “materi scksualitas melalut
media komunikasi danfatae periuniukan di muke umum, yang dapat
mersbangkitkan hasrat seksual danvatau melanggar nifad-nilal kesusiisan
dalam masyarakat”.

Para pengkritik RUU menganggap definisi ini kabwr karena pencrapzanya
mwelibatkan tafsiran subjektif meagenal apa yang dimaksudkan dengan
“membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilal kesusilaan
dalam masyarakat”. Memang, kedva kalimat it membuka peluang
subjeldif. Dalam kalimat ‘membangkitkan hasrat scksual’ dapat diartikan
mendukung nilai patriarki yang percaya laki-laki adalah penguasa terhadap
tubuh perempuan dan seksual perempuan (Humm 354-355 dan Tong 92-
93}, Juga, kalimat ‘melanggar nilal kesusilaan’ mempy mengundang
inferpretasi subjekfif karensg nilai dalam masyarakat dapat berbeda dari
tempat-ice-tempat  dan  wakt-ke-waktu karena berhubungan dengan
konstruksi sosial dan budaya. Dan ailai susila bisa sangat dipengarshi nilai
universalitas  laki-laki yang cenderung melecehkan perempuan dan
menganggap perempuan adaish obyek scksual laki-laki (Homm 335).
Namuvn demikian memahami  undang-undang  memerlukan  pemikiran
terintegrast dan hukum positif yang menghubungkan antara pasal satu
dengan lainnya. Karena dalam pasal yang lain, seperti disebutkan di atas,
memberikan kekuatan hukum bagi produser atau pelaku pomografl.
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Karena atursn operasional dalam PP, Peraturan Menteri atan Perda
menjadi sangat penting untuk dikawal jangan sampai memberikan
penafsiran kelir torhadap penjelasan vang abu-abu seperti di atas.

RUU ini mengancam kebhinnekaan,

Indonesia terdiri dari berbagal macam suku dan budays yang masing-
masing mempunyat pekaisn, upacara ritual dan fata cara berbeda. Ada
kelompok masyarakat yang khawatir terhadap isi RUU yang tidak
mengakomodasikan keberagaman pakaian adat, praktik budaya dan ritual
keagamaarn, juga pakaian sehari-hari yang dianggap membuka aurat,
Mereka menganggap RUL ini mengancam kebhinnekaan atau persatuan,
Memang dalam draft RUU yang dikeluarkan pada 2006 terdapat pasal-
pasal yang dapat menimbulkan penafsiran tidak menghargai keberagaman
budaya. Misalnya, aturan yang memerintzhkan masyarakat untuk tidsk
mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensusl
seperti payudara, paha, pusar, baik secara keselurnhan ataupun sebagian.
Padahal ada suku einis yang secara jelas mengenakan pakaian seperi
disebut dalam pasal, tetapi apaksh mercka ini berarti melanggar pasal
tersebut,

Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak
tubuh  yang  dianggap  sensual seperti  jaipongan.  Dengan
mengakomodasikan pendapat ini, dalam RUU yang baru tak ada sato pun
pasal yang menyebutkan kesenian atau prakiik budaya semacam itu akan
dilarang. RUU ini bahkan menambahkan kiausui vang menyatakan bahwa
pelarangan ferhadap pornografi kelas berst {misalnya mengandung
ketelanjangan) akan dianuliv kakay itu memiliki nilal seni-budaya.

RUYU ini akan mengatur eara berpakaian. )

Dengan mengira ist dari pasal-pasal dalem RUU melarang barpakaian
yang membuka aural, sebagian masyarakal resah jika RUU ind disshkan
akan membatasi cara berpakaian perempuan. Actinya tidak boleh lagi
mengenakan rok mint atau celana pendek di luar rumah. Memang,
terutama feminis sealiran dengan Firestone menganggap bahwa

perempuan periu melakukan ‘revolusi biologis’ dengan menolak batasan
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laki-laki perempuan, di antaranya dalam berpekaian (Tong, 108} baik di
dalam maupun di luar romah. Padshal, schenamya tidak satu pun pasal
dalam RUU ini yang berbicara soal cara berpakaian dalam kehidupan
sehari-hari.

RUL ini berpotensi :ﬁcndomag akst-aksi anarkis masyavakat,

Dalam RUU int terdapat pasal 2§ yang berbunyi: “Masyarakat dapat
berperan  serta dalam melskukan pencegshan terhadap pembuatan,
penyebarluasan, dan pengpunaan pomografi”. Sementara ity, masyarakat
terbagi antara yang pro dan kontra, schingpas dikhawstirkan akan
mendorong aksi-aksi anarkis di antara kelompok-kelompok masyarakat
yang bertentangan. Tetapi jika ditelash dengan seksamea, masyarakat dapat
berperan serte denpgan melaporkan pelanggaran, menggugat ke pengadilan,
melakukan sosialisasi peraturan, dan melzkukan pembinsan terhadap
masyarakat, bukan menjadi *polisi® bagi pelanpgar UU. Dengan kats lain,
RUL ini memberi batasan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang
senang main hakim sendiri untuk lebih bethati-hati karena dalam sistem
demokrasi poran serta tak boleh ditafsirkan semena-mena.

RUT ini mengancam para seninsan.

Karena pasal-pasal dalam RUU memberikan batasan terhadap produk-
produk seni, banyak seniman vang merasa terancam skan terganjal dengan
RUU ini. Tuduhan pengekangan kebebasan senfman  menunjukkan babwa
sering kali kekbawatiran terjadi karena belum membaca RUU secara
kesslurnhan. Karena RUU inf justert member] penghommatan khusus pada
wilayah kesepian dan kebudaysan, dengan memasukkan pasal vang
menyataken bahwa pelarangan pornografl akan dikecualikan pada karya-
karya yang dianggap memiliki nilai seni dan bodaya.

3.9, Kesimpulan

Seperti yang biasa terjadi, setiap kali RUU dibuka untuk mengundang

masukan bagi masyarakat, maka terjadiial pro-kontra. Demikian juga, pro-konira
fu terjadi pada proses penyusunan UU Pomnografl. Menurut BF, salab scorang
anggoia Panitia Kerga DPR Rl dart FKB {Majalah Tantri 20093, pro dar kontra ind
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dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Perfema, mereka yang menolak
secara fotal. Alasannya antara Jain karena RUU itu terindikasi bemuansa politis-
idenlogis, vakni dijadikan sebagai “pintu masuk” menuju formalisasi ajaran atau
penyeragaman moralitas bangsa didasarkan pada persepsi gjaran dan moralitas
golongan tertentu, Hal ini dikhawatirkan mengancam kebhinnekaan bangsa dan
integrasi nasional. Pembatasan pomografl juga dianggpap melanggar hak asasi
manusia, memasung kreativitas seni dan budaya, serta dikhawatirkan berdampak
langsung pada diskriminasi terhadap perempuan, karena kemungkinan besar
merekalah yang akan menjadi korban “lkriminalisasi” utamanya, terutama ketika
RUJ tersebut akan mengatur juga masalah carz berpakaian dan berckspresi kaum
perempuan. Selama proses penyusunan ini, kelompok penentang RULT Pornografi
antara {ain kubu Jaringan Islam Liberal, seperti Musdah Mulia, Shinta Nuriyah
Wahid, (Goenawan Muhamad, kubv pekerja seni liberal, seperti Rieke Dyah
Pitaloka, Inul Daratista, Olga [ydia, Moamar Emka, kubu politisi Liberal seperti
para politisi dari PDIP dan PDS, LBH APIK, dan Komnas Perempuan, Kedug,
mereka yang mendukaeng penuh upaya regulasi, apapun bentuknya. Alasannya
amtara Iain karens RUU Pomografi harus ada untik mengendalikan laju
pertumbuhan pornografi di fanah air yang sudab sedemikian menggila dan
berbahaya bagi masa depan generasi bangsa, Dan utamanya, untuk memberikan
perfindungan sejak dini terhadap kaum perempuan dan anak, yang sering kall
rerbukti menjadi korban ecksploitast, kekerasan dan kemhatan seksual, akibat
“ketamakan™ industri pormnografi dan dampak sosial yang ditimbulkannya, Juga
untuk menghindarkan generasi bangsa dari desakealisasi scks dan berbagai
penyimpangan sekseal yang akan berujung pada hancurnya lembaga perkawinan
dan moralitas keagamaan.

Organisasi yang mendukung UU Pomografl antara lain Forum Kartini,
Komite Aksi Kasih Sayang, Komunitas Pemerhati Anak, Kesatuan Aksi Pelajar
Muslim Indonesia, Komunitas Mualaf Indonesia, dan Komunitas Orang Tue
Peduli Generasi, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Selamatkan Bangsa (APMSB)
yang merupakan gabungan darf berbagal organisasi antara lain Pemuda PPP,
KAMMI FPI, KAHMI, PlI, dan HMI MPQ, termasvk jajaran Kementerian

Pemberdayaan Perempuan schagai institusi pemerintah. Masyarakat luas lainnya,

Universiias indonesia

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



84

sebagaimana vang disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pornografi, Batkan Kaplale, mengaku telah menerima 6.000 pesan
singkat dari masyarakal mengenal rancangan undang-undang vang sedang
dibahas, “Dari 6.000 3MS hanya 20 yang menolak,” aku Balkan di gedung DPR,
Jakarta, Kamis (23/10/2008). Sisanya, lanjut Balkan, mendukung rancangan
Undang-undang Pomografi segera disahkan menjadi undang-undang.

Ketiga, mereka yang memandang perlu dilakukan regulast, dengan catotan
harus mempertimbangkan tiga hal mendasar, vakniz 1) tidak terjebak pada
formalisasi atau penveragaman moralitas dan nilal berdasarkan persepsi moralitas
dan nilai dari golongan tertentu, namun scbaliknys mesti dibangun di atss nilai-
nilai kebensran dan kebaikan universal, 2} harus didasarkan pada semangat
kebhinnekaan bangsa yang menghargai keanekarapaman budays, dan 3)
difokuskan untuk tujuan perlindongan terhadap kaum perempuoan dan anak, serta
untuk meminimalisic dampak buruk yang ditimbulkan olsh indusiri pornografi.
Ketiga pertimbangan Ini didasarkan untuk menjawab keresahan kalangan
masyarakat, karenanya memerlukan jawaban yang jelas dari aspek hukum. Jika
mengacy kepada negara-negars Jain, bahkan vang berpaham liberal sekalipun,
masalah pornegrafi mendapatican perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Ini

terbuksi dari regulasi—egulasi yang dibuat secara rinci mengenal hal tersebut.
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BAB 4

PROFIL SUBJEK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG
UNTUK MERESPON

Termasuk yang korupsi wokau di DPRD itu kan bantu masukin sekolah it
Ada duir. “Kamu antar ke orangnye.” Jadi aftu yang disuruh
nganter. “Ini apa ok, bu? " Duit "Dia gak ngomeng
Jongan korupsi. Ndak. Dicontohin. Wah alu dulu
disuruh ngembaliin duit gite. Meskipun setelah
itw duit gak ditevima, Ternyata ngajar itu
Jangan omongon tapl canlok gity, Mbak.

(ES, PDIE wawancara 16 November 2004

Untak mengetahui respons anggota DPR RI dalam pembuatan undang-
undang penting untuk mengetahui latar belakang atau profil subjek yang diteliti,
Dalam Bab 3 telah didiskusikan proses dan dinamika pesyusunan undang-undsng,
yang akan meniadi latar belakang diskusi di Bab 4 ini. Hal ini dimaksudkan agar
dapat dibubungkan antara proses dengan respons perempuan dalam setiap tahapan
penyusunan mulai dari pengajuan pembahasan RUL Pomografi ke Badan
legislatif (Baleg), pembeniukan pansus {panitia khusus), panitia kerla (panja), tim
musyawarah {tipimus) sampai fim sinkronisasi (timsin). Jalannya pembahbasan
melaini rapat kegja, rapat pimpinan, dan Kensinvering juga meniadi bahan penting
analisis tesis ini. Bab 3 menggambarkan betapa melelahkan dan panjang proses
penyusunan undang-undang, ditambahkan dengan situasi dan komdiisi yang
maskulin yang didiskusikan dalam bab 2 menjadi felas profli anggota legislatif
yany diperlukan yang mampu bertshan dalam situasi penub tekanan anfara
sebagai perempuan dan sebagai anggota dewan,

Dari profil subjek vang akan didiskusikan di bawah Ini torlihat variasi fatar
belakang dan aspirasi politiknya, namun ada yang menyatokan valtu pengalaman
panjang menjadi aktivis dan latar belakang pendidikan yang minimum fulusan St
Pari peneiitian saya mendapatkan gambaran profil subjek varg cukup lengkap.
Profil ini penting ustuk dipaparkan agar dapat dilihst kaitan atan korelasinya
dengan respons perempuan dalam pembahasan RUU Pomografl di DPR RL

Respons dalam pengambifan keputusan menurnt James Anderson (13-15)
yang dikutip oleh Len Agusting (162.163) dipengarubi oleh perfama nilai-nilal
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politik yang dianut oleh partai politik yang diikutinya, untung dan rugi jika
keputusan diambii, 4edua nilai-nilai atau visi politik organisasi atau partai yang
diikutinya. Misalnya apakah visi itu konservatif, liberal, keagamaan, humanis, dan
sebagainya. Visi organisasi ini jelas akan memengaruhi respons dan sikap
terhadap usulan dan argumen yang dikemukakan dalam sidang-sidang sepanjang
penyusunan undang-undang. Ketiga, adalah nilai-nilai personal yang dipercayai,
dan ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman
berorganisasi, perspektif, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah apabila
seseorang menerima suap akan mempunyai pendapat yang berbeda. Memang
nilai-nilai di atas dapat memengaruhi, namun nilai masih dapat diukur lagi
kedalamannya sehingga mampu memengaruhi respons seseorang. Pada seseorang
yang masih baru menjadi anggota partai dan kebetulan beruntung mempunyai
pemilih banyak tentu mempunyai nilai yang masih dangkal dengan politisi
kawakan. Karena itu ketiga nilai yang memengaruhi kecenderungan ini dalam
tesis ini akan diukur dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang
didiskusikan lebih mendalam dalam Bab ini.

Secara ringkas bab 4 ini akan mengungkap hasil penelitian saya yang akan
dirangkum dalam dua sub-bab besar yaitu Profil Anggota DPR yang menjadi
subjek dan faktor-faktor kognitif, afektif dan psikomotorik mereka dalam
menentukan respons dalam keseluruhan proses penyusunan UU No. 44 Tahun

2008 tentang Pornografi.

4.1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Respons Perempuan

Tupoksi Aleg |
Keterlibatan
dalam

kepanitian di
DPR

Perempuan
Anggota

Konstituen

Kelompok
pErempuian

Legislatif

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



87

4.1. Profil Subjek

Latar belakang seseorang yang membawa mereka menjadi anggota Dewan
{DPR RI) dapat memenuhi keselurchan fesis ind, namun saya akan memfokuskan
pada hal-hal yang paling penting saja yang kemungkinan bessr memengaruhi
mereka dalam membuat keputusan atau merespons dalam penyusunan undang-
undang. Sebagal anggota Dewan percmpuan memang fidak mudah, ferutama
karena dunia politik menurut Lovenduski adalah dunia patriarkal. Oleh karepa itu
menarik wntuk mengetahui bagaimana mereka bisa memasuki arena maskulin ini,
Karena itu profil mereka dibatasi meliputi, latar belakang politik keluarga, latar
belakang atau pengalaman organisasy, pendidikan, pengalaman politik, motivasi,
dukungan, dan risiko politik yang dihadapi perempuan manakala menjadi anggota
DPR RI. Dalam pemapsran profil subjek, saya tidak menggambarkan secara
individual namun saya akan menampilkansya berdasarkan lingkup di atas.
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4.1. Profil Subyek

Profil

: Latar belakang | Pengalaman .
Subjek ) P! . - s Dukungan politik Reslko politik bagl
klejrulalat:'ka Organisasi Pendidikan Pengalaman Motivasi berpolitik kefuarga keluarga
lbuaktivis W1, 1 Akntdi S| IAIN Syarigh, 2 penode di | Spiritual, Ingin mewarnai Kel besar, orang tuva, | Suami ikut ke Jakarta,
Aisyiyah, dan organisasi $2 Manajemen DPRR], ! partai yg bersifat majemuk mertua, suami, anek diasuh oleh
CN | afiliasi PPP kemahasiswaa | Pendidikan, S3 Eenode pluralis shg memilih Golkar anak mendukung neneknya
n idem (sd PRD Prov karir sbg angpgota
ditempuh Kalten legislatl
Ibu ketua Aktvis PMIT, [ SI Tafsir Al Azhar | I periode “Memperjuangkan Suam! mendukung Anak sering ditinggal
Muslimat NU organisasi/ger | Kairo, S1 & §2 DPR RI sesuatw/idealisme tdk cukup krn senang melihat
dan ayah Rois | akan Tafsir Hadits TATN pd jalur kultural tapi jg hrs | istri maju, anak
BF | NU cab, Ferempuan di struktural, selain itu motivasi | masih kecil shg blm
keduanya AIN besar utk konsen thd masalah | mengerti aktivitas
aktivis PPP perempuan ibu, orang tua
bersikap [iOSitif
Ibu aktivis Q5I5, ketua SI Ekonom, 52 2 penode di | Bercermin pd kel eluarga besar, Anzk diasuh oleh
Golkar, PNI, Senat, aktif di | Ekonomi dan DPR RI didikan ibu, kultur Jawa suami tidak neneknya, mindset
ES anggota DPRD | GMNI Politik (Inggris & Timur, membantu PDIP, dekat | mem lahkan, berprinsip bhw
I Kota Malang Belanda) dgn orang2 PDIP anak dpada prinsipnya | perempuan lebih
mendukung tapi a owerful karena tradisi
keterp: eliarga
Tbu aktivis Aktivis dan STIKIP Jogjakarta | 1 penode Suami deklarator PAN di Keluarga besar, Terpisah jarak dengan
Aisyiyah, ayah engurus DPR RI DIY, tertarik dengan pemiki- | orang fua, mertus, suami dan keluarga
aktivis ngsyiatul ran reformasi Amin Rais shg | dan anek mendukung | besar karena harus
L Muhammadiyah | Aisyiyah terlibat ingin membesarkan karir sbg anggota bolak balik setia
I ranting sampai partai. Selain itu diperlukan legislatif kon anak2 | minggu Jakarta-
pP adanya perempuan utk meme- | sdh berkeluarga dan | Jogj
nuhi kuota yg akan mengurus | jg aktivis polirk
partai dan atau caleg
Ayah aktivis Aktivis Pil, ST Syariah, 32 I | 2 periode Sejak mahaesiswa memang Keluarga besar, Anak diasuh olch
dan PFP PMI], jurkam | (sdg ditempuh) DPR RI aktivis, salah satu deklarator orang tua, mertus, sepupuy, adik kandung,
cilik, partai. Parlemen merupakan suami,dan anak_ dan penata laksana R
wadah pembelajaran utk mendukung karir
YY mendapatkan ilmudan | sebagai anggota
meniatkan ibadah ktk menjadi | legislatif dgn
anggota dewan membe!
mahaman dan
E:telada_.lin
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4.1.1.Latar Belakang Politik Keluarga

Dari kelima subjek penclitian saya, fernyata orang tua dan keluarga
besarnya memiliki keterikatan ataw afiliasi pada kekuatan politik tertentu pada
masa laju. Ini misalnya terjadi pada BF dari FKB:

Latar belakang politik di kelwarga, kalau ibu bapak saya itu memang
aktivis NU ya, Bapak pemah menjadi Rois NU cabang Pati, tbu Kera
Muslimat NU cabang Pati. Jadi, kebetulan bapak ity Hakim Agama, jadi
dia tidak terlibat dalam politik praktis. Tapi pada wakto itu kan sempat
keliar dari pegawal negeri, kergna kan afiliasi politiknya dulu PPP, tapi
akhirnya nggak jadi keluar dari PNS gitu. Akbirya fokusnya tetap ke NU
mengurus kejamiahannya (Wawangara BF, 306 Oktober 2009).
Tidak jauh berbeda dengan CN dari Golkar, Ayah dan ibunys akiif di PPP.
Tetapl ibunya lebih menonjol karena menjadi pengurus Wanita Islam. Termasuk
Y'Y politisi asal PXS yang mengaky ayahnya adalah pengurus PPP dan sempat
dicalonkan menjadi anggota lepislatif. Bahkan YY sempat menjadi jurkam cilik

untuk ayshnyva pada wakh itu.

Ayah sayz dulu aktivis NU, dolu ketika NU fosi dengan pariai lsin, dulu
dengan PPP, maka saya jugs sktivis PPP, jurkam. Dulu saya fermasuk
Jurkam cilik, dulu tidak ada aturannya. Ketika ayah saya manggung, sava
ikut menjadi jurkamnys (wawancara Y'Y, 23 Oktober 2009).

Meski tidak secara jelas menyebutken afiliasi politik orang tvanye, LI
yang berasal dari PAN, mengakuy behwa kedua orang tuanya bahkan kelvarga
besarmya adafah aktivis sekaligus penguros Muhasmmadiyah. Berikut pernyataan
subjek yang menarik untuk disimak terkait Istar belakang politik orang tua atau

keluarga besarnya.

Oh vya, jadl memang lingkungan bapak dan thu sayz akif di
Mubammadiyah dan Aisyiah, aktif sosial keagamaan schingga kami 8
bersaudara semua aktivis sosial karena latar belakang orang toa. Sefak
keci! tahunya rumah jadi apa ya pusat kegiatan sosial keagamaan, begitu
ceritanya (wawancars LL 2 September 26093

Yang agak berbeda dengan keempat subjek di atas adalah ES politisi asal
PDIP. Latar belakang politik kelvarganya walktu itu adalah Golkar bahkan ibunya
sempat menjadi anggota DPRD Kota Malang, ES banyak belajar dari ibunys

separa tidaic Jangsung,
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Ibu saya yang aktif ya. Duolu politisi Golkar di zamannya Orde Baru. Tapi
saya tidak pernah tertarik Golkar Sempat malu juga begitu sasuk PDIP,
waduh aku malu dengan orang Golkar. Ya gimana? Aku diinterogasi sama
Golkar. “Masak aku mssuk Golkar, Bu?” aku bilang begitu, Tapi ibu PNI
dulu. PNI cuma pegawai negeri kan harus masuk its ya, zamannya
GolkarMeski tidak secara langsung dan tegas orang tua ateu keluarga
meminta subjek uniuk mengikuti jejak politik vang sudah terbangun,
namun subjek menginternalizasi apa yang sudah dilakukan oleh orangtua
mereka, Sebagal contoh, semasa remaja ES pemnah diminta oleh ibunya
untuk mengembalikan sejumiah uang kepada pelaku korupsi di DPRD
tempat ibunya bertugas. Ia menangkap nilai dan pesan yang disampaikan
sang ibu lewat tindakan politisnya mengembalikan vang suap (Wawancara
ES, 6 November 2009}

Ya itu yang sampai ke aku,. .ternyata nilai-nilai dia vang aku internalisasi

itu; melihat masalah gek usah emosi, bagaimana menyelcsaikan, ya it dia

fte. Komplek gite. Termasuk vang korupst waktu di DPRD itu kan banty
masukin sekolah ith. Ada duit, “Kamu antar ke orangnya.” Jadi aku yang
disuruh nganter. “Ini apa toh, bu?"“Duif’Dia gak ngomong jangan korupsi.

Ndak. Dicontohin. Wah aku dula disuruh ngembaliin duit gite. Meskipun

setelah itu duit gak diterima. Trus, makanan toh Mbak biasanya sebagai

tanda terima kasih. “ Kalau mskanen ndak uwsah {dikembalikan), kita
makanlah”O..gitu ya. Ternyata ngajar itu jangan omongan tapi contoh gity,

Mbak (Wawancara ES, 10 November 2609).

Kejadian yang pernah dislami ES ini sebesamya sebuah fonomena yang
dirumuskan oleh Lovenduski tentang maskulinitas dalam politik. Lebih lanjut
Lovenduski menyatakan bahwa lembaga politik telah memberikan keistimewaan
dengan prioritas, budaya, dan praktik-praktik pada jenis maskulinitas tertentu, Apa
yang terjadi pads ibunda ES adalah prakiik yang diiakakan oleh politik vang yang
maskulin, Pelaku korupsi dalam kasus tersebut menganggap dapat membungkam
orang lain dengan sejumlah uang, yang ditolak oleh ibunda ES yang muasih
mempunyal aurani yang pada umumnyz dimiliki oleh perempuan, Peristiwa
tersebut melokat kuat pada benak ES hingpa hari ini sebagai anggota Dewan.

Sikap ES di atas sejalan denganm upaya yang dilakukan oleh gerakan
perempuan untuk menginisiasi offfrmative action yang menghadirkan perubshan
d4i parlemen karena keterwakilan perempuan yang belum maksimal di DPR Rl
Saya juga meyakini meski tidak ada kromosom politis dari orang tua kepada
anaknaya, dengan melthat dan belajar dari orang tuanya memberikan pengalaman
dan pelajaran untuk merephikasi pada saat mercka dewasa, sepert] terjadi pada

empat subjek yang lain,
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4.1.2. Pengalaman Organisasi

Seperti terlihat dalam tabel di atas, kelima subjek penclitian saya pada
masa sekolah ataw kuliahnys memang sudah  aktif mengikuti  organisasi
kemahasiswaan baik yang bersifat keagamaan ataupun organisasi utnum. BF/PKB
sudah aktif di PMI saat betkuliah di TAIN Syafif Hidayatullah Jakarta, N
tertibat akif di organisasi kemahasiswaan, LT menjadi penguras NA sejak remaia,
ES aktif dj GMNI sejak kuligh, dan YY yang sgiak kecil sudab menjadi juru
kampanye di partai politik yang ditkuti oleh ayahnya.

Ayah saya dulu aktivis NU, dulu ketika NU fusi denpan partai Izin, doln

dengan PPP, maka saya juga skitvis PPP, jurkem. Dulu saya termasuk

Jjurkam cilik, dulu tidak ada aturannya. Ketika ayah saya manggung, saya
ikut menjadi jurkamnya (Wawancara L1, 2 September 2009).

Apas yang dilakukan YY menunjukkan bahwa dalam usianya vang masib
kecil, sang ayah sudah menjadikannya vole geffer. Dengan harapan, ketika YY
kecil menjadi juru kampanye orang akan bersimpati dan menjatubkan pilihannya
kepada partal sang ayah. Tentu saja ini bukan pendidikan politik yang baik bagi
anak-anak. Dari vsia saja, YY belum berhak memilih atan dipilih. Merujuk pada
pernyataan Lovenduski bahwa lsmbaga politik memberi keistimewaan pada jenis
maskulinitas tertentu ada pembenarannya pada diri YY. YY, sebagai perempuan
dimanfaatcan untuk membantu avahnya, yang [aki-laki untuk  merail
kemenangan.

Saya meyakini YY pasti melakukanaya dengan penuh keikhilasan bahkan
kebanggaan telzh dapat membante ayahnya, Namun, dalam konteks perspektif
feminis, tentu hal ind tidak dapat dibenarkan. Hal ini mendapathan pembenarannya
pada masa kini melalul peraturan yang dikeluarkan oleh KPU bahwa partai politik
dilarang untuk melibatkan ansk-anak dalam kegiatan kampanye politik.

4.1.3. Pendidikan

Kelima subjek rata-rata berpendidikan minimal sarjana Si. Hal ini tentu
saja menggembirakan mengingat tugas dan tanggung jawab sehagai anggota DPR
bukan persoalan ringan dan mudah. Perubahan di parlemen tidak hanya menuntut
keterwakilan perempuan. Perempuen perlu menunjukkan kemampuannya dalam
menjalankan tupoksi anggota Dewan. Latar belakang pendidikan mereka pun
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beragam. Mulai dari S1 Kependidikan, S1 Syarizh, 52 Tafsir Hadits, dan §2
Politik serta Ekonomi. ES memiliki dua gelar $2 pada bidang Ekonomi dan
Politik. Beragamnya disiplin il yang dimiliki subjek memunculkan barapan
bahwa sinergi perempuan anggots DPR akan lengkap. Ada yang dapat menjadi
fastlitator di kalangan kisi dan ulama dengan latar belakang Syariah dan Talsiv
Hadits, ada pula yang menguasai persoalan ckonomi dan pendidikan.

Yang menarik unfuk dicermati adalsh ON dari Golkarn Di tengah
kesibukannya yang demikien padat di DPR, ia masih menyempatkan diri
melanjutkan pendidikannya untuk meraih gelar Doktor. Tanpa kesibukan kulizh,
sebenarnya sehari-hari subjek sudah sibuk dengan berbagai agenda di DPR baik
sebagal pimpinan komisi, jadwal rapat dan sidang, bertemu konstituen, den
kegiatan intemal partai. Dapat dibayangkan betapa sibuknya CN yang terus
membangun kapasitas intelektualnya sebagaimana yang ia sampaikan:

Kalau saya latar belakangnya IAIN, fakultas tarbiyah, kemudian 82 nya
saya mengambil pendidikan juga, pendidikan agama, 53 nya saya
mengambil mangjemen pendidikan, yang S3 nya di UNJ, tapi belum
selesai  sedang menyusun, sama kita sedang memyusum he.. bhe.
(Wawancara CN, 2 September 2009).

Lovenduski {88) dan Kamam (I7) mengatakan babwa sistem yang
dihadapi oleh perempuan adalah sistem patriarkal yang sudah terbangun berpulub
tahun sehingga ada beberapa kendala vang menghadang lahirnya perubahan yang
ingin dihadirkan oleh perempuan di parlemen, antara latn kendala psikologis,
sosiologis, dan ekonomi. Kendala ini tentu harus dihadapi dengan kemampuan
atau kopasitas intelektual yang memadai agar tidak ada cemochan bahwa
perempuan hanya melengkepi jumlah dan tidak berkualitas.

Realita lain yang dapat dilengkap dari temuan ini adalabh babwa
perempuan momiliki kemampoan sl tashing dalam kehidupan sehari-hari
karzna terbiasa menangani beberapa tugas sekaligus. Dari wawancara, hampir
semua subjek mengatakan bahwa mercka tidak terbebani oleh tugas-tugas
domestik. Dari penjelasan dukungan keluarga pada sub bagian berikutnya akan
nampak bahwa mercka rataw-rata adalah perempuan mandiri dengan sistem

dukungan yang mapan. Fakta ini menunjukkan bahiwa salah satu faktor yang
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memperkuat posisi tawar perempuan baik di rumah mavpun di dalam organisasi
adalah tingkat pendidikannya.

Salak satu contoh vang terekam dalam penclition adalah pernystaan ES
vang mengatakan bahwa suaminya tidak pernab dan fidsk akan melakukan
exercise power terhadap dirinya karena sejak perkenalannya semasa kuliah telah
membangun kesepakatan untuk tidak saling menggangen wilayah masing-masing.
Manfaat lain dari latar belakang pendidikan yang memadai adalah bahwa setisp
perempuan akan mampu mengist komist di DPR sesual dengan disiplin tlmu vang
mercka miliki. Ha!l ini berarli, perempuan akan dapat saling berbagi wawasan,
pengalaman, dan penghayatan yang dijumpai dalam komisi yang berbeda.

Suamiku aktivis, Mbak. Jadi gak ada problem secbetulnya. Kenalnya
aktivis df Belanda, ya wakiu itu. Jadi sudah ada komitmen, i teriforialky,
ini teritorialmu. Kamu Jjangan safinp menggangeu gitn lah. Secara
ekonomi aku independen, dia gak berani juga untuk exercise power
{Wawancara ES, 10 November 2009}

Ya, pendidikan saya tafsic-hadits, apa gitu ternyata kepakai sekali kok
ketika membahas UU Pornografi mungkin dari yang background statistic
atau kedokteran itu juga kepakai sekali dalam pembahasan pendidikan,
kepakai sekali. Jadi memang saya pikir kalau perempuan dari mulii fungsi,
ketika membahas suatu persoalan itu aken memperkaya pendapat kita
{Wawancara BF, 30 Oktcber 2008}

Menjadi fantangan di masa yang akan datang bagi partai untuk memetakan
perempuan bukan hanya pada komisi yang dianggap sebagal komisi yang cocok
bagi perempuan, misalnya komisi VIII atau IX saja namun akan lebih baik jika
perempuan juga diberi kesempatan untuk terlibat di komisi yang lain, seperti
komist Il vang membidangi Kepolisian, MA, dan penegak hukum atsu komisi 1

vang melipuii pertshanan dan luar negeri.

4.1.4. Pengalaman Politik

Dari kel subjek penelitian ini semwanya bukanlab merupakan aktor
bary dalam dunia politik, Bahkan dapat dikalakan sangat akrzb dengan dunia
politik mengingat mereka telah mengenal politik dari usia dini. Dengan kata lain,
keberhasilan mercka untuk mencapai kursi DPR RI bukanlah didapat dengan

mudah, atau menggunakan jurus ‘aji mumpung’ layaknya sekelompok orang yang
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Kini duduk manis di DPR RI karena mengedepankan popularitasnya sebagai artis,
public figwre, dan kedekatan dengan ketua pariai. Keberhasilan mereka dalam
menduduki kursi parlemen telsh melalud tiga sintzagan yang digambarkan
Matland, yaitu seleksi dirt sendiri, scleksi oleh partai dan seleksi oleh pemibih
(Matland, 62).

Dua dari lima subjek yang saya wawancaral yaitn CN dan YY mengaku
telah tiga periede secara berturut-tarut doduk di DPR RI, ES dua periode, dan dua
subjek jalonya yaite BF dan LI baro menjabat satu periode, Keterpilihan mereka
menjadi anggota [DPR RI diawali dengan membanpun karir politik i parpol
mereka masing-masing. Misalnya saja ES, ia rela melepas karimya sebagai dosen
di UNAIR pada tabun 2003 demi berkiprah secara aktif di PDI-P. Karena
kapasitasnya yang fidak diragukan Iagi ia pun langsung menduduki struktur
kepengurusan DPP sebagai anggota Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
Pusat dan Dapartemen Perempuan, Sebelum melepas statusnya sebagai PNS, ES
Jjuga telah terlibat secara informal di PDI-P, i sering dimintai bantuan membuat
Laporan Pertanggung Jawaban (LPI) Gubernur Jawa Timur yvang waktu itu
berafiliasi kepada PDIE.

Sementara CN dart Golkar, mengawali karirnya di parlemen dengan
menjadi anggota DPRD Kalimantan Tengah. Di strudour DPP ia meniabat sebagai
ketua Bidang Pariwisata dan Bodaya. YY dari PKS menduduki jahatan yang
cukup prestisius di partainya. Ia merupakan satu darl dua perempuan yang
dipercayakan menjadi anggota Majelis Pertimbangan Parfai yang memiliki
kewenangan dalam merumuskan plat form, AD/ART, dan kebijakan partai
finnya, Keduduakan yang divathnya ini menanjukkan bahwa Kiprahsiya di partai
cukuop dipertimbangkan,  Sementars LI meski tidak secara spesifik menyebutkan
posisinya hamun ia memang fermasuk aktif di partainys mengingat pada masa
reformasi ia selaly menempel kemanapun Amin Rais pergi dan mengikuti
pemikirannya.

Justru yang berbeda dengan keempat subjek lainnya adalah BE. Saat ini BF
tidak akiif lagi dalam kepengurugan di partai karena adanya konflik internal yang
berdampak pada perpecahan. PKB sast inl terpecah dua antara kubu Ketua dengan
kubu Dewan Syura,
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Pengalaman kelima subjek selama ‘malang melintang’ di dunia politik
menjadi modal yang penting ferhadap kiprah mercka di DPR RI Misalnya saja
LN, selama berkiprah sebelum menduduki kursi DPR R ia telah terlebih dabulu
sudeh mewjadi anggote DPRD Provinsi Kalimanian Tenmgah., Tentu saja
pengalaman ini mampu memberikan gambaran kepadanya tentang situasi, tata
aturan, mekanisme, budaya, prioritas yang  dijalankan di lembags legislatif dan
berguna saat CN menjadi anggota DPR RI untuk periede yang ketiga kalinya.
Pengalaman ini pula yang membuat CN cukup tenang dan dewasa menghadapi
tekanan dan ancaman dari kelompok masyaeskat,

Ada orang datang ke sini marah-mamh juga sudah biasa. Kita
menanggapinya biasa sajs. Kalau ada orsag datang namanys tamu.
Kemarin ada yang datang 70 orang datang ke frakst saya, wakwu UU
pernografi, sudah marali-marah semua. Kita tenang saja. (Wawancana CN,
1 Navember 2009).

Kalau pun ditolak ya Kita santat aja. Sudah pernah mengalami lah, yang
kita dipuji, kita senang sekali, pernab masyarakat menoclak ya pemah,
mengancam ya pernsh, jadi dinamika fzh (Wawancana CN, 1 November
2009),

Termasuk ketika mendiskusikan kendala yang dijumpal di DPR, €N
menjawab dengan santai ia tidak menganggapnya kendala tetapi scbuah dinamike
politik dan menarik bagi dirinya. Sebagal pimpinen pansus, ia harus dapat
menjags cmosi mengingat perbedaan menjadi sesuatn yang blasa dalam setinp
pembahasan. Tidek hanya di rapat pansus atau panja, bahkan di dalam internal
partai sendiri ia juga tdak membantah ada perbedaan pendapat yang harus

disikapi secars benar dan dewasa.

Kendala yang sangat berarti #u tidak, kadang kalau sudab diskusi antar
fraksi, kadang intern fraksi berbeda pendapat menyatukan pendapat itu
vang kadanp, tapi bagi saya itu bukan kendala yang berarti karena ita
bagian dinamika politik, sudah seperti its dan justru ity menarik bagi saya,
tapi kadang-kadang yang namanya manusia juga kan, pada saat titik yang
Jjonuh, bisa mangkel juga, Misalkan sudah diputer, semua fraksi tidak
ketemu juga, puter sekall jagi, tidak Ketemu jugs, jadi kesel, kadang-
kadang sampai kita itu istirahat dulu gantian sama pimpinan yang lain,
Tapi kalzu kita jadi angpoia tidak begitu berat! (Wawancana ON, |
November 2609},
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Pendapat Agustino bahwa perempuan fidak nyaman & ruang vang
maskulin ternyata tidak sepenuhnya mendapat pembenaran dari sikap CN di DPR
Rl Artinys, subjek memiliki kemampuan beradaptasl cukup baik ketika harug
berinteraksi dengan ruang lepislatif,

4.1.5, Motivasi

Kelima subjek memiliki motivasi yang berbeda ketika memasuki dunia
politik,. Motivasi subjek dalam berpolitik sangat beragam mulal dari motivasi
agams atau spiritualitas, didiken keluarga, dorongan personal, sampal motivasi
idealisme. CN mendasarkan motivasi politiknya karena alasan spiritual, Ia
memilih Golkar karena ia merasa pordy mewarmai partai terscbut dengan nilai-nilai

agama vang diyakininya,

Saya pada waktu mahasiswa tidak berpartai, tapi otganisasi mehasiswa,
lalu pada saat saya sudah menikah lalu diaiak ke Kalimantan Tengah saya
melihat saya harus mewarnai di partai Golkar. Waktu itu hanya ada 3
partai Golkar, PPP, dan PDL PD] adalah memang mayoritas Kristen di
sang, PPP itu semuanya muslim, kemudian kalau Golkar itu majemuk,
plural, saya masuk ke Golkar sajs, Kenapa pada saat itu saya harus masuk
ke Golkar? Sava pikir waktu itu, sudahlah orang Islam mengurus PPP
orang Kristen mengurus PD, tapi kalau ini niat saya adalah orang Islam
harus bisa mewarnai di partai itw, jangan sampai pariai kita Golkar itu Kan
pluralisme semua majemuk, semua fatar belakang agama apa pun, latar
belakang pendidikan semua bisa masuk di situ, kenapa kita tidak warnai?
Periama seperti itu sebenarnya (Wawancara CN, T November 2009}

Berbeda denpan CN, L1 mengakn bzhwa pilihannya jatub pada tokoh
reformasi karena ia merasa cocok dengan pemikiran tokoh yang akhirmnya menjadi
ketua pariainva. Pada awal reformasi, LI sclalu mendampingi tokob tersebut
schingga ia terdorong untuk membesarkan partai. Selain itu, LI melibal saat itu
partal memeriukan perempuan untuk memenuhi kuota baik di kepengurusan dan

atau proses rekrutmen calon anggota legislatif,

Waktu pertama kebetulan suami saya yang menjadi deklarator PAN di DIY
karena yang namanya suami istri dalam struktor masyarakat kita dan kita
orang aktivis semua orang Mubammadiyah semua, suami istri yang sudah
satunya jadi deklarator kalau kita selalu mengatakan saya deklarator nggaf
tertuiis karena perempuan { Wawancara L1, 1 Oktober 2009).
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Saya pada proses reformasi sampai lahir partai mengikuti anu dengan
langsung, mengikati dialog, mengikuti diskusinya, mengikuti pemikiran
Amin Rais sos! reformasi dan schagainya akhirnya sampai terlibat untuk
membesarkan partai (Wawancara L1, | Oktober 2609),

Berbeda dengan dus subjek sebelumnya, ES memiliki kedekatan dengan
PDIP ketika masih menjadi dosen di Unair. Waktu ito, iz sering membantu
penyusunan Laporan Pertengegung Jaweban (LPI) gubemur dan menjadi
narasumber dalam kegiatan partar. Pektor kedekatan inilsh vang membuat ia
ferdorong untuk masuk ke dalam parai Secara pribadi, ia juga menjslaskan
mengapa ia tertarik pada politik. Seiak dulu ES selalu melihat segala sesustu ito
bernilal politis. Ketika merasa Ielah berkiprah di LSM atau berpolitik sccars

informal, ia memutusian untuk masuk ke dalam sistem.

Saya melihat segala aspek itu politik. Aku melihat teman kontrakanku lah
waktu kuligh. Begitu pacaran sudah mulat gak boleh ikut tac kwon do, gak
boleh ikut diskusi filsafat, Wakiu itu saya di Ekonomi, cuma kita bikin
diskusi filsafat. Yang perempuan setelah dipacari kek jadi bodo. Ya itu
yang aku mulai melihatnya ...mulai nih...ini politik personal ya, Saya jadi
melihatnya sangat kritis waktu itu. Dan saya bergerak di LSM, mungkin
cara sava melibat memang lain, bahwa ini masalah power relation,
Nah. . .begitu masuk ke politik formal, karena saya melihat ini pilihan dan
harus masuk ke delam system. Karena sebelumnya kan harus negosiasi
duly, lobi duly... capek lah. Kita sudah ngomong: gini harusnya... gini
hagusnya... gak taunya hasil lobi pak nopgo! disana. Itu kan capek. Jadi
saatnya untuk bermain poltik formal di dalam  sistem. Pilihan
aja. . .{Wawancara ES, 10 November 2009}

Artinya ia sudeh memiliki kesadaran sebelum masok ke dalam politik
secara formal, Hal ini nampaknyz senads dengan YY yang ingin melanggengkan
stau melanjutken apa yang sudah ia lakukan sejak kulish dulu. Parlemen bagi YY
adalah wadah pembelalaran sekaligus berbuat sesuats untuk negara.

saya di IAIN terus suami aktivis di Ul ya...dan banyak teman yang
sepakat, jangan hanya berspara di lvar ya...menjadi demonstran atau
apa... bagaimana kita bisa bersuara di pusat (Wawancara Y'Y, 23 Oktober
2009)

Kalaw omi keluar rumah, umi tidak jalam-jalan, tidak membuang-
membuang waktu, tapi betul-betul bekerja untuk kepentingan Negara
{Wawancara YY, 23 Oktober 2009)
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Yang menarik dari lima subjek ini adalah BF yang secara tepas
mengatakan bahwa keterlibatannya di partai adalah untuk memperjuangkan
idealisme pada jalur struktural. Pengalamannya sejak kecil di lingkungan
pesantren, memasuki bangku sekolah, serta kesulitan ketika masuk ke perguruan
tinggi dengan ijazah pesantren, termasuk perhatiannya pada permasalahan
masyarakat terutama perempuan telah mendorongnya untuk masuk ke dalam

parlemen.

Ya, saya melihat bahwa kredonya kita itu lahir untuk berjuang,
memperjuangkan sesuatu yang  kita yakini dan memang harus
diperjuangkan. faluor perjuangan itu kan bisa melalui jalur kultural, jalur
struktural begitu ya. Dan bagi saya, struktural dan kultural itu sama
pentingnya. Ya itulah kenapa saya terdorong di dunia politik, motivasi
besar untuk konsen terhadap permasalahan perempuan. Kemudian
permasalahan yang harus diperjuangkan supaya berhenti, ketidakadilan
(Wawancara BF, 30 Oktober 2009).

Lovenduski menggambarkan situasi parlemen sebagai institusi yang seksis
baik dari standar dan sistem yang dibangun, kultur dan bahasa yang digunakan,
serta pola kepemimpinan dan aturan main yang dikukuhkan. Situasi ini
diasumsikan membuat tidak semua perempuan memiliki kemauan dan merasa
nyaman duduk di dalamnya. Dengan motivasi tinggi, perempuan akan mampu
bertahan dalam situasi yang seksis dan maskulin di parlemen sebagaimana subjek
BF yang sempat diterpa fitnah dan berbagai intrik lain di DPR. Namun, ia
berkeyakinan selama apa yang dilakukannya benar, pada akhirnya persoalan akan
menemui ujung penyelesaian.

Dari kelima subjek penelitian ini, saya melihat semua subjek memiliki
motivasi yang tinggi meski berbeda faktor yang melatarbelakanginya. Secara
personal, mereka tidak hanya memiliki alasan yang berbeda memasuki DPR
termyata strategi yang mereka lakukan pun berbeda. Apapun motivasinya, kita
tentu cukup lega melihat bahwa kelima subjek penelitian ini bukanlah figur yang
direkrut oleh partai hanya untuk mendulang suara atau vofe getter. Mereka
dipandang sebagai orang yang memiliki kapasitas oleh partainya sehingga
dipertahankan sampai dua atau tiga periode kecuali dua subjek karena konflik

internal partainya.
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4.1.6. Dukungan Kelnarga

Kelima subjek penelitian mendapat dukungan keluarga, baik dari suami,
ansk, mertua, dan keluarga besarnya. Sebutlah ON, yang harus menitipkan anak
kepada ibu mertva. Sementara suaminys, ikut berhijrah ke Jakarta dan
mendampingi CN. Tentu situasi seperti ini agak jarang kita temukan bahwa ada
suami vang justru mutasi karena alasan mengikuti istri. Sementara tiga subjek
kainnya, BF, YY, dan ES relatif tidak terlalu sulit karena memang berdomisili di
Jakarts. BF menyebutkan bshwa suaminya adalah tipe ilaki-laki yang
menginginkan istrinya maju. Justu suami sangat mendukung. Latar belakang
keduanya yang aktivis semasa kuliah memang mendukung. LI juga tidak jauh
berbeda mengingat keluarga besammya sudali mengenal dan terlibat dafam
pergerskan sejzk lama. Ketike LI mulai terlibat dalam akiivitas kepanaian,
keluarga inti maupun keluarga besar fidak mempermasalahkan,

jika LI dan BF didckung keluarga besamya, maka ES pun demikian,
Keluarga besarnya sangat menerima dan mendukung aktivitas ES. Suaminya juga
tidak mempermasalahkan keterlibatan ES dalam dunia politik meski berdampak
pada wakte dan kuantifes perfemuan keluarga. Fenomena yang menartk dari hal
ini adalah dua dari lima subjek memiliki anak yang usianya relatif masih keeil
antara enam bulan sampai lima tahun. Itnlah kemampuan dan kelebihan subjek
sebagal iy vang mulii tasking, Pernyataan Lovenduski yang mengingatkan bahwa
partal  biasanva mesgpunskan argumen  lemtang perbedaan  peran  uniuk
menghalangi kiprah perempuan di partal politik dan muang politik publik menarik
untuk dicermati. Jika memang benar kelima subjek khususnya ES dan BF
memiliki anak berusia balita, ada sebuab pertanyaan yang perlu dilancarkan
kepada partai politik. Apakah partai memilib mercka hanya sebagai strategi untuk
meningkatkan cifra bahwa partainya memiliki keberpihakan terhadap perempuan
atau apakah memang secara personal subjek memilikd sejumlah kompetens] dan
mampu bersaing dalam mempercbutkan posisi atau jabatan tertentu di partai.

Saya sepakat dengan pendapat Lovenduski bahwa perempuan harus
hersaing ketat untuk mendapatkan jabatan ateu posisi tertentu di partai. Bukan

hanya karena faktor Kasthan atau iba lantas perempuan mendapat Keistimewaan.
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4,17, Risiko Politik

Dalarm setiap pilthan yang kita lakukan tentu ada konsekuensi atau ristko
yang harus diterima. Demikian pula yang dirasakan atay dialami oleh subjek
penelitian saya. ES, YY, dan BF termasuk yang beruntung karenaz mereka
berstatus tinggal di Jakarta sehingga mereka tidak sampai berpisah jarak dengan
keluarga masing-masing. Risiko yang harus mereka terima adalah mereka sering
meninggalkan keluarga saat mereka harus melakukan kunjungan, peninjauan, atau

menjalankan tupoksi mereka sebagai anggota legislatif.

Anak-ansk paham tapi sering nggerundel. Jadi gini. Aku sering diajak
ngobrol tentang film, misalnya. Waktv anakku di kampung....dolu kan
fkut ibu, Pernsh dia.... dia tanya,” Ma, itu bintang film ini siapa, Ma?
Pacaran sama siapa, Ma?” Aku ngga ada yang tahu semuanya,
Mbak. “Adul dek, aku ngega tahu dek” “Aduh, mama gimana? Ibu-ibuy,
mamanya tesmen-temenku tahu semua gosip-gosip kayak gitu”. Itu yang
dia sesali.”Mama sth mikir dirinya sendiri. Gak mikir ako” (Wawancara
ES, 6 November 2009).

Anak-anak...saya selalu sosialisasiken apa yang saya kerjakan di luar
sehingga merska mendokung dengan bahasa yang sederhana yang
difshami oleh mereka. Misalnya, “kalauy umi keluar rumah, umi tidak
jalam-alan, tidak membuang-membuang wakty, tapi betul-betul hekarja
untuk kepentingan Negara (Wawaneara Y'Y, 30 Okiober 2008).

Masih kecilekecil, masth figa fahun dan jima bulan (Wawancara BE 30
Okiober 2005},

Dari petikan wawancara di atas, nampak anak ES melancarkan protes
kepada ibunya. Berbeda dengan Y'Y, ja sering beréiaiog dan memberi pemahaman
kepada anak-anaknya, Sedangkan BF tidak terlalu risau mengingat anak-anak
masih kecil schingga tidak ada profes langsung mamun ia telap memenuhi
kebutuhan anak-anak dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu.

Yang perfu dicesmati fernyata suami CON, dengan penuh kerclaan bersedia
mengikuti CN  dan mutasi ke Jakarta dari Kalimantan Tengah. Ini sebuah
pemandangan yang jarang terjadt. Sedangkan anak semata wayang mereka masih
menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa kedokteran dan relz tinggal
bersamia nensknya ¢ Kalimantan Tengah. Nampak supporfing system yang
diberikan oleh suami CN sehingga CN tidak memiliki kebimbangan dalam
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menjalarkan tugas. Selain suami CN, dukungan secara penuh juga diberikan oleh
suami L1, Ia rela dipisahken oleh jarak dengan istrinya, L1, Sefiap akhir pekan, LI
pulang ke kampung halamannya. Setiap Jumat sore pulang dan kemball hari
Minggu sore atau Senin pagi. Saya melihat ini fenomena yang sangat menarik.
Jarang sckali ada suami yang dengan penuh kerelaan dan keikhiasan melepas
istrinya. Pasti keadaan swami LI lebih berat dibandingkan suami CN yang
berkampul bersama st “Nggok saya sendiri di Jakarta, sctiap Minggu
pulang tiap Minggu bolak-balik. Selalu pulang di sana ada anak cucu, ada ussha
semangatnya lebih semangat pulang tob ada konstituen,” ujarnysa.

4.2. Faktor-faktor yang Mendorong Untuk Merespons

Meski  di  bagian @tas felah dijelaskan profil subjek dengan
menggambarkan jatar belakang politik kelvarga, pengalaman, pendidikan,
motivasi, dukungan kelvarga, dan risiko yang dihadapi setelah menjadi anpgota
DPR, nampaknya perlu juga dibongkar faktor-faktor yang memengaruhi subjek
dalam merespons pembahasan RUU Fornografi. Ini menjadi penting mengingat
subjek bukanlah personal yang berdiri independen namun mereka sesungguhnya
adalah utusan atau perpanjangan tangan dari partzi. Mereka fentu harus
memperhatikan kebilakan partai. Secara jujur, kebanyakan subjek merass tidak
dapat berseherangan atau keluar dari partai karena partailah vang mengirit subjek
masok ke dalam parlemen. Selain parfai, aturan dan mekanisme di parlemen
sedikit banyak jugs mewamnal pilihan-pilihan atau fugasfugas vang harus
diemban oleh subjek. Meski demikian, nilai personal yang selama  ind
dilnternalisast Juga ikal mehiarbelakangi keputusan yang dibuat oleh subjek.
Agustine mengutip James Anderson bahwa ada beberapa faktor yang
memengarubi aktor dalam mengambil keputusan. Relima kriteria tersebut adalzah
faktor nilai politik, organisasi, nilai personal, nilai kebijakan, dan nilai ideologis.

4.2.1 Faktor Nilai Politik

Salah satu  tupoksi anggoia DPR adalah fungsi legislasi. Dalam
menjalankan  fungsi tersebut, anggota DPR harus memahami aturan dan
mekanisme yang ada karena pada dasamya penyusupan kebijakan--yang
produknya Undang-undang-—bukanlah proses yang sederhana. Scbagai contoh,

Urdvaraias tndinesa

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



102

sebutlah UU Pornografi yang memakan wakiu hampir tiga tahun. Penyusunan
Undang-undang tidak berjalan linier namun mengandung muatan atau nuansa
politis. Tiap anggota pansus memiliki kepentingan untuk memperjuangkan
idealisme parfai masing-masing. Jarik-menarik kepentingan politik dalam proses
penyusunan undang-undang menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Apatah lagi
mereka sering mengataspamakan konstituen atau masyarakat yang telah memilih
mereka,

Political values, menunit Anderson sebagaimana dikutip oleh Agustine
(161} adalah nilai-nilai vang merangsek masuk dalam pengambilan keputusan,
Dalam konteks ini pengambilan keputusan dihitung berdasackan kepentingan
politik yang akan didapatkan, [tulah sebabnya proses penyusunan UU Pomografi
memakan waktu yang lama karena sangat banyak masukan dalam rangka
mengakomodasi kepentingan politik setlap fraksi. Sebagai contoh, dalam
pembahasan definisi yang alot karena setiap fraksi berupaya mempertahankan
pendapat dan membawa aspirasi konstituennya. Dafam wawancara penelitiag,
diperoleh beberapa catatan yang memberikan penjelasan mengapa proses
penyusunan UU Pornografl memakan wakiu yang panjeng. Hampir semua sobjel
mengaky bahwa perivangan mercka dalam berbagai rapar pembabagan RUU
Pornografi mengikuti araban dan garis kebijakan partai. Walaupun ada perbedaan,

mereka berupayva ntuk menjelaskan kepada pimpinan pariai.

Selama ini tidak ada perbedaan, saya lihat seiring seialan. Karena va, kita
berupaya karena kebijakan partai Hu merupakan keinginan rakyat
khususnya dengan yang saya bidangi, saya tidak terlalu intervensi dengan
yang lain. Kalap dengan bidang saya selama ini masih scjalan antara
kebijakan partai dengan keinginan konstituen (Wawancara Y'Y, 23 Oktober
2009).

Nah itu kebetulan, jadi enak bapi saya untuk memperjvangkannya karena
saya tidak boleh bertentangan dengan partai kap, jadi saya selaly
berkomunikast dengan fraksi saya, dengan partai saya. Tapi kan pintar-
pintar kita lagi untek melobi partai itu untuk menjeltaskan. Kalau kurang-
kurang menjelaskan nanti pasti kan, ah sudah-sudah apsan sibh nggak usah
Hu seperti Hu. ltu yang saya jaga jangan sampai partal melarang says
{Wawancara CN, | November 2009).

Kebijakan partai jelas ya kita buat frome work yang... bikin empat ite ya,
itu garis partai, tapt kemudian aku nambahin sendiri Iah, kaya isu gender
ya nggak mungkin di akomodasi sama partai (hehehe) partai ngomongnya
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propaganda ya NKRI, kebhinneka-tunggal-ikaan, nggak npomong HAM

mba (hehehe) nggok ngomong gender, tak tambahin sendiri makanys aky

Jadi jubir itu enak untuk berpolitik ite bisa “tak es ‘tak jebak itu parta, ini

anu policy partai padahal ga, nggak ngomong gender {harusnya dapat

apresiasi dong ya bu ES ya hehehe) nggat mercka kalo urnsan begitu

nggak ada apresiasi (Wawancara ES, 6 November 2009),

Dari tiga pendapat subjek penelitian, nampak bahwa subjek berusaha
untuk mengikoti kebijakan partai dalam pembahasan UU Pornografi. Mereka
beropaya unfuk menyelaraskan fangkah, tindakan, dan pilihan sesual dengan
kebijakan parial. Jika ada kekurangan dari partai, mercka berupaya menutupi
schingga selalu dikesankan bahwa partainya memiliki integritas dalam menjaga
keutuhars NKRI, kebhinnekaan, dan HAM dalam koateks penyusunan UU
Pornografi. Namun ada sedikit perbedzan dengan BF yang berasal dari PKB.
Partainya sangat memperhatikan ucapan Ketua Dewan Syuro. Ketika ketua
Dewan Syuro tidak menyetujui boleh jadi itu akan menjadi sikap politik fraksi di
paripurna DPR. Di sinilah peran BF yang berbeda dengan subjek yang lain.

Di fraksi jugs saya dapat mandat penub dari fraksi, Termasuk di fraksi
sendir] saya juga harss menjombatani antara kalo Kita ke konstituen kiai-
kial vang di daerah. Gitu kan itu walau pun belum ke isinya tapi sentimen
ke apamanya itu kan, makanya ake harus didukung dong UU andi
pomograft anti pornoaksi, gitu. Sementara di sisi lain ketua dewan syura,
tidak setuju, padahal kalaa kita kan bisa mengerti arahnya ke mana entuk
ketemn di tenpeh gitu ya, nah v juga saya juga yang berperan untuk
ketemu dengan seluruh kial di Indonesia, ketika pertemuan dengan dewan
syura. Terus kenapa PKB mengusulkan RUU pornografi, saya kasik
alasan katdah-kaidah fikiyah antara lain yang bisa saya sebutkan kalau
masaiah aural memang tidak ada dalam UU ini kalau alasan konstitusi
memang indonesia Bhinneka Tunggal Ika (Wawancara BE, 30 Oktober
2009).

Terlihat betapa besar peran BF secara politis dalam menjembatani dua
kelompok dalam partainya yaity, ketua Dowan Syuro dan kelompok kiai dan
ulama se-Indonesia. Bahkan pada saat rapat konsclidasi Dewan Syuro se-
Indonesia, BF yang dimninta oleh partainys menjelaskan dinamika yang tetjadi di
ruang pembahasan RUU Pommografi dan sikap politis PKB terhadap RUU
Pomograft tersebut,
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4.2.2. Paktor Nilai Organisasi

Pembahasan sebuah draf UU memang diator dalam mekanisme vang
berlaku di dalam DPR, seperti, siapa yang mengusulkan, membahas, yang
menjadi pimpinan pansus, dan sebagainya. Termasuk tarik menarik kepentingan
politis sebagaimana dijelaskan di atas, pembahasan RUU sangat bergantung pada
para aktor yang terlibat di dalaminya, notabene berasal dari kekuatan partai yang
berbeda.

Qrganisasi afau lembaga parlemen vang dikenal sebagai DPR juga
memiliki mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan dan gistemn yang
torbangun oleh konstruksi anpgots-anggota DPR vang kebanvakan laki-laki,
Dalam buku Kerja untuk Rakyat disebutkan bahwa pengalaman DPR periode
20042009 memperlihatkan  adanya peningkatas  produktivitas  tersebut,
Setidaknya data kuantitas menunjukkan dari 284 RUU yang masuk daflar
Prolegnas, sebanvak §1 RUU adalsh inisiatif DPR. Namun schapian besar
berkaitan dengan pemckaran wilaysh yang tidak berdampak langsung pada
pengaturan masyarakat secara fuas {(65).

Kemajuan torsebut patut kita syukuri, namen kendala dan hambatan fetap
saja ada. Jika uotuk pembahasan RUU Pomografl sajla menghabiskan waktu
hampir tiga {ahun, dapat dibayangkan berapa UlJ yang dapat dihasitkan dalam
kurun wakty saty periode atau lima tahun. Berapa naskah akademis yang harus
distapkan, bagaimana memprioritaskan RUU di antarz banyaknya RUU yang
masuk dalam daftar Prolegnas, dan bagaimana kesiapan anggoia DPR untuk
melakukan pembahasan merupakan kendala dalam menyusun Usndang-undang.
Selain beberapa persoalan di atas, pelaksanaan fungsi legislasi puga tidak dapat
dilepaskan dari masalah institusi seksis yang dibangun dan didominasi berpuluh-
pulub tahun oleh laki-laki. Aturan main, mekanisme, budaya dibangun oleh yang
mendominast parlemen sslama ini.

Muasih sangat jarang, pimpinan alat kelengkapan dewan yang terkait
denpan fungsi lepislasi ini perempuan, seperti Badan Legislasi, termasuk
kepanitiaan, seperii Panitia Khusus (Pansus), dan  kepanitisan labmya,
Penjadwalan rapat don atau sidang yang sangat padat sehingga kadang anggota
harus meninggatkan karenz ada agenda yang lebih penting, belum lagi budaya
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titip menitip, siapa mendapat apa, dan konflik kepentingan antara pemerintah
{eksekutif) dan DPR (legisletif). Tidak jarang, di tengah berbagsi kepentingan
seperti ini muncul prakitk money pofitics, suap menyuap, dan intrik. Sudah
menjadi rahasia vmum bahwa seliap pembahasan UU ada pos-pos angparannya,
Belum lagi, jike Instansi pemerintah, baik departemen, atau BUMN vang
membutabkan ULJ terkalt lingkup kerjanya dipercepat pembahasannya tentu ini
berimplikasi pada kucuran dana yang diharapkan mampu memperlancar proses
pembahasan.

Terkait dengan money politics, wawancara dengan lima subjek, saya
menangkap kesan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik seperti di atas.
Mereka sibuk mempetjuangkan ideatisme dan pemikirannya dalam pembahasan,
menemui kelompok pendukung maupun yang konira, melakukan uji publik ke
dacrah, dan menyerap aspitasi baik lewst media maupun bertemu dengan pam
pakar. DPR ¢ra reformasi memang lebih terbuka sehingga kelompok masyarakat
lebih mudah untuk datang langsung ke sana menyampatkan aspirssinya, Hal
tersebut juga memungkinkan massa pendukang maupun penolak RUU Pomografi
menemui subjek. Menurut pengakuan mercka, Kedang massa marah dan
melampiaskannya dengan mengumpat dan  mengancam, sebagian dengan
mengirim SMS,

Pembahasan RUU Pornografi yang memakan waktu hampir tiga tahun
justrn menguras energl subjek. Kelima subjek mengatakan bahwa pembahasan

RUU yang paling berkesan sekaligus menjengkelkan adalah RUL Pornografi,

Yang dinamikanya loar biasa itu UL Pornografi yalU Pornograll sangat
luar biasa, di sisl jain jupa karena memang kita ini posisinya unik, kalay
kayak PKS kan clear kan dengan konstituennya. Konstituennya maw
begini kemudian suara fraksinya begitu, kalau PKB konstituen kifa ifu
orang-orang fua tradisional, kist-kial kampung, kadang kelau kita sggok
jelas menielaskannya, kenapa kok orang islam sggok setuju dengan UU
anti pomnografl, memang sggek benar, proses menjelaskan kayek begitu
juga kan memeriuksn sirategl tersendiri, i 4i silunya itu says
mendapatkan tantangan dan mendapatkan kesempatan itu juga dari proses
mengawal RUU pornografi ind, Kalau di luar ya seperti itu. PKB ini kan
partal terbuka, partai nasionalis gitu mana dong komitmennys yang
kebhinnekaan (Wawancara BF, 30 Oktober 2005).
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Pornograft, jelas menpesalkan., Aku berhadapan orang yang ngeyel,
argumennya tidak jelas tapi minta menang. “Saya ini dokter ginekologi,
ahli tentang seks.” Ity pak dokter siapa itu? Aduh tuh sapa itu ya...lupa
aku...mukanya inget...dokier P Jadi cara membungkam saya, ketika ngga
kuat berargumen masalah hukum, diz menggunakan i, Membungkam.

Aduh, alu mau fak toroti fapi gak jelss, tapt gak dituroti ini penyesatan,

kayak gitu tho, Mbak. Jadi aku melihat orang pengin menang, of o/ cost.

Meskipun secam hukum lemah. Aku melihatnys seperti itu (Wawancara

ES, 10 November 2009).

Dari petikan wawancara di atas terlihat bahwa subjek bersunggubi-sungguk
menghadapi dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pornografi meskipun
pada saat yang bersamaan mereka juga terdibat dalam kepanitiaan pembahasan
ULl vang lein. Mungkin yang harus dilakukan olch DPR adalab memperketat draf
RUU yang akan dibahas, menghitung ketersediaan waktu uptuk pembshasan,
menyediakan tim ahli vang akan terlibat dalaws pembahasan, dan bal-hal Iain yang

dibutuhkan.

4.2.3. Faktor Nilai Personat

Sistem demokrasi Indonesia memberikan peluang kepada partai untuk
melakukan rekrotmen calon-calon wakil rakyat vang akan duduk di DPR. Dapat
dikatakan bahwa partal polifik adalsh distributor calon anggota legishatif, Tentu
saia parial politik berfanggung yawab terhadap kadernya vang menduduki kursi
sehagai wakil rakyat di DPR RIL Untuk itulah diharapkan partal politik mampu
memberikan pembekalan, pelatihan, dan penceraban kepads sclurub kadernys
terutama yang sudah menjadi anggota legislatif agar secara cepat mampu
beradaptasi dengan situasi dan jenis pekerjaan yang jauh berbeda denpan
pekeriaan yvang lain.

Kader vang terpilih sebagei angpota legislatif harug memahami fugas
pokok dan fungsi sebagai anggota DPR, menguasai persoalan, dan pada akhimya
kinertanya diakui oleh masyarakat khususnya masyarakat pemilih karena mercka
dapat mengklaim ini adalah buah perjuangan anggota DPR yang mereka pilih saat
pemilu. Jadi, ketika sudah memasuki parlemen, anggota DPR harus menunjukkan
keberpihakan dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Pada 1zhap inilah anggota DPR  dituntt  untuk  menunjukkan

kompetensinya dalam mengadvokasi kepeatingan kelompok dan masyarakat yang
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diwakilinya. Ia harus membaca, menguasai isu yang sedang dibahas, mengikuti
rapat demi rapat, menyampaikan ide, gagasan, dan atau sanggahan. Tentu ini
menjadi tidak mudah manakala secara personal tidak ada goad will dan keseriusan
dari anggota DPR. Mungkin ada di antara anggota DPR yang moenganggap DPR
adalah ruang belajar sehingga sangat wajar kalau mereka tidak dapat berbuat apa-
apa. Ada jugs yang merasa bahwa masuknya mereka karena suara sisa schingpa ia
tidal merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Oleh karena itulah, LI subjek asal PAN mengatakar bahwa [DFR bukan

ruzng belaiar namun ia merupakan medan pertempuran.

Ya gimana, kita sudah berada di dalam situ, DPR bukan tempat belajar jadi
sangat salah dan saya kurang sciuju banyzk orang mengastakan saya kan
sedang belajar, saya akan balajar. Ngeak bisa, DPR itu tempat tempur
bukan tempat belajar. Makanya saya selalu mengkritik, kalau orang yang
nggok berproses dia akan belajar di DPR eh jangan malu-maluin belajar di
DPR, di DPR itu perang (Wawancara L1, 2 September 2009).

Senada dengan U1, ES juga mengaku bahwa otonomi personal sangat
dibvtubkan oleh subjek dalam menjalankan tupoksinya sebapai anggota DPR.
Perempuan tidak boleh bergantung pada partei dalam konteks peninpgkatan
kapasitas mengingaf tantangan yang dihadapi di ruang parlemen sangat dinamis.

Partai memberikan penguatan tapi isinya aku sendiri (hehny) ngeak ngerti
mereka isu itu kaya PTPPO kb apa itu PTPPO wes kamu aja, pokcknya
aku setuiy (gitu ya, padahalkan banyak orang pinternya bu} ya pinter tapi
kas pinter ngurasi antah berantah (hehehe) it vang wall strectvall street
ty tapi nesib rakyat sggok ngerti Bu rakyat {gitu ya adub) 4i ber
penguatan aia kalo substansi aku {sendin ya) akrobatan sendiri

di PDIP kalo orangonya mentang bisa berlakw seperti laki-laki ya
perempuan itu dipilih (hehm) bukan karena afirmasi mba (bukan} bukan,
karena subkultur di kita ya siapa mau tarung, siapa yang keringainya
paling banyak va dikasih reward, fermasuk duit-duit an, {gitu ya} siapa
yang mau ngasih duit ya (hehehe} jads kalo perempuan olaknys udah
preman kays orang-orang PDIP forus mau farung Hu yang namanya ital
Bengluly ity aku ngeri kalo denger ceritanya, aku supily, nyupir sendinl 8
kota itu tak puteri semua supaya aku menang, Kerja kaya gitu ya jadi ketua
DPC juga (jadi ya) heeh ya ketua Jambi juga jadi bukan karena afirmasi
tapi memang subkulwr di kita {(Wawancara ES, 10 November 2009)

Dari pendapat dua subjek, tergambarkan bahwa sesungguhnya perempuan

harus melakukan self lsarning untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat
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yang felah rnemercayakan dirinya menjadi wakil rakyat Bagaimanz subjek
membekali dirinya terlthat dari fatar belakang partai masing-masing, sebagai
contoh ES yazng mengatzkan bahwa di PDIP tradisi yang beriaku untuk
kepemimpinan perempuan adalah siepa vang siap berfarung, yang paling
berkeringat, memiliki sumber daya finansial, dan kemampuan intelektualitas yang
cukup untuk menggerakkan masyarakat, fa mencontohkan beberapa perempuan
yang menjadi ketua DPC PDIP, bukaniah karena promosi yang dilakukan oleh
pimpinan partal tapi memang bertumpu pada kemampuan masing-masing, seperti
ketwa DPC Bengkolu dan Madiun, ES jups menyoroti tingkat pemahaman
perempuan di DPR yang masih sangat rendah terhadap konsep gender, PUG
(Pengarusutamaan Gender), dan kelemahan dalam bersikap kritis. Tni ferlihat dari
pemahaman mereka tenfang penguasaan terbadap isu dan bagian yang kontroversi
dalam RUU Pornografi.

Saya pikir, ketika misalnva ifu menjadi bahaya untuk masyarakat, atau jtu
bisa menjadi manfaat untuk masyarakat. Nak kita harus segers
meresponnya dengan aturan, Karcna kalau ada sesuatu yang bisa menjadi
bahaya di masyarakat, fidak kita buat Ull.nva berarti kita membiarkan,
Menjadi pembiaran ya... terjadinya bahaya-bahaya di masyarakat. Dan ini
misalnya sehagail anggoia DPR berarti tidak peka. Jadi kalav kita melibat
sesuatu yang harus dibuat UU-nys, Kits harus mendukung{Wawancara YY,
30 Oktober 2009},

Kenapa int menjadi sangat penting? Karena kita lihat dari sisi yuridisnya,
sis! sosiologisnya, fuga kita Hhat dari sist {ilosofis. Jadi daef sisi yuridisnys
itu kan banyak aturan-aturan yang mengatur tentang pornografi tetapi ridak
terfalu banyak, tidak terlalu spesifik dan di KUHP hanya beberapa pasal,
hanya 2/3 pasal yang mengenai pomnografi, kemudian juga di undang-
undang penyiaran ifu juga ada, yang waktu itu belum lahir undang-undang
ITE, yang itv juga sedikit, sehingsa secara yuridis kita harus membuat
sebuzh aturan. Kemudian secara sasiologis kita iahu bahwa berkembang di
rasyarakat, bagaimana anzk-anak kita dapat mengakses pornagrafi secara
mudah, bagaimana anak-geak kita sudab berhubungan dengan media-
media poraografl dengan mudah, hal-hal seperti ity yang harus dibatasi.
Jadi skhimya kami dengan later belakang seperti ttu maka kami
menggunakan  fungsl legislasi, untuk membuat aturan-aturan  lebih
spesialis namanya (Wawancara ON, 2 September 2009).

Undang-undang yang didekati dengan kontroversi yang paling parah
adalah undang-undang Pornografi karena kita sudah masele sistem

kapitalis Bberslis semua vang melahirkan keknatan-kekuatan yang
menjerat bangsa kita, bangsa Indonesia atav Negara inf juga mendukung
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kapitalisasi mendukung liberalisasi, Jadi, benturan-benturannya luar biasa
dan akhirnya tetap ada kompromi dan kita melithat kekhawatiran kelompok
kontra tidak mendasar juga sampal mengstakan misalnys mengancam
integritas bangsa karena mggoek mungkin toh, Terlalu berlebiban, jadi
komprominya kita menyetujui pasal-pasal yang dianggap kontroversi,
kalau dalam perialanan undang-undang Pornografi baru masuk baru diberi
nomor di judicial review ya itulah dialog bangsa ini. Memang
memprihatinkan, sementara bahaya Pormografi itu luar biasa dan dari Iahir
undang-uridang ini sampai sekarang ini saya belum pernah mendengar
hakim, jaksa, atau polisi yang memakat undang-undang ini ity yang saya
sedihkan (Wawancars LI, 2 September 2009},

Ya jelas ini melindungi perempuan dari kemuengkinan eksploitasi atas
twbuhnya yang 0 salu  itw jelas. Kemudian yang ke dua ini  menjadi
warning keras bagi industri atau apa pun lah yang mau menjadikan tubuh
perempuan sebagai komoditas seks itu kan sangat konkret. Apa legi jelas
korban paling banyak pormografi itu perempuan. Meskipun banysk di
antara yang sesungguhnys korban tapi mereka merasa bukan korban. Ini
memang istilahnys wilayah abu-abu, tapi kalsu kita bicars secara umum
kan seperti itu, Belum lagi kerusakan-kerusakan yang  terjadi akibat
pomnografl ditanppung oleh keluarga, oleh bangsa, seperti  va, kita
saksikan kalau keluarga yang senang nonton porno pun dia sudsh punya
istri walanpun tidak akan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan
lain, tapi kan scringkali istrinya menjadi kewalahan denpan permintaan
suaminya yang harus meniru pornograff (Wawancara BE, 30 Oktober
2009).

Bu, kif2 ngomong fentang positive law, yang jelas ukuranoys sehingga
penegakannys v gak aduk Kan ada di delam Tap MPR, scsualu yang
moralitas dipaksakan ke dalam hukum positif”. Debat terus dong, vkuran
batk-buruk, Ity kan ndak bisa toh, Mbak, dalam hukum positif, pantes-gak
pantes. Dan aku ngomong, “Bu, perempuan itu justru korban, jangan
dihukum.” Terns aku mikir-mikir...waduoh... ini problem dalam bermasalah,
masih patrial, baliwa kemaksiatan sombernya perempuan. Bahwa PSK
banyak perempuan. Repot toh kabau begity (Wawancara ES, 6 November
2009),

Perbedaan cars pandang tiap subjek dalam menyikapi RUU Pornografi ini
memang disebabkan oleh berbagai faktor, anfara lain platform ataw
kebijakan partai, tuntutan atau tekanan konstituen, dan pilihan nilai serta
kemampuan personzl, Memang perbedaan ity akhimya berimplikasi pada

hadirya kompromi politik pada pasal-pasal dalam RUU tersebut.
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4.2.4. Faktor Nilai Kebijakan

Penyusunan Ul memang bukan perkara yang mudah Karena harus
mengompromikan berbagal kepentingan dan kekuatan politis di DPR. Di samping
itu juge haros mempertimbangkan masukan, saran, dan usulan dard berbagai
kelompok penckan yaeg berada di luar parlemen. Terik menarik vang cukup
kencang antara kelompok pendukung dan penolak melahirkan berbagal polemik,
diskusi, dan perbincangan. Suasana di luar gedung DPR rupanya juga menyusup
masuk ke dalam ruang rapat pembahasan dan menjadi salah satu pertimbangan
anggota Pansus.

Tentu saja menjadi tidek mundak bailk bagl pimpinan pansus maupun
anggots vang semuanya memiliki portimbangan, referensi, dan objektif masing-
masing. Menunut Agustine yvang dimaksud dengan nilal atau standar kebijakan di
sini adaleh standar Kkebijekan wvang bherwarna kepentingan publik. Baik
perbincangan, diskusi, maupun polemik yang berkembang fidak lantas membuat
kita menyimpulkan bahwa keputusan yeeg diambil hanya mempertimbangkan
kepentingan politik, organisasi, dan pribadi, Subjek yang berbeda afiliasi politik
dapat menyampaikan pernyataan atau pendapat dalam rapat-rapat pembahasan,
namun bila secara moral benar, bermuara pada kebaikan dan sesuai dengan tujuan
publik meskipun berisiko secara politis bagi diriaya (164),

Dalam penclitian, dijumpal cukup banyak pernyatasn subjek yang
memenoht penjelasan Agusting fontang nilal alau standar kebijakan publik
schingga patut dipetimbangken bahwa apa yang dilakukan subiek memang
berorientasi pada kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat banyvak atau
publik. Berikut beberapa pernyataan subjek terkait nilai atau standar publik.

Tentuniya sangat bermanfaat untuk perempoean, karena justru undang-
undang ini melindungi perempuan. Jadi, kalau kits sering melihat,
mendengar berita betapa persmpuan sering diperkosa dan lain sebagainya,
malah justru dengan undang-undang ini kita melindungi perempuan itu
{Wawancara CN, 2 September 2005).

Saya pikir tuntuian masyarakat kita, juga Kepentingan pribadi uniuk
kelangsungan snak, keluarga, cucu, artinva itu juga sangat mendorong
bagaimana DU ini bisa selesai. Karena saya baca dari berbagal media,
kemudian masukan dari psikolog va..., anak yang sudah melihat satu kali
pornografi, maka itu seperti tidak akan hilang dari benaknya selama 10
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tahun, Nzh itu sangat menggangu pemikiran anzk-anzk ya, Saya ingin
anak-anek cerdas, keloarga cerdas, Kemudian anak vyang melibat
pornografi, ahfi saraf yang bilang, sekali anak melihat pornografi, ia
seperti kejedot tembok sekali lalu berdarah-darah, syarafhiva banyak yang
rusak. Makanya dia seperti obat bius yang susah sekali dibilangkan.
Makanya kita berupaya bagaimana gencrast mendatang itu tidak rusak ya.
Kita bukan melecehkan perempuan tapi justru melindungi perempuan, UU
ini bukan hanya melindongl perempuan tapi melindungi remaja,
masyarakat, mahasiswa. ltu sebonamnya tujuan kita (Wawancara YY, 23
Ckioher 2009),

Ya jelss ini melindungi perempuan dad kemungkinan  eksploitasi atas
tububnya yang no satu Hu jelas. Kemudian yeng ke duas ini menjadi
warning keras bagi industri atau apa pun Iah vang mau menjedikan fubuh
perempuan sebagal komoditas seks it kan sangat konkeel, Apa lagl jelas
korban paling banyak pornografi it perempuan. Belum lagi kerusakan-
kerusakan yang terjadi akibat pomografi ditanggung oleh keluarga, oleh
bangsa. Jadi memang Kita letakkan seperti it LU pornografi ini
konteksnya bukan moralitay agama saja tapi juga ada moralitas sosial, baru
juga moralitas belum lagi persoalan relasi gender kemudian permasalahan
kekerasan terhadap perempuan dan berbagai macam dampak sosial akibat
itu {Wawancarz BF, 30 Oktaber 2008)

RBagi CN, YY, dan LI, mereka meoggunakan pertimbangan vang banyak
dipahami oleh masyarakat bahwa perlu ada upaya perlindungan bagl kaum
perempuan yang sering kali menjadi korban, Sedangkan BF sudah lebib jelas
bahwa perempuan  selalu menjadi korban eksploitasi untuk itu perlu sebuah
kekuatan hukum untuk menjerat industei dan sebagainya yang ingin menjadikan
perempuan sebagal komoditas seks. Ja juga menjclaskan bahwa pembahasan
dalam RUU Pomnografi ind bukan berorisntasi pada moralitas agama, namun ada
upaya untuk membahas dari aspek moral sosial dan relasi gender yang sering
berujung pada kekerasan terhadap perempuan.

Memang yang agak berbeds dengan empat subjek pertama adalah ES
Sejak awal, partainya memang menolak pembahasan dan kehadiran UU
Pomografi sehingga ketika ditanva tentang manfaat UU ini, ia menjawab babwa
minima! undang-undang ini mencerdaskan bangsa dari sist perbedaan yang

ditampiikan oleh anggofa DPR dalam pembahasan.

Universitas [ndonesia

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana Ul, 2010



112

4.2.5. Faktor Nilai ideologi

Secara singkat Agustino menggarisbawahi penjelasan ideclagical values
atau nilai ideologi dalam pembahasan RUU Pornograf. Ideological values adalah
sekumpulan kepercayaan dan nilal yang berhubungan secars logis vang
memberikan gambaran sederhana mengenal dunia dan cara bertindak sebagai
petunjuk bagi seseorang untuk berperilaku (164). Dari kelima subjek, tidak ada
yang secara tegas mengangkat unsur nilai agama dalam pembahasan RUU
Pornografi. Kecuali BS, keempat subjek penciitian, CN, YY, L1, dan BF selalu
mengungkapkan alasan dan pertimbangan yang dischbut Agustino sebagai nilai
kebijakan publik. Kalaw pun sempat disebut terminologi ibadah, kata itu
sesungguhnya untuk menjelaskan fentang motivasinya memssuki ruang politik.
Atau scperii BF yang harus menggunekan istilah fikhivah karena memang yang
dihadapi komunitas khusus yaitu, para Kiai yang kebanyakan tradisional. Untok
mempermudah penjelasan, BF menggunakan istilah tersebut vntuk meniembatani
pemikiran para Kiai dan kebijakan partal tentang RUU Pomografi.

Termasuk i fraksi sendiri saya juga harus menjembatani antara kalo kita
ke konstituen kiai-kial yang df daerah. Gitu kan its walau pun belum ke
isinya tapi sentimen ke agamuanya ity kan, makanya aku hargs didukung
dong LU anti pornografs anti pornoakst, gitu. Sementara di sisi lain ketvz
dewan syuratidak setuju, padahal kalau kita kan bisa mengerti arahnya
ke mana untuk ketemy di tengah gity ya, nah ity juga saya juga yang
berperan untuk ketemu dengan sefuruh kial df Indonesia, ketika pertemuan
dengan dewan syura {Wawancara BF, 30 Okiober 2009).
Agpustino juga menambahkan bahwa di banyak negara berkembang seperti
Asia, Afriks, dan Tirnur Tengah, nasionalisme, merupakan silai-nilai atay standar-
standar ideologis yang menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan-
kebijakan dalam dan lvar npegeri mereka {184). Hampir semua subjek
mengungkapkan tentang pentingnya melandasi pembahasan pada bingkai NKRI
dan kebhinnekaan mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen.
Berikut adalah petikan wawancara yang menguatkan prinsip dan pendapat mercka

hal ind.

PKB ini kan partai terbuka, partai nasionalis gitu mana dong komitmennya
yang kebhinnekaan (Wawancara BE, 30 Ukiober 2009).
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Karena mereka melihat saya sebagai promoting bill  yang aneh gits va,
Membuat sturan-atoran, yang mereka seadiri fidak tahu dan dikira olgh
mereka, kita membuat Ul ini akan membuat kebljakan baliws seluruh
orang Indonesia harus berkerudung, [tv yang mereka tidak tahu, Dikira
mereka Kita akan mengkerwdungkan seluruh perempusn Indonesia, Mau
mengadakan jilbabisasi, gitu. Kemudian ada kekhawatiran dari etnis-etnis
tertentu  yang budayanya diberangus gitn,..padahal... Padahal tidak
ada...jadi ity yang saya katakan...locu ya, karersa mereka tidak membaca.
Dibaca., jangankan dibaca dibatang tubuh, baru dibaca gdi tujuan safa,
orang akan paham {Wawancara Y, 30 Oktober 2009).

karena Kita sudah masuk sisters kapitalis liberalis semua yang melshirkan
kekuatan-kekuatan yang menjemt bangsa kifa, bangsa Indonesia afan
MNegara Ini juga mendukung kapitalisasi mendukung fiberalisasi, Jadi,
benturan-benturannya luar biasa dan 2khirnya tetap ada kompromi dan kia
melibat kekhawatitan kelompok kontra tidak mendasar jugs sampal
mengatakan misalnya mengaocam infegritas bangsa karena nggak
mungkin toh. Terlalu beriebihan, jadi komprominya kita menyetujui pasal-
pasal yang dianggap kontroversi, kalau dalam perjelanan undang-undang
Pomografi baru masuk bara diberi nomor di judicial review ya iulah
dizlog bangsa ini (Wawancara LI, 1 Oktober 2009).

karena kita sudah memutuskan bahwa hek privat itu dilindungl dalam ec
konstitusi maka property right yang menjadi baglan darl HAM ity juga
harus dilindungi termasuk barang-barang porno (g} kalo orang dewasanya
memang memsbatohkan, masa dikriminalkan kan mereka punya hak untuk
itu (Wawancara ES, 6 Novamber 2009).

Dari petikan wawancara di atas tak nampak pada subjek bahwa semangat
penbahasan RUU Pornografi ini berangkat ingin meninggalkan NKRI, prinsip
HAM, dan kebhinnekaan. Dengan formulasi yang beiboda YY ingin menckankan
bahwa tidak ada sedikit pun niat ingin melakokan jilbabisasi atau penyerageman
pakaian melalui UU Pornografi. BF pun mencgaskan hal yang sama bahwa garis
PKB yang nasionalis mengedepankan kebhinnekaan dan NKR]. Dengan demikian
memang sangat beragam titik pliak subjek ketika terlibat dalam pembahasan RUU
Pornografl namun hampir kelima subjek bermuars pada satu fujuan agar
perempuan terlindungi, tidak menjadi korban kekerasan, dan eksploitasi, serta
menjadikan UU Pornografi ini sebagai alat untuk melindungi korban,
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BARB 3

ANALISIS ASPEK. PEMBENTLUK RESPON

Pornografi .. int monumental yo. Karena paling lama dibahas, ferbanyak
audiensinya, lembaga yang kita undarg pun terbanyak, yang hadiv
banyak, yang setufu bonyak, yarg flat juga banvak. Yang sms bisa
sampai 800 sms ke saya. Baik sms dukungan ataupun
smis cercaan. Yo walaupun jumiah yang mencerea itu
leliih sedikis, tapi semuamya menyakithan
kalau diambil ke hati.

(YY, PKS, wanvancara 30 Okioker 2009)

Dalam bab 3 sudah didiskustkan tentang Proses dan Dinamika Penyusunan
UU 4472008, Dalam Bab 4 juga sudah didiskusikan tentang profit dan faktor
faldor vang mendorong anggota DPR RI melekukan respons. Dan dalam Bab 3 ini
akan didiskusikan tentang respons yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dalam
sepanjang proses penyusunan UU 40 tahun 2008. Membuat respons tidak mudah
dilakukan dalom masyarakat patriarkal seperti di Indonesia. Terutama tidak mudah
bagi seorang perempuan yang mempunyal label stereotip dengan peran-peran
domestik yang perlu dimainkan, sekaligus sebapal anggots DPR Rl yang
memasuki arena maskuelin (Lovenduski } dengan dinamika aturan yang dibuat
oleh mayorifas laki-laki. Masih ditambab dengan mandat partai, visi komisi,
tekanan masyarakat dan isu yang sedang dikerjakan, semuanya dirangkum dalam
membuat respons di suang sidang,

Bab 4 mendiskusikan tentang pendapat James Anderson {Agustino, 162-3)
terhadap nilai-nikal yang mempengaruhi pepgambilan kepotusan yang menjadi
dasar analisis bab ini vang akan meneclaah lebih lanjut nilai-nilai tersebut dengan
teari Bloom, sshingga merupakan satu kesatuan yang dapat divkur Seperti
digebutkan terdahuly, Anderson membagi lima nilai vang wmempengaruhi
seseorang untuk mengambil keputusam nilai politis, nilal organisasi, nilai
personal, nilai kebijakan dan nilai ideologis. Wilai-nilai ini dimodifikasikan

dengan teori Bloom scbagai analisis dari bab ini.
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Bloom {Iskandar, 90) sudsh sangat dikenal dziam dunia pendidikan
dengan *Taksonomi Bloom™ membagi proses pemahaman seseorang menjadi
kognitif, afektif dan psikomotorik. Teori yang sama digunakan oleh Sarlito
Wirawan Sarwono (1999} dalam bukunya “Psikologi Sosial”, dan dengan sedikit
modifikasi digunakan olch Mar*at (1982} dalam buku “Sikap Manusia, Perubahan
serta Pengukurannya”. Ketiga penulis ini pada prinsipnya menelaah proses
perkembangan pemikiran dari pengetshuan, kesadaran dan pengambilan sikap.
Dalam: tesis ini ketiga hal ini ditanyakan kepada subjek, dan dalam bab ini
menganalisis temuan ketiga hal inf dalarm menentukan respons, Karena penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif, ketiga hal di atas dirangkum dengan

pendapat kualitatif subjek dan dignalisis dalam perspekaif ferinis,

5.1. Matriks Kategorisast Sub Aspek Pembientuk Respons

Kognifif Afekiif Psikomotorik
Kesadaran Keputusan Pastai Keteslibatan
Pengetahuan Pilihan Personal Strategi
Perspekiif Reflekst Diri Reaksi Langsung
Upaya Kesungguhan Konflik Kepentingan

2.1, Temuan Uimum

Seperti disebutkan di atas, saya menggunakan teori Bloom untuk
menganalisis perkembangan kesadaran subjek dalam menentukan respons yaitu
kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif atau pengetahuan dibagi febth
mendalam lagi dalam diperdalam lagi dalam sub aspek kesadaran, pengetahuan,
perspektif, dan upaya kesungguhan subjek dalam menentukan respons. Kemudian
mengukur perspektif dapat dianggap bukan pengetahuan, tetapi dalam tabel ini
memang dimaksudkan ontuk mengetahui tahap kognitif, yaitu untuk mengukur
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pengetahuan dan kesadaran sebagai perempuan anggota DPR sekaligus anggota
partai,

Dalam Bloom aspek afektif dimaksudkan sebagai aspek penghayatan yang
meliputi sikap subjek terhadap keputusan partai, pilihan personal, dan refleksi diri.
Ketiga hal ini dimasukkan dalam aspek penghayatan yang sudah dibangun dengan
kesadaran, Dalam tahap ini subjek sudah harus menggunakan cara berpikir dan
daya analisis uptuk menentukas dorongan. Memang mengukur kesadaran
sescorang tidak mudah, keress itu aspek ini perlu dibagi lapgi dalam tahap vang
dapat divkur. Misalnya schapai aktivis, memerlukan fingkat kesadaran yang
kompleks dalam membela kepentingan perempuan 41 satu sisi dan mandat partai
di sisi lain di tengah kondisi keberagaman einis, budaya, den agema tanpa
mentbahayakan kesatuan.

Aspek psikomotorik adalah aspek tertinggi dalam revonomi ind, karena
aspek ini mengemukakan tindakan dart hasil kognidf daa afekfifl Dalam aspek inf
misalnya uniuk mengukur findaken baik spontan maupun yang memerlokas
strategi untuk mencapai tujuan berhasil divndangkannya RULU Pomografi. Tidak
mdah menstrategikan upaya yang mm?amkan semua kepentingan, harnbatan dan

mandat di tengab ancaman dan tokanan masyarakat yang demikian besar,

5.2. Aspek Kognifif

Dalam menganalisis aspek  kognitif subjek, saya mengembangkan
beberapa sub aspek berdasarkan kategorisasi hasil wawancara dengan lima subjek.
Sub aspek tersebut meliputi, kesadaran, pengetahuan, perspektif dan upaya
kesungguhan. Aspek kognitif adalzh aspek pertama yang membentuk respons.
Sebelum  seseorang  memutuskan  untuk  bertindak, biasanya ia  sudah
menginternalisasi informasi tentang sesuatu yang kemudian melahirkan sikap atau
tindakan, Hasil kategorisasi sub agpek kognitif saya tampifkan dalam bentuk tabel
berikut ini.
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5.2, Aspek Bopnitif Subiek

Subjek Kesadaran Pengetabusn Perspelitif Upays kesungguhan
Harus menguasa; agar tidak Memandang dari sudut Ingin membuktiken babwa Menjelaskan kpd ketua Dewan
kehilangan konteks {(8), perlindungan terhadap perempugn | perempuan biza memberikan Syure ttg pentingaya UU,
karena penyusunan UL hrs yang selaly disubordinasi kebanggaan da semun pihak | menjembatant para kivai dgn
berpijak pads sendi kehidupan | termasuk tabuhnya {13) dan konsen thd permasalaban pemahiaroan dar penjelasan yg
bangsa yang plurai {10), perempuan (3) memadal (16)

By Prinsio yapg digunakan: Waiib baginys unfuk memberi Mehhat urgensi rapat, menunggn
NKRI, kebhinnekaan, waigh perempuan pada U1 ini sampai selesal (21)
majernul/plural, dan janges karena berhubungan iangsung
menyebabkan disintegrast dengen kepentingan/kebutuban
(17} perempuan meski tetap baras

menjaes kebhinnekagn (1233
Mermghami bahwa prozes Kodrat persmpuan tetap Mempertanyakan kelompok yang | Menghadapl ancaman,
penyusunan UY) Pomografi dijalankan, di ranah publik juga menalak karena s menganggenp kamarahan omng, mengalam
ini panjang dan memeriukan | tidak menjadi second man (5) yang mereka khawatiri kelelahan ko rapat terus mensros

N persiapan vang cukup, baik Mamandang secara normatif sebenamnys 13k ada dalem UL {14) mengikue seluruh proses
pengetahvan dard pakar, masyarakat perlu mendapat sampat wi publik ke daemhl {20)
media, di perindungan duri bahays

- porpografi (173
Meskipun dibbtubikan Undang-unidang i Meskipnen dibatubican, mratams Sehenarnya suduh sempat kelaar,
terutama perlindungan snak, | mencerdaskan bangsa dengan perlindungan ansk, UL ini masih | namon desi mengawal substansi

ES UU ini masih purya cars memperlibatken perbedaan | punye kekurangan dalam masuk keabali ke pansus
kekurangan dalam penegakan | antars yang mendukung dan penegakan hukumnya termasuk mempelajeri beberapa
hukumnys naenolak (9) = ULl Pornografi luar negeri
Ticak melibat bahwa GU o1 | Melihat Ut Porrografi imi T idak melihat baliwa U7 ind Mengikuti diskus! dengan pakar,
mengsncam integrast bangss, | dibutubkan oleh perempuan mepgancam integrasi bangsa menerima kelompok pendukeng

L hanya saja ada masalah dalarn | raenginget kekuaten kapitalis hanys saia ada masaleh dalam maupur penolsk (22)
irsplementasi {dari berhagai | liberahs jugs megjerst negara (73 | implementasi {dari berbagai
Komponen) xomporen)

UL} mi bukan unfuk Menyadari bahwa UU ini LU 1t bukan untuk menggiving | Menjalankan peran dun fungsinya
menggiring masyarakat ke scbenarnyd tuntutan masyarakat, | masyarakat ke sato mtanan nilai | sebagei pimpinan komisi, meng-

YY saty tatanan nilal textentu tapi | sekaligus pertindungan bagi tertentu tapi konteksaya hadiri andangan diskasi (20)
konteksoya perlindungan anak | perempuan, remain, dan anak? perlindungan anek bestemu betbagui kelompok yang

£17) mendukung dan vg menolak {24)

Peny%sunan
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5.2.1. Kesadaran

Dalam Tabel di atas menunjukkan lendasan utama sebuah tindakan adalah
tersedianya basis kesadaran. Jika diamati, angpota legislatif perempuan menyadari
kompleksitas dari bakal kebiiakan ini. Ini ditandai dengan mengedepankan sehuah
kesadaran bahwa kebijakan ini mestilah berpliak pada sendi kehidupan baongsa
vang plural. Prinsip yang digunakan: NKRI, kebhinnekaan, majemuk/plureal, dan
Jangani menyebabkan disintegrasi, walaupun prinsip ini sangat penting, tefapi
tidak ada prinsip satu pun yang mengedepankan kepentingan perempuan,
perspektif perempuan yang mendasari semua prinsip. Prinsip semacam ini yang
disusun berdasarkan kepentingan mayoritas Jaki-laki menurut Lovenduski karena
memang lembaga parlemen semacam DPR RI adaleh institusi maskelin, Sehingga
dalam implementasinya tidak membuka mekanisme untuk memasukkan perspektif

gender.

Selain persoalan prinsip, mercka juga berusaha untule tidak kehilangan
konteks penyusunan sebuah kebijakan. Faktanya, beberapa kebijakan yang telah
diundangkan, justru gagal pada fataran implementasinya, karena terjadi
ketidaksesuaian anfara kebijakan dan petunjuk operasionalnya, Karena ity proses
penvusunan UU sl memeriukan porsiapen panjang dan pengetahuan dari pakar,

media, dan lain-lain apar fidak ferjadi ketidaksesuaian,

Pornografi vang bagi sebagian besar ferninis seperii Daly, Rabin, Dworkin,
MacKinnon dalam Humm (354-8) dan Tong (97-101) adalah scbuah
institustonalisasi seksualitas patriarki yang menggambarkan pelecehan perempuan
sebapai alat pemuas nafsy laki-laki, vang dipresentasikan dalam berbagai produk
cetsk dan elektronik, nampaknya tidak menjadikan persoalan ideologis besar bagi
sebagian anggota DPR. Pendapat mereka pada umumnya masih dipenparubi nilai
umum patriarki yang walaupun ferdengar seolah berpihak pada perempuan felapt

belum secara fundamental mengkritisi undang-undang ind,
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5.2.2. Pengetahuan

Bagaimanakah subjek membangun pemahamannya dalam kebijakan ini?
Jika diamati, subjek pertama-tama mengetahui bahwa schuah kebijakan mestilah
memiliki tujuan-ujuen pemihakan, pada umumeya subjek tidak memilikinya.
Bagi sebagian besar feminis justrn keberpihakan sangat penting, karena
keberpihakan diperfukan untuk melawan subordinasi perempuan yang eksplisit
dinngkapkan sebagai objek seksval, benda dan komoditi (Tong 99). Memang
beberapa subjek mengatakan bahws mereks mesti memandang dari sudut
perlindungan terhadap perempuan yang selalu disubordinast dan teropresi,

termasuk tubuhnya, misalnya seperti diungkapkan oleh BF berikut ink:

Tentunya sengat bermanfaat vatuk perempuan, Karenma justru undang-
undang ini melindongi perempuan. Jadi, kalan kita sering melihat,
mendengar bersta betapa perempuan sering diperkosa dan Inin sebagainya,
malah Justry dengan undang-undang ini kite melindungd perempuan ifu
{wawancara BF, 30 Oktober 2009).

Di bagian lain, CN mengatakan:

Selama itu adalah aturan-aturan yang bisa kitz kaitkan dengan kepentingan
perempuan ya harus dikaitkan, missinya undang-undang Pemilu, undang-
undang Partal Politik, selalu kita berusaha mengaitkan dengan kepentingan
perempuan, itu undang-undang yang umum, tapi kalsw undang-undang
yang khusus untuk kepentingan perempuan ya banyak. Seperti endang-
undang tindak  pidang frafiking  kemudian add undang-undang
perlindungan anak , undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ifw
kar memang  spesifik untuk  kepentingan perempuan, fapi untuk
kepentingan semua bisa kita kaitkan dengan perempuan ya semaksimal
mrungkin Kita berusaha dan biasanya yang berusaha ity hanya perempuan
dan laki-laki tidak pernah {wawancara CN, 1 November 2009).

Pomografi bahkan diatribusi sebagai penyakit. Dan masyarakat harus
mendapatkan perlindongan dari implikast yang ditimbulkan dari pomografl,
seperti dikemukakan oleh Dworkin dan MacKinnon. Pomografi vang merajalela
berpotensi bias kepentingan pornografer, dan Dworkin dan MacKinnon lebih
lanjut ‘cara lerbaik bagl feminis untuk melawan pomografer adalah dengan

mengosongkan sakunya {1006-1%
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Selanjutnya BF mengetahui bahwa tontutan masyarakal terutama
perempuan, anak-anak dan remaja memeriukan kebijakan dan ketentuan hukum
untuk melindungi mercka dari produk-produk pornografi. Namun demikian, BF
Jjuga berpendapat mengingat RULU ini sangat kontroversial, kebijakan yang dibuat
juga bernilai edukasi bagi masyarakat. Juga perlu menpakomodasikan kelompok
yang pro dan konfrs, akan menjadi mediom yang baik bagi pembelajaran
masyarakal, Dalam polemik di media massa cetak dan elektronik, secara tidak
langsung memberikan  pembelajaran  keitis bagi  masyarakat Bagl BE
kompleksitas dan beragarmnya pendangan masyarakat, justru akan meningkatian
kualitas kebijakan, Walaupun BF tidak mempunyat perspektif fominis, posisinya
sebagai Anggota Dewan sangat strategis dan menyatu dengan sistem peagambilan
masyarakat, dan memang sebagaimana yang dikatakan Harsock, sebelam
masyarakat bisa dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dominasi bukan suaty hal
mendasar, feminis masth memerlukan kekuasaan di dalam masyarakat bukan

menciptakan alternatif kekoasaan sasial (Humm 359).
5.2.3. Perspektif

Penelitian dalam fesis inl jugs mengungkap perspektif subjek dalam proses
formulast undang-undang inl. Hal vang menarik adalah bahwa isu gender cukup
mengermuka, Walaupun munghkin gender diadikan sebagai keberpihakan mereka
terhadap perempuan, sebagai percmpuza akiivis partal tidak dapat menghindar
untuk berbicars fentang gender. Misalnya hampir semua  subjek  iagin
membuktikan bahwa perempuan bisa membenkan kebanggaan kepada semua
pihak. Memang Lovenduski mengatakan bahwa tidak semua feminis bersedia
menjadi aktivis partai, juga tidak semua feminis yang mengaku dirinya feminis,
(21} menyebabkan tidak mudah menilai partisipasi perempuan, namun demikian
secara keseluruhan perhatian torhadap isu perempuan merupakan perwujudan dari

pertanggungiawaban mereka ferhadap publik. Hampir semua subjek mengatakan
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bahwa mereka wajib memberikan nuansa perempuan pada UU ini karena
berhubungan langsung dengan kepentingan/kebutuban perempuan meski tetap

harus menjaga kebhinnekaan.

Isu lain yang mengemuka adalah perspekiif mereka terhadap pluralitas.
Beberapa subjek justru mempertanyakan kelompok yang menolak UU ini, ada
kemungkinan mereka in) menyadari bahwa kekuatan perempuan sebagaimana
diungkapkan Jancway adalah kekuatan entuk tidak memercayai (Humm, 338),
walaupun sebenamya Kkonteks UU ini untuk memberikan perlindungan kepada
snak dan perempuan. Dalam masyarakat patriarks di mana nilai dikonstruksikan
untuk kepentingan laki-laki, mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan ke dalam
U tidaklah mudah, karena ha! ini memeriukan keghlian teknis. Hal ini sesuai
dengan Nancy Chodorow yang mengatakan hanya dengan suaty vansformasi
organisasi gender sosial vang bisa membawa pada penghapusan ketidaksetaraan
seksuaf (Humm, 188},

5.4.4. Upaya kesungguhan

Dalam  penyusunan  undang-undang  yang  dinamis, maskulin dan
mempunyal kompleks tinggl, menuntt upaya kesungguhan Anggota DPR RI
untuk mewuyjudkannya. Kompleksitss persoalan menuntut pemahaman yang
cukup perihal substansi yang schenamya peniing namun bisa memancing
kontroversi. Hal inl memeriokan kesungguhan para angpota fegishatif perempuan
agar terus menerus meningkatkan kesadaran, memperbaiki pengetahuan dan
mengasaly perspektif mereka, agar mampu selalu terlibat dalam proses pembuatan
kebijakan. Memang, pengetahuaa tidak tumbuh secara linear, melalul akumulasi
fakta dan aplikasi metode hipotetis-deduktif mirip tangga spirsl, yang mampu
menumbuhkan pengetahuan perempuan dalam jalinan jaringan bubungan baru
{Homm 232},

Beberapa subjek menyatakan bahwa mereka berussha untuk terus menerus

berdiskusi, baik dengan pakar, juga kelompok vang mendukung maupun
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menentang, Usaha-usaha juga diarahkan dengan mempelajari dan memperoleh
model perbandingan dengan RUU serupa di luar negeri. Seorang subjek berusaha
untuk menyesuaikan kepentingan partai dengan substansi UL, dengan menjalio
komunikasi yang produktif dengan Dewan Syuro dan para kiai perihal pentingnya
Ul ini,

Upays kesungguhan ini terlihat dari keinginan untuk selale memanfastkan
perjumpaan dengan masvarakat, batk pendukung maupun penentang, untuk
memberikan penjelasan mengenal materi UU memberikan implikasi tersendidd
Mercka mengungkapkan, kerap kali mendapatkan ancaman, kemarahan orang,
bahkan hingga kelelahan secara fisik, terutama karena rapat yang ferus menerus
serta mengikuti uji publik hingga ke dacrah-daerah.

Kendalanya, saya itu di DPR sudah 16 tahun, RUU yang paling berat ya
ini, karena kebetulan saya juga di pimpinan, jadi tanggungjawabnya juga
lebih berat, lebih besar, mau nggak man. Kalau saya hanya anggota
pansus, mungkin kalau saya malas, bisa saya nggak datang. Tetapl saya
kan pimpinan, jadi nggak boleh, mau nggek mau saya hares
mempertanggungjawabkan it Apalagi ini adalah RUU yang sangat
kontroversial, kurus badan saya, sekarang gemuk sudah, begitu selesai
(wawancara CN, 1 November 2009).

8.3, Aspek Afekiif

Dalam Bloom, aspek Afekiif dimalcudkan unfuk menggall kesadaran
subjek terhadap UU yang ditanganinya. Kesadaran ini berhubungan dengan
tingkat kognitif mereka, baik yang berhubungan dengan silai organisatoris, nilai
personal mavwpun, dan pilai politis. Respons Afekif para subjek terhadap
penyusunan undung-undang dikaji dalam tiga aspek yaitu keputusan partai,
pilihan personal, dan refleksi diri. Masing-masing aspek tersebut dianalisis dan

diuraikan scbagai berikut:
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5.3, Matriks Aspek Afektif Subyek

e

Subjek Keputusan Parial . Pillan Persons! Reficisi Diri
Prinsip Partai UU tidak menpusik sendi—send] Mdorass petiy memperiuan Mernss bernt dan kesal dengan pernbabasaen GU
kehidupan berbangsa (10) Partal menyershkan kepentingan konstituen (18) Pernografi karens persoalsn positioning sent hudays
B¥ secara total kpd piithen personal sleg prp (113} Merass perly strategi torsendir] dalam dan meniadi igu krasisl 27}
Partal memiliki sikap terbuka karens partal proses menjelaskan kepada konstituen Merasa babwa diosnike UU Pomogref sangat luar
nasional she dituntut komitipen kebhionekaan partal yang sepub dan tradisional (363 hings {26)
Pada umumnya kebijaken partai selalu sesum Merass perin menyuarskans kepentingan | Merssa capek Hisik dan hati serts melelabkan dalam
dengan kebiiskan persenal dan partai hardg perémpuan di parfemen dengan membuat UU Pornografi kergne proses yang panjeng
ikt 29 mermhekall diri dgn berbagal peraturan {14}
seat memitiki argumen v kuat, Merase sangat berkesan karens paling banysk
€N menunjukkan kegigihan, memiliki effors | menguras pikiran dan mendapat lantangan yagg
v kuat agar dpt mempengaruhi pihak herat(1%)
Jain (34) Merasa perln upaya secers
kuantitas dan kualites dalam memper.
- juangksn perempuan di parlemen {353
Kebiiakan i merupaken frame yang haras Mizrasa perli bersikap reskit dalom Murssa setaju dengan prinuip pemberantasan mwasalah
diikuti seperti masalah NKRI, Kebhin - menghadep! tantangan {3) termssuk pornografi {11) namun tidak setuju isi U Pornografi
ackatuapealilaan, HAM tapi policy partsi reaktif dulam masalal pornografi (8} karena substansi beberapa pesal dienggap melanggar
ES% terkadang ditmmbah dengan kreasi anggota dewsna | Merasa perlu adanys upaya memprotekst | HAM dan salab satu pasal di antaranya tentang
seperti kasus pornografl menambahkan unsur anak deiam pernbsahasan subsiangi UU sweeping , tidaknys perlindungan terhadap ansk (9)
gender {24)Partai mendasari sikap perempian dim | porttografi (22)
mengambil keputusan (39)
Pada wnumnya kebijakan partai meripakan Merasa perlu adanyn sikap keitis dalam Merase bahws proses UU Pomografi menyita energi
L ketentusy yang barus ditkuti jika tidek maka melibat kelerahan proses pembruatan dan membosankan, terlebih lagi apabila
konsekuensi diberhentikan atau dipecat dati UL pomografi (8) implementasinyn berpotensi menimbulkan masalah (9)
anggota DPR, (23) & (24} Merasa pribatin tentang bahaya pornografi (8)
Kebijakan partaj merupakan agenda yang harus Merasa perlu mengakemodu tuntutan Merasa senang bahiwa pembahasan UU pomografi
diikut nernun spabils ﬁepenﬁngan personal masyarakat terutaina kelompok memiliki dinamika, karena paling lama dibahas,
bertentangan dengan kebijakan partai maka selaly | perempuan (25) terbanyak audiens (15) & (16)
berusaha menjelaskan duduk persoalannya seperti
YY apa dengan memberikan pemahamen akan sikap

vang akan di ambil {23} Pada hal-hal tertentu
partai bisa tegas dengan sanksi anggota DPR
diperingati secara bertahap smnpai yang terberat
dengan diberhentikan (26) {28)
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5.3.1, Keputusan Partai

Undang-undang sebagai produk para wakil rakyat bagaimanapun
merepresentasikan kebijakan partai, karena mereka menjadi anggota DPR sebagai
utusan partai. Sebagai wakil pantai, scorang anggota DPR RI mereka tentu saja
membawa serta mandat partal dan nifai organisasi (Agustino), hal ini juga telah
didiskusikan di Bab IV, Mengingat dalam masa bakti lima tahun cukup lama
unfuk mengawal lahimya undang-undang dengan mater] vang berbeda-beda, ada
kemungiinan terjadi konflik kepentingan antara mandat partal dengan materi
undang-undang vang sedang disusun atau digjikan. Faktor inl jugs menjadi bahan
yang didiskusikan dengan subjek. Lihat pernyataan subjek di bawah ini;

Kebijakan partai merupakan ketentuan yang harus ditketi, jika tidak maka
konsekuensi diberhentikan atau  dipecatidirecali dari anggota DPR
{Wawancara L1, 10ktober 20093,

Kebijakan partai merupakan {rame vang harus ditkuti dan dipatuhi seperti
masalah keutahan NKRI, Kebhinnekatunggalikaan, pencgakan HAM
(Wawancara BF, 30 Oktober 2000).

Pada hal-hal tertentu partai bisa tegas deapan sanksi anggota DPR
diperingati secara bertahap sampai yang terberat dengan diberhentikan
(Wawanecara Y'Y, 30 Oktober 2009).

Pada umumnya kebijakan partai sclalu sesuai dan sejalan dengan
kebijakan personal dan partai harus ditkuti (Wawancara CN, 2 September
2009)

Nampaknys hampir semuz partal mempunyai kebijakan yang tegas
terhadap anggotanya yang tidak menyuarakan mandat, ini terjadi pada LI, BF, CN
dan Y'Y. Kebijakan pariai vang keras ini menunjukkan maskulinitas lembaga yang
menurut Lovenduski merupakan produk kebijakan yeng dibuat oleh mayoritas
anggotanys vang laki-laki dan ingin menunjukkan kuasanya melalui ketegasan
sikap {56-98).

Seorang subjek merasaken keleluasaan dengan sikep parfainya yang
merupakan partai berideologt nasionalis vang sudah memiliki prinsip nasionalis
sebagal prinsip penyusunan undang-undang. Namun, keleluasaan merujuk

pendapat Chodorow dalam Humro, tidak serta merta ditkati dengan femininitas
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kelembagaan, karena ini bakal memerlukan dekonstruksi sosial budaya yang pada

masa sckarang ini masih stopia {180),

Partal memiliki sikap terbuka karena merupakan pariai nasionalis,
sehingga dituniat komitmen kebhinnckaan dan plural, Prinsip utama dari parta
adalah undang-undang tidak boleh mengusik sendi-sendi kehidupan betbangsa

dan bernegara.

Terhadap sikap partai yang rigid seperti di atas, para subjek yang tidak
mempunyai daya tawar berada dalam posisi yvang selalu setuju, mereka tidak
berani mengkritisi sikap partel yang maskulin ini. Hal ini scjslan denpan
penclitian Lovenduski (108} bahwa praktik-peaktik dan kebiasann-kebiasaan
parlemen dibentuk di dalam partai-partai politik, di mana prakiik-prakiik
perekrutan cenderung berusaha mereproduksi stereotip-stereotip keparlemenan.
Karena itu, para subjek menyadari prinsip-prinsip yang dianut oleh partai mereka
karena sejalan dengen kebliakan parlemen yang saling mempengarvhi. Mereke
memparhatikan, mempertahankan dan mengarahkan prinsip-prinsip tersebut ke
dalam proses penyusunan dan pembahiasan sadang-undang, Mereks memberikan
reaksi terhadap prinsip tersebut dengay persetujuan. Namun kebiiakan partai juga
menjadi hal yang perlu dikritisi sekiranya para anggota legislatifnya memiliki
sikap yang berbeda. Demikian pendapat subjek:

Kebijskan partai merupakan agenda vang herus ditkuti pamun apabila
kepentingan personal bertentangan dengan kebijekan partai maka selalu
berusaba  menjelaskan  duduk  perscalannya  depgan  memberikan
pemahaman dan sikap vang akan di ambi (wawancara CN, 2 Scptember
2009).

.. policy partai terkadang diperkaya dengan kreasi anggota dewan sendic

seperti dalam kasus pornografi, yakni dengan menambahkan unsur gender

{wawancara BF, 30 Oktober 2009),

Karena ity femmisast partai politik penting bagi keterwakilan perempuan,
apakah dipikitkan dalam lembaga pembuat undang-undang atau pemeriniah atau
dalam pengertian kepentingan dan peorspektif (Lovenduski 108} Pendapat subjek

di atas dengan luwes memadukan nilai-nilai yang berbeda anfara sgenda partai
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denpan sikap personal mereka, dan menyelesaiican konflik dengan memberikan
pemahaman tentang sikap yang mereka ambil.

5.3.2. Pilikan personal

Pada umumnya subjek memiliki kesadaran sebagai wakil rakyat dengan
memunculkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang di dalam
kasus ini secara spesifik merujuk pada kepentingan perempuan dan anak.
Kesadaran tersebut terungkap dari pernyataan beberapa subjek berikut ini, BF, Y'Y
dan CN mengatakan perlo memperjuanpkan  kepentingan konstituen  dan
mengakomodasi  tunfulan  masyarskat tentama  perempuan sedangkan ES
menambabken perlunya memproteksi anak. Berikul kulipan wawancara kelima

subjek.

Merasa perlu memperjuangkan kepentingan konstituen (wawancara BE, 30
Oktober 2009).

Merasa perlu menyvarakan kepentingan perempuan di  parlemen
{wawancara CN, 1 November 2009).

Merasa perin adanya upaya memproteksi anak dalsm pembahasan
substansi UU (wawangara ES, é November 2009).

Merasz perlu mengakomodic tuatulan masyarakat tersfama keiompok
perempuan {wawancara Y¥, 23 Oktober 2003}

Walaupun para subjek Ji atas merasa perlu membantu perempuan, bukan
berarti mereka sejalan dengan feminis radikal yang cenderung menganggap laki-
laki adalah opresor perempuan, karena bagaimanapun musuh percmpuan bukanlah
laki-laki sebagai individu, tetapi adalah sistem patriarki (Humm, 105). Mereka
menyadari nilzi-nilai scorang anggota legislanf yang merpakan wakil rakyat dan
sehagai wakil rakyat mereka menyadari bahwa kepentingan rakyatiah yang barus
diperjuangkan dan dilaksanakan secara meksimal sehingga dirinya memerlukan
suatu sirategi tertentu. Mari kita Hihat pendapat subjek tentang perlunya stralegi:

Merasa perlu adamya uypaya secara kuantitas dan kuslitas dalam
memperjuangkan perempuan di parlemen (wawancara CN, 2 September
2009).
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Membekali diri dengan berbagal peraturan agar memiliki argumen yang
kuat, menunjukkan kegigihan, memiliki efforr yang kuat agar dapat
mempengaruhi pibak lain (wawancara BF, 30 Oktober 2009).

Merasa periu adanya sikep kritis dalam melihat kelemahan proses

pembuatan UU Pomografi (wawancara ES, 6 November 2009).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa bila perempuan sudah menunjukkan
kesungguhan, mereka akan mengupayakannya dengan berbagai macam strategi
unfuk keberhasilan ditetapkannya undang-undang ini. Kesungguban ini
didasarkan pada keprihatinan mercka untuk melindongi perempuan dan anak agar
terlindungl dari implikasi buruk pornografi. Bagaimanapun isu pomografi
berhubungan dengan fungsi esensialis perempuan yang unik dan berbeda dengan
faki-laki. Walaupun ada sekelompok fominis radikal yang menolak kehadiran laki-
laki karens menganggap fungs! perempusn sebagai mesin reproduksi (Tong 128),
pendapat subjek di atas tidak sejalan dengan hal ini.

5.3.3 Refleksi Diri

Proses penyusunan sebush undang-undang merupakan peristiwa yang
membituhkan energl wakiu, lonaga dan pikiran yang sungguhe-sungpuh. Pada
preses  penyusunan  dan  pembahssan  Updang-Undang  Pornografi merska
merasakan berbagai hal seperti rasa lelah vang mendera fisik dan perasaan pribadi
mereka, Sebagal anggota DPR R, perasaan subjck adalah scbagai berikut:

Proses UU Pomografi menyita energi dan membosankan, terlebih lagi
apsbila implementasinya berpolensi menimbulkan masalah (wawancara
L1, Z September 2009),

Capek fisik dan hati serte melslabkan dalam membuat UL Pomografi

karena proses yang panjang {wawancara CN, 2 September 2009},

Namun demikian nampaknya perempoan mempunyai ketahanan yang
cukup untuk mengatasi semua ini, walaupun mereka masih perfu menghadapi
kompleksitag persoalan seperti peran domestik, peran sosio~kultural, dil. Selain
faktor waktu vyang lama dan melelahkan, ternyata substansi pomografi
menimbulkan rasa berat dan kesal juga karena kontroversi dengan isu sensitif lain

seperti kultural, keagamaan, einis, dan lain-lin yang memancing polemik
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berkepanjangan, bahkan protes dan demonstrasi yang muncul di mana-mana.
Namun demikian subjek tetap gigih karena alasan sebagai berikut:

Prihatin tontang bahaya pornografi (wawancara LI, 2 September 2009)

Berat dan kesal dengan pembabasan UU Pornografi karena perscalan
positioning seni budaya dan menjadi isu krusial. (wawancara BF, 30
Okiober 2009

Setuju dengan prinsip pemberantasan masalah pornografi namun tidak
setyju dsi UU Pomografi karena substansi beberapa pasal dianggap
melanggar HAM dan salah sate pasal di antaranya tentang sweeping |
tidaknya perlindungan terhadap anak (wawancara ES, 6 November 2009).
Kecuall emdwrance atau daya tahan, ternyata subjek mempunyai cars
tersendiri untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ada kemungkinan
hal ini disebabkan karena konsep motherhiood atan keibuan mereka vang

cenderung ingin melindungi ‘anak-anakaya’ (Humm 297-8).

Namun demikian proses pembuatan undang-undang yang panjang dan
melelahkan juga menimbulkan kesan menyenangkan vang berbeda yang dialami

oleh beberapa subjek dengan slasan-alasan vang mereka miliki:

Sangat berkesan karena pafing banyak menguras pikiran dan cnergi serta
mendapat banyak tantangan (wawancara ON, 2 September 2009)

Dinamika ULl Pornografl df masyarakat sangat huar biasa { wawancara BE,
30 Okiober 2009).

Renang pembahasan UU porogralfl memiliki dinamika, karena paling
lama dibahas, serta terbanyak menyedot respon audiens (wawancara YY
23 Qktober 2009),

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa ketika pada akhirnya RUU
tersebut diundangkan menimbulkan kelegaan dan kepuasan tersendiri.

5.4. Aspek Psikomotorik

Untuk menilai seberapa dalam sikap subjek dalam menentukan respons,
tesis ini mengukur dengan aspek konatif (Mar’at) atau psikomotorik (Bloom) atau

psikososial (Sarwono). Dari ketiga penulis ind, Bloom yang paling relevan untuk
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menganalisis temuan penelitian tesis ini. Aspek ini merupakan aspek terakhir dari
rangkaian sebelumnya vaitu kognitif dan afektif. Menurut Mar'at komponen
konatif berkensan dengan kecenderungan atau kesiapan seseorang umiuk
melakukan tindakan  ftertentu ferhadap obyek vang disikapl. Pada konteks
mengenad respons perempuan dalam menyikapl proses pembuatan undang-undang
pomografi ada beberapa faktor yang turut mempengaruhinya. Untuk menganalisis
lebih mendalam keterlibatan subjek dalam proses penyusunan undang-undang,
secara keseluruhan aspek Konatif dibapi dalam beberapa bagian: Keterlibatan,
Strategi, Respons Langsung, Konflik Kepentingan. Berikut temuan dari lapangan:
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3.4.1. Keterlibatan

Keterfibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen
ketika membahas undang-undang pornografi merupakan derajat di mana
perempuan dikenal dari upayanya dan  berpartisipasi ektif di dalamnya,
Perempuan dengan tingkat keterlibatan yang tinggl dengan kuat memihak apa
yang diperjuangkannya yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis
perjuangan tersebut, misalnva perempusn menyumbangken ide untuk kemajuan
perempuan, dengan senang hati untuk mendukung proses pengambilan keputusan,
Sebaliknyas perempuan  yang kurang senang terlibat  dengan  upaya
memperjuangkan perempuan adalah perempuan vang kurang dianggap memihak
pada kepentingan perempuan yang demikian cenderung hanya bersikap
menjalankan  fengsinya sebagai anggots dewan seoara rutinilas. Secara

keseluruhan mari kita lihat respons subjek dalam kecmpat aspek di atas:

Berdasarkan temuan  Japangsn, penclitian  keterlibatan = perempuan
dipengaruhi oleh beberapa fakior yang dinyatakan dalom beberopa pernyataan
berikut ini ¢

Tergantung pada muatannya, siapa yang mengusahakan, seberapa
dukungan, seberapa kemampuan membangun dukungan. Jika partai

mendukung dan memberi peran signifikan pada perempuan biasanya
cukup berpengarub {(wawancara BE 30 Oktober 20093

Jadi, keterlibatan peremipuan saneat dipengaruhi oleh isu yang sedang
dikerjakan, inisiatif dari mana, seberapa besar dukungan vang diperlukan, dan
scberapa luas jaringan untuk membangun dukungan, Dan ternyata dukungan
partai sangat besar artinya dalam melihat keterlibatan perempuan, Jika perempuan
mendapat dukungan yang penuh untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan maka wujud keterlibalan iu akan mengemuks delam  proses
pengambilan keputusan di parfemen. Persoalannya adalah keterlibatan perempuan
belum fentu secara signifikan memberikan pepgareh  signifikan terhadap
masuknya perspektif feminis dalam  pembuatan  kebijakant umum  (bokan
berhubungan dengan isu perempuan). Lovenduski dalam penelitiannya di Inggris
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mengatakan kalau parlemen merupakan gudang maskulinitas tradisional politik,
partai-partai politik merupakan distributor utamanya (107). Iika fenomena in
terjadi di Indonesia, walaupun keterlibatan perempuan cukup besar, hanya terbatag
pada peran pinggiran, karena keputusan signifiken tetap skan melibatkan politisi
laki-laki. Pernyataan kedua menyatakan bahwa,

Jika perempuan bersatu akan mempengarchi keputusan dan jika terpecsh
amat berat meneotukan sepertl vang terjadi pada bahasan Ul pomografi
para perempuan sendird terbelah antara yang setuju dan tidak (wawancara
CN, 1 November 2009},

Memang, pemyataan CN ada benarnya, pada akhirmya persatoan
perempuan yang paling mungkin berhasil di tengah kondisi yang maskulin
semacam DPR RI kita. Dengan demikian sexnse terhadap hakikat memperjuangkan
perempuan itu tergantung juga kepada sejauhmana sclidaritas perempuan dalam
menanggapi unsur-unsur yang terkail dengan pornografi, Kerjasama msutlak
diperlukan dalam konteks imi sehingse perempuan haros memiliki persepst vang
sarma dalam memperjuangksn kepentingannya agar tidak ferjadi dualisme
pendapat yang justry aken memecah-belab sikap perempuan dalam prosss
pengambilan keputusan di parlemen,

Pemnyataan ES mengungkapkan bahwa “Membela perempuan bukan
berarti harus setufu dengan UU pomografl tapl dengan cara melihat substansi
isinya” (ES). Pernyataan ini berbede dengan subjek lain karena dikemukakan dari
perbedaan polemik  terhadap Undang-undang Pornografi. Menurut ES  hal
terpenting dari undang-undang pornografi bukan pada hasil, tetapi proses selama
proses penyusunan yang menimbulkan polemik, perdebatan, kontroversi yang
memberikan pendidikan politik bagi selurub bangsa. Pernyataan selanjutnya dari
CN menyebuikan bahwa,

ketika isu-isu yang identik dengan perempuan biasanya perempuan dar
fraksi manapun di parfemen selalu fokus pada  masalah-masalah yang
berkaitan dengan perempuan, Merzka akan berusaha dengan cara apapun
terhadap pasal-pasal yang mengandung unsur peremptan karena kompak.
Hal ini pada akhimya turut mempengarchi scbuah putusan politis. Selain
ity dalam penentuan posisi di sebuah pansus, kaum perempuan harus gigih
berkontribusi dalam kepengurosan. Sebab kalau tidak, bisa dipastikan
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tidak akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan (wawancara CN, 2
September 2069).

Pernyataan ini nyaris sama dengan pernyataan yang kedua, karens inti dari
perjuangan perempuan adalah adanya kekompakan dalam proses pengambilan
keputusan yang ditautkan dengan persepsi dan perspektif tentang masalah
perempuan.  Hal ini  akan  mempengaruhi muatan  pasal-pasal agar
memperjuangkan kepentingan perempuan. Upaya yang keras diperlukan oleh
perempuan  dalem  melibatkan diri  pada proses pengambilan keputusan.
Keikutsertzan perempuan menentukan besarnya perjuangan perempuan dalam
mengimplementasikan perspektif mereka di dalamnya.

Dalarm konteks penyusunan UU Pornografi keterlibatan dan pengaruh
perempuan sangat signifikan, kesoksesan disahkannya UU ini diperhitungikan
hingga 70-80 persen karema pengaruh perempuan. Kenyataan ini menunjukkan
sikap optimis perempusn akan eksistensi keberadaannya karena temyata sudah
lebih dari lima puiuh persen perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam
mempengaruhi keputusan politis perempuan.

Selanjulnya, aspek keterlibatan tidak hanya dapat divkur secara permukaan
seperti di alas, perlu dianalisis Icbih lanjut uvpaya subick dzlam keterlibatan

mereks

5.4.2, Strategi

Dalam sub-bab ini akan menpanalisis lebih lanjut tentang strategi vang
dibuat oleh subjek selama keterlibatannya dalam proses penyusunan UU
Porografi, Penelitian ini mengkaii strategi perempuan dalam memperijuangkan
isu-isy perempuan dalam isu pornografi. Salah satu upayanya adaleh dengan
menggenakan beberapa sirafegi oniuk mencapai tojuannya. BY mengaiakan
seseorang dituntut memiliki pemahaman terhadap pola permainan politik,
menjaga fmage sebuagal perempuan, fleksibel dalam bergaul, sehingga akan
meningkatkan keedibilitas perempuan di mata anggota dewan yang lain. Untuk
meningkatkan kredibilitas perempuan beberapa hal harus dikuasai seperti
memiliki pengetahuan tentang urgensi rapat dan memiliki kemampuan

mengemukakan pendapat di hadapan anggota legistatif yang fain.
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Sementara ity BF dan CN menvatakan hal serupa bahwa perempuan harus
mempersiapkan penguasaan materi dengan membekali diri menambah wawasan
referensi yang nantinya skan berdampak pada performa perempuan ketika tampil
di forum-forum kerja DPR dengan cara memberikan reasoning yang kust tentang
kebiiakan, Sclain #tu Li mengataken kehadiran secara fisik para perempuan
anggota parlemen ferscbut ternyaia merupakan strateg: penting vang dilakukan
dalam proses pengambilan keputusan tentang undang-undang pornografl.

ES sclanjutnya mengataken bahwa perlu untuk mempriorilaskan materi
vang urgen vang akan dibahas. Skala prioritas ferhadap urgensi materi dianggap
penting karena merupakan daya fawar perempuan dalam proses pengambilan
keputusan sndang-sndang pornografl.

Sementara #u LI mengatakan sirategi keterlibatan termyata fergantung
pada fakior besar kecilnya padat Karena akan berpengaruh pada posisi seorang
perempuan ditempatkan di mana dan seberapa besar perannya. Jika dalam partal
besar porempuan memiltki peluang menduduki jabatan Ketua Pansus yang
memegang keputusan, tetapi sebaliknya partai kecil tidak akan mempunyai peran
signifiken, Hal ini menguatkan argumen bahwa ruang formal yang disediakan
untuk pererapuan biss menentukan faktor parfisipasi perempuan dalam Ruang
formal.

LY dalam kesempatan lain mengatakan bahwa strategi yang disusun perlu
dibubungkan dengan perspekiif dan komitmen perempuan; manfaat yang ingin
diperoieh; akses yvang dimiliki; dan dukungan sistem dari partai. Pernyataan ini
diperkuat oleh YY yang mengatakan bahwa perlu adanya ruang formal,
keberanian, kesempatan, peluang, dan keaktifan dalam proses pengambilan

keputusa.

54.3 Reaksi Seketika

Dalam rmang sidang politisi perempuan akan memiliki reaksi seketika
dalam menghadapi sidang. Reaksi ini dapat berupa pengemukaan argumen,
dukungan pendapat, ketidaksetujuan, mengusulkan jalan keluar, dan sebagainya.
Hal ini fidaklah mudah mengingat -seperti pernyataan Lovenduski babwa ruang

sidang adatah institusi seksis dengan adanya dominasi laki-laki dalam setiap
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pengambilap keputusan {100). Sehingga politisi perempuan sering kali dianggap
sebagat pelengkap atau pihak yang Jebib mudah dipengaruhi oleh rekan-rekan
politisi laki-laki dalam proses pepyusunan kebijakan,  Pemyatsan tersebut
merujuk pada pernyatsan-pemnyatsan dan perasaan BF fentang situast kerja vang
dihadapi “Kadang dijadikan bemper, kendala kultur politik laki-faki belum ramah
terhadap perempuan” tuter BF. Seakan melanjutkan pernyataan BF CN
mengatakan salah sato faktor yang menycbabkan hal Hu terjadi adalah karena
“Perempuan lebih tengpang rasa ketimbang laki-laki®

Namun menurut ON politisi perempuan sering kali bersikap lebih reakdif
dibanding politisi laki-iaki, termasuk keberanian berbeda pendapat dalam
mempertahankan  substansi dan pasal tentang penegakan HAM dan akst
penertiban aparat yang berhubungan dengan perempuan, Memang, CN masih
dipengarubi nilai patriarki yang membedakan fimgsi esensialis perempuan. Dan
pada sisi lainnya politisi perempuan acep kali lebih tegas dan mampu membangun
argumen dan kesepakatan. Pemyatasn tersebut bechubungan dengan pemyatasn.
pemyataan dan perasaan para subjek tentaog tekanan situasi kerja yang dihadapi

Perempuan harus reakdtif, berbeda pendapat dalam substansi isi dan pasal
pasal, seperti tidak sesuai dengan HAM dan {ebih mengandalkan emosi,
juga pasal tentang sweeping (wawancara ES, 10 Navember 2009).

Perempuan lebih bisa mengelasken dengan arpumen, dislog dan
kempromi (wawancara LI, T Oktober 2009).

Perempuan lebih banyak menyerap dam mencemna permasalahan,
perempuan lebik feliti dan lebih tahan duduk berlama-lanta di Panja
{wawancara YY, 30 Gktober 2009).
Dengan segala kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan, strategi
di atas memeriukan usaha ekstra. Dan terulama ternyata menurut para subjek
perempuan mampu bekerja lebih jama dan lebih teliti dan lebih menyelesaikan
persoalan. Meskipun komentar ini terdengar esensialis karena membedakan peran
perempuan {dari laki-laki) (Humm, 135), kenyataannya dalam ruang sidang UU
Pomeografl yang kontroversial dapat disclesaikan dalam waktu erpat bulan.
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5.4.4. Konflik Kepentingan

Politisi perempuan dalam melaksanakan tugasaya, sering kali menghadapi
konflik kepentingan. Termasuk dalam melaksanakan tugas legislasi yang sarat
akan kepentingan antara kepentingan partai, konstituen, dan personal, Apalagi
dalam proses penyusunan perundang-undangan teatang pornografl yang menjadi
porhatian dan polemik masyarakat secara luas, terdapat perbedaan perspektif
terntama karena kebersgaman nilad, budaya, einis di tanah air kita. Hal tersebut
selanjuinya akan mempengaruhi posisi dao peran yang harus dilaksanakan selama
proses pembuatan. Konflik kepentingan tersebut  terungkep dari pemyataan
subjek sebagai bertkut:

Memperjuangkan kepentingan konstitten {wawancara BE, 30 Oktober
2009,

Tergantung pada konteks permesalehanaya, walaupun banyak yang keras
menolak namun pibkak DPR fctap mencoba memberikan pemabamaen
kepada pihak-pithak kepentingan tersebut, pada dasarnys pthak
kepentingan menolak kebanyakan karenz kurang memahami substansi isi
{wawancara CN, I November 2009,

Sikap di atas dihadapi BF ketika harus memilih antara perspektif
konstituen dengan materi atau substansi dalam UU pomografi. Hal ini akan
menjadi pertimbangan untuk menerima ataw menolak draf RUU yang diajukan.
Konflik kepentingan terungkap juga dalam pernyataan subjek sebagai berikut ;

Pada kasus UL pornografi konstituen banyak yang menolak oleh karena
it aspirast tersebut menjadi dasar untuk menolak UU pornograti, selain
im kelompok kepentingan lain seperti kelompok HAM, kelompok
perempuan juga banysk yang menolak (wawancara ES, 6 November
20081

ES menghadapl persoalan kettka menjumpai Kesalahpahaman yang
disampaikan oleh kelompok vang menolak, konflik kepentingan muncuf ketika
berhadapan dengan fungsi dan tugas scbagai politisi dan di masyarskat yvang
memiliki posisi yang berbeda, Dalum menghadapi persoalan ini bersama sesama
politisi lain ES berupayva untuk melakukan akomodasi pada batas terfenty,
terutama ketika menangkap aspirasi dari kelompok perempuan. Kondisi dilematis
tersebut juga disampaikan oleh subjek lain sebagat berikut :
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Darl konstituen misainya ferkadang tidek smemahami urgensi pekerjaan
DPR schingga menuntut hal-hal di luar konteks kerja DPR dan tidak
paham urgensi suate undang.undang vang di bahas oleh DPR karena hal
itu sulit diikati (wawancara LI, 2 September 2069).

Berusaha unfuk mengakomodir kelompok kepentingan terutama kelompok
perempuan (wawancara Y'Y, 23 Oktober 20691,

5.5, Analisis Temuan dan Kesimpulan

Dari kelima subjek, aspek kognitif mereka dapat tidak saje dari Jatar
belakang nendidikan yang paling tidak sarjana 51 sampai ade yang sedang
menempuh  jenjang  pendidikan $3. Selain itu pengalaman fama dalam
berorganisasi membekali mereka dengan pengetahuan dan integrasi hubungan
antara isu pornografi dengan berbagai isu lain yang berhubungan dengan
keberagaman persoalan yang terdapet dalam masyarakat kita yang placal baik
einik, budaya, agama. Lebih jauh lagi semuaz subjek juga secara kognitif
memahami substansi draf RUU karenanya mampu memprediksi pasal-pasal yang
perlu dipertahankan dan mana yang perlu diliilangkan untuk mengurangi implikasi
terhadap perempuan dan anak. Pada umumnya semua subjek juga secara kognitif
memahami posisi mereka sebagal anggota DPR RI dan peran-peran vang perlu
diambil, langkah-langkah yang perlu ditempub, dan karenanya mampu
memperkirakan antisipasi yang diperlukan gusa meminimalisasi risiko. Juga, latar
belakang keluarga ternyata sangal berpengaruh terhadap penyerapan pengetabuan
secara makro tentang isu pornografi. Sebagai anggota DPR RI tingkat nasional,
subjek memeriukan kemampuan berpikir makro dan tidak hanya membawa
kepentingss primordialnys Saja. Memang, aspek kognitif i merupakan
percampuran antara pengetahuan dengan nilal-nilai dasar yang dia punyai tentang
nilai politis, nilai organisasi, nilai personal, nilai kebijekan dan nilaj ideologis.

Dalam persoalan perlindungan perempuan dan anak, walaupun ini
menyangkut dirl mereka schagal perempuan yang mempunyai anak, sampaknys
semmua subjek mampu berpikir di lvar batas personal. Semuz subjek juga
memehami proses-proses dan dinamika yaog perlu ditempuh dalam persidangan
untuk memperjvangkan sndang-vandang. Kecuall iy, hampir semua subjek juga
secara kognitif mempunyai kemampuan tinggi untuk mengenali siapa “kawan’ dan
‘lawan’ dalami keseluruhan proses sidang. Karena itu dalam pendapat yang
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bervariasi hampir semua subjek mengetahui perfunya semangat dan upaya yang
sungguhe-sungguh dalam mengupayakan berhasilnya undang-undang.

Selanjutnya, untuk aspek afekGf, hampir semua subjek menyadari bahwa
menjadi anggota DPR R sering kali berhadapan dengan tabrakan kepentingan
antara kebijakan partai, piliban pribadi dan merefleksikan semuanya ini dalam
fangkah-langkah yang perlu diambil dalam persidangan. Tsu pornografi disadari
oleh semua subjek memang mengundang kontroversi bagi elemen-clemen
masyarzkat, dan mereka juga menyadari teknik mempertahankan argumen,
menolak dan mendorong usulan, meagusulkan jalan keluar untuk mentinimalisiv
persoalan dan mengakomodasikan kepentingan. Juga, hampir semua subjek
menyadari bagaimana membuat prioritas, membangun kompromi, mengwar
strategi agar terjadi barmoni sntara kepentingan parfai, pilihan personal dan
kemudian memunculkan refleksi diri mereka. Pada tahap ini kedewasaan mereka
dalam mengolah nilai politis, nitai organisasi, nilai personal, nilai kebijakan dan
nilat ideologis sangat menentukan langkah yang diambil.

Dalam aspek psikomotorik, hampir semua subjek mempunyai kematangan
dalam membuat keputusan yang tepat, tidak memperparah kontroversi, dan
mepgakomodasikan  kepentingan.  Ini memerlukan  kedewasaan  berpikir,
pengalsman  berorganisasi  yang  panjang  dan  kadangkala  mcengalabkan
kepentingan parsonal. Kadangkala suljek harus membuat keputusan genting yang
membahayakan Jiwa ketika protes dan demonstrasi fegjadi untuk melawan
keputusan undang-undang. Selain Ny, tekanan di antara fraksi dan persidangan
undang-undang lain juga memberikan tekanan psikologis dan politis vang tidsk
mudsh, YY yang sebagai ibu tetepi juga sebagai pimpinan Komisi, misalnya
mempunyai pengetahuan, pengalamao dan Kematangan yang mampu membawa
seluruh  anggota komisioya ke sah berhastinys RUU menjadi UU, i
memerfukan fangkah untuk mengonipromikan kepentingan partal dan menekan
kepentingan pribadi. Dan sebagai kelua Komisi, sering kali harus membuat
keputusan seketika yang memer'ckan akumulasi kognitif, afektif  dan
psikomotoriknya,

Memang, sebapai anggota DX Rl yang sefiap hari berhubungan dengan
pembuatan kebijakan di satu sisi d.:: ada berbagai kepentingan di sisi lainnya,

subjek memerlukan stratepi agar unding-undang Pomnografi yang secara personal
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ingin didukungnya. Strategi yang diambil sering kali harus mengorbankan diri
dengan misginya membuat lobi, mempengaruhi konstituen, membujuk publik, dan
sebagainya apar memahami substansi dan konsistensi integral pasal-pasal dalam
undang-undang. Namun, dalam keselurehan proses panjang undang-undang ini,
juga diakui oleh beberapa subjek memberikan pembelajaran baik politis maupun
parsonal. Secara politis ES misalnya paham bahwa isu kontroversi yang mesti
melampaui proses panjang mampu memberikan pendidikan politis kepada publik,
yang pada akhirnya subjek ini mengumbil kesimpulan akan pentingnya sebuah
proses bukan hasil akhic diundangkasnya UU Pornografi, Subjek lain juga
mengalami proses pembelajaran dalawy variasi vang berbeda, bagaimanapun nilat
politis, niksi organisasi, milai personal, nilat kebijakan dam nilai ideologis
mempengarohi keseluruhan pembela’oran dalam proses panjang penggodogan
undang-undang Pomografi ini.
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RESPON PADA TAHAP AKHHR
PEMBAHASAN UU PORNOGRAF]

Kelompok pevempuan yang ad di masyarakat tiu, ada yong menolak ada yang
nggak kan? Kita mernerinmg terus gitu, mereka yang datang ke fraksi Golkar,
kiia ferima dengan baik, kenuuclion yang menclok juga kita terima
dengan baik. Wilaupun mereka ity ada yang sampai emosi, naik
ke atas kurst segala macem, ngancem-ngancem, yu lenang saja.

Nggak ada soal. Yang penting jangan sempal mercka melska
tubuh kita, fisik kita gitu To. Kalew banya kata-kata ita
cemoshan ity biasa

(CN, Portai Golkar, wawancara 2 September 2009}

Dari pemibahasan bab 111, IV, dan V, tampak babwa profi subjek yang
difampilkan melalui latsr belakang politik keluarga, pengalaman organisasi,
pendidikan, pengalaman politik, motivasl, dukungan dan beberapa aspek lainnya
ditambah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang membentuk respons
perempuan dalam proses paniang dan disamika penyvususan UU Pomografl.
Dalam bab ini akan dianalisis secara spesifik keterlibatan langsung subjek dalam
penvusupman UU Pornoprafi. Ferguson mengingstkan babwa bagaimanapun
feminis perlu membuat pembatasan bukum, membuat penilaian moral manapun
yang menstigmasi minoritas seksual dan karcna it perlu membuat batasan

kebebasan bagt semua (Tong 94}

Penvusupan undeng-undang ini memakan waktu sangat lama, menuai
kontroversi yang melelahkan, dan menguras pemikiran dan energi dalam
perdebatan vang panjang. Dimulai dari pengajuan usul inisiatif oleh Komisi VI
pada tangeal 23 Juni 2005 sampai pengesahannya di rapat paripuma tanggal 30
Okiober 2008, penyusunan RULS ind menarik perhatian banyak pihak. Oleh karena
itu, respons perempuan anggota DPR yang masuk dalam Pansus Pornogrsfi juga
tidak berdisi tunggal namun dipengarubi cich berbagai fakior yang melingkupi
seperti, kebijakan partal, keinginan konstituen, masukan gerakan perempuan,
pitihan atau sikap perempuan secara personal sebagai anggota DPR, dan berbagai

kesibukan mercka pada sast yang bersamaan dengan pembabasan RUU. Justru
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pada masa penuh tekanan seperti ini, menarik untuk dilihat apakah suhiek sejalan
dengan peryataan Ferguson untuk “merebut kembali kendali atas seksualitas
perempuan dengan menuntut hak untuk mempraktikkan apapun yang memberikan

kita kenikmatan dan kepuasan (Tong 94).

Bab ini akan dianalisis respons perempuan secara langsung dalam bentuk
kehadiran, keterlibatan, masukan, dan pada ssat penpesahan. Aspek kehadiran
penting untvk dianalisis, menurut ES subjek dari PDIP mengatakan bahwa
bagaimanapun kehadiran diperfukan dalam proses penyusunan ini. Jika aspek
kognitif, afektif dan psikomotorik menganalisis sccara uwmum, Bab ini
menganalisis kesungguhan masing-masing subjek dalam keterbibatan lfangsung
dalam proses penyusunan undang-undang ini. Kemudian perlu juga dienalisis
keteriibatan langsung, misalnys sebagai Ketua Pansus, anggota, atau apapim
keterhibatan vang ditunjukkan selama proses pesyasunan inl Juga, tesis ini ingin
melihat kuvalitas masukan yang diberikan pada masa penyusunan. Kualitas
masukan ini merupakan perpaduan  antara  nileinilal  yang  diperoayai,
pengetahuan, kesadaran don keputusan seketika yang secara terintegrasi diberikan

oleh subjek dalam proses panjang penyusunan undang-undang.

Karena bab ini memotret langsung proses penyusunan, akan terlihat
bagaimana sikap dan reaksi seketika subjek sebagai perempuan dalam arena
politik yang maskulin dan institusi vang seksis {Lovenduski} seperti DPR RIE
Walaupun pornografi bisa terjadi pada persmpuan dan laki-laki, kenyataannya
dalam seluruh proses panjang penyusunan undang-undang ini pormografer adalah
taki-laki dan korban pornograft adalah perempuan (Dweskin, MacKinnon, Daly).
Memang ketike sampai pembagian area semacam ind, isu pornografi menjadi area
esengialis. Bagl Ferguson (Tong:94) upava-upaye keterlibatan ini memang harus
ditempuh dalam rangka membuat resisten terhadap praktile-praktik seksual yang
mendukung atau menormalkan kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Karena
ity Bab ini akan mendiskusikan sejauh mana resistensi subjek dalam penyusunan
undang-undang ini dalam proses pembahasan misalnya rapat kerja, rapat pansus,

panitia kerja (panja), konsinyering, dan rapat lainnya, kemudian keterlibstannya
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dalam rapat-rapat tersebut dalam konteks substantif dan bukan hanya sekeder
keterlibatan fisik, bagaimana perempuan menvampaikan serta memformulasiken
pendapat dan masukannya, serts sikap dan tindakannya dalam proses pengesahan,
Hal ini perlu dibahas mengingat banyek yang masih percaya bahwa kehadiran
perempuan dalam rapat-rapat lebih penting dari pada menghadiri rapat paripurna
pengesahan. Ketidakhadiran ini mngkin karena anggapan rapat paripurna sekedar
upacara seremonial yang fidak substantif, atau juga karena alasan politis sikap

menalak politik partainya.

&.1. Proses Penyusunan Undang-undang

(Proses Penyusunm:'n\

uup
Kehadiran

= Keterlibatan

= Masukan

» Ponpesshan

e )

6.1, Respoons Langsung Percmpuan Anggofa DPR Ri

Sepertt telah  disinggung  sehelumnya, respons langsung  perempuan
anggota PR R akan dianalisis dalen kehadiran, keterlibatan, masukan, dan pada
saaf hasil akhir pengesahan undang-undang Dalam melihat kehadiran, saya
mendapatkan data dari daftar hadir selama sidang-sidang penyusunan undang-
urdang  ini berlangsung. Keteriibatan juga diznaligis baik dan dokumen
persidangan mavpun wawancarz langsung dengan subjek. Sedangkan untuk
menganalisa kualitas masukan, kecuali didapat dari wawancara langsung juga dari
DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang didapat dari sekretariat DPR RI. Secara
keseluruhan, respong Jangsung ini dapat dilihat sebagai berikut:

6.1.1. Kehadiran
Dalam melibat kehadiran subjek, perle memahami proses makro dan

identifikasi sidang-sidang yang diselenggarakan selama proses  panjang

penyusunan undang-undang Pornografi. Seperti dijelaskan sebeluminya undang-
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undang ini sebenarnya telah digjukan oleh Pemerintah (Kantor Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan) pada masa pemerintahan presiden Megawati tahun
2002, tetapi ditolak karena tidak mendapatkan cukup pendukung (BF, CN, YY)
Kemudian diajukan lagi sebagai usul inisiatif dari DPR RI, dengan melalui proges
usulan kepada Pimpinan DPR pade 23 Juni 2005 oleh 45 anggota, wafazz;zuﬁ
syarat pengajuan hanya perlu dari 17 anggota (wawancara ES, 6 November 2009,
Dilanjutkan Pembahasan RUU Pornografi dimulai pada masa persidangan [ tahun
sidang 2006-2007 sampai dengan masa persidangan I tshun sidang 2008-2009.
Dari daftar rencana jadwal acara pembahasan RUU tentang Pormografi vang ada
di Pusat Arsip dan Dokumentasi DPR R, terdapat 7 kall Rapim, 23 rapat Pansus,
17 rapat Pania, 20 rapat Timus, 2 rapat Timsin, 5 kali Raker, 1 kali Rapat Dengar
Pendapat Umum {RDPU}, 2 kali rapat Bamus, | kali konsinyering, dan 1 kali
rapat Paripuma (Data dari Sekretariat DPR). Meskipun tidak ada daftar absensi
untuk melihat tingkat kehadiran perempuan, nampn menurut pengakuan subjek
rata-rata kehadiran mereka sebagai anggota Pansus Pornografi cukup baik.

Sebagaimana terlihat dalam tabel kehadiran subjek berikut ini:

6.1, Daftar Hedir Persidangan I'V Tahun Sidang 2007-2008

™
-

Jenks Rapat
Pania 11/6/08
Pania 12/6/08
Pania 186/08
Panjs 1955/08
Panis 23/6708
Panjz 26/6/08
Kansinyering | 27/6/08
Konsinyaring {1 29408
Konsinyeeing 2876408
Pania 212708
Yimus I6/7A08
Pania 15/9/08
Pania 23/%08
Pania 24/9/08
Pania #1008
Pania 16/10/68
Pasia 17710/08
Panja 22/10/08
Panjz 22/10/08
Panja 23/10/02
Panja 27/10/08
Panja 28/10/08
Rauker Pansus 28/10/08
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Jumlah I 12 IV 61 | 129 L1 MY & §20¥ 3%
£ i
Sumber: Pusat Arsip dan Dokumeniasi DFR R, diotah kembali oleh pesdis,

Subjek tidak pernah secara sengaja meninggalkan rapat-rapat pembahasan
kecuali ada hel-hal yang mendesak dan prioritas harus dikerjakan. Setelah
dikonfirmasi dengan sesama subjek, semuz mengakni bahwa kehadiran
perempuan cukup baik. Meskipun karena kebijakan parfai membuat ES sempat
keluar dart Pansus, nsmun desakan kelompok perempuan menyebabkan ES masuk
kemball. Berikut petikan wawancara ES yang mendukung pernyataan mereka.

Nah, kalau bentrokan, kemarin aku gak merasa banyak bentrok nya, Mbak.
Aku bise lihat seguence-nya, Di sana wakiunya yang panjang, aku milih
yang panjang, kalan di level yang satunya masih pansus.. Kalau kemudian
masuk timsin aku tinggal, karena teknis saja. Aku milih di panja A... jadi
aku lihat mana yang penting gim. Tapi. kayaknya nggak ah, absenku
bagus dan aku rajin, mbak. Gak terus bolosan gitu, Mbak. Gak bentrok-
bentrok begitu Iho (Wawancara ES, 10 November 2009)

Pada umumnya subjek berusaha untuk menghadiri sectiap rapat
pembahasan meskipun agenda mercka sangat padat. Nampak bahws mereks
berusaha membuat skala priodtas diantaral jadwal pembabasan. Alasan vang
mereka pertimbangkan adalah substansi rapat. Walaupun mereka harus abgen,
pada urnumnya mercka berusaha untuk menitipkan agenda kepade teman yang
berasal dari fraksi vang ssma. Schagai contoh, LI, asal PAN, pada szal yang
bersamaan sedang meniasdi Kefus Pansus Penyusunan RUU  Pomograli
Penghepusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), karena itu berussha
membagi peran dengan leman sesama fraksi sebagaimana vang ia sampaikan saat

WEWahoary,

Dari PAN kan juga ada by Nini, ketika saya sggaek hadic di RUU
Pornografi karena harus ke PTPPO, saya nifip ke bu Nini. Kadang juga
sms-an menanyakan apa vang sedang dibahas dan memastikan apa yang
menjadi agenda kita tersampaikan (Wawancara L1, 2 September 2009).)

CN, sebagai pimpinan Pansus juge menyetujui pengakuan ES tentang
pentingriya kehadivan  perempuan  dalam  rapat-rapat penyusunan, dengan

mengatakan:
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Tidak ada, karena malah perempuan-perempuan ini yang bertahan. Tidak
ada perempuan yang aduh npantuk jangan malam dong, itu tidak ada. Ya
kayak malam itu saya sampai jam 01, itu ada teman saya namanya [bu
Farida umurnya sudah 70 tahun ya sampai jam satu juga. Saya sudah
bilang, Bu swdah pulang saja anu sudah malam, masih berapa lagi yang
bertanya? 10 kata saya itu seperti itu. Nah ini sudah jam 24, iya makanya
ibu pulang saja, nggek mau pulang. Ya sampai jam 01, saya ke rumah
hampir jam dua waktu i (wawancara CN, 2 September 2009)

Ada yang menarik dari pernyataan LI la sampaikan dalam wawancara;

Y3 jelas perempuan itu, kenapa toh ada perempuan di DPR, saya selalu

bilang ada keterwakilan eksistensi dan ada keterwakilan ide, secara fisik

perempuan harus hadir itu, seperti gambarannya menvusui perempuan ity
tidak bisa digantikan. Halhal yang berkaitan dengan perempuan ity
memang harus diputuskan oleh perempuan dan tidak bisa kita wakilkan.

Pernyataan subjek di atas mengingatkan kita akan pendapat Lovenduski
dalam Politik Berparas Perempuan tentang perwakilan substantif yang dimakaai
sebagal perwakilan kepentingan. Dalam berbagai situasi politik, perwakilan
kepentingan menjadi lebih penting daripada sekedar perwakilan kelompok.
Menurut pandangan feminis kontemparer, kehadiran perempuan di parlemen
penting untuk mengubah budaya dan prioritas-prieritasnya dan terafama untuk
meningkatkan cakupannya (Lovenduski: 42). Kesadaran bahwa kehadiran
perempuan dibutehkan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ide atau gagasan
dipahamni dengan baik oleh LI. Ada yang tidak tergantikan manakala perempuan
absen dari sebush forum atau ruangan. Ada pengalaman dan penghayatan
perempuan yang tidak dialami dan dirasakan oleh laki-laki., Alasan itulah yang
menguatkan pendapat LI tentang pentingnya kehadiran perempuan.

Saya melihat bahwa belum semua subjek mempunyai pendapat yang sama
dengan LI. Bahkan mungkin masih ada yang berpikir bahwa keterwakilan atau
kehadiran perempuan tidak terlalu penting jika dapat menitipkan pesan kepada
Iaki-faki, vang artinya dia mengangpap kehadiran secara fisik dan ide atau
gagasan menjadi sama pentingnya. Ini pendapat yang tidak begitu benar, karena
anggota DPR RI yanp badir dan menerima pesan belum fentu menpuasai
persoslan schingea memeriukan kerjasama atau berkolaborasi dengan anggota

lainnya atau sebaliknya anggofa yang cerdas dan menguasal persoalan belom
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tentu mampu memaksakan ide atau gagasannya yang brilian tanpa keterlibatannya
dalam sebuah proses.

Fal menarik lain dari kehadiran subjek adalah presensi mereka, Menurut
data yang terdapat di Pasat Arsip dan Dokumentasi DPR RI, kebadiran subjek
selama mesa persidangan 1V wmhun sidang 2007-2008 dari 23 kali rapat baik
Raker, Panja, Timus, Timsin, dan Raker Paripuna pampak YY/PKS hadir paling
rajin dibanding empat subjek lainnya, la menghadiri 20 kali dengan 3 kali izin,
BF/PKB hadir 17 kali dengan 6 kali izin, LI/PAN hadir sebanyak 14 kali dengan 9
kali izin, ES/PDIP hadir 12 kali dengan 9 kali izin, dan CN/Golkar hadir 11 kali
dengan i2 kali izin. Realita inl nampaknya menarik untuk dicermati. L1 vang
kehadirannya lebih banyak dibandingkan dengan ES padahal LI pada waat vang
bersamaan menjabat Kefoa Pansus PTPPO.

Yang juga penting untuk diamati adalah kehadiran Y'Y yang paling banyak
hadir dibandingkan empat subjek lainuya. Saya melihat ada beberapa alasan yang
melatarbelakangt kehadirannya. Pertams, YY memiliki rasa tanggungiawab yang
besar sebagal pimpinan Pansus, karems perle memimpin sidang, veng perlu
menyclaraskan pendapat kontroversial. Kedua, YY memandang perlo uniuk selalu
hadir dalam mengawal substansi RUL, seperti dalam pernyataannya:

Oh iya sangat sering, makanya saya bilang, itw untuk komisi delapan saat
im. Periode lama juga seperti itu, ibu-ibu itu sangat diperhitungkan.
Karena kadang-kadang ibu-ibu ftu menguasai substansi, banyak belajar
kalau ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak ity yaag global-global, sekilas,
masalah yang detil tidak tahu... nah nanti kita menangnya nasalah-
masatah vang detil. . . {wawancara Y'Y, 30 Oksober 2009},

Kehadiran memang bukan satu.satunva aspek yang berkoniribusi pada
proses penyusunan UL Pornografi namun kehadiran menunjukkan banyak hal,
antara lain kesiapan perempuan angpota DPR untuk bekerja dan melaksanakan
tupoksinye, kehadiran menyiratkan kemampuan perempuan dalam menguasai
topik atau tema pembahasan, dan kehadiran menunjukkan kesiapan subick
memperjuangkan e alau gagasamnya (orutama e yeng terkait dengan
kepentingan perempuan.
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6.1.2. Keterlibatan

Pemyusunan UL Pornografi bukan hanya menuntut kehadiran subjek
namun diperiukan keterlibatan dalam prosesnya. Keterlibatan yang dimaksud
antara lain keberanian menyampaikan gagasan, menyanggah pendapat orang lain,
mencari cara atau jalan antuk meyakinkan orang dengan istilah setenpah kamar,
iobi, atan komunikasi politik, dan menguasai isu pembahasan. Sepintas nampak
mudah, namun di tengab gelombang kontroverst RUU Pornografl, tentu
perempuan  harus  menunjukkan daya juanpnya dalam  proses-proses yarz;g
berlangsung.

Dalam penyusungn UL, pemikiran, ide, atau gagasan sescorang akan
terekam dalam risalab rapat-rapat pembahasan termasuk pembahasan DIM (Dafiar
Inventarisasi Masalah). Hampir semua subjek mengakui babhwa perempuan vang
terlibat daiam pansus Pornografi memiliki keberanian untuk menyampaikan
pendapat. Apalagi, mekanisme vang dilakukan dalam: rapat-rapat pembahasan,
biasanya pimpinan akan mempergilirkan setiap anggota untuk berbicara. Jadi,
hampir dapat dipastikan semua angpota pansus, tidak terkecunali perempuan,
pernah  berbicara atap menvanipaiken pendapatnya di dalam rapat, Hanya
masalahnya substansi pembicaraan itulah yang akan menjadi poin penting dalam
pembahasan sub-bab inl

Dari data yang dikumpulken, nampak kelima subjek penclitian tidak
sembarang bicaca. Mereka berupaya menyampatkan ide, gagasan, keinginan
konstituen, masukan media, dan kebijakan partai dalam pembahasan berdasarkan
wawasan, pengetahuan, dan persiapan vang mereka lakukan, Schagai contoh, UN
dan Y'Y menyebutkan tentang jenis persiapan yang ia lakukan dalam pembabasan
RUU Pomografl.

Ya termasuk pornografi ini. Jadi, setiap kita akan membuat RUU itu
biasanya fraksi saya mengundang para pakar. Bukan hanya sekali tapi bisa
sampai per minggu, satu minggyu satu kafi kita diberi pencerahan, Kayak
kemarin waktu UU pemilu, seminggy sekali kita diskusi sama pakar itu.
Jadi jauh dari sebelum kita membuat draft itu, kita sudah diskust dengan
para pakar, Misalnya minggu ini mengundang siapa, minggu depan
mengundang siapa, siapa gitu. Kalau di fraksi Golkar seperti itu, kalau di
fraksi lain sava tidek tahu (wawancara CN, 1 November 2009)..
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Ya...tidak hanya baca saya juga ikut nonton film-filmnya, baca Jakaria
Under Cover, Jakarta Under Ground, saya baca semua buku-buku yang
Muamar MK itu yang buku satu dan buku dua, untuk mengikuti
bagaimana masyarakat Jakarta ya saya baca semua, saya juga nonton.
Kenapa punya niat itu? Karena wah betapa rusaknya kalau ini dibaca olel
orang yang tidak punys selektivitas gito ya, iya tidak bisa memilih ya...

Oh iya...saya kan sering diundang atau saya inisiatif untek sosialisasi.
Ketika misalnya kita kunjungan kerja, mereka tidak meminta, ya kita yang
sosialisast dan minta masukan dari mereka. Pokoknya kita mengundang,
says belalar dari para psikolog ya waktu itu, bukan kepada suami saya tapi
para psikalog gitu ya,..ahll syaraf. . Xita belajar dari mereka. . .(wawancara
YY, 30 Oktober 2009},

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kesungguhan dalam
mencari informasi tentang substansi pomografi dart beberapa sumber, mencari
masukan dari publik, dan kalau perlu mencari pengalaman langsung, kesemuanya
ini demi menjalankan tugss dan tanprungiawabnya sebapal angpota dewan yang
sedang terlibat dalam proses penyusunan, Persiapan semacam ini juga dilakukan

oleh ES dengan cara mempelajan UL negara lain, berikut pendapatnya:

Pomografi aku studi beberapa undang-undang ya. Undang-undang yang di
Amerika aku pelajari, aku minta khosns ke USAID, kaya apa punyamn
termyata memang clear, judulnya saja  Children Protection Over Anti
Pornograli untuk proteksi anak-anak, jadi nggak pornografi gelondonigan
nggak mba (wawancara ES, 6 November 2009).

Agar mampu memberikan masukan substansial, ES mencart sumber
pembanding dari negara lain, Safzh satu tupoksi (tugas pokok fungsi} anggota
DPR adalah menyusun kebijakan, karena itu penguasaan substansi menjadi
penting. BF juga mempunyal pendapat sama dengan cara membangun penguasaan
substansi yang berasal dari berbagat aspek, jelaring, komunikasi politik dan
publik, dan dukungan, Berikut ini pendapat BF:

Relatif  juga kadang fergentung juga  muatannya, siapa yang
menguszhakan seberapa dukungan terhadap suara thy, Ini perempuan juga
kalo bersuara jangan terlau PD sendirian Iebih  batkk  membangun
partisipasi jengan terlalu PD lebih baik melihat sitvasi membangun dulu
hubungan gity Ken, kerens kalau sudah membangun hubungan kan mudah
karena politik itu kan intinya punys dukungan pikiran-pikiran kita yang
kita inginkan, dan seringkali kalau sudah ada dukungan seperti itu kita
tidak hanya dibutulikan kite ketemu pada ruangan formal ya, tapi di luar
it kita sharing, ngobrol personal supaya Kita saling memahami gapasan,
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itz pengalaman saya jugs Kalu mau membangun komunikasi-komuntkasi
positif di luar agenda rapat, i jupa memudahkan kita kelika kita
mempunyai gagasan lerfentu akan lebih mudah di fahami karena orang
mamahami, iya ya konstruksi pemikiran kita secara uwmum. Jadi
komunikasi di luar gedung parlemen, maksudnya di luar ruang resmi lah
(wawancara BF, 30 Oktober 2009).
BF memandang membangun jejaring penting artinya, karema keterlibatan
perempuan dalarn penyusunan UU Pornografi tidak dapat dilakukan sendivian. BF
juga berpendapat persatuan perempuan perlu digalang dalam memperjuangkan
kepentingan pereropuan  yang diimplementasikan dalam  pasal.pasal UU
Pornoprafl, Hal ini juga diskui oleh UN pada saat pembahasan UU Parpol dan
Pemily, pada saat ite perempuan bersatu memperjzangkan kuota keterwakilan dan
beberapa aspek lainnya. Sayangnya justru dalam pembahasan RUU I’omogrdfi
pendapat perempuan terbelah, Hal ini juga memengaruhi keterpaduan perempuan

dalam memberikan masukan:

Iya, jadi kayak kemarin itu UU Pemilu im dan UU Parpol i
Perempuannya bersatu suaranya sama, va akhimnya kalah juga laki-lakinya,
untuk kepentingan ini. Kemudian untuk masalah budgeting jugs, kalau
kifanya ya itu tadi, intinya sdalah yang memperjuangkan perempuan ya
perempuan, Jarang  laki-leRi  vang memahami.. (wawancara N, |
November 2009).

Keterlibafan perempuan  scbagaimana dijelaskan di atas memang  sangal
diperlukan mengingat perempuan mampu berpikic rinci dalam  mencermati
persoalan dan memiliki ketahanan yang lebih keitka mengemukakan argumen.
Dalam  konteks RUU Pomografi, yang mampu menyoroti hal-hal yang
kontroversial juga anggota parlemen perempuan. Bebetapa subjck babkan

mengomentari dengan kritis seperti berikut int:

Pomagrafi, jelas. Aku herbadepan orang vang ngeyel, argumennya fidak
jelas tapi minta mepang. “Saya ini dokter ginckologi, ahli tentang seks.”
Tas pak dokter siaps itw? Aduh tubh sapa itu ya...lupa sku...mukanya
inget...Pakpahan. Jadi cars membungkam saya, ketika ngpa kuat
berargumen masalsh hukum, dia menggunakan i, Membungkam. Adub,
aku mau tak turutl tapf gak jelas, fapi gak ditunati ini penyesatan, kayak
gity Tho, Mbak. Jadi aku melihat crang pengin menang, at all cost,
Meskipun secara hukum lemah. Aku melibatnya seperti itu. “Lha ini kan,
kuitur kita, Bu. Nilai-nilai budaya.” By, Kita ngomong tentang positive
lmw, yang jelas ukurannya sehingga penegakannya itu gak aduk. Kan ada
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di dalam Tap MPR, sesuatu yang moralitas dipaksakan ke dalam hukum

positif.” Debat terus dong, wkuran batk-buruk. Ifu kan ndek bisa toh,

Mbak, dalam hukum positif, pantes-gak pantes. Dan aku ngomong, “Bu,

perempuan iu justru korban, jangan dihukum” Terus aku miki

mikir.waduh.. ini problem dalam bermasalah, masih patrial, bahwa
kemaksialan sumbernya perempuan, Bahwa PSK banyak percmpuan,

Repot toh kalau bepitu (Wawancars ES, 10 November 2009),

Dari pernyataan di atas nampak bahwa ES bhetub-bete! terlibat den
melibatkan perassannya dalam proses pembahasan. Dengan demikian dinamika
pembahasan RUU Pomograft memang diperkaya oleh variasi pergpektif, alasan,
dan argumennya dard para anggota Dewan. Selgin keterlibatan dalam bentuk
persiapan dan penguasaan substansi, perempuan juga mesti berhadapan dan
berargumen langsung dalam menghadapi pendapat kontroversial. Mereka harus
berkeliling daersh untuk melakukan ufi publik, menyosialisasikan draf RUU di
depan pubemnur kepala daesrah, uwnsur muspida, das  kelompok-kelompok
masyarakat. Tidak semua daerah vang mereks kunjung! mencrima RUT tersebut.
Mungkin akan lehih mudah bapi anggofs Dewan berkunjung ke daerah yang
sikapnya mengrima tetapl menjadi tantangan tersendiri terjun ke daerah yang
memang sejak awal sudah menolak. Diperlukan kesabaran vang tinggi dalam
menghadapl penolakan, meskipun RUU Pornografl ini mengaiami perubahan tiga
kali demi mengakomodasikan persoalan yang diperdebatkan, fetap saja pada
daerah tertentu kedalangan angpota Pansus ditolak atau digambut dengan
demonstrasi atau bahkan ancaman. Lihat pengalaman CN, BF dan Y'Y berikut ini:

Saya mimpin ke Bali, di mana saya dikata-katain sedemikian rupa, va
sudah lah nggok apa-apa. Yang menyenangkan jika pada saat uji publik itu
masyarakat mencrima dan mengharapkan segera. It kita alami, pada saat
kita ke Sulsel. Jadi, undang-undang pornograll Kita ut poblik, ya sudeh
pastikan, di sana itu mulai dari waktu itu yang menerima kita sekdanya
kemudian kepala-kepala dinasnya, kemudian masyarakatoya, juga tokoh-
tokoh masyarakat semua menerima. Senang banget kitanya, (wawancara
CN, 2 September 2009).

Saya datangnya di Sulawesi Utara, kebetulan ke Bali saya nggak datang,
waktu its ke Svlawesi Selatan, equal lah antara vang pro dan kontra, Tapi
semua tempat gitu pro Kontra tapi seru kalau  yang  kontranya hebat
Frukan kita sampai uji publik dua kali UU yang lain itu fidak ada, cukup
sekali saja. Udah mau selesal turunkan lagh supaya Ullnya jadi tidak
terlaly, setidsknya sudsh mendenganr aspirasi. Wakiu itu kan kelompok-
kelompok dart Gubernur yang di Bali dan bagian timur. Kita datang va
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begitu kita datang, kita pulang langsung (wawancara ES, 6 November
20093,

Yang hadir banyak, vang setuju banyak, yang flat juga banvak. Yang sms
bisa sampai 800 sms ke saya. Baik sms dukungan ataupun sms cercsan. Ya
walaupun jumlah yang mencerca itu lebih sedikit, tapi semuanys
menyakitkan kalau diambil ke hati. Kan misal caciannya i, “anjing
fo...dasar o bukan perpmpuan”, jadi nah ini yang membuat saya lueu gitu
va, aspirasi dari masyarakat penolak UU ini luar biasa, Ul kekerasan
dalam rumah fangga ve, UU praktik kedokteran dikarenakan says tidak
punya ilmunya tapi saya terjun ke siftu jadi tertanfang banyak bertanya
kepada teman-teman menjadi banyek tahu istilah kedokteran. UU
fornografi yang paling monumental. .. {(wawancara Y'Y, 30 Oltcber 2009).

Keterlibatan perempuan di parlemen bukan persoalan yang mudsh
mengingat dunia politik dan parlemen adalah ruang yang sudah berdiri puluban
tahun lamanya dan didominasi oleh mayoritas laki-laki, seperti pengalaman
Lovenduski di Ingoris. Mulai dari tata atiran, mekanisme, budaya, prioritas, dan
pilihan-pilihan bahasa juga mencerminkan nilai-nilai maskulin yang dipengaruhi
nilal patriarki. Ini sejalan dengan pernyataan Leo Agustino yang menyatakan
bahwa kaum laki-laki sudah sejak lama memasuki dunia politik dan bahkan
mendominasinya, Mereka merangang tata aturan, sistem, mekanisme, dan standar
evaluasi di ruang politik sesuai dengan kemauan mereka, karena ifu peérempuan

merasa dak nyaman dengan budaya politik maskulin {232).

D1 antara harapan dan realita, kelebthan dan kekurangan yang dijumpai
pada anggota DPR R, saya melihat bahwa perempuan memiliki ketangguhan
menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Sebagai contoh, YY wyang
mendapatkan 800 pesan singkat oi fandphone yang berisi ancaman bahkan kata-
kata kotor, ON pun mengakui sudah terbiasa menghadapi orang atau kelompok

raasyarakat yang melampiaskan kemarabannya,

Ada omng datang kesini marah-marah  juge sudah bissa, Kita
menanggapinya biasa saja. Kalaw ada orang datang namanya tamu.
Kemarin ada vang datang 70 orang datang ke fraksi saya, waktu Ul
pornografl, sudah marah-marah semua. Kita tepang saja. Jaminan Produk
Halal {JPH} kemarin juga begitu, ramai satu komisi penuh. Kebetulan
teman sava yang pimpin, pak Hakam, dikeroyok seperti itu, tidak apa-apa.
Biasa saja (wawancara CN, 2 September 2009).
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Persoalan di atas masih ditambah lagi dengan risiko dianggap melakukan
kesalahan atas keterlibatan mereka dalam pembahasan RUU Pornografi, salah

satu subjek mengakui hal itu.

Jadi saya pikir untuk masalah soal cara, strategi ya sudah lah kalau nanti
saya dimarhin ya dimarahin. Bahkan saya baru saja lapor karena PKB
kan ada Kiai A, Dewan Syura, baru paginya saya lapor pada Kiai. Pak
Kiai, begini-begini, dan saya sudah tandatangan. Ya sudah gitu saja,
nanti kalau ada sesuatu yang masih harus diperbaiki bisa diperbaiki di
kemudian hari, enteng gitu, jadi dan saya kira itu jawaban normatif tapi
sangat bijaksana, semua UU juga begitu kan, masih bisa diperbaiki. Jadi
yang dipersepsikan orang Pak Kiai seperti ini padahal faktanya juga ga,
proses-proses internal juga sering kali tidak sama dengan logika publik di
luar yang fokusnya ke wacana, jadi ya itu penandatanganan, Pak
Rusmin bilang jangan tanda tangan dulu, saya belum sempat ke pak
Kiai, tapi karena harus cepat, maka saya tandatangani dulu, ya udah.
Ancaman pun sempat diterima oleh ES dari kelompok pendukung RUU
Pornografi. Ia mengaku ancaman tersebut tidak lantas membuatnya takut. Berikut

petikan wawancaranya:

Udah siap. Sebetulnya gak siaplah. Aku, dari situasi yang aku hadapi, ya
kebetulan syarafku gedelah urusan biasa berantemlah, jadi tahan aja.
Sampai FPI mengancam mau menelanjangi, santai aja. MUI ngancam,
santai aja. Gimana orang ini ngomongnya pasal ini ndak sesuai ini, dengan
prinsip HAM dan sebagainya. Mostly they don't know about Human Right,
Mbak. Orang-orang itu emosi (wawancara ES, 6 November 2009).

Melihat pengalaman keterlibatan perempuan seperti di atas, nampaknya
mereka mempunyai nilai-nilai yang diyakini khususnya, hal ini membuat mereka
kuat dan bertahan dalam situasi yang disebut oleh Agustino dan Lovenduski
sebagai institusi yang maskulin. Dalam Bab IV, saya mengutip pendapat Agustino
bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi atau melatarbelakangi perempuan
dalam merespons, yaitu pelitical values atau nilai-nilai atau standar politik,
organization values atau nilai-nilai atau standar organisasional, personal values
atau nilai-nilai personal, policy values atau nilai-nilai atau standar yang mewarnai
kebijakan publik, dan ideological values atau nilai-nilai atau standar-standar
ideologis {163-164). Nilai-nilai ini berbaur dengan pengetahuan dan pengalaman

mereka yang membuat mereka mampu dengan tangkas menolak, menyetujui,
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mengusulkan perbaikan, mendukung, dan mengakomodasikan ketidaksetujuan
demi terwujudnya kesepakatan,

6.1.3, Masukan

Keteritbatan subjek dalam penvusunan endang-undang Pornografl bukan
sekedar keferlibatan fisik dan emosi juga perlu kemampuan wituk memberikan
kontribusi dalam gagasan, pemikiran pads masa panjang pembahasan substans
undang-undang. Dlari risalah rapat dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) saya
mendapatkan sejumlah fakia babwa subjek mewarnai banyak pengambilan
keputusan cdan bahkan pendapatnya fertuang secara langsung dalam pasal-pasal
UU Pornografi, Yang menarik dart temuan saya adalah antars subiek satu dengan
vang lain saling mengapresiasi kegigihan dan daya juang mereka, Seperti
komentar CN ientang BF atsu komentar YY terhadap LI. Semuanya saling
menguatkan dan mengakul peran yang sudah mereka dilakukan seperti kutipan
dislog mereka berikut ini:

Kalau saya lihat perempuan di komisi dolapan tdek ada yang diam, semua
aktif. Jadi di sans sukn dibilang kalau lelaki di sarang peavamun,
istilahnya...dt komisi delapan, perempuannya pemberani-pemberani. Bu
BF, Bu L1, Bu Ruri itu semua orang-orang voeal, Bu CN. Jadi sava melihat
mereka adalgh orang-orang yang sangat pas ya, untuk mewakili
perempuan (wawancara Y'Y, 33 Oktober 2009),

Kalau saya lihat 70-80% dari perempuan yang ada. Kayak By IT, Bu YN
itu orang-orang yang bagus pengalaman, wawasan doan kuat, Ba LI juga,
pernah menjadi ketua pansus srafiking, Bu BF...tu kuat sekali bu
BE...(wawancara Y, 30 Oktober 2009).

Iya ada, jadi, yang sering memberikan solusi ite Bu BF justru. Bu BF ity
sering memberikan solusi terhadap defenisi-defenisi atau maksud-raksud
dari padia yang kita meksed, misalnya defenisi tentang pornografi itu apa,
defenisi tentang pornoaksi it apa, ibu BF lebih sering. kalau mentok nanf]
dia membuat kalimal, mempericlas itu, orang lain, bisa menerima
fwawancara ON, 2 September 2009},

Bu, ndak ada satu pun yang tentang snak. Mari kita bikin, Aku sams by
YY akhimnya bikin umtuk draf’ yang kedoa. Meskipun ‘gueger’ vang
pertama begitu. Mobilisssi Makde-Pakde. Kok crang-orang jadi bodoh
sernua, sih? Aku kan ngga anii pomografi, tapi mbok yao ngomaong gitu,
Tho (Wawancars ES, 10 November 2009).
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Masukan subjek dalam memberikan masukan pada sast pembahasan
memberikan warne pada hasil UU Pomograft. Dengan variasi latar belakang,
disiplin iy, pengslaman berorganisasi, kebijekan partat politik, nilal yang
dipercaye, ekansn konstituen, dan konfroversi, subjek berusaha merespons UU
tersebut dengan memberikan berbagal masukan, usulan, tanggapan, bahkan
sanggahan dalam proses atau rapat pembahasan. Hal ini dapat dilihat dari risalah
rapat yang didokumentasikan oleh Pusat Assip dan Dokumentasi DPR R1, ada
sekitar 29 Risalah Rapat Panitia Kerja, Pernbahasan DIM, Konsinyering, Rapat
Tiun Ahl, Laporan Tim Perumus (Timus), dan Rapat Kerja (Raker) dengan
Pemerintah menjelang pengesahan UU Pornografl. Beberapa kutipan berikut saya
ambil dari rissleh rapat wintuk menunjukkan kapasitas perempuan  dalam
menjalanken fungsi legislasinya dengan berbagai nilai yang dipercaya dan latar

belakangnya:

Untuk DIM 38 sampai 42 sckall lagl ini memang ini pemerintah membuat
sebetulnya yang dibuat DPR ini sudah boleh dikatakan sangat lengkap,
bagus dan lebih luas, tapi pemerintah mencoba memilah-milah ya karena
yang dibahas DIM [DPR jadi mungkin agak lebih enak tetapi saya perlu
juga menanyakan pads  pererintab, jadi sebelum  sampal pada
menvimpulkan  setupe  atau  tidek yseg mana  fetapi saya  ingin
mendengarkan apa vang bisa diielaskan oleh pemerintah  untuk
menghilangkan komersialisasi scks dan eksploifasi seksual, padahal saya
vakin ini adalah untuk mengatur pomoaksi, apakah memang bisa ada di
pasal yang lain vang kite belom telitl, Hu bisa diakomodast karena
memang sasalah ini komersialisasi seks dan eksploifasi seksual My
masatah yang boleh dikatakan kemarin cukup kontroversi yaitu masalsh
undang lain yang sudah jupa memuat ini, saya mohon kejelasan duly, inpat
saya wakiu membahas Undang-undang Traftking juga dijelaskan panjang
tentang cksploitasl seksual, jadi misalnya ada cksploitasi seksual penegak
hukem bisa mengacu kepada Undang-undang PTPPO, mungkin itu
sebehum sava memutuskan says mohon penjelasan dulu dari pemerintah,
terima kasih (Pendapat L1 dalam rapat Panja).

Sava pak, dari penjelasan bapak-bapak tadi bahwa memang pada saat
pembahasan kita selama beberapa tahun, Kita selalu berbicara tentang
masalah produksi, distribusi dan pendanaan, ini yang selalu kita bicarakan
karena misalnya kalau tidak masuk di tujuan inikan Batang Tubuh kan
lebih kuat dibandingkan nanti seperti disampaikan oleh pemerintak kalau
kita masukkan di Penjelasan, jadi kami berharap usulan pemerintah vang
a, b, ¢, itu kita terima tapl yang d tetap untuk menambshkan kata
komersialisasi seks dan eksploitasi seksual baik indusiri maupun
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distribusinya, karena kalau kita lihat sekarang inikan juga distribusinya
yang luar biasa tak terkendali, jadi kalau misalnya kita nenenggy
membuat undang-undang lainnya maka kita menunggu berapa tahun lagi
kalau distribusi itu bisa kita hentikan, terima kasih (Pendapat YY dalam
rapat Panja).

Jika anak menjadi pelaku ity yang kita risaukan disitu, Jangan sampai ia,
pelaku dan gini pak jedi kalau di dalam, maaf pimpinan, Jadi kalau di
dalam logika advokasi untuk anak ketika anak itu menjadi pelaku, karena
dia masth anak-anak ketika mengambil keputusan melakukan kejahatan
itn. Ity kan fidak pada posisi, vang belum independent opinion. Jadi
sebetulnys meskipun dis pelaky, harus diperlakukan sebagai victim gitu
pak. Jadi di undang-undang trafiking ada itw

Tambahan lagh pimpinan,

Kalau kemudian ansk ini sebetulnya merujuk kepada konvensi tentang
periindungan anak dan juga sudah di adopsi di undang-undang trafiking
kalau dia adalah pelako dan kemudian dia dibawa ke pengadilan meka ia
berhak mendapat special treaiment, misalkan bahwa penegak hukum yang
mendampingi tidak perfo memakai seragam karena sccara psikologis akan
membuat mercka takut hahkan bisa di sidang di ruang terhutup tidek
langsung bertemu dengan penuntit nmum dan ssterusnya yaag sudah ads
di dalam konvensi dan saya pikir di UNICEF kalu nggak zalah itu sudah
atda pakemoya. Mangkin ito yang periv ditambahkan, di sint says lihat
belum muneul tindakan affirmasinya tindakan khusus wntuk anak ketika
anak disebagal korban maupun scbagai pelake. Ini psul torimakasih

(Pendapat ES dalam rapat Panja).

Kutipan risalah rapat di atas menunjukkan aktivitas subjek dalam
memberikan kontribusi selama pembahasan RUU Pornografi, dan di situ texlibat
mereka mengoasal substansi, Artinya, subjek berusaha memperlihatkan kinerjanya
schagal anggota DPR dengan cara mewarnai undang-undang yang akan
diimplementasikan di masyarakat, Dari kutipan di atas nampak LI sangat cermat
ketika mepanyakan DIM dari pemerintah yang berupaya menghilangkan kata
kamersialisasi dan eksploitasi seksual vang dianggap kontroversial dan mendekati
porpoaksi. In jugs membandingkan dengan UU Penghapusan Tindsk Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO) vang secara panjang lebar menjelaskan eksploitasi
seksual. fa juga menycbutkan harapannya bahwa setiap UU vang dihasitkan
seharusnya dapat diimplementasikan.

YY jugas mengaiakan pentingnve kiausul produksi, diswibusi, dan

pendangan pomografl dibahas dalam batang tubuh dan bukannya dalam
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penjelasan mengingat pentingnya permasalshan yang menyangkot tigs hal
tersehut. Selanjutnya ES, menegaskan komitmennya tentang implikasi pomografi
terhadap anak, ini dikemukakan pada bagian atas, dengan mengatakan
keprihatinannya terhadap perlindungan anak dari bahaya pornografi. Dalam
kutipan tersebut juga dapat diketahui sikapnya yang kuat dalam membela anak. Ia
juga berusahe untuk mendudukkan perscalan secara proporsional bahwa
meskipun anak dikatakan sebagai pelaku namun sesungguhnya ia adalab korban,
Selama meneliti isu ini, tornyata pernyataan yang disampaikan subjek pada
saat rapat yvang saya baca dari risalah DIM juga pernah disampaikan dalam

wawancara dengan saya, misalnya £S yang mengungkapkan:

Jadi concern pomografi yang harns kita profeksi ity wntuk anak-anak,
kalan orang dewasa sudah fau mana veng bagus mana yang baik dan
jangan anulzh jangan merendehkan kemampuan orang dewasa untuk sortir
apa vang bagus dan jelek bagi kita, Jadi kalau anak-anak konsekuensinya
termasuk menutup infermel, ga. . karens nafsunya besar Ini untuk semua
grang termasuk orang dewasa akbimya luput hal-hal yang penting
terutama untuk analcanak, amak-anak kan the imaping mba, (eee) kalo
orang dewasa kan nggok (va) gitu loh, aku kan concern disitu loh. Ini kan
harusnya untuk anak-anak, jadi pidato kemana-mana ini demi anak-dem;}
anak tapi sebetulnya nggok itu sasarannya nggak tercapai karena memang,
aku agak merasa raemang nggak jujur pa BK, dia merasa bahwa anak-anak
untuk argument jadi nggak twlus gity, Kalo tulus ya proteksi untuk anak ya
ternasuk pedofilia {tu, sekarang mah., apa? sekarang lost lah, anak negak
terproteksi, pornografinya juga tidak bisa dikentikan karena nggat fokus
pada distribusi dan produkst anu apa, akue merase nggok fokus it aja. {oce)
Jadi akibatnva seperti tn (wawancara ES, 6 November 2009).

Pemyataan yang dissmpaikan oleh ES pada seal wawancara sama dengan
pernyataannys pada saat rapat panitis kegja atsu Panja. Hal i menunjuickan
konsistenst sikap vang didapat dari nilai-nilal idealismenya untuk melindungi
anak, sckalipun iz merasa belum puas dengan undang-undang vyang sudah
disahkan. Karena menuret ES, UU Pornografi ini masih belum cukup melindungi
anak-anak yang sering menjadi korban, Terlepas dari sikap partainya, sebenarnya
ES memiliki komitmen yang besar uotuk melindungt anak darl bahaya pomografi

karena secara pribadi ia memiliki anak-anak yang juga harus ia lindungi,

Ada catatan lain yang menarik dari BF vang menurut pendapat sebjek

lainnya schagal orang yang sering memengaruhi substansi kebijakan melalui
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masukan-masukannya. Dalam risalah rapat yang diselenggarakan tanggal 28
Agustus 2008, fertulis pendapat BF tentang peran serta masyarskat yang
menimbulkan kontroversi.

Dari DIM 128 sampat dengan DIM 136 saya menyatakan setuju dengan
rumusan Pemerintah kecualt untek dipertimbangkan kembali DIMI35
tambahan, yaitn ‘ketenfuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilaksanakan secars betanggungjawab dan sesual dengsn
peraturan  perundang-undangan yang berlaku’. Saya pikir ini pasal
sifatnya..., masyarakat dalam melakukan gugatan juga harus melalui
prosedur perundang-undangan. Sama dengan tadi, Pemda kalay mau
memutus jaringan juga kan terikat dengan perundang-undangan yang ada.
Jadi, janganlah kalau Pemda kita anggap pintar, mengerti undang-undang,
magyarakat kita anggap bodoh. Jadi, masvarakat harus bertanggungjawab,
class action nya tidek akan dilavani juga oleh pemerintah kalay tdak
memenvhi peratumn perundang-undangan, jadi kita anggep sclaralah
antara pemerintah dengan masyarakat. Saya mungkin memahami ini
dikhawatickan ada masyarakst yang asal-asalern melepor dan lain
sebagainya sehingga diz barus bertanggungjawab. Tetapi jika jtu fidak
sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan class action, dan lain
sebagainya, pasti juga tidak akan bisa direspon dengan lebih lanjut. Jadi,
savza mengusulican kalau memang tidek ada juga tidak menambah bobot ya
ditiadakan saja (Pendapat BF dalam rapat Panja).

Masukan BF di atas moemberiken pencpasan bahwa  keterlibatan
masyarakatl harus dilakvkan sesusi dengan aturan perundang.undangan yang
herfaky, ini memberikan keyakinan kepada peserta sidang yang sebelumnya
khawatir tentang isu peran serta int, Peran serta yang dimaksud untuk mendorong
masyarakat bertindak arif dengan mengikuti perundang-undangan. Karena jika
tidak, gugatannya tidak akan dilayani. Idiskusi ini juga menjawab kekhawatiran
kelompok masyarakat tentang terbenteknya polisi moral. Termasuk pendapatnya
tentang terminologi memiliki dan menyimpan malerifbarang pornografi, di situ
BF sempat menyatekan pendapatnys saaf wawancara dengan sava, schagai
berikut:

Saya bersitegang dengan Pak BK, mengenai memiliki dan menyimpan
pornografi, menurut PDIP argumennya kan aggat pa pa, ity kar hak asast,
kalau PKB pasal itu nggak perlu ada, kalau menurut PKB memiliki, ini
saty aja fidak boleh, apa lagi menyimpan, tetapi kita juga harus
mempertimbangkan kalaw sesuatu ftu juga dijadikan UL umum apakah
tidak ferjadi  kriminalisasi yang bukan kriminal,  jadi naoti
mengkhususkan kriminalisast, Saya teringat kasus KPK sekarang. Saya
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kasik contoh, misalnya kalau kita ngasih atursn memiliki, menyimpan
detik itu dilarang, setiap orang dilarang untuk memiliki, menyimpan
barang fornografi bisakah kita bayangkan misalnya saya yang sedang
duduk lalu terlupa dan saya ini dimasuki ved fomo, df depan sana sudal
kontek-kontekan dengan polisi kemudian tas saya menyimpan ved
pornografi saya tidak tahu ite darimana, walaupun npanti di pengadilan
bebas, namun npama balk sudah tercemar. Apakah kita sudah
mempertimbangkan sejauh itn.  Jadi akhimya diambil kompromi,
memilikl, menyimpan yang masuk dalam pidana itu yang disebarluaskan
baik wuk industri atupun apalsh gite. Di akhir kompromi e
Alhamdulillah banyak kompromi yang dicapai, tapl sebelum ke sang ito
memang banyak, keras sekali (wawancara BE, 30 Oktober 2005}

Pendapat BF itulah yang membuka ruang kompromi tentang tindakan
pidana seseorang yang memiliki dan atau menyimpan barang pornografi untuk
disebarluaskan, Ksjelian atau kecermatan subjek delam pembahasan sangat
memengaruhi hasil akhir penyusunan UL Dapat dibayangkan jika semua anggota
Pansus luput membahas klausul tersebut maka setiap orang terancam melakukan
tindakan pidana.

BF juga menielaskan tentang Recokupannya memberikan masukan dalam
pembahasan, misalnya pada bagian definisi yang dianggap ferlalu berbelit yang
mengakibatian deadlock. Kemudian ia menawarkan untuk memosisikan RUL
Pornografl pada wilavah yang mengakomodasikan banyak pihak. Maksudnya,
pornografi bagi sebagian orang merupaken sesuatu yang tidak bermasalah, tetapi
bagi sebagian yang lain malah netral. Olch karena itw dalam perdebatan tersebut
BF menawarkan untuke memindahkan posisi pornografi dalam definisi untuk
menghindarl kebingungan. Pada wakta ito eapat vang dipimpin CN menyetujui
dan meminta PKE untuk membaniu dalam memformulasikannya. BF juga
memberikan kontribusi untuk memperjelas model vang terancam dikriminalisasi
dengan mengusulkan untuk memperielas pasal tersebut, vang ditkuti persetujuan
Pegerta vntuk menambahkan penjelasan. Berikutnya BF bersuara lantang tatang
parnografi anak yang juga menjadi perbaftan PDIP. BF jugs menpajukan usul
perubahan judal dari anfi pornograft anti pornoaksi ke Ul Pornografi, BF cukup
gencay memperjuangkan bersama teman-teman dari Golkar yang  harus
mengakomodasi sesuai kebijakan partal Usulan yang dissmpaikan BE memang

benar, subjek lain sebagaimana sudah dijelaskan dan dikutip pemyataannya
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mengakui kemampuan BF dalam memberikan masukan yang tepat untuk beberapa
permasalahan.

Selain BE, subjek lain vang juga aktif dalam memberikan masukan adalah ES. Di
bawah ini saya mengutip masukannya dalam rapat Panja tanggal 22 Oktober;

Oleh karena itu untuk menghindari over &riminalisasi dan ada peluang
juga ini yang perempuan kemudian menjebak balik yang lski, #tu kata
untuk menyempitkan ini vang motif atau yang tadi dikatakan bahwa segala
ukuran findakan itukan muaranya di motif, biar kemudian dibuktikan di
pengadilan bahwa transaksi tersebut itu memang suka sama suka atau atas
persetujuan. Ini untuk menghindari agar yang laki atau yang membuat ya
bisa saja yang membuat adalab perempuan, yang membuat itu kemudian
tidak menjadi sasaran pemerasan misalkan dari objeknya. Dan saya pikir
beberapa kejadian yang belakangan seperti ini ya. Ada proses pembuatan
kemudian dipake untuk memeras dari pembuat dan agar supaya hak dari
pernbuat inl juga terlindeng, tidak kemudian dihantam promo asal
menjadikan seseorang itu meskipun denpan persehyjuan atau tanpa
persefujuan, kemudisn dibukum sema. Nah itu aspek yang pertema, Jadi
saya pikir kata “dengan penipuan” maupun “pemaksaan” Htu relatil
melindungi untuk fransaksi awalnya dengan persetujuan uotuk kemuodian
dipakai memukul kepada pembwiat alau seseorang vang menjadikan
terscbut. Contoh yang paling gampang adalah misalkan suami istri vang
kemndian bercerai, 1t gkses v bisa kita hindari. Tetapi tetap kemudian
kita hati-hati sekali agar bahwa rangh yang menjadi fokus di sini adalah
tetap rangh atau fokus dari arca di publik. Jadi ketika itw tidak tersebar,
meskipun  setuju  ataupun tidak  setuju, tetapi tidak tersebar va
kemungkinan tidak bisa kemudian dikriminalkan. Begitu maksud saya,
Jadi kemudian frame box kita itu jelas bahwa sesecrang tidak kemuidian
rentan atau diposisikan pada posisi yang bahaya uetuk menjadi target
buliving ataupun pemerasan dalam situasi yang berbeda ya. Ya contoh
vang paling gampang adalah suami istri yang kemudian cerst. Kemudian
bisa saja salah satu pihak memeras yang hin. Saty, kits tefap mengusutkan
untuk dijadikan konsider behwa clemen motif yang kemudisn panti
dibuktikan di pengadilan, bukan dihukum di sini adalab menjadi elemen
penting vaitu pemaksaan dan penipuan. Kemudian dipericlas lagi bahwa
ity kalau kejadiannya kemudian dicdarkan, itulah yang menjadi fokus dari
Undang-undang ini. Jadi usulnya dva. Tetap menggunakan kata
“nemaksaan” dan “penipuan”, Kemudian anak kalimatnya sckali lagi kanti
mengusutkan  untuk  memperjelas  wniuk  kemudian  memudahkan
penegakan hukumnya yang kemudian pornografi itu beredar di masyarakat
ataupun di publik. Itn dua hal itu yang kite usulkan. Terima kasih
(Pendapat ES dalam rapat Panja 22 Oktober 2008},

Pendapat ES di stas perln diketip agar terlihat denpan jelas caranya

memformulasikan masukannya. Schenarnya ade dua hal yang dinyatakan perlama,
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unsur pemaksasn dan penipuan senada dengan yang disampaikan oleh BF tentang
potensi kriminalisasi pornograil. Yang ingin diperjuangkan oleh subjek dalam UU
adalah setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model
tanpa persetujuan yang bersangkutan dan atau adanya penipuan atau persetujuan
yang diberikan berdasarkan penipuan dan atau pemaksaan. Dua usulan ini
kemudian diakomaodasi dalam UU yang disahkan.

Pendapat di atas menunjukkan kuatnya peran perempean dalam
penyusunan kebijakan. Dan masuknya perempuan dalam parlemen di Indeonesia
perlu diakui karena UU Pemile yang mensyaratkan 30 keterwakilan perempuan.
Namun keterlibatan perempuan ini belum teptn berjangka panjang. Menurut
Chowdhory dalam buku Politik Berparas Perempuarn, penelitian dari tiga pulub
negara, terdapat fenomena bahwa perempuan mendapatkan kekuasaan ketika
sistem negara sedang lemah, Astinya kuota keterwakilan 30% yang disetujut oleh
DPR. pada waktu itu karena sistem politik di Indonesia memang sedang tidak
stabil,

Pendapat Chowdhory perlu dicermati untuk melakukan antisipasi, Suatn
wakty dominasi maskulinitas menemukan titik lemahnya yang dapat dijadikan
titik tolak cleh perempusn untuk menunjpkkan kapasitas dirinya. Bszhwa
perempuan tidak hanys memenghi jumlah atay keterwakilan, namun memiliki
kemampuan vang Hdak kalah dari lald-leki selama ada kesempatan dan akses.
Secara empiris, saya pun mendapati subjek penelitian saya memang nampak
menguasal persoalan dari beragam latar belakang, disiplin ilmu, dan wama

partainya,
§.1.4. Pengesahun

Proses penyusunan RULU yang panjang, diakhiri dengan tahap pengesahan.
Pada tanggal 28 Oktober 2008 diadakan Rapat Keria dengan Pemerintah yang
dihadir oleh Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Menteri Hukum dan HAM. Rapat ini
diselenggarakan dua kali pada harl yang sama. Pagi hari pukul 10.00 sampai
dengan pukul 13.00 bersifat tertutup dan malam hari pukul 19.30 sampai dengan
22.30 bersifat terbuka. Jika pagl hari rapat masih membahas dan menyepakati
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DIM maka malam hari adalah sesi pembacaan pendapat atav pandangan akhir
mini fraksi scbelum dibawa ke Rapat Paripurna. Yang menarik dari Raker ini
adalah pada saat PDIP menyatakan kelear dari ruangan karena menganggap
pansus melanggar apa vang teleh disepakati Bamus tanggal 23 Oktober 2008,
Menurut juru hicara PDIP ada ysng harus dilakukan oleh Pansus sebelum
pengesahan  yaity pemanggilan kepale-kepala daersh vang menclak RUU
Pornograft ini selain ketidaksetujuan PDIP terhadap beberapa subsiansi dalam
RUU. Berdasarkan dua hal di atss, moka PDIP menyatakan tidak dapat
menyetujul pengesahan Hancangan menjadi Undang-undang Pomografl karena
melanggar kaidah-kaidabh universal yang mengandung etika, estetika, dan logika,
Mereka akhirnya meningpalkan ruangan.

Menurnt risalah rapat milik Pusat Ardok (Arsip dan Dokumentasi} DPR
RI, tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat miei fraksinya.
Salah satu yang dimuat dalam risalah tersebut adalzh pendapat mini frakst PKB
vang dibacakan oleh BF, salah satu subjek penelitizn. Dalam wawancars i
mengungkapkan bahwa peadapat mini fraksinya ity ditulisnys sendiv tanpa
proses apapun vang dilakukan oleh fraksi atav partal,

Dalam Ul porpogref! ini di PKB sudah total discrahkan kepada saya,
sampal menyampaikan pandangan fraksi, saya sampatkan saja, Bahwa
pembzhasan seperti inl. Jadi saya merasa ketika membahas UU pornografi,
sehagal perempuan ita di FKB fullpower, Termasuk yang aggota pansus-
pansus ik, ya sudsh Bu BF saja, sampai akhimnya, tidak hanya di UU
fornografi ya, yang full power itu selama kita di DPR ini

pendapat yang disampaikan di akhir rasa-rasanya saya, walaupun bukan
pimpinan, itz kan tadi pertanyaannya, sekalipun bukan pimpinan,
tetapi kalau kita berangkat dengan sebuah argumen yang bisa meyakinkan
itu bisa memengaruhi kebijakan.

Kalau dalam tahap terientu ada kali va, tapi kalau dalam UU
Pornografi sejauh ini PKB karena saya dikasih mandat yang full, jadi
ngeak ada kendala dari partai, bahkan ketikz kita akan mengadakan inl,
ya sudalt lah, ini, ini sggek usah dibabag lebih lanjut, kita percayakan sajs,
gitu, jadi kayak gitu, paling terakhir saja (wawancera BF, 30 Okicber
2609}

Petikan wawancara di atas menunjukkan betapa BF sungat dipercaya oleh

parfainya dalam pembahasan RUU Pormografi ini. Realita ini menjelaskan babiwa
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perempuan memiliki kemampuan yang tidak kalah dari laki-laki yang selama ini
sudah mendominasi ruang parlemen. Pendapat subjek yang lain, ES misalnya,
menguatkan bahwa PKB fermasuk partai vang memberikan kesempatan luas
kepada perempuan bahkan pada periode lalu menempatkan beberapa perempuan
dalam jajarao pimpinan, seperti wakil ketua komisi, wakil Baleg, sekeetarls fraksi
semuanya pereropuan, la membandingkan dengan parfainya yang sepintas pro
perempuan namun sistem atau mekanisme vang dibangun belum mencerminkan

keberpihakannya kepada percmpuan,

Aky lihat PKB. PKB itu powerfid tho, Mbak. Periode kemarin ifu; wakil
baleg, wakil ketua komisi, sekretaris fraksi, itu PKB. Kalau PDIP, kecuali
kalau deket dengan “Teuku Umar”, bamulsh, gite. Meskipun peran
signifikan, tapi posisi belum teptu, Mas Y kalau mauy mengambil
keputusan apa-apa pgajak aky, tapi posisi ngga ditinggi-tinggiin, itu yang
aku protes.“Kamu mengeksploitasi aku ity namanya,” aku bilang begitu.
Termasuk BAKN, dalam lebi pimpinan, ako gak dinaikin jadi ketua kacena
milih ke komisi yang lain. Gitu aja. Kayak gitulah. Jadi, aku melihatnya
bukan isu diskriminasi kalau di PDIP, tapi isu mana yang lebih strategis
{wawancara ES, 6 November 2009).

Jika BF mendapatkan kepercayaan yang besar dari partainya dan banyak
berkontribusi dalam permbahasan melalui pendapat, ide, usulan dan masukan yang
dilontarkan, maka agak berbeda dengan fenomena fenomena ES dari PDIP. Dalam
wawancara sempat terungkap pendapat yang mercflcksikan pilihan personalaya
tentang keberadaan RULU Pornograft ind,

Seandainys maw lex spesiolis umtuk ansk itu, insyaAlish lebih bagus
hasilnya, abis ini pengen ngatur bajunya perempuan, pengen ngatur aorms,
jadi nggak sesvai dengan tradisi jadi tidak akhirnya mencapaf itu yang aku
omongin {ge) bukum positifnye menjadi tidak ada tapi morelitas, moralitas
vang tiap orang sublekitf mau di standarkan gagal Iah pasti aku bilang.
Akyu melibatnyz kalo scandasinya mau sejak awal kale memang tulus mau
memproteksi ansk ys mari bicara anak, nanil orang-orang dewasa juga
terpaksa tkut demi anak kite tidek mentolerir pornografi maksud utamanya
anak, nzh nanti perilaky orang dewasa juga ikut, dipaksa untuk tidak
mentolerir seksualitas untok anak itukan norms universal dan di manapun
agama kan disifu sebetulnya (Wawancara ES, 10 November 200%)

Sava dekat dengan ES, dalam beberaps kesempatan ia katakana saya
sebenarnya setuju bu dengan RUU ini lha wong saya juga punya anak

yang harus saya lindungi tapi garis partai saya kan seperti itu...
{wawancara Y'Y, 30 Oktober 2009},
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Tampak bahwa tidak semua perempuan mendapat kesempatan seperti BE,
sering kali kebijakan, platform partai, dan tekanan konstituen membuat pilihan
personal perempuan tersingkirkan. Dan pada akhirnya saat pengesahan yang
paling menonjol dan mendominasi adalah kebijakan atau keputusan pariai secara
umum dalam menyikapi RUU Pomnografi ini. Hampir semuz subjek mengikuti
keputusan partai. Lagi-lagi, fenomena ini menunjukkan betapa dominasi maskulin
di rang politik, baik pada pariainya, maupun parlemennya menunjukkan sisters
yang seksis sebagaimana dinyatakan oleh Lovenduski.

Saya sendiri merasakan pilihan vang sulit antara idealisme persona! dan kebijakan
partal yang sering berdampak seperti pemecatan, PAW (Perpantian Antar Waktu),
dan sebagainya juga tkut mewamai proses pengesahan.

6.2, Pefa Jejaring Subjek dengan Gerakan Perempuan

6.2. Hubungan Subjek denpan Gerakan Perempuan

&ikap Partai Kenstituen KelfGernkon Jejaring
Peremptran
B | Sebagsi pasiai Kalangas istam Patayat persikap | Jaringan Kerin Prolegnas
& : pasionnlis dan berbasis tradisions) tidak menstal Pro Pesempuan {JKPI),

techuky, PER Yadioral, NLJ, betapd termasuk membabag

menjunjung pesanlren, kyei, dapst ¢ mengkritisi PTPPO, JKP3 tidak

kebhinaekaan, dijclaskan dengan kavena mindset | menclek mentahZ, jostrs

pluratitas dan bohaes Skiysh, odapun | PBNU, snember masukan

WNEKRI Balam nROsk urasan SemcRiaTa ANBTI (Aliansi Wasional

penyusuoan L) | beragama i urasan Musiimat Ni) Bhinneks Taaggal Tkaj->

Pomaprafi, yanp meniadi wilavah | mendikurg dimoleri b Sinta

pariai pribadi Duriyah, Niz

menyerahkan Syarifuddin->masukannyn

sepenvhaya didenpar dan diskomodasi

kepauda BF unluk Komisi Independen

menjehskan Pencegahan Pomografi

kepads ketuz Pornoaksi KIP3)» sangat

Dewan Syura mendorong

dan majeliy kyal Perhimpunan Masyarakut

se-fadonesin ‘Tolak Pornografi
FMYF)> Azimieh
Socbagyo, inlsistif PK8
mengubah APP (ARt
Pomografi Pomoaksi)
mchjsch Porsograli,
memilih untuk
memfokuskan mans yang
harus ada dan didshulukan
Akumulast pro kontra lusr
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biasa, hubungan dengan
tekepon tidek hanys tatap
muks

ASA {(Aliang Sclamatioen
IndonesiayY dikoiual ofch
by Inke Maris secam
pribadi idak konlak
indengif

DPEY idak memberi suara
sesara institutif, tetapi
secara pribadi GKR

Hemag altif di ANBTI

C | Sebagai partai | Gelkar memiliki Majelis Taklin | Kosalisi Perempuan,

N | nasionaiis, hasis ideologls vane | Al Hidaysh, Syikandi Demokeasi
Golkar sgjak sukup merata karema | HWR indonesis menofak
awal sudzah dikenal sangat | {Himpunan EKOWANI dengan
mendukung lamsa Wonita Karva), | sslurch organisasi
dan mengawal MDI {Majelis | anggotanya (80
penyusunan Iyakwah Organisasi)

RUU sampai slamiyyah) Dharma Wanita,

menjadi RUL, Kementerian PP,

memberi Musiimat NU, Majelis

ruasukan daty Taklim Al Hidayah,

membentuk Hm Hizisut Tahuir, ASA

of masukan, Indonesia
berkomunikasi intensif,
Akhlak Mulia-> sering
memberi masukan,
KiP3-» Kamite
Independen Pencegahan
Pornagrafi Porncaksi
diketual ibu Yinivall
Sofvan
MTF (Masyaraicat Tolek
Pornografi)
dikomandani oleh
Azimah Boehagyo
KPPG (Kesatoan
Perempuan Paria
Golkart

E | Sebagai partsl | PDIP terkenal Hrikandi Fatayal, ANRTL,

8 | nasionslis, sebagai partal Wong | Demokeagd Koalist Perempuan
PP {itik, konsBtuennva | Indonesis, Indonesia, Solidaritas
memegang berbasis akar Suringh Perempuan, Front
teguh prinsip rumput, perdesaan, Perempuan Nasional
NKRI dan buruh, seniman Indonesta, Persatuan
kebhinnekaan, | budayawan, penarl. Gereja Indonesia,
memperlibatka Perampuan Katolik,

n Kalyanamiira, eniman
penolakannya. doerah

Kadernya

pernah keluar

dari pansus,

namzin sempat
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masuk kembali.

Pada saat
pengesahan,
partai
melakukan
WO.

L | Sebagai partai | Kalangan Islam Aisyiyah Masyarakat Tolak

I | nasionalis berbasis Nasyiatul Pomografi, Aliansi
berbasis Islam, | Muhammadiyah, Aisyiyah Masyarakat Anti
PAN bersikap | perkotaan, Pornografi (AMAP),
mendukung akademisi Kowani,

Y | Sebagai partai | Kalangan Islam Salimah, Salimah mendukung,

Y | Islam, PKS yang tidak terlalu Wanita KPAI LBH APIK dan
bersikap kental ke basis Keadilan, jaringannya, ANBTI,
mendukung NU/Muhammadiyah KNPI Bali, Wanita
tapi tetap , kalangan Kristen Sulut, Jumal
berusaha muda‘kampus, Perempuan. Menurut
mengambil perkotaan catatan 167 mendukung,
posisi pada titik 29 menolak, MUI,
moderasi Aisyiyah,
berusaha, Muhammadiyah,

pimpinan pesantren,
BKMT, Masyarakat
Ulama Madura, Ulama
Sumut, ASA, AMAP
diketuail oleh Dewi
Motik), MTP, Taufik
Ismail, Rhoma Irama,
Inneke K, Neno
Warisman, Dewi Yull,
Elvi Sukaesih.

Dalam bab III, IV, dan V, saya sudah memaparkan bagaimana respon
perempuan dalam proses penyusunan UU Pornografi. Respon mereka sangat
beragam karena faktor yang memengaruhinya pun cukup banyak sebagaimana
pendapat James Anderson yang dikutip oleh Apustino. Tentu saja respons
perempuan tak dapat dipisahkan dari kelompok-kelompok yang selama proses
penyusunan UU Pornografi ikut mengawal, termasuk kelompok atau gerakan
perempuan. Kelompok perempuan termasuk aktif dalam memberikan data, kajian
ilmiah, dan tekanan kepada subjek untuk memperjuangkan substansi UU
Pornografi. Dalam wawancara terungkap bahwa subjek memiliki hubungan
dengan kelompok perempuan baik yang mendukung maupun yang menolak.

Subjek membangun hubungan dan komunikasi yang cukup intensif dengan
kelompok-kelompok perempuan, seperti BF yang nampak luwes berjejaring

dengan kelompok pro dan kontra. Menurut pengakuannya, BF cukup dekat
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dengan ANBTI (Alansi Nastonal Bhinoeka Tungea! Tka) yag diketual oleh thu
8hinta Nuriyah padahal keduanys berbeda pandangan. Naown menurut BE ia
periu mendengar pendapat dan masukan dard ANBTI agar mampu menghimpun
informasi dari kelompok vang menolak untuk diskomodast ke dalam pasal-pasal
pada UU Pornografi. Selain ANBTY, BF juga cukup dekat dengan JKP3 (Jaringan
Kelompok Prolegnas Pro Perempuan). BF yang akfif di Fatayat, mengaku bahwa
sikap Fatayat dan Muslimat cukup berbeda meski keduanya lahir atau berafiliasi
pada organisasi yang satu, yaitu PB NU. Fatayat tidak dalam posisi menerima atau
menolak tetapt mengkritisi sementara Muslimat secara tepas mendukung,

BF memang satu-satunya subjek yang mendapat mandat penub dari partai
untuk memperjuangkan idealisme dan prinsip PKB dalam pemyusunan UU
Pomografi. Sejak awal pembahasan sampal penyampaian pandangan mini fraksi,
BF menyusun seadiri, Pimpinan priai mamat mempercayai BF, sampai-sampai
untuk urasan meyakinkan dan menjelaskan kepada Dewan Syurz, iz pula yang
melakukan, Komunikagi serupa juga ia lakukan terhadap kelompok pendukung,
terutama  dengan PMTP (Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi). BF
menginisiasi perobahan nama dari “anti pornografi pomoaksi” menjadi
“pornograft” saja.

Berbeda dengan BF yang sangat terbuka terhadap kedua kelompok, CON dari
Golkar cenderung lehih dekat kepada kelompok yang mendukung, antara lain
HWK (Himpunan Wanita Karys), Majelis Taklim Alhidayah, dan KPPG
(Kelompok  Perempuan  Pastai Golkar). Dalam  wawancara, CN  semipat
mengungkap kedekatannys dengan MTP (Masyarakat Tolak Pomografi},
KOWANI {Kongres Wanita Indonesia, dan Dharma Wanita dalam menpawal
penyusunan UU Pornografi, Nampak ON tidak terlalu dekat dengan kelompok
penolak. Sikap O hampir serupa dengan sikap ES dari PDIP hanya saja yang
membedakan ES adalab banyak bertemn dengan kelompok penolak, seperti
Persatuan Cereja Indonesia, Sarinah, Srikandi Demokrasi Indonesia, Koalisi
Perempuan Indonesia, dan Solidaritas Perempuan.

LI dari PAN mengakui banyak bertemu dengan berbagai kelompok
peremipuan namun ketika wawancara sudah tidak ingat lagi nama-nama kelompok

vang sempat ia temud, Yang secara jelas mendukung adalah Aisyiyah, Nasyiatul
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Alsyiyah, dan Muhammadival, Terakhir YY, ia sempat mencatat 169 kelompok
pendukung dan 27 kelompok penclak selama proses penyusunan. YY juga cukup
cakap dan lincah dalam membangun jejaring apalagi posisinya sebagal pimpinan
Pansus.,

Melihat peta jaringan subjek dan gerakan perempuan, nampak bahwa subjek
memiliki cara dan pola membangun jejaring dengan kelompok perempuan,
Bagaimanapun perjuangan perompuan di  muang  penyusunan  kebijakan
memerlukan dokungan dari lvar gedung. inileh yang seharusnya muncu! ke
permukaan sebagai slogan “etika kepedulian™ antar sesama perempuan. Yang ¢
dalam gigih memperjuangkan, sedangkan gerakan peempuan di fvar parlemen
bersinegt denpan mengalirkan semangatl, informasi, data, dan tekanan melatoi
mobilisasi massa,

Belajar dari penyusunan UU Pomografi, nampaknya subjek harus
meningkatkan intensitas kerjasama dengan kelompok perempuen yang akan
membantu perjuangan di dalam parlemen. Ini akan menjadi sinergi yang kokoh
tanpa melihat wama parfai dan kepentingan, namun melihat kepentingan yang
lebih besar, yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan,

6.3. Simpulan

Diskusi dalam Rab VI di atag menjelaskan tentang peran subjek dalam
raenentukan respons dalam proses panjang penyusunan UU No. 44/2008. Alasan
mengenai dipilihnya undang-undang ini sudah dijclaskan dalam Bab | karena
substansi undang-undang berhubungan dengan fungsi escnsial perempuan.
Anggota DPR yeng dijedikan subjek dalam penclitian semuanya terlibat aktif
dalam proses penyusunan, Parlemen yang menurut Lovenduski adalah institust
seksis, sering kali tidak memberikan ruang kepada perempuan yang minoritas
unink berpendapat. Dengan membahas undang-undang yang secara esensial
berhubungan langsung dengan fungsi esensialis perempuan diharapkan akan dapat
lebih jelas meiihat respons mereka.

Respons subjek dianalisis dari keseluruhan proses panjang dalam
kehadiran, keterlibatan, masukan, dan pada saat tahap akhir yaitu pengesahan.
Hanya dua subjek yang rajin hadir dalam proses perdebutan, ada yang karena
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menjadi Ketua Panja undang-undang lain yang sedang disusun, ada dua orang
yang baru terlibat pada pertengahan proses karena menjadi anggota pergantian
antar waktu (PAW). Hampir semua subjek mengakui pentingnya kehadiran
langsung karena sidang memberikan kesempatan untuk memberikan masukan
substansi. Karena itu walaupun tidak hadir, biasanya subjek menitipkan usulan
atau pendapat kepada teman separtainya.

Hipotesis yang merendahkan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen
hanya terbatas memenuhi kuorum sidang, ternyata tidak terbukti dalam penelitian
ini. Misalnya dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang substansi, ada
subjek yang membandingkan dengan undang-undang semacam dari negara lain,
ada yang mendatangi publik yang jelas-jelas tidak mendukung untuk menerima
masukan, ada yang mencari rujukan, bahkan ada yang sengaja memperkaya
pengalaman dengan terlibat langsung dengan persoalan pornografi. Bahkan ada
subjek yang terlibat secara emosional ketika menghadapi kontroversi, karena
membayangkan implikasi tidak sederhana yang ditimbulkan jika pornografi tidak
dibatasi oleh nepgara. Dari pendapat-pendapat subjek di atas terlihat mereka
mempunyai keterlibatan langsung dalam seluruh proses panjang. Respons berupa
masukan ini dikontribusikan ada yang secara seketika dalam sidang berupa
argumen, ketika menghadapi demonstran, atau menghadapi konstituen dan publik
ketika berkunjung ke daerah. Bentuk lain keterlibatan mereka berupa strategi,
lobi, dan membujuk, agar ketidaksetujuan menerima penjelasan masih mungkin,
untuk diakomodasikan dalam pasal. Kesemua langkah ini ditempuh oleh subjek
secara sadar karena tanggung jawab mereka sebagai anggota dewan.

Selanjutnya subjek memberikan masukan substantif tentang pasal-pasal
dalam undang-undang. Masukan mereka terbukti sangat berguna, sebagai
perempuan diakui oleh subjek mereka lebih mampu berpikir rinci dan bertahan
dalam durasi lama sepanjang proses melelahkan dalam penyusunan undang-
undang. Semuanya ini disajikan dengan kualitas tinggi dari akumulasi nilai yang
dipercayai, pengetahuan yang mendalam, kesadaran, pengalaman berorganisasi
yang menambah kebijakan, latar belakang pendidikan yang dipunyai oleh subjek.

Pada tahap akhir proses penyusunan adalah respons selama pengesahan.

Sekilas pengesahan hanya seputar seremoni, ternyata tidak. Pada proses ini justru
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diperlukan hentakan akhir perjuangan karena benturan kepentingan dan milai
antara kebijakan partai dan semangat melindungt perempuan dan anak bertaut
menjadi satu yang memerlukan respons seketika, Karena itu ada subjek vang
wall-out, ada yang lega, ada pula vang senmang dengan pengeszhan undang-

undang ini.
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BAB7
PENUTUP

7.1, Simpulan

Dari penclitian yang dilakukan dan sejumlah data dari berbagai sumber
tentang penyusunan UL Pornografi, saya menemukan beberapa hal penting untuk
didiskusikan. UU Pornografl menarik perhatian banyak kalangan baik kelompok
dan gerakan perempuan, organisasi kemasyarakatan, partal politik, dan komisi
pemerintah. RUU ini dalam proses pembahasan, sctidaknya membuat masyarakat

terbelah dua antara yang mendukung dan yang menolak.

Penyusunan undang-undang ini memakan wakiu sangat isma, menuai
kontroversi yang melelahkan, dan mengoras pemikian dan energi dalam
perdebatan yang panjang. Pembahasan RULJ Pornografi dimoplai pada masa
persidangan I fahun sidang 2006-2007 sampai dengan masa persidangan I fabun
sidang 2008-2009, Dari daftar reacana judwal acara pembabasan RUU tentang
Pormografl vang ada di Pusal Arsip dan Dokumentast DPR R, terdapat 7 kali
Rapim, 23 rapat Pansus, |7 rapat Pania, 20 rapat Tirnus, 2 rapat Timsin, 5 kali
Raker, 1 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 2 kali rapat Bamus, | kali
konsinyering, dan 1 kali rapat Paripurna {Data dari Sekrefariat DDPR). Hal penting
yang periu dicatat dari dafier kehadiran yang adz pada dokumentasi DPRRL YY
paling rajin menghadiri rapat. Int tentu memberikan pemlaian tersendin terhadap
daya tahan perempuan dalam memperivangkan kepentingan perempuan meskipun
kita tetap perlt melihat dari agpek kampetensi dan pwatan atan masukan
substantif subjek dalam pembahasan RUU.

Memang sajak awal pembahasan RUU Pornografi sudah menyedot
pechatian masyarakat luas. Pertame, mengenal judal, kedua, definist pornografi
vang masih memasukkan gerak tubuh padahal porncaksi sudah dihapus. Pada
akhimya UU Pomnografi memang tidak dapat memuwaskan semua kelompok dan
kalangan masyarakat, Pro kontra itu terjadi tidak hanya peda LU Pornografi
namun juga pada produk kebijakan publik lainnya.
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Dalam Bab IV telah pula disajikan Profil Subjek, saya melihat ternyata
latar belakang politik, afiliasi dan pengalaman politik, pendidikan, dan motivasi
mereka cukup memengaruhi respons politik subjek dalam rapat pembahasan RUU
Pornografi. Setidaknya, pengalaman memberi penghayatan kepada mereka untuk
dituangkan dalam perjuangan legislasi.

Selanjutnya dengan menggunakan Bloom, respons subjek dianalisis dari
perspektif aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Dari kelima subjek,
aspek kognitif, latar belakang pendidikan subjek paling tidak sarjana 81 dan ada
yang sedang menempuh jenjeng pendidiken S3. Sclain itu pengalaman lama
dalam berorganisasi membekali mereka dengan pengetahuan dan integrasi
hubungan antara isu pomoprafi dengan berbagai isu lain yang berhubungan
dengan keberagaman persoalan yang terdapat dalam masyarskat kita yang plural
baik ctnik, budaya, agama. Latar belakang keluarga temnvata juga sangat
berpengaruh  ferhadap penyerapan  pengefshuan secara makes fenfang isu
pornografl. Sebagai anggota DPR RI tingkat nasional, subjek memerlukan
kemampuan berpikir makro dan tidak hanya membawa kepentingan
primordiainys saja. Memang, aspek kognitif ini merupakan percampuran antara
pengetahuan dengan nilai-nilai dasar yang dia miliki tentang nilal politis, nilai
arganisasi, nilai personal, nifai kebijakan dan nilai ideologis. Sclanjutnya, uatuk
azpek afektif, hampir semua subjek menyadari babwa menjadi anggota DPR R
sering kali berhadapan dengan tabrakan kepentingan onfara kebijakan partai,
pilthan pribadi dan mereficksikan semuanya inl dalam langkah-langkah vang
periu dimmbil dalam persidangan. Hamplr semua subjek menyadari bagaimana
membuat prioritas, membangun kompromi, menawar strategi agar terjadi harrooni
amtara kepentingan partai, pilihan personal, dan kemudian memuncuikan reficksi
diri mereka, Pada tahap ini kedewasaan mereka dalam mengelah nilai politis, nifal
organisasi, nilai personal, nilal kebilakan dan nilal ideologis sangat menentukan
iangkah yang diambil.

Respons itu sendiri dianalisis dari aspek psikomotorik yang menunjukkan
hampir semua subjek mempunyai kematangan dalam membuat keputusan yang
tepat, tidak memperparsh kontroversi, dan miengakomodasikan kepentingan. Ini

memerlukan kedewasaan berpikin, pengalaman berarganisasi vang panjang dan
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kadangkala mengalahkan kepentingan personal. Kadangkals subjek harus
membuat kepufusan genting yang membahayakan jiwa ketika potes dan
demonstrasi terfadi untuk melewan keptitusan uadang-undang. Selain ity, tekanan
antar fraksi dan persidangan undang-undang lain jugs memberikan tekanan
psikologis dan politis yang fidak mudah. YY yang scbagal tbu tetapi juga sebagai
pimpinan Komisi, misalnya mempunyai pengetahuan, pengalaman dan
kematangan yang mampu membawa selurwh anggofs komisinya ke arah
berhasiinya RUU menjadi U, ini memerlukan langkah untuk mengompromikan
kepentingan partal dan menckan kepentingan pribadi.

Selanjutniya untuk mengetahui respons subiek dianalisis dari kescluruhan
proses pantang dalam kehadiran, keterlibatan, masukan, dan pada saat tahap skhir
yaitu pengesahan, DI sini terlihat tangpung jawab subjek sebagai anggota DPR RI
Hipotesis yang merendabkan bahwa keterlibatan perempuan di pariemen hanya
terbatas memenuhi kuorum sidang, ternyata tidak terbukti delam pepelitian iai
Misalnya dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang substansi, ada subjek
yvang membandingkan dengan undang-undang semacam dari negara lain, ade yang
mendatangi publik yang jelasgelas tidak mendukung vntuk menerima masokan,
ada yang mencari rujpukan, bahkan ada yaeg sengaja memperkava pengalaman
dengan terfibat langsung dengan persoalan pornografl. Bahkan ada subjek yang
terlibat secara emosional ketika menghadapi kontroverst, karena membayangkan
implikasi tidak sederhana yang ditimbulkan jka pomografi tidak dibatasi oleh
negara. Dari pendapat-pendapat subjek di atas terlihat mercka mempunyai
keteriibatan langsung dalam selurnh proses panjang. Respons berupa masukan int
dikoniribusikan ads veng secars seketika dalam sidang berupa argumen, ketika
menghadapl  demonstran, ataw menghadapt konstituen dan  publik  ketika
berkunjung ke daerah, Bentuk fain keterlibatan mereka berupa strategi, lobi,
membujuk, dan sebagainya, mereka tempuh untuk mengakomodasikan hal-hal
vang masth terjadi perbedaan pendapat. Semua langkah ini ditempuh oleh subjek
secara sadar karena tanggung jawab mereka sehagai anggota dewan.

Pada tahap akhir proses penyusunan adalah respons selama pengesahan.
Bekilas pengesahan hanya geputar seremoni, ternyata tidak. Pada proses ini justru

diperlukan hentakan akhir perjuangan karena benturan kepentingan dan nilai
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antara kebijakan partal dan semangat melindungi perempuan dan ansk bertagt
menjadi satu yang memeriukan respons seketika. Karena itu ada subjek yang
walk-euf, ada yang lega, ada pula yang senang dengan pengesshan undang-

undang ini,

7.3.  Diskusi

Hampir tiga bulan lebih saya mengejar subjek penclitian di tengab
kestbukan mereka baik di akhir masa jabatan 2004-2009 maupun kesibuken awal
sebagai anggota yang baru dilantik untuk periode 2009-2014. Banyak pelajaran
berharga yang saya dapatkan dari Kelima subjek penelitian sava, termasuk
pengalaman mengalami guncangan gempa pada tanggal 2 September 2009, Saat
itu saya sedang mewawancarai LI dari Partai Amanat Nasional (PAN) di ruang
kerjanya yang berada di ketinggian lantai 20,

Saya harus mengapresiasi kesazzggtihan mereka dalam menjalani tugas
pokok dan fungsi Gupoksiy sebagal anggota DPR RL Secara umum, sava melihat
kelima subick saya adalsh kader parfai yang baik. Hampir semua keputusan,
pendapat, dan langkah mereka selaly mengikutl garis kebijakan pariai. Hampir
dapat dikatakan babwa latar belakang partai sangat memengaruhi cara pandang
dan berpikie kelima subjek penelitian saya. Oleh karenz iulah, saya melihat
bahwa partai harus dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga atau organisasi
yang melghirkan calon pemimpin secara optimal. Saat ini, save belum dapat
berharap ierlalu tinggi pada parpol sclama masth berorientasi hanya pada
perolehan suara yang zkan mengamankan kursi di DPR. Padahal justru ketika
parpol  mampy mengantarkan  kademya ke DPR,  seharusnya  parpol
bertanggungjawab dalam konteks upgrading skills kader yang kinerjanya akan
selalu dievaluasi rakyat dan akan dikaitkan dengan positiorning partal di tengah
masyarakat.

Saya juga tidak dapat menyalabkan subjek penelitian saya atas perspekiif,
kesungguhan, pengetahuan, Kesadaran, pilihan personal, kehadiran, keterlibatan,
strategi, reaksi seketika, dan penanganan konflik yang mereka miliki dan Jakukan
karena sesungguhnya mereka hanyalah cowfput dari sebuah kebijakan dan
komitmen partai politik. Selama parpol masih mempertahankan sistem, aturan
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main, dan budaya maskulin tanpa mau mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi
masyarakat, sulit rasanya kita meletakkan beban pada punggung perempuan
anggota DPR. Apatah lagi parpol yang bersikap pragmatis dengan cara merekrut
orang-orang populer fanpa memerhitungkan kompetensi den kapasitas mereka,
bagaimana masyarakat dapat berharap. Scbenarnya bukan sesuatu yang mustahil
untuk melakukan pembelajaran cepat (accelerated learning) bagi kader-kader

partai selama partai memiliki kemauan atay goodiwifl.
7.2 Rekomendasi

Hendaknya Pengarusutamsan Gender (PUG) yang dilakukan oleh parpol
tidak schatas rekrutmen perempuan yang akan mengisi daflar calon anggota
legislatif namun juga ditketi dengan komitmen untuk memberikan pembekaian
bagaimana kader perempuan menjalani tupoksinya jika terpilih sebagal angpote
legislatif. PUG ini juga difunjukkan dalam bentuk komitmen parpol omfuk
menempatkan perempuan tidak hanyz pada bidang pemberdayaan perempuan
tetapi juga pada bidang vang lain. Ini dilakukan agar perempuan memiliki
pemahaman dan perspektif vang utuh tentang keria parpol sehingge perempuan
akan memiliki kesiapan dalam mercspon baik persoalan yang sehari-bari dijumpai
dalam kehidupan berpartal atau dinamika yang ditemui di ruang paclemen,
Termasuk kesiapan perempuan untuk mengisi alat kelengkapan dewan,
menduduki jsbatan atau posisi fertentu, dan atau memasuki komisi di DPR.
Komitmen untuk melakukan PUG ini sesual dengan Permendagri no. 25 {zhun
2008,

Saya juga menyarankan agar setiap parpoi menetapken indikator dalam
aktivitas PUG yang dilakukan, Beberapa pemikiran yang muncul dalam benak
saya adalah:

Hendaknya ketika melakukan rekrutmen, parpol tidak hanya berpikir dan
mempertimbangkan perolehan suara yang skan meagamankan posisinya di
parlemen, namun juga memerhitungkan bahwa kriteria kepentingan dan aspirasi
bagi calon wakil rakyatmya bukan hanya kriteria matematika atau statisttka,
sebagaimana dinyatakan oleh Ani Soctjipto (26}
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Hendaknya parpol menerapkan sistem kaderisasi dalam merekrut anggota
dan kademya agar memiliki standar dalam menjaga kualitas dan mutu calon
pemimpin bangsa. Tidak hanya membuka pendaftaran secara terbuka dan besar-
besaran namun memikirkan pola pembinaan terhadap kader dan anggotanya.

Tentu saja hal ini mencakup jenjang keanggotaan yang disepakati oleh partai.

Hendaknya partai melakukan pendidikan dan pembekalan bagi kader
partai ufamanya yang sudah terpilih menjadi wakil rakyat agar mereka memahami
isu atau terna apa yang harus mereka perjuangkan. Apa yang dimaksud dengan
gender, pentingnya pengarus utamaan gender, dan strategi yang harus dilakukan

oleh partai terkait PUG.

Hendaknya partai juga melakukan pendidikan politik atau civic education
bagi konstituen dan masyarakat secara umum tentang isu-isu yang harus, sedang
dan akan partai perjuangkan. Partai juga harus secara terbuka menerima masukan
dan saran dari masyarakat terutama kelompok perempuan tentang isu yang harus

diperjuangkan.

Hendaknya perempuan baik pengurus atau kader partai maupun
perempuan anggota legislatif harus membangun jejaring dengan gerakan
perempuan yang dapat menjadi mitra dalam berkiprah dan memperjuangkan

kepentingan perempuan.

Terakhir, saya menghimbau para peneliti lain untuk melakukan penelitian
tentang respon politis perempuan dalam proses penyusunan UU yang bersifat
umum atau tidak terkait secara langsung dengan kepentingan perempuan dan
membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian ini sehingga akan diketahui
seperti apa pola respon yang dimiliki oleh perempuan dalam dua pembahasan

RUU yang berbeda.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA RESPONDEN

Topik Pendalaman t  Respon Politis Perempuan Anggota Legislatif Di
Ruang
Parlemen
Sasaran/Subjek
Data Demografi Responden

« Latar belakang pendidikan iby?

« Ada latar belakang politik di kelnarga?

¢ Dari daerah pemilihan mana ibu?

s Bisa cerita sejarah/latar belakang ibu tertarik kepada politik?

Peran dant Dukuangan Keluarga
+ Bagaimana pandangan suami terhadap aktivitas politik ibu?
» Bagaimana pandangan anak-anak terhadap aktivitas politik ibu?
» Bagaimana pandangan keluarea besar terhadap aktivitas politik ibu?

+ Bisa tbu jelasken pola hubungan dengan swami? Dengan anak?

Proses pengambiian Repufusan kebijakan i rogng Pariemen:
Pengetnhuan:
+ Dapatkah ibu ceritakan apa saja tupoksi anggota legislatif?
o Darimana ibu mengetahut hal tsb? (partai, belajar, pefatihan, dsb)
+ Salah satu tupoksi aleg ad! fungsi tegislasi, maknanya aleg berperan dim
proses penyusunan kebijakan yang produknya berupa UU
» Apakab ibu mengetshui latar belekang setiap permasaizhandsu vg
diangkat?
* Bagaimana ibu mengstahui bhw isufopik permasalahan penting uik
diangkat?

e Apakah thu memahami substansi setiap isu yang dibahus?
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« Darimana ibu mengetahui?

» Bagaimana ibu memandang sebugh iswpersoalan menjadi isu yang
penting?

e Termasuk dampaknya? (polemik, kontroversi, dll)

»  Apakah ibu mengetabui manfaat penting kebijakan tsb utk perempuan?

» Apakah ibu selalu mengaitkan pembahasan persoalan/isu dgn perspektif
perempuan (kepentingan/keberpthakan) kpd pereropuan?

» Dapatkah ibu corifakan Dbuagaimana proses penyusunan ssbush
kebijakan/UU dari awal sampai terbentuk menjadi produk UU? (singgung
perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan, penetapan
kebijakan)

s Apakah proses tsb sdh memenuki mekanisme perundang-undengan?

Penghayatan/Pengalaman

» Bagaimana ibu memaknal status/posisi ibn scbagal wakil rakyat/anggota
legislatif?

« Terlebih sebagai perempuan?

» Jbu bisa jelaskan manfaat/kebaikan dgn kehadiran ibu d&i panggung
parlernen?

» Ibu bisa jelaskan kendala yang ibu hadapi di panggung parlemen?

» Jika ada kendala, bagaimana ibu mengatasinya?

» Ibu bisa jelaskan peluang di panggung parlemen?

» Bisa ibu ceritakan bagaimana pola kerja sebagai aleg?

« Komisi apa? Apakah pernah berpindah?

» Rapsut apa sgja?

» Kepanitiaan apa saja?

s Bagaimana dengan mangjemen wakfu?

» Dengan tupoksi spt yg ibu jelaskan (legislasi, anggaran, kontrol) apa yang

ibu rasakan?
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Ketika menjalankan peran legisiasi baglan mana yang fbu rasskan
berat/mengesalkan/menychalkan?

Menyenangkan?

Dengan pengalaman dari satu komisi/panitia ke komisi/panitia yg lain,
mang vang paling berkesan?

Mengapa?

Dari beberapa pembahasan yg ibu ikutt mana yang berkesan?

Maenarik? Atau sebaliknya?

Apa alasannya?

Faktor apz saja vang membuat ibu menyukai pembahasan tsh?

Sda yng membuat puss

Dari pengalaman ferlibat dalam pembahasan, faktor apa yg menyebabkan
ibu mempericangkan isu/topik/permasalahan tsb?

Dari proses mulai  dari  perumusag--agenda  kebijakan—alternatif
kebijakan——penetapan kebijakan, mana yang paling memberi kesan?
Berat? Sulit? Menyenangkan?

Tindakan:

*

Selama proses penyusunan apa saja yg ibu lakukan?

Mengumpaikan para ahli/akademisi/ media/dll uik berdiskusi?
Membaca?

Keterlibatan dlm rapat/persidangan?

Jika berbenturan dgn rapat lain? Bagaimana tindakan ibu?

Bagaimana thu memilih? Atau memprioritaskan?

Alaganffakior dim menentukan prioritas?

Jika ibi menghadapi kesulitan apa yg ibu lakukan? Pembahasan bertele??
Deadiock?

Pemahaman #g isu perempnan

Bisa jelaskan Hg isu perempuan?
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s Apa saja?
» Bisa jelaskan tig:
- CBEDAW
- DU PKDRY
- RUUAPP
— U Perkawinan
= U Kesehatan
- Poligami
—~  Traffiking
- Buruh migran
-~ {3ender
- Kekerasan perempuan/diskeiminasi?

Konflik kepentingan pariai, konstituen, dan kelompok perempuanforganisasi
lainnya:
Pengetahuan
» Bagaimana iba mengetahui apa yg diinginkan oleh partai?
«  Oleh konstituen?
s  Qleh kelempok perempuan?
+ Apakah ada pertentangan antara pihakZ 15b?
» Jika ada perfentangan, bgm ibu menyikapinya?
s Apakah partat memberlakukan mekanisme tertentu utk menyampaikan
kebijakannya kpd anggots leg?
+ Bam jbu menyikapi kebijakan tsb?
« Mekanisme konstituen menyampaikan?
o Bagaimana sikap ibu jika kebijakan partai berbeda dgn keinginan
konstituen?
¢ Apakah ada konsekuensi jika kita mengabaikan kebijakan partai?

» Dukungan Partat:

- Heotuk supporting system?
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Pelatihan? Pembekalan?

Persvalan yg sdg dibahas, spt RUU Pomografi atau RUU PTPPC apakah
mendapat arahan dr partai? Atau berjalan dgn sendirinya?

Klw demikian, adakal perternuan rutin dgn unsur partai? Jika ya, berapa
kali setinp pekan?

Kesepahaman dengan partai? Ketika ditetapkan sbg aleg?dituangkan dim
tulisan

Platform Partai terkait isu perempuan?

Pandangan partai thd isu perempuan?

Sikap dan dukungen partai thd isu perempuan?

Penghayatan/pengalaman:

Menurut ibu, apakah sim partai sdh cukup memenuhi kebutuhan
ibwmembekali shy dpt menjalankan tupoksi sbg aleg?

Peran dan Respon Perempuan dalam Mengendalikan Proses Pengambilan

Keputusan:

Penpetahuan:

Menurut iby, apa saja peran yang dpt dilakukan aleg prp dlm

mengendalikan proses pengambilan keputusan?

Bentuk respon apa saja yang ditunjukkan oleh tmn2 aleg dim e
memengarubi proses pengambtiian keputugan?

Scr praksis, apakah prp memiliki kesempatan yg sama vtk
bersuara/menyampaikan peadapat?

Berdasarkan pengalaman ibu berpindah komisi, pansus, dll, apakah
perempuan cukup punya nyali utk bersuara?

Seberapa berpengaruh suara prp?

Selain suara/pendapat, menurut ibu, apalagi yg dapat digunakan oleh
perempuan agar dpt mengendalikaan proses pengambilan keputusan?
Apakah sefalu perlu ruang/jsbatan formal, spt ketua/pimpinan pansus utk

dpt memengarnshi atay mengendalikan proses keputusan?
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Bagaimans ibu mempersispkan dirf utk memengaruhi pengambilan
keputusan?

Bahan bacaan? Baban diskusi? Jejaring/fraksi balkon? TownZ media?
Apakzh persiapan lain? Mentalitas’keberanian, dil juga diperlukan?
Seberapa banyak aleg prp yg memiliki respon dan mampu mengambil
peran dim mengendalikan keputusan?

Penghayatan/pengalaman:

Berdasarkan pengalaman ibu, seberapa seringkah/pernatkakh
suara/pendapat by mampu mengubah keputusan?

Dapatkah ibu menceritakan kapan peristiwa monemental/spektakular
ketika pendapat ibn mempu meogubsh pendapat forum/memengaruhi
orang lain?

Adakah perlakuan/perkataan/atau apapus vg thu lorima manakala pendapat
ibu dpt memengaruhi forum?

Menurut penpamatan dan pengalaman ibu, apakah kepemimpinan prp
mnjadi ketua pansus dil cukup efekiif dim memengarvhi forum/proses

pengambilan keputusan?

Tindakan/faction:

Tika suara/pendapat kita tdk diterima, apa yang ibu lakuken?
Apakah ibu mengenal istilah setengah kamar dsb utk memengaruhi
proses?

Bagaimana bangunan rolast ibu?

Dengan aleg perempuan sesama partai?

{ain partai?

Dengan aleg lakiZ sesama partai?

Beda partai?

Bgm dgn media? Dr kliping koran, sbrp sering ibu menjadi narasumber di
media?

Sberapa sering pemyataan ibu dikutip oleh media?

Media elektronik?
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Faktor2 Yang Memengaruhi Bespon Perempusu Dalam Pengambitan
Keputusan:
Pengeinhuan:

» Apakah tugas aleg terlala berat?

¢« Apakah kepentingan politik?

Penghayatan/pengalaman:
Tindakan/action:
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